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Sekapur Sirih

Indonesia memasuki babak baru pemerintahan periode
2025-2029. Periode pemerintahan ini merupakan periode
penting sebagai landasan pencapaian Visi Indonesia Emas 2045
yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu,
Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Lima sasaran utama Visi
Indonesia 2045 adalah: 1. Pendapatan per kapita setara negara
maju; 2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; 3.
Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan 5. Intensi
emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju net zero emission.
Namun demikian, upaya mencapai target tersebut bukanlah hal
yang mudah dilakukan, terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang
perlu diselesaikan, belum lagi tantangan global semakin
meningkat.

Pekerjaan rumah perekonomian domestik yang masih
belum terselesaikan adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi
yang terus berlangsung, sementara itu mesin-mesin
pertumbuhan ekonomi belum mampu bertransformasi dengan
cepat. Investasi yang mengalir belum mampu memberikan
dorongan yang besar pada pertumbuhan ekonomi, hal ini
terefleksikan dengan angka ICOR yang masih tinggi. Konsumsi
rumah tangga yang menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan
PDB mengalami penurunan akibat pelemahan daya beli.
Pelemahan daya beli ini juga tergambar dari menurunnya jumlah
kelas menengah di Indonesia dalam kurun 5 tahun terakhir.
Belanja yang dilakukan pemerintah, meski secara nominal terus
meningkat, namun belum dapat memberikan efek pengganda
yang lebih jauh. Porsi pengeluaran konsumsi pemerintah
terhadap pembentukan PDB pada triwulan Il 2024, sebesar 7,21
persen. Kegiatan ekspor-impor Indonesia belum banyak
berubah, meskipun masih mengalami suprplus neraca
perdagangan, namun ekspor masih bertumpu pada komoditas
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yang nilai tambahnya masih rendah. Perlu ada percepatan
transformasi ekonomi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Kinerja sektoral perlu mendapat perhatian lebih terutama
pada sektor industri manufaktur yang terus mengalami
perlambatan. Bahkan di 2024, kinerjanya terus merosot,
terutama pada industri-industri manufaktur yang padat karya
yang menyebabkan peningkatan angka pengangguran karena
penutupan pabrik terus berlanjut yang menciptakan gelombang
PHK. Sektor fiskal tak kalah pelik, karena belanja yang terus
meningkat namun pendapatan perpajakan masih cenderung
stagnan. Bahkan setelah UU Harmonisasi Perpajakan angka rasio
pajak tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sementara itu
kebutuhan dana melonjak pada periode 2025-2029 karena utang
jatuh tempo yang melonjak dan pembayaran bunga utang yang
membengkak. Sektor moneter dan keuangan masih dihadapkan
pada suku bunga yang tinggi, tren pelemahan nilai rupiah, dan
penyerapan kredit yang masih rendah.

Perlambatan ekonomi domestik tak lepas dari tantangan
ekonomi global yang meningkat dan semakin kompleks,
ketegangan geopolitik yang terus meningkat, ditambah lagi
dengan perubahan peta geopolitik karena pemilihan umum yang
dilakukan di 50 negara pada 2024. Sehingga untuk
mengantisipasinya diperlukan penguatan ekonomi domestik.

Sementara itu pencapaian target indikator kesejahteraan
meski mengalami perbaikan, namun masih menyisakan
pekerjaan yang berat. Tingkat kemiskinan, walaupun trennya
menurun, namun kian sulit untuk ditekan. Di sisi lain tingkat
ketimpangan masih bertengger tinggi. Tingkat pengangguran
meskipun turun namun justru menyisakan pekerjaan rumah
yang berat karena tingginya angka pengangguran muda
(menurut usia) dan tingginya pengangguran lulusan sekolah
menengah atas/sederajat dan lulusan perguruan tinggi. Capaian
Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan skor,
namun masih timpang antar provinsi. Kualitas sumber daya
manusia Indonesia dalam peringkat global masih masuk dalam
kategori rendah. Apalagi ditambah dengan merosotnya capaian
kemampuan literasi, numerasi, dan sains di tingkat global.
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Buku Pemikiran 100 Ekonom Indonesia merupakan
sumbangsih pemikiran para ekonom Indonesia yang
memberikan gambaran mengenai kondisi dan tantangan
ekonomi Indonesia yang disertai dengan rekomendasi, solusi,
dan strategi untuk perbaikan dan penguatan ekonomi Indonesia
sebagai wujud kecintaan pada Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Pada 2024, tajuk Buku Pemikiran 100 Ekonom
Indonesia adalah Estafet Kepemimpinan Baru Menuju
Akselerasi Ekonomi. Buku Pemikiran 100 Ekonom Indonesia
kali ini diharapkan dapat memberikan masukan rekomendasi
pada pemerintahan yang baru untuk dapat mengakselerasi
ekonomi agar dapat mewujudkan target pertumbuhan ekonomi
dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045 dan mewujudkan
cita-cita bangsa yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945
yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah  Indonesia, = memajukan  kesejahteraan = umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa. Buku Pemikiran 100 Ekonom
Indonesia diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai
kondisi dan tantangan ekonomi Indonesia serta upaya untuk
memberikan manfaat pada seluruh masyarakat Indonesia dalam
memahami kondisi ekonomi Indonesia dan upaya yang dapat
dilakukan untuk menghadapi tantangan dalam mewujudkan cita-
cita bangsa dan Indonesia Emas 2045.

Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada
para ekonom, sponsor, dan tim pendukung atas kontribusinya
sehingga Buku Pemikiran 100 Ekonom Indonesia dapat
diterbitkan. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat untuk
perekonomian Indonesia yang lebih baik.

Jakarta, Desember 2024

Tim Penyusun
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1.1.

Emas Biru Indonesia:
Membangun dari Laut ke Darat

Asmiati A. Malik
Dosen Universitas Bakrie

Dr. Asmiati A. Malik adalah Asisten Profesor di
Universitas Bakrie, Direktur Asian Scenarios, dan
Associate di Institute for Development of Economics
and Finance (INDEF). Dr. Malik memiliki keahlian
dalam Ekonomi Politik Internasional, khususnya
dalam kebijakan sektor maritim dan energi. Beliau
memiliki latar belakang yang kuat di bidang
Hubungan Internasional dan telah menjadi
penasihat bagi berbagai organisasi pemerintah,
non-pemerintah, dan internasional, dengan
memberikan keahlian dalam kebijakan strategis
terkait ekonomi politik internasional, politik geo-
ekonomi regional, dan komunikasi politik. Dr. Malik meraih gelar PhD
dalam bidang Ekonomi Politik Internasional dengan spesialisasi dalam Tata
Kelola Maritim dan Energi dari University of Birmingham. Sebagai penulis
yang aktif, beliau telah banyak menerbitkan tulisan tentang perkembangan
politik dan ekonomi Indonesia serta berkontribusi dalam artikel opini di
berbagai media, termasuk Nikkei, The Diplomat, The Jakarta Post, CNN,
CNBC, dan Kumparan.

Peluang Ekonomi Maritim Indonesia

Indonesia memiliki tambang emas biru yang belum
dikembangkan secara optimal untuk kemajuan bangsa secara
menyeluruh. Sebagai negara kepulauan dengan luas 6,4 juta km?,
62 persen wilayah Indonesia merupakan perairan laut dengan
17.000 pulau yang membentang dari Timur ke Barat
(Sidakokkhl.kkp, 2024). Potensi sumber daya maritim Indonesia
sangat besar, meliputi sektor perikanan, makanan (marine food),
wisata dan jasa bahari, transportasi, energi baru terbarukan,
serta  bioteknologi yang bisa  dikembangkan  dari
keanekaragaman hayatilaut. Bappenas memperkirakan Ekonomi
Biru yang merupakan bagian dari Ekonomi Maritim diharapkan
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bisa berkontribusi sebesar 15 persen atau sebesar US$ 7,4 - 9,8
triliun pada tahun 2045 (Asikin, 2023). Proyeksi ini tentu bisa
saja bertambah atau meleset dari perkiraan jika strategi dan
pengelolaan yang tidak tepat. Jika menilik dari sejarah maritim,
mulai dari bagian timur Indonesia, budaya berlayar dan
pembuatan kapal Phinisi Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan,
sudah menggambarkan kemampuan leluhur menjelajahi lautan
Nusantara dan dunia (Poelinggomang, 2016). Bahkan, sejak Abad
ke-5, dari Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit menunjukkan
kedigdayaan maritim mereka dengan memperluas jangkauan
wilayah dagang sampai ke Asia Tenggara (Muljana, 2006; dan
Alverdian, 2024). Namun demikian, kejayaan ini meredup seiring
berubahnya orientasi politik dan budaya ke agraris. Kebijakan
berorientasi darat seperti pengarusutamaan sektor pertanian
dibandingkan dengan pembangunan maritim menyebabkan kita
mengabaikan laut, sehingga kontribusi sektor laut juga rendah.

Kekayaan peninggalan maritim tidak hanya memberikan
khazanah sejarah yang menunjukkan kekuatan, kebesaran dan
keunggulan sektor kelautan Indonesia, tetapi juga memberikan
sinyal kepada kita bahwa potensi ini harus dikembangkan secara
berkelanjutan. Indonesia bisa belajar dari negara maju seperti
Norwegia, China, Yunani, Denmark bahkan Singapura. Negara-
negara tersebut sukses memanfaatkan secara optimal
sumberdaya maritim mereka dengan model kluster dan multi-
sektor. Data menunjukkan Norwegia memperoleh penghasilan
dari sektor maritim sebesar US$ 35,5 miliar, berkontribusi 8
persen terhadap PDB mereka pada tahun 2023. Industri
transportasi perkapalan mencakup rute jauh dengan tonase
kapal besar (deepsea industri) dan jarak pendek (speedboat dan
ferries), serta industri minyak dan gas lepas pantai berkontribusi
50 persen terhadap PDB Maritim Norwegia (Menon Economics,
2023). Selain Norwegia, China juga berhasil menjadikan sektor
Maritim sebagai menjadi bagian sentral dari Belt and Road
Initiative (BRI). Sebagai catatan, terdapat dua visi utama dalam
BRI yang mencakup visi darat dan laut. Untuk perluasan
jangkauan dagang khusus jalur laut dikenal dengan Visi Jalur
Sutra Maritim (Maritime Silk Road Initiative, MSR). Presiden Xi
Jinping memperkenalkan visi ini pada tahun 2013, sebagai bagian
dari strategi ekspansi ekonomi China melalui jalur laut.
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Mayoritas (60,7 persen) pendapaatan China dari sektor ekonomi
maritim berasal dari sektor Pariwisata Pesisir dan Rekreasi,
Transportasi dan Pengiriman Laut, serta Industri Minyak dan Gas
Lepas Pantai (China News Service, 2024). Ini menunjukkan
bahwa baik Norwegia dan China memiliki visi dan misi maritim
yang kuat. Mereka juga berhasil melakukan diversifikasi sektor
maritim yang mampu secara signifikan berkontribusi terhadap
pembangunan ekonomi mereka.

Tabel 1. Kontribusi Sektor Maritim pada PDB dalam US$
dan Persentase, 2023

Maritime Percent
GDP age of

Country Contribution | Nationa
(USD) 1GDP

Norwegian Ministry of
1 Norway $35.5 billion 8% Trade, Industry and
Fisheries
2 | China $1.2 trillion 7.8095 | China Maritime  Safety
Administration
3 | Greece $16.8 billion 79 | Hellenic Statistical
Authority
. o Maritime and Port
0,
4 Singapore $10.8 billion 7% Authority of Singapore
- Danish Maritime
0,
5 Denmark $29.8 billion 6% Authori
6 Indonesia $58.3 billion 4% Statistics Indonesia
e - o Philippine Statistics
7 Philippines $11.2 billion 3.60% Authorit
- Netherlands  Maritime
0,
8 Netherlands $28.5 billion 3.30% Strateqy 2022-2026
9 ‘ South Korea $39.5 billion 3% Korea Maritime Institute
Ministry of Land,
10 Japan $127.8 billion 2.70% Infrastructure, Transport
and Tourism
United i .
11 Kingdom $63.5 billion 2.30% Maritime UK

Sumber: Penulis, diolah dari berbagai sumber.

Norwegia sukses memajukan sektor maritimnya dengan
melakukan strategi penguatan kelembagaan dan efisiensi rantai
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pasok industri. Mereka membangun klaster maritim yang
terpadu dan kohesif (Klymenko & dan Halse, 2023). Mereka juga
mengintegrasikan semua sektor terkait, mulai dari perusahaan
pelayaran, galangan kapal, produsen peralatan dan industri
turunan lainnya seperti perikanan (Klymenko & dan Halse,
2023). Ini menyebabkan mereka mampu memproduksi barang
dan jasa secara produktif, efektif dan efisien sekaligus
mendorong inovasi. Selain itu, Norwegia juga berhasil membuat
dan menjalankan regulasi yang membentuk kepercayaan yang
kuat antar-stakeholders. Sementara kesuksesan sektor maritim
China dicapai dengan menerapkan signergi kuat antara pelaku
pasar dengan model intervensi tepat dan tepat dari pemerintah.
Model intervensi terpusat tersebut seperti pembuatan visi-misi
yang kuat disertai dengan rencana aksi (action plan),
pembangunan infrastruktur bertahap dan besar-besaran serta
pemberian subsidi dari pemerintah (Aritua, et al., 2022). Jika
dibandingkan dengan negara-negara tersebut, Indonesia
memiliki keunggulan geografis dengan sumberdaya maritim
yang melimpah dan bisa digunakan sebagai sumber
pertumbuhan ekonomi baru (lihat pada Tabel 1). Keunggulan
komparatif tersebut sudah selayaknya dioptimalkan secara
berkelanjutan untuk kemajuan bangsa dan negara. Ini bisa
dilakukan dengan melakukan dan menerapkan kebijakan dan
model intervensi yang tepat secara terpusat.

Tantangan Ekonomi Biru Indonesia

Ekonomi maritim Indonesia bisa dijadikan sebagai tulang
punggung perekonomian. Namun demikian, sektor maritim
belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal untuk
kesejahteraan masyarakat, tercermin dari kontribusinya yang
masih rendah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Di sisi
lain, Indonesia dengan garis pantai sepanjang 99.093 km?, harus
menghadapi tingginya konsentrasi angka kemiskinan sebesar 68
persen di wilayah pesisir (Big, 2024; Nugraheni, 2023). Kondisi
ini selayaknya bisa diantisipasi mengingat kekayaan sumber
daya maritim yang melimpah. Terlebih lagi posisi geostrategis
Indonesia di Indo-Pacific terutama di wilayah Selat Malaka, Selat
Sunda, Selat Lombok dan Selat Makassar menjadikan Indonesia
sebagai pemain penting dalam sektor logistik maritim global.
Pengembangan sektor maritim selama ini sangat ditekankan
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pada sektor kelautan dan perikanan sehingga terkesan
mengabaikan pengembangan sektor maritim lainnya (lihat lebih
lanjut pada Grafik 1).

Grafik 1. Distribusi PDB Maritim Menurut Klaster
Tahun 2021 (dalam persen)

Kluster Kontribusi Sektor Maritim

Perikanan dan Budidaya 29.11
Sumber Daya Energi 24.98
Transportasi & Aktivitas 8.78
Industri Kemaritiman 7.9

Perdagangan Maritim 7.83

M{IN

Cluster

Sumber Daya Mineral 4.88
Jasa Maritim

Industri Pengolahan
Wisata Bahari

Konstruksi Maritim

"l

Percentage (%)

Sumber: Marinvest dan BPS, 2023.

Ini tercermin dari data Distribusi PDB Maritim pada Grafik
1, di mana cluster dengan kontribusi paling besar adalah sektor
Perikanan dan Budidaya Maritim sebesar 29 persen, menyusul
Sumber Daya Energi sebesar 25 persen dan Transportasi dan
Aktivitas Penunjang sebesar 10 persen. Ketiga dari sektor
tersebut secara akumulatif berkontribusi sebesar 64 persen,
sementara sektor dengan kontribusi yang masih rendah
termasuk konstruksi dan wisata maritim, serta industri
pengolahan dan jasa (lihat pada Grafik 1). Besarnya dominasi
sektor Perikanan dan Budidaya Maritim menjadikannya sebagai
penopang ekonomi maritim. Namun sekaligus menjadikannya
rentan terhadap keberlanjutan penggunaan sumberdaya seperti
eksploitasi secara berlebihan dan terjadinya praktik perikanan
ilegal. Data menunjukkan kerugian akibat dari praktik perikanan
ilegal secara kumulatif sebesar $ 201 juta antara tahun 2013-
2018 (Malik, 2022). Angka ini tentu tidak bisa mencerminkan
total kerugian, baik dari segi aspek ekonomi, sosial dan
lingkungan untuk jangka panjang. Oleh karena itu, sangat perlu
pengembangan sektor maritim lainnya yang bisa menjadi sumber
pendapatan baru. Selain itu, dari sisi Sumber Daya Energi dengan
kontribusi 25 persen bisa menyebabkan ketergantungan kepada
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jenis industri yang bersifat ekstraktif. Sekarang ini, terdapat
3.786 sumur minyak lepas pantai (offshore) yang dikelola oleh
Pertamina Hulu Energi (Muliawati, 2022). Dengan bertambahnya
aktivitas penambangan minyak dan gas di lepas pantai (offshore
drilling) bisa menyebabkan perubahan ekosistem biota laut,
pencemaran air dan polusi suara yang berdampak pada proses
perkembangbiakan (water animal breeding). Selain itu, rembesan
minyak dan gas beracun juga akan berdampak buruk bagi
kelestarian lingkungan dan emisi gas kaca. Oleh karena itu,
dibutuhkan pembangunan sumber energi laut baru terbarukan
(renewable energy) dari sumber lain seperti gelombang laut,
pasang surut, arus bawah laut, gradian salinitas dengan proses
osmosis dan osmotik balik. Perbedaan suhu hangat pada air
permukaan dan suhu dingin pada air bawah juga bisa dikonversi
menjadi energi yang dikenal dengan OTEC (Ocean Thermal
Energy Conversion).

Sementara itu, rendahnya kontribusi sektor jasa dan
pariwisata maritim menyebabkan manfaat ekonomi yang
didapatkan langsung oleh masyarakat menengah ke bawah,
termasuk pelaku UMKM, cukup rendah. Pengelolaan dan
pembangunan lebih lanjut pada Kkluster-kluster tersebut
dipadukan dengan pendekatan Ekonomi Biru dianggap bisa
menjadi sumber pertumbuhan baru. Selain itu, pematangan
konsep (Concept), pendekatan (Approach), kerangka Kkerja
(Framework) serta peta jalan (Roadmap) Kebijakan Maritim
Indonesia dan Ekonomi Biru akan mampu membantu untuk
meraih target pertumbuhan sektor maritim yang optimal,
berkelanjutan dan serta berkeadilan. Pentingnya sektor maritim
dan Ekonomi Biru bagi pembangunan Indonesia menjadi latar
belakang penulis membahas peluang dan tantangan sektor
Maritim terutama pada Ekonomi Biru (Blue Economy) di
Indonesia.

Strukturalisme Kelembagaan Maritim

Dalam menganalisis kebijakan maritim dan Ekonomi Biru di
Indonesia secara keseluruhan, penulis menggunakan pendekatan
institusionalisme dan kerangka kebijakan publik untuk
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menganalisis perwujudan visi Indonesia sebagai Global Maritime
Fulcrum (GMF) atau Poros Maritim Dunia. Teori kelembagaan
menekankan pentingnya struktur formal, norma, dan mekanisme
koordinasi dalam implementasi kebijakan (North, 1990; Scott,
2014).

Dalam konteks sektor maritim Indonesia, institusionalisme
menyoroti tantangan yang muncul akibat tata kelola yang
terfragmentasi, kurangnya kesadaran akan normal formal dan
informal, adanya peran dan mandat yang tumpang tindih di
antara berbagai kementerian, serta kebutuhan akan pendekatan
kebijakan maritim yang terkoordinasi. Kerangka ini akan
digunakan untuk menganalisis pengaturan institusional yang ada
di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk menciptakan
struktur tata kelola maritim yang lebih holistik dan terpadu.
Sementara lain itu, kerangka kebijakan publik akan membimbing
analisis terkait proses perumusan, implementasi, dan evaluasi
kebijakan dalam sektor maritim Indonesia. Menurut Dye (2013)
kebijakan yang efektif harus melalui tahapan terstruktur, mulai
dari penyusunan agenda, perumusan kebijakan, implementasi,
dan evaluasi. Dengan menerapkan struktur ini, Ekonomi Biru
Indonesia dapat dikembangkan dalam konteks Kkebijakan
maritim yang lebih luas. Kerangka ini membantu
mengidentifikasi kesenjangan dalam proses pembuatan
kebijakan, seperti perlunya kebijakan maritim yang
komprehensif dan holistik serta seimbang antara aspek ekonomi,
lingkungan, dan keamanan.

Pemerintah Indonesia melaksanakan pembangunan
maritim secara terpusat dan terencana dengan melibatkan
berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk
pemerintah daerah, komunitas masyarakat pesisir, pelaku usaha,
organisasi internasional dan elemen yang terkait. Pendekatan
pembangunan terpusat sangat dibutuhkan untuk mendukung
kelembagaan yang solid dan berkelanjutan di sektor maritim.
Meskipun terdapat tantangan besar termasuk memastikan
bahwa setiap pemangku kepentingan bisa berfungsi dan
bekerjasama secara sinergis dan terpadu demi mencapai tujuan
bersama. Sebagai bagian dari upaya ini, pemerintah telah
menetapkan visi jangka panjang untuk menjadikan Indonesia
sebagai pusat maritim dunia, atau yang dikenal sebagai GMF .
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Visi ini pertama kali diperkenalkan pada 2014 dalam acara
Forum Pertemuan Puncak ke-9 Asia Timur (EAS) di Nay Pyi Taw,
Myanmar (Antara, 2014). Untuk mewujudkan visi tersebut,
kebijakan maritim dirancang berdasarkan prinsip strukturalisme
kelembagaan, dengan menekankan pembangunan kelembagaan
yang kuat melalui penentuan landasan aturan formal (Malik &
Bustanul, 2024). Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan
dokumen rancangan pembangunan untuk mencapai visi GMF
termasuk dalam RPJPN, RPJMN dan dokumen rancangan
pembangunan lainnya. Dengan demikian, instrumen hukum dan
kebijakan secara kelembagaan formal sudah dipersiapkan
dengan baik. Dari aspek tahapan, hal ini sesuai dengan
pembuatan kebijakan publik secara formal yakni mulai dari
penentuan visi, misi, pemantapan ide, konsep, dan pilar. Namun
demikian, ada beberapa kelemahan pada bagian Framework dan
Roadmap/Action Plan? (lihat Diagram 1).

Berdasarkan Diagram 1, terdapat kelemahan jika
dicocokkan dengan Framework dan Roadmap Ekonomi Biru yang
sudah didesain oleh Bappenas. Kelemahan tersebut bisa terlihat
pada tahapan 4, di mana Framework untuk pengembangan
Maritim belum disusun dengan baik kemudian tiba-tiba
mendesain Framework Ekonomi Biru. Begitu pun pada tahapan 5
pada bagian Action Plan, di mana desain Roadmap Ekonomi Biru,
disusun sebelum adanya desain Roadmap Kebijakan Maritim. Ini
menyebabkan pendekatan Ekonomi Biru menjadi sangat
terpusat pada pendekatan ekonomi sehingga mengabaikan aspek
penting lainnya seperti, budaya pesisir, pertanian pesisir,
keamanan dan aspek sosiologis dan non sosiologis lainnya.
Framework dan Roadmap Ekonomi Biru yang dibuat lebih
menekankan pada aspek utilisasi sumber daya alam laut sebagai
sumber pertumbuhan ekonomi baru. Ini hanya akan bisa dicapai
jika pendekatan holistik dipakai untuk meninjau secara
keseluruhan. Sebagai contoh, mengabaikan aspek keamanan
lingkungan dan ancaman kejahatan laut akan menyebabkan

! Penulis menggunakan bahasa action plan dalam pendekatan Ilmu Kebijakan Publik lebih
rinci dibandingkan dengan Roadmap yang secara cakupan lebih luas. Bappenas
menggunakan bahasa Roadmap karena bisa dikembangkan lebih detail ke Action Plan oleh
Kementerian dan Lembaga terkait.
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pembangunan maritim tidak bisa dicapai secara optimal. Oleh
karena itu, penting untuk menetapkan lebih dulu Framework dan
Roadmap Pembangunan Maritim Indonesia baru kemudian
mensinergikannya dengan Ekonomi Biru.

Diagram 1. Global Maritime Fulcrum dan Ekonomi Biru

Visi:
Global Maritime Fulcrum

“Visi Kelautan Indonesia adalah
mewujudkan Indonesia menjadi Poros
Maritim Dunia, yaitu menjadi sebuah
negara maritim yang maju, berdaulat.
mandiri. kuat, serta mampu mamberikan
kontribusi pesttif bagi keamanan dan
pertiamaian kawasan dan unia sesual
dengan kepentingan rasional”

Misi:

Mengoptimalkan pengelolaan sumber
daya laut yang berkelanjutan.

memperkuat kualitas SDM dan eknelogi,

meningkatkan pertahanan, kedaulaten,
kesejahteraan masyarakat pesisir.
infrastrukdur, perlindungan lingkungan.
diplomasi maritim, serta membangun
identitas dan budaya bahari Indonesia.

Global Maritime Fulcrum

Negara Maritim

Budaya Maritim, Sumber Daya Maritim,
Diplomasi Maritim dan Keamanan, dan
Pertahanan maritim

3. Pilar

Maritime Development Framework:

4. Framework Ekonomi Biru

Roadmap Maritime Policy: Ekonomi

5. Action Plan

Rl Implem

Sumber: Penulis, dikembangkan dari berbagai sumber, 2024.

Ekonomi Biru (Blue Economy) bisa dipahami sebagai sebuah
Ide, Konsep dan Kerangka Kerja (framework). Hal ini sangat
mendasar karena berkaitan dengan perumusan kebijakan publik
yang baik, benar dan tepat. Konsep dalam kebijakan publik secara
sederhana adalah ide mendasar atau konstruksi gagasan yang
bisa berfungsi sebagai lensa untuk memahami kunci dan elemen
penting dalam pembuatan kebijakan (Narain, 2018). Dengan
demikian, konsep merupakan ide yang menjadi fondasi dari
gagasan yang kemudian diterjemahkan menjadi kerangka kerja.
Sementara itu, kerangka kerja adalah sebuah skema sintesis
secara abstrak, diperuntukkan mengatur setiap realitas dari
berbagai elemen—dimana kerangka kerja tersebut merupakan
upaya menyederhanakan dan mewujudkan realitas yang
kompleks (Banha, Flores, & Coelho, 2022: 239). Ini berarti
framework dalam kebijakan publik adalah panduan yang buat
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sebagai acuan untuk memahami dan menyusun langkah-langkah
kebijakan beserta komponen penting lainnya dengan tujuan
utama menyederhanakan hal-hal yang kompleks. Berdasarkan
pemahaman tersebut, maka Ekonomi Biru adalah sebuah ide
dasar dan utama sekaligus sebagai kerangka kerja dari berbagai
komponen elemen yang kompleks. Ide ini kemudian
dikembangkan menjadi framework dan rencana aksi.

Selain pemahaman tersebut di atas, secara definitif menurut
World Bank (2017), Ekonomi Biru adalah penggunaan sumber
daya laut yang berkesinambungan untuk pertumbuhan ekonomi,
memperbaiki penghidupan dan pekerjaan sambil menjaga
kesehatan ekosistem laut. Sedangkan menurut PBB (2019),
Ekonomi Biru meliputi berbagai ekonomi dan kebijakan terkait
yang secara bersama menentukan keberlanjutan sumber daya
kelautan. Selain itu, menurut European Commision (2016)
seluruh kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kelautan, laut
dan pesisir dianggap sebagai Ekonomi Biru. Definisi Ekonomi
Biru secara tegas bisa dilihat pada Undang-Undang No.32/2014
tentang Kelautan pada Pasal 14 yang berbunyi:

“Ekonomi Biru adalah sebuah pendekatan untuk
meningkatkan  Pengelolaan  Kelautan yang
berkelanjutan serta konservasi Laut dan sumber
daya pesisir serta ekosistemnya dalam rangka
mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan
prinsip-prinsip antara lain keterlibatan
masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan
limbah, dan nilai tambah ganda (multiple revenue)”.

Berdasarkan definisi tersebut bisa dipahami bahwa negara
memandang Ekonomi Biru sebagai sebuah pendekatan
(approach), yang dalam dokumen kebijakan diterjemankan
menjadi framework dan roadmap. Ini membutuhkan pematangan
konsep lebih awal agar tidak terjadi interpretasi yang berbeda.
Menurut Malik & Arifin (2024), Ekonomi Biru adalah kerangka
kerja normatif dari ekonomi kelautan dan merupakan bagian
integral dari visi besar maritim Indonesia. Lebih lanjut, Malik &
Arifin (2024) mengusulkan Ekonomi Biru sebagai bagian dari
kerangka kerja terpadu untuk memastikan keberlanjutan dan
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keamanan sumber daya laut, pesisir, dan perairan pedalaman
untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Ekonomi Biru
harus dipandang sebagai pembangunan maritim secara holistik
dari laut ke darat dengan menekankan sinergitas dan kerjasama
erat antarpemangku kepentingan. Ekonomi Biru harus
dipandang sebagai bagian dari kerangka besar pembangunan
maritim Indonesia. Ini menuntut pendekatan yang lebih
komprehensif, tidak hanya berdasarkan pada utilisasi ekonomi
tapi juga menitik beratkan pada pembangunan manusia, alam,
lingkungan serta ekosistem dari laut itu sendiri.

Pertumbuhan Ekonomi dari Laut ke Darat

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan
pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen selama periode
pemerintahannya. Target ini cukup ambisius mengingat
pertumbuhan GDP Indonesia sudah mandek secara rata-rata di
angka 5,11 persen yoy sejak 1961-2023 (62 tahun) (lihat data
World Bank, 2024). Kontributor paling dominan berdasarkan
data BPS (2014) masih dari sektor Manufaktur, Perdagangan,
Pertanian dan Kehutanan dan Perikanan serta Pertambangan
(lihat Grafik 2). Oleh karena itu, perlu pendekatan dan sumber
pertumbuhan baru seperti misalnya dari sektor maritim.
Bappenas (2022) mencatat kontribusi sektor maritim terhadap
GDP sebesar 7,92 persen pada tahun 2022. Untuk meningkatkan
target capaian dari ekonomi maritim, pemerintah telah membuat
dua dokumen penting termasuk Blue Economy Development
Framework for Indonesia’s Economic Transformation pada tahun
2021 dan dua tahun kemudian mengeluarkan Indonesia Blue
Economy Roadmap (Bappenas, 2021; Bappenas 2023). Selain itu,
dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029, Ekonomi Biru
sudah dimasukkan dalam salah satu Isu Strategis Transformasi
Ekonomi (Bappenas, 2023). Ini menunjukkan pemerintah sudah
memiliki komitmen besar terhadap pembangunan sektor
Ekonomi Biru di Indonesia.
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Grafik 2. GDP Indonesia Q2-2024
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Sumber: BPS, 2024.

Tabel 2. Nilai Nominal dan Pertumbuhan PDB Perikanan

2014 -2024
Maritime GDP Value
S 7
(Trillion Rp) Contribution to GDP (%)

2014 950 7.75
2015 980 7.80
2016 1,030.00 7.85
2017 1,074.00 7.90
2018 1,177.90 7.94
2019 1,224.30 7.73
2020 1,139.80 7.38
2021 1,290.20 7.60
2022 1,362.50 (projected) 7.92
2023 1,441.6 (projected) 7.96
2024 1,524.3 (projected) 8.00
Average 7.80

Sumber: Marinves dan BPS 2023, berbagai sumber. Diolah.
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Rata-rata pertumbuhan kontribusi sektor maritim pada GDP
dari tahun 2014 - 2018 mengalami kenaikan hanya sebesar 0,19
persen, kemudian menurun sampai pandemi Covid-19 (lihat
Tabel 2). Setelah itu, pertumbuhannya kembali pulih meskipun
tidak secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa selama 10 tahun
tidak terjadi perubahan secara signifikan terhadap sektor
maritim Indonesia. Rata-rata pertumbuhan kontribusi sektor
maritim terhadap GDP selama 10 tahun hanya sebesar 7,8
persen. Angka ini masih sangat jauh dari target pertumbuhan
sebesar 15 persen pada tahun 2045. Penulis berpendapat, bahwa
kontribusi sektor maritim bisa menopang pertumbuhan ekonomi
8 persen sesuai target, dengan prasyarat sektor maritim harus
mampu tumbuh sampai 25,15 persen. Ini merupakan tantangan
sangat besar namun cukup fisible untuk dilaksanakan secara
bertahap. Namun demikian, pemerintah membutuhkan
terobosan luar biasa dengan mempertimbangkan aspek-aspek
yang memengaruhi percepatan dan kualitas pertumbuhan sektor
maritim.

Untuk meningkatkan kontribusi sektor maritim terhadap
GDP, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah
(lihat Matrix 1). Pertama, mengubah pola pandang bahwa laut
tidak bisa dipisahkan dari daratan. Ini berarti pembangunan
harus berorientasi dari laut ke darat, bukan sebaliknya. Dengan
mengubah pola pandang kita tentang laut akan memperkuat
konsep kita tentang maritim, laut, kelautan, pesisir dan perairan.
Maritim seharusnya dipandang sebagai segala sesuatu yang
bermuara ke laut, mulai dari sungai, danau dan pesisir. Kedua,
harus ada perapian pengelolaan maritim secara holistik, tidak
hanya menjadikan laut sebagai sumber ekonomi tapi juga pagar
utama pertahanan keamanan Indonesia. Keamanan dalam
konteks merujuk pada aspek materiil dan nonmateriil. Ketiga,
pembangunan maritim harus berorientasi jangka panjang di
mana utilisasi sumber daya bertumpu pada prinsip
keberlanjutan. Keempat, Klasterisasi sektor perlu dilakukan
berdasarkan pada efisiensi rantai pasok tanpa mengabaikan
kepentingan stakeholders. Kelima, koordinasi terpusat
dibutuhkan untuk menyelaraskan peraturan, kebijakan, dan
kewenangan yang tumpah tindih. Perencanaan yang sudah
dilakukan oleh pemerintah harus bersifat menyeluruh dengan
melibatkan semua sektor terkait.
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Keenam, pembangunan yang inklusif dan kolaboratif dengan
melibat seluruh stakeholders termasuk dari aktor negara, pasar
dan masyarakat. Pelibatan pemangku kebijakan ini, tidak hanya
bersifat perwakilan tapi aktif melakukan komunikasi dari bawah
ke atas. Ketujuh, pembangunan seluruh infrastruktur yang terkait
dengan aktivitas laut termasuk pelabuhan. Pelabuhan sebagai
garis awal dari aktivitas maritim, oleh karena itu pelabuhan
Indonesia harus dibangun berdasarkan kebutuhan dan
pengembangan kedepan. Kedelapan, peningkatan minat pada
bidang maritim, baik dari segi riset, pemilihan peminatan sampai
pada karir. Naiknya minat pada sektor maritim akan berdampak
positif terhadap pertumbuhan sektor ini. Kesembilan,
menjadikan sektor maritim sebagai aspek integral dari hubungan
internasional karena banyak permasalahan lintas negara yang
terjadi didarat baik dari praktik perikanan ilegal, transhipping,
penyelundupan, pengrusakan lingkungan, pembuangan limbah
dan sampah. Oleh karena itu, diplomasi dan kerjasama
internasional sangat krusial untuk diintegrasikan dalam
kebijakan maritim Indonesia. Ini berhubungan erat dengan aspek
kesepuluh di bawah.

Kesepuluh,  pengembangan  Ekonomi  Biru yang
berkelanjutan dan holistik, mencakup integrasi berbagai sektor
kelautan dengan pendekatan yang memprioritaskan
keberlanjutan lingkungan, keamanan maritim, ekonomi, serta
kesejahteraan sosial, terutama bagi masyarakat yang tinggal di
wilayah pesisir, sungai, dan danau. Pendekatan ini tidak hanya
berfokus pada optimalisasi sumber daya kelautan sebagai
penggerak ekonomi, tetapi juga pada pelestarian ekosistem dan
perlindungan lingkungan perairan, agar sumber daya ini dapat
dimanfaatkan secara berkelanjutan dalam jangka panjang.
Keamanan maritim juga menjadi elemen krusial dalam
pengembangan Ekonomi Biru, mencakup upaya perlindungan
dari ancaman seperti perikanan ilegal, penyelundupan, dan
aktivitas yang berdampak merusak lingkungan. Dengan adanya
sistem pemantauan yang lebih baik dan kolaborasi antarinstansi,
stabilitas dan keamanan wilayah perairan dapat terjaga.
Kesebelas, mencakup pembangunan infrastruktur pesisir dan
pulau terpencil. Mengingat Indonesia terdiri dari kepulauan di
mana banyak masyarakat nelayan yang memilih tinggal di pulau
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kecil dan padat. Seringkali wilayah tersebut tidak memiliki akses
listrik dan sinyal telekomunikasi. Ini menyebabkan mereka tidak
menyimpan hasil produksi mereka di kulkas pendingin (cold
storage).

Kedua belas, harus ada pendekatan teknologi perikanan dan
pemanfaatan sumber daya laut. Pandangan kebijakan yang
selama ini hanya berorientasi pada sektor perikanan harus
diubah menjadi lebih beragam termasuk pengembangan industri
turunan seperti garam, alga (superfood), rumput laut dan
berbagai industri lainnya. Ini hanya bisa bisa dilakukan jika kita
memiliki pengetahuan memadai dengan melibatkan intelektual,
lembaga pendidikan seperti universitas dan pelaku usaha
terutama dalam pengembangan teknologi. Ketiga belas, harus ada
pemanfaatan tanah pesisir sebagai pusat pertanian baru. Banyak
negara (seperti Belanda, Israel dan Bangladesh) yang
mengembangkan pertanian pesisir dengan menerapkan
teknologi yang tepat, baik dari sisi pengelolaan tanah, pemilihan
bibit dan pemberian pupuk. Pengembangan pertanian pesisir
akan bisa membantu masyarakat pesisir memenuhi kebutuhan
pangan mereka. Keempat belas, pemerintah beserta semua
stakeholders harus melakukan pengawasan perairan secara
proaktif. Pengawasan perairan mencakup melindungi semua
praktik yang bisa merusak lingkungan dan ekosistem laut serta
segala praktik illegal. Kelima belas, melakukan inovasi dan
mendukung pengembangan startup maritim. Ini merupakan
langkah yang terakhir karena esensinya inovasi hanya bisa
dilakukan jika sudah ada minat dan pengetahuan serta pemain
yang banyak serta beragam. Mendorong semangat dan
memasukkan ke dalam kurikulum mengenai esensi dasar negara
maritim bisa menjadi langkah terstruktur untuk mengingatkan
generasi kita bahwa laut adalah masa depan.

Estafet Kepemimpinan Baru Menuju Akselerasi Ekonomi | 17



Tabel 3. Matrix Maritim Indonesia

Aspek Utama

Matrix Maritim Indonesia

Deskripsi Strategi

Pendekatan
Inovatif

Target Hasil

Perspektif Laut ke
Darat

Pengelolaan
Maritim Holistik

Menerapkan
paradigma bahwa
laut adalah fondasi
pembangunan
ekonomi dan sosial
Indonesia.

Menyusun kebijakan
yang
menyeimbangkan
aspek ekonomi,
keamanan, dan
kelestarian
lingkungan laut.

Mengintegrasikan
wilayah pesisir,
sungai, dan danau
dalam konsep
maritim terpadu.

Membangun
kerangka kerja yang
mencakup ekonomi,
keamanan, dan
keberlanjutan
ekosistem maritim.

Kesadaran nasional
akan pentingnya laut
dan perairan.

Pertumbuhan sektor
maritim yang
berkelanjutan.

Memfokuskan
pembangunan Merancang program
maritim pada prinsi jangka panjang .

. . pada prinsip h . Keberlanjutan dalam
Orientasi Jangka Kkeberlaniutan berbasis konservasi eksploitasi sumber
Panjang ) lingkungan dan P

sumber daya alam daya laut.

untuk generasi pemanfaatan

ekonomi.

mendatang.

ii?i:l;r:ggl;kan MG LSk iy Efisiensi rantai

berdasarkan e erbas asok dan
Klasterisasi Sektor efisiensi rantai pasok rantai pasok yang penin R
Maritim antarp inklusif dengan P &

dan kontribusi P keuntungan

berbagai pemangku Qpumalisasl stakeholders.

kepentingan. geografis. l

Menyelaraskan

kebijakan, peraturan, Membentuk badan

dan kewenangan

koordinasi khusus

Efektivitas regulasi

Koordinasi . L dan implementasi
Terpusat antar-kementerian maritim untuk kebijakan yang

untuk menghindari kebijakan lintas optimal

tumpang tindih sektoral. P :

regulasi.

e aar Kemitraan dengan

masyarakat pesisir ——— efisir
Pembangunan dan pemangku Y P Ekonomi pesisir
Inklusif dan kepentingan lokal ﬂralrtlullimbaga okl yang inklusif dan
Kolaboratif dalam perencanaan sinergis.

dan implementasi pemberdayaan

kebijakan maritim. ekonomiy

Menerapkan

Teknologi dan
Digitalisasi
Pelabuhan

Mengintegrasikan
teknologi digital di
pelabuhan untuk
efisiensi dan
keamanan melalui
pemantauan real-
time.

pelabuhan pintar
dan sistem logistik
digital untuk
pengurangan biaya
dan peningkatan
kecepatan
operasional.

Pelabuhan efisien,
aman, dan modern.

Pendidikan  dan
Riset Maritim

Meningkatkan
kompetensi tenaga
kerja maritim
melalui pendidikan
dan riset bertaraf
internasional.

Mendirikan pusat
penelitian dan
universitas maritim
serta program
pelatihan
internasional.

Tenaga kerja
kompeten dan
inovasi teknologi
kelautan.
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Matrix Maritim Indonesia

No Aspek Utama DesKripsi Strategi Pendekatan Target Hasil
Inovatif
]ll/lei?;]szgf:at Menjalin kemitraan
Diplomasi dan internasional untuk igagfglégsggiz Penguatan posisi
9 Kerjasama keamanan, efan aktif di Indonesia di arena
Internasional perdagangan, dan gr anisasi maritim global.
perlindungan intgemasional
lingkungan laut. ’
Mengintegrasikan Mengiml?lementasik
ekonomi biru yang lal?l pl:j};tg(nrgzrh Peningkatan
10 Ekonomi Biru berkelanjutan di erg1 em%)an an ekonomi dan
Berkelanjutan sektor perikanan, peng s . konservasi
- sumberdaya seperti .
pariwisata, dan X lingkungan laut.
energi laut energi terbarukan
’ dari laut.
Mengembangkan Investasi dalam
Infrastruktur dan infrastruktur pelabuhgn strategls Logistik nasional
11 Logistik pelabuhan dan internasional dan yang efisien dan
Terintegrasi konektivitas antar konektivitas dengan terintegrasi
g pulau untuk efisiensi jaringan transportasi grask
logistik nasional. darat.
Pembangunan .
Stasiun Pengisian | iR
Pembangunan Bahan Bakar di wilavah terpencilg Peningkatan
12 Infrastruktur Nelayan (SPBN), cold " r}ll”nenduli)un aksesibilitas dan
Pesisir & Pulau storage, dan sinyal aktivitas nela an%ian efisiensi di wilayah
Terpencil telekomunikasi di yan pesisir terpencil.
daerah pesisir dan pengelolaanliasiy
pulau terpencil. it
Mengembangkan Menggunakan
Pengembangan teknglogl untuk. . teknologi Peningkatan nilai
Teknologi meningkatkan nilai pengolahan, ckonomi dan daya
13 Perikanan dan tambah di sektor pengemasan, dan saing produk
sumberdava laut perikanan dan pemasaran produk eriifnan
Y pengolahan hasil perikanan yang P ’
laut. modern.
Mengembangkan Pengounaan
pertanian pesisir sgunaan
Pertanian Pesisir dengan teknologi teknologi irigasi, Ketahanlan pangan
14 dengan Teknologi tepat guna untuk pengolla.han lahan, dan pem.nglkatan
Tepat mendukung dan bibit unggul ekonomi di daerah
ketahanan pangan di yang sesulail untuk pesisir.
wilayah pesisir. lahanipesisiic
Memperkuat Menggunakan
keamanan laut 58 . .
Pengawasan melalui teknologi pemantauan satelit Keaman{m perairan
15 Wilayah Perairan satelit, drone, dan gz: T;izt;zﬁ ; EZ?Eutre;rT (Zi:m
yang Proaktif kerjasama militer 8 8 rangny
untuk mencegah pengawasan praktik ilegal.
praktik ilegal. modern.
Mendorong inovasi
lokal melalui Menyediakan dana
Inovasi dan dukungan bagi hibah, inkubator, dan Ekosistem inovasi
16 Startup Maritim startup di bidang akselerator bisnis maritim yang
P maritim yang khusus untuk sektor berkembang.
berfokus pada solusi maritim.
berteknologi tinggi.

Sumber: Penulis. Dikembangkan.
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Kesimpulan

Indonesia memiliki potensi Ekonomi Biru yang besar,
namun belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagai negara
kepulauan dengan wilayah laut yang luas dan ribuan pulau,
sektor perikanan, energi terbarukan, bioteknologi, wisata bahari,
dan transportasi laut memberikan peluang yang signifikan bagi
pertumbuhan ekonomi. Negara-negara seperti Norwegia dan
China menjadi contoh sukses dalam pengembangan sektor
maritim. Norwegia, misalnya, menerapkan klaster maritim yang
kuat dengan integrasi sektor perkapalan, perikanan, dan energi
lepas pantai. Sementara itu, China memanfaatkan sektor maritim
dalam inisiatif Jalur Sutra Maritim, memperkuat perdagangan
danjaringan logistiknya. Namun, sektor maritim Indonesia masih
menghadapi tantangan besar. Kontribusi sektor ini terhadap PDB
masih rendah, dengan tingkat kemiskinan tinggi di wilayah
pesisir meski kekayaan sumber daya alam melimpah.
Pembangunan sektor maritim masih terfokus pada perikanan
dan energi lepas pantai, yang mengakibatkan ketergantungan
pada industri ekstraktif dan rentan terhadap eksploitasi berlebih.
Karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik untuk
meningkatkan kontribusi sektor maritim secara keseluruhan.
Untuk itu, diterapkan matriks strategi yang komprehensif guna
memperkuat sektor maritim Indonesia melalui pendekatan
berbasis ekonomi biru. Matriks ini terdiri dari beberapa aspek
utama. Dengan penerapan strategi maritim yang komprehensif
ini, sektor maritim Indonesia dapat berkembang menjadi pilar
utama perekonomian nasional. Kerangka kerja yang solid dan
regulasi yang kuat akan memastikan eksplorasi laut tidak hanya
menghasilkan nilai ekonomi tetapi juga memerhatikan
pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui
sinergi antarpemangku kepentingan dan kebijakan yang
terkoordinasi, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan serta memperkuat posisinya sebagai poros
maritim dunia.
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Doctor of Philosophy (1995) bidang Resource
Economics dari University of Wisconsin-Madison
(AS). Pada tahun 2005, diangkat sebagai Guru
Besar llmu Ekonomi Pertanian di Universitas
Lampung dan Professorial Fellow Sekolah Bisnis,
IPB University. Bustanul Arifin adalah Ekonom
‘ Senior di INDEF, menjadi Guru Besar Tamu di

2 University of Wisconsin-Madison (2002-2003),
University of Sydney (2007-2008) dan University of Kentucky AS (2019-
2020).

Saat ini, mengabdikan diri sebagai Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi
Pertanian Indonesia (PERHEPI), Ketua Forum Masyarakat Statistik (FMS),
Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN), dan Koordinator FG
Pangan dan Pertanian pada lkatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dan
President of Asian Society of Agricultural Economists (ASAE). Buku-buku
barunya antara lain: Ekonomi Beras Kontemporer (Gramedia, 2020),
Analisis Ekonomi Pangan dan Pertanian (IPB Press, 2020), Catatan Kritis
Ekonomi Pertanian (IPB Press, 2020), Pertanian Bantalan Resesi Ekonomi
(INDEF, 2021), Penyuluhan Pertanian Masa Depan (IPB Press 2023) dll.

1. Pendahuluan

Penurunan jumlah dan peran kelas menengah Indonesia
telah menjadi perhatian serius. Dimensi persoalannya bukan
hanya jumlah kelas menengah yang turun, tapi juga kualitas
pekerjaan kelas menengah, persoalan sektoral, serta kualitas
pertumbuhan ekonomi. Idealnya, transformasi struktural terjadi
dari sektor pertanian, menuju industri dan jasa, baik dalam
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konteks peran atau pangsa (share) sektoral dalam produk
domestik bruto (PDB) dan dalam penyerapan tenaga Kkerja
(Barrett, 2011).

Data empiris menunjukkan bahwa proses transformasi
struktural perekonomian selama setengah abad terakhir berjalan
tidak mulus. Pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke
sektor jasa terjadi pada saat sektor industri “belum matang”, atau
disebut deindustrialisasi. Pada kondisi modernisasi pertanian
yang stagnan, tenaga kerja yang masuk ke sektor industri dan
jasa tidak memiliki keterampilan memadai, sehingga kualitas
pekerjaan yang tercipta cenderung rendah.

Tulisan ini membahas upaya transformasi pertanian untuk
memberdayakan kelas menengah, melalui analisis mendalam
tentang proses transformasi struktural dalam perekonomian.
Kinerja transformasi struktural memengaruhi penurunan kelas
menengah karena kualitas industri manufaktur tidak tangguh
dan tidak efisien. Penutup tulisan ini adalah strategi transformasi
pertanian untuk memberdayakan kelas menengah Indonesia.

2. Transformasi Struktural dan Kinerja Pertanian

Perjalanan perekonomian Indonesia menuju menjadi
negara maju dengan pendapatan per Kkapita di atas US$ 10.000
menghadapi perjalanan terjal, karena persoalan transformasi
struktural. Pada 1961, pangsa sektor pertanian terhadap
perekonomian 41 persen, kemudian turun menjadi 22,9 persen
pada 1980, turun lagi menjadi 17,1 persen pada 1995 dan terbaru
menjadi 12,4 persen pada 2023. Sebaliknya, pangsa industri
manufaktur dan pertambangan naik dari 33,5 persen pada 1975
menjadi 35,3 persen pada 1985 dan naik tinggi menjadi 41,8
persen pada 1995 (Tabel 1).

Krisis Ekonomi Asia Tahun 1998 berdampak signifikan
terhadap ekonomi Indonesia, khususnya sektor industri
manufaktur, sehingga mengakibatkan proses deindustrialisasi.
Pangsa sektor industri turun menjadi 38,5 persen pada 2005, lalu
menjadi 28,9 persen pada 2023. Sektor jasa naik signifikan dari
42,8 persen pada 1985, menjadi 48,1 persen pada 2005, hingga
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menjadi 58,6 persen pada 2023. Dalam hal pergeseran serapan
tenaga kerja, transformasi struktural itu berjalan lambat. Pada
1985 sektor pertanian menyerap 56 persen tenaga kerja, turun
menjadi 42,5 persen pada 2005, turun lagi menjadi 32,9 persen
pada 2015 dan ternyata turun menjadi 29,4 persen pada 2023.

Tabel 1. Transformasi Struktural Perekonomian

1985-2020
Uraian 1985 | 1995 | 2005 2010 2015 | 2020 | 2023
1. Pangsa PDB (%)
Pertanian 22,9 17,1 13,4 15,3 13,5 13,7 12,5
Industri*) 35,3 41,8 38,5 36,0 28,6 26,3 28,9
Jasa 42,8 41,1 48,1 48,7 57,9 60,0 58,6
2. Pangsa Tenaga Kerja (%)
Pertanian 56,0 46,0 42,5 39,0 329 29,8 29,4
Industri*) 9,0 12,8 13,0 14,5 13,3 14,7 14,8
Jasa 35,0 43,2 44,5 47,5 53,8 55,5 55,8

*) Sektor industri meliputi manufaktur dan pertambangan.
Sumber: BPS (2024), dihitung dari PDB dan Sakernas.

Sektor industri menyerap tenaga kerja amat lambat, dari 9
persen pada 1985, menjadi 12,8 persen pada 1995, menjadi 13,3
persen pada 2015 dan hanya 14,8 persen pada 2023. Sektor jasa
menyerap tenaga kerja cukup cepat, dari 35 persen pada 1985,
menjadi 43,2 persen pada 1995, lalu menjadi 53,8 persen pada
2015 dan menjadi 55,8 persen pada 2023. Akan tetapi, tenaga
kerja sektor jasa tidak memiliki pendidikan dan keterampilan
memadai. Akibatnya, transformasi ekonomi menjadi negara maju
menghadapi tantangan serius, karena kualitas tenaga kerja yang
ada.

Ketika perekonomian Indonesia dihantam pandemi Covid-
19 pada 2020-2022, upaya pemulihannya berjalan lambat karena
hambatan strutural itu. Pemulihan ekonomi belum dirasakan
kelas menengah, sehingga mereka terpaksa keluar dari kategori
kelas menengah. Walaupun pertumbuhan ekonomi 5,05 persen
pada 2023, upah riil nyaris stagnan. Kelas menengah yang
menjadi pekerja formal nyaris tidak mengalami peningkatan
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kesejahteraan. Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK)
menjadi amat serius jika tidak ada tindakan kebijakan yang
mampu membalikkan keadaan, khususnya yang mengalami
persoalan struktural selama 10 tahun terakhir.

Sementara itu, kinerja ekonomi pangan dan pertanian
Indonesia tidak dapat dilepaskan dari belum stabilnya kinerja
pertumbuhan semua subsektor dalam sektor pertanian, dalam
arti luas. Ketika ekonomi makro mengalami kontraksi atau
tumbuh negatif 2,07 persen pada tahun 2020 atau puncak
pandemi Covid-19, sektor pertanian tumbuh positif 1,75 persen.
Proses pemulihan ekonomi telah terjadi, walaupun belum terlalu
baik, karena pertumbuhan ekonomi naik menjadi 3,69 dan 5,31
persen pada tahun 2021 dan 2022 (Tabel 2). Pertumbuhan sektor
pertanian juga meningkat menjadi 1,84 dan 2,25 persen pada
tahun 2021 dan 2022. Akan tetapi, pada masa EI-Nino 2023,
pertumbuhan ekonomi makro mencapai sekitar 5 persen,
pertumbuhan sektor pertanian ternyata di bawah 2 persen.

Tabel 2. Pertumbuhan Pertanian, 2018-2023 (%, y-on-y)

Uraian 2018 2019 | 2020 2021 | 2022 2023

Sektor Pertanian 3,89 3,61 1,75 1,84 2,25 1.30
1. Pertanian dan 3,66 3,31 2,11 1,08 2,33 0,18
Jasa
a. Tanaman 1,46 -1,73 3,54 -1,56 0,08 -3,88
Pangan

b. Hortikultura 6,90 5,53 4,17 0,56 4,22 -0,31

c. Perkebunan 3,83 4,56 1,33 3,52 1,64 1,73

d. Peternakan 4,61 7,78 -0,33 0,34 6,24 3,71

e.]Jasa Pertanian 3,12 3,17 1,60 1,32 2,65 0,17

2. Kehutanan 2,78 0,37 | -0,03 0,06 | -1,26 2,61

3. Perikanan 5,19 5,73 0,73 5,45 2,79 5,49

Pertumbuhan 517 502 | -2,07 3,69 5,31 5,05
Ekonomi

Sumber: BPS, 2024.

Kinerja subsektor tanaman pangan masih mengalami
kontraksi sepanjang tahun 2023 atau menjadi subsektor yang
paling terpukul karena kekeringan ekstrem El-Nino. Subsektor
hortikultura mencatatkan pertumbuhan negatif walau
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diharapkan menjadi tanaman bernilai tambah tinggi. Subsektor
perkebunan dan peternakan telah mampu tumbuh positif pada
tahun 2023, walau belum cukup tinggi. Kinerja kelapa sawit dan
perunggasan yang mulai membaik ikut berkontribusi pada
pertumbuhan positif dua subsektor penghasil pangan strategis
tersebut. Subsektor jasa pertanian, yang merupakan klasifikasi
baru dalam perhitungan produk domestik bruto (PDB) nasional,
nilai nominalnya masih cukup kecil. Subsektor jasa pertanian
diperkirakan juga akan mengalami pertumbuhan positif pada
2023, walau tidak besar. Demikian pula, sektor perikanan dan
kehutanan juga sudah mulai pulih dan diperkirakan akan
mencatatkan pertumbuhan positif pada tahun 2023 ini (Tabel 2).

Subsektor tanaman pangan yang memperoleh perhatian
paling banyak adalah beras karena masih menjadi pangan pokok
atau sumber energi penting bagi hampir seluruh masyarakat
Indonesia. Kekeringan ekstrem El-Nino 2023 telah menurunkan
produksi beras secara signifikan dan membawa dampak ikutan
seperti kenaikan harga dan persoalan sangat penting dari
dimensi ketahanan pangan, yaitu akses pangan, terutama bagi
penduduk miskin dan prasejahtera. Data dari Badan Pusat
Statistik (BPS) dengan metode kerangka sampel area (KSA)
menunjukkan bahwa produksi turun dari 54,75 juta ton gabah
kering giling (GKG) pada 2022 menjadi 53,51 juta ton GKG pada
2023 atau turun 2,26 persen. Jika dikonversi dalam bentuk
beras, produksi turun dari 31,53 juta ton pada 2022 menjadi
30,81 juta ton pada 2023 atau turun 2,28 persen. Akibat El
Nino, musim tanam padi mundur menjadi November-
Desember sehingga musim panen raya juga diperkirakan
mundur menjadi April 2024. Hampir seluruh sentra produksi
padi di Indonesia mengalami penurunan karena luas panen
turun signifikan, kecuali di Lampung, Sumatra Barat, Nusa
Tenggara Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah. Daerah-
daerah itu umumnya memanfaatkan lahan kering, lahan rawa,
dan sumber-sumber air swadaya.
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Gambar 1. Pola Panen dan Produksi Padi, 2018-2023
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Sumber: KSA BPS, 2024.

Pola produksi padi di Indonesia belum banyak berubah
dari waktu ke waktu, masih terlalu mengandalkan musim, atau
belum banyak mengandalkan perubahan teknologi dan inovasi
baru. Sebagian besar atau lebih 65 persen produksi beras
dihasilkan pada musim panen raya pada bulan Maret-April,
sementara sisanya dihasilkan pada musim panen gadu pada
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bulan Agustus-September. Pada Gambar 1 terlihat bahwa pada
tahun 2020 musim kering ekstrem pada 2019 telah menggeser
musim tanam lebih lambat satu bulan, sehingga panen raya
baru terjadi pada bulan April. Kinerja produksi beras pada
tahun 2019 turun drastis hingga 7,76 persen, dari 59,19 juta
ton GKG pada 2018 menjadi 54,60 juta ton GKG pada 2019,
karena luas panen turun drastis 6,14 persen, dari 11,38 juta
hektare pada 2018 menjadi 10,68 juta hektare pada 2019
(Arifin, 2021). Dengan minimnya inovasi teknologi produksi
yang ada, pola produksi beras pada 2024 diperkirakan mirip
pola 2020.

Salah satu persoalan serius pada sistem produksi padi di
Indonesia adalah sangat tingginya disparitas produktivitas
menurut wilayah (Arifin, 2020). Sebagian besar sentra produksi
di Pulau Jawa mampu menghasilkan produktivitas di atas 6
ton/ha, yang tersebar di 38 kabupaten/kota plus sebagian kecil
di Aceh, Sumatera Utara, dan Lampung. Produktivitas padi di
Pulau Sumatera sebagian berkisar di antara 5 dan 6 ton/ha dan
sebagian lagi menghasilkan produktivitas padi antara 4 dan 5
ton/ha dan hanya sebagian kecil yang menghasilkan di bawah 3
ton/ha. Demikian pula di Sulawesi, sebagian daerah mampu
menghasilkan produktivitas padi di antara 5 dan 6 ton/ha,
sebagian lagi di antara 4 dan 5 ton/ha dan sebagian di antara 3
dan 4 ton/ha. Beberapa daerah di Kalimantan dan Sumatera yang
masih menghasilkan produktivitas padi di bawah 3 ton/ha
adalah Sanggau, Sintang, Sambas, Kubu Raya, Seruyan, Murung
Raya, Sekadau, Lamandau, Kapuas Hulu, Kotawaringin Barat,
Mahakam Hulu dan Tana Tidung (di Kalimantan), dan Kepulauan
Mentawai, Karimun, Bintan, Kepulauan Anambas, Belitung, dan
Belitung Timur (Sumatera) dan Flores Timur, dan Lembata (Nusa
Tenggara Timur). Prakiraan produktivitas padi menurut daerah
berdasarkan Angka Sementara (Asem) tahun 2023 dapat dilihat
pada Gambar 2 berikut:
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Gambar 2. Prakiraan Produktivitas Padi menurut Daerah
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Sumber: KSA BPS, 2024.

Pada musim kering ekstrem 2023, pemerintah berusaha
menjaga ketersediaan stok beras sebagai pangan pokok, untuk
mengurangi risiko sosial-ekonomi dan politik yang disebabkan
dari penurunan akses pangan masyarakat. Impor beras oleh
Perum Bulog diputuskan sejak awal prakiraan El-Nino pada
Maret 2023 sebanyak 2 juta ton, walau sempat menimbulkan
kontroversi karena bersamaan dengan musim panen padi.
Hingga akhir 2023 ini, impor beras yang telah masuk ke
Indonesia diperkirakan mendekati 3 juta ton, suatu rekor
tertinggi sejak tahun 2018, yang mencapai 2,3 juta ton, yang juga
dipicu kekeringan ekstrem pada 2018. Pada waktu itu, debat
publik sangat hebat mewarnai kontroversi impor beras
Indonesia, karena Indonesia secara resmi melaporkan surplus
beras jutaan ton, walau tidak mampu menunjukkan keberadaan
beras surplus tersebut. Hal yang menarik adalah bahwa
fenomena impor beras senantiasa muncul menjelang Pemilihan
Umum (Pemilu), suatu fenomena ekonomi politik yang berada di
luar cakupan artikel ini.

Walaupun impor telah dikucurkan dalam jumlah besar,
harga beras merangkak naik sejak awal 2023 hingga bertahan
tinggi melebihi Rp 14.000/kg pada akhir Desember 2023.
Harga beras yang tinggi ini memperlambat upaya penurunan
kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang menjadi target
pemerintah. Selain karena rendahnya produksi, kenaikan harga
beras berhubungan dengan berubahnya sistem produksi beras
di lapangan. Sektor swasta besar semakin agresif melakukan
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pembelian gabah petani serta menjalin kemitraan dengan
pengepul dan petani padi. Perubahan ini mengejutkan banyak
pihak, baik petani, pedagang, Perum Bulog, maupun
pemerintah pusat dan daerah. Semua pihak seakan tidak siap
menghadapi persaingan pasar beras yang semakin kompetitf
ini karena selama ini terbiasa dipimpin oleh pemerintah dan
Bulog. Harga gabah juga merangkak naik dari Rp 5.000/kg atau
setingkat Harga Pembelian Pemerintah (HPP) menjadi Rp
6.000/kg, lalu Rp 7.000/kg, dan masih akan lebih tinggi lagi.
Akibatnya, harga beras rata-rata juga terdorong naik ke atas,
dari Rp 12.000/kg ke Rp 13.000/kg, dan sekarang di atas Rp
14.000/kg, rekor harga tertinggi selama beberapa tahun
terakhir. Penggilingan padi skala kecil banyak yang kesulitan
memperoleh gabah sehingga berhenti beroperasi, bahkan
gulung tikar.

Gambar 3. Impor Beras menurut Negara Asal, 2015-2023
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Sumber: USDA, 2023 (dari Trade Data Monitor, 2023).

3. Penurunan Kelas Menengah

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data baru bahwa jumlah
dan persentase kelas menengah Indonesia turun signifikan
hampir 10 juta orang, dari 57,33 juta orang (21,45 persen) pada
2019 menjadi 47,85 juta orang (17,13 persen) pada 2024. Jumlah
penduduk menuju kelas menengah (aspiring middle class) naik
dari 128,85 juta orang (48,20 persen) pada 2019 menjadi 137,50
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juta orang (49,22 persen) pada 2024. Pada kelompok bawah atau
kelompok miskin dan kelompok rentan miskin terjadi sebaliknya.
Penduduk kelompok miskin naik sedikit dari 25,14 juta (9,41
persen) pada 2019 menjadi 25,22 juta (9,03 persen) pada 2024.
Sementara itu, kelas rentan miskin naik dari 54,97 (20,56 persen)
pada 2019 menjadi 67,69 juta (24,23 persen) pada 2024.

Tabel 3. Penduduk Kelas Menengah, 2019-2024

Pengeluaran 2019 2021 2022 2023 2024
Kglas Atas 1,02 038 1,07] 040 1,08] 040 1,26 046 1,07] 0,38
Kelas. 57,33 | 21,45 | 53,83 [ 19,82 | 49,51 [ 18,06 | 4827 (1744 | 47,85] 17,13
Menengah,

Menuiju, 128,85 | 48,20 | 130,82 | 48,17 | 134,93 | 49,21 | 136,92 | 49,47 | 137,50 | 49,22
Menengah,

Rentan, 5497 | 20,56 | 58,32 ] 21,47 | 62,52 [ 22,80 | 64,43 | 2328 | 67,69 | 24,23
Miskin

Miskin 25,14 | 9,14 27,54 | 10,14 | 26,16 | 9,54 | 2590 936 | 2522 9,03

Sumber: BPS (2024), dari Susenas dan Sakernas

Literatur ekonomi pembangunan dan ekonomi politik telah
sangat solid menyimpulkan bahwa kelas menengah berperan
penting dalam kinerja pembangunan ekonomi suatu bangsa.
Kelas menengah memainkan peran sosial-politik penting,
memengaruhi atau menentukan governansi, kualitas kebijakan
dan kinerja pertumbuhan ekonomi secara umum. Kelas
menengah berperan besar dalam proses demokratisasi,
perumusan dan implementasi kebijakan ekonomi dan perbaikan
aransemen dan kualitas kelembagaan.

Dukungan kelas menengah terhadap reforma kebijakan
ekonomi dan politik hanya dapat terwujud jika kebijakan sejalan
dengan kepentingan mereka. Kelas menengah yang aktif secara
politik cenderung mendukung demokrasi, walau mereka banyak
tuntutan tentang kualitas pelaksanaan demokrasi itu. Negara-
negara Amerika Latin dengan struktur kelas sangat timpang
sering mengalami tekanan dan guncangan, karena “kekosongan
kelas menengah”. Indonesia perlu belajar banyak dari
pengalaman revolusi di Amerika Latin dan lain-lain. Perhatian
pada kelas amat berbeda dengan perhatian pada desil (ter)
bawah.
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Kelas menengah Indonesia umumnya tinggal di wilayah
perkotaan, berpendidikan menengah ke atas atau bahkan lulus
perguruan tinggi. Kelas menengah Indonesia didominasi
penduduk usia muda, dan cukup peduli terhadap politik dan
demokrasi. Porsi konsumsi pengeluaran untuk kendaraan,
barang tahan lama, travel dan hiburan cukup signifikan.
Konsumsi kelas menengah Indonesia mencapai lebih 80 persen
total konsumsi penduduk, sehingga perannya menjadi sangat
sentral bagi pertumbuhan ekonomi.

Kelas menengah Indonesia juga amat sensitif terhadap
perubahan kebijakan dan governansi kebijakan ekonomi-politik.
Oleh karena itu, status daya beli dan antusiasme sosial-politik
kelas menengah terhadap perkembangan dan kualitas demokrasi
perlu dijaga dan dipantau dengan data mikro yang lebih akurat.
Fenomena penurunan laju inflasi (deflasi) selama lima bulan
berturut-turut perlu segera dilakukan analisis lanjutan memadai.

4. Strategi Transformasi Memperkuat Industrialisasi

Pertama, transformasi pertanian untuk memperkuat proses
industrialisasi, melalui modernisasi, perubahan teknologi, dan
inovasi baru yang merupakan hasil riset dan pengembangan
(R&D) yang memadai. Pertanian yang modern, maju, efisien dan
berdaya saing akan mampu meningkatkan nilai tambah dan
menciptakan lapangan kerja baru (von Braun et al, 2011).
Dengan begitu, maka fondasi ekonomi Indonesia akan lebih kuat,
kelas menengah lebih agile dan tangguh, karena proses
transformasi struktural yang mulus.

Kedua, penajaman strategi industrialisasi dan hilirisasi
peningkatan nilai tambah produk pangan, dari pasca panen,
proses pengolahan, pengepakan, hingga menjadi produk akhir.
Proses ini memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya
manusia, mulai dari sektor hulu pertanian dan perdesaan, sektor
tengah dengan modernisasi industri melalui digitalisasi, berbasis
pengetahuan, pemanfaatan Big Data, Kecerdasan Artifisial
(Artificial Intelligence=Al), hingga penguatan ekonomi daerah
didukung spesifikasi dan spesialisasi spasial, pengembangan
ekosistem inovasi dan komersialisasi produk baru, dan lain-lain.
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Ketiga, peningkatan insentif untuk ekonomi kreatif dan
budaya kreatif yang menghasilkan keunggulan kompetitif
tertentu sesuai dengan daya saing yang diciptakan. Pada tahap
berikutnya, strategi pencarian dan penemuan pasar baru masih
perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas industri kreatif,
apalagi yang mensyaratkan kemitraan usaha besar, usaha kecil
dan menengah yang lebih inklusif dan saling menguntungkan.

Keempat, reforma sistem pendidikan, dari pendidikan dasar
dan menengah serta pendidikan tinggi, pendidikan vokasi,
pelatihan dan penguasaan keterampilan tertentu, serta strategi
pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan modal sosial
dalam masyarakat secara khusus agar mampu berdaya saing
dalam budaya kompetitif yang semakin progresif.
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Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang
Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN). Undang-undang ini menjadi kerangka
acuan pembangunan nasional untuk periode 2025-2045 yang
memuat visi, misi, dan arah pembangunan Indonesia menuju
negara maju. Dokumen perencanaan strategis ini disusun dengan
mempertimbangkan berbagai tantangan global seperti
perubahan iklim, transformasi digital, dan dinamika geopolitik
yang semakin kompleks.

Satu poin penting dari RPJPN 2025-2045 adalah Visi
Indonesia Emas 2045: “Negara Kesatuan Republik Indonesia
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yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Visi Indonesia
Emas 2045 memiliki lima sasaran utama yang komprehensif dan
ambisius. Dalam aspek ekonomi, Indonesia menargetkan Gross
National Income (GNI) per kapita mencapai US$ 30.300, dengan
kontribusi sektor maritim sebesar 17,5 persen dan manufaktur
28 persen terhadap PDB, serta pertumbuhan ekonomi tahunan 7
persen untuk mencapai PDB US$ 9,8 triliun—meningkat
signifikan dari pencapaian tahun 2022 yang mencatat
pertumbuhan 5,31 persen dengan GDP US$ 1,3 triliun. Pada
dimensi sosial, Indonesia berkomitmen menurunkan kemiskinan
hingga 0% dengan target GNI ratio 0,290-0,320, serta
meningkatkan kontribusi PDRB Indonesia bagian timur hingga
28,5 persen. Dalam konteks global, Indonesia menargetkan posisi
15 besar dalam Global Power Index melalui berbagai upaya
seperti penyelenggaraan event internasional dan peran aktif
dalam mediasi konflik internasional. Untuk pengembangan
sumber daya manusia, Indonesia menargetkan peningkatan
Human Capital Index dari 0,54 (2020) menjadi 0,73 pada tahun
2045. Terakhir, dalam aspek lingkungan, Indonesia berkomitmen
menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 93,5
persen menuju Net Zero Emission melalui berbagai kebijakan
seperti peningkatan energi terbarukan, transisi energi, dan
regulasi standar emisi.

Sasaran pembangunan tersebut menunjukkan komitmen
pemerintah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan,
yang mencakup tiga sasaran: (1) Pendapatan per kapita setara
negara maju (pertumbuhan ekonomi tinggi), (2) Kemiskinan
menuju 0% dan ketimpangan berkurang, dan (3) Intensitas Gas
Rumah Kaca (GRK) menurun menuju Net Zero Emissions. Ketiga
sasaran ini mencerminkan keseimbangan antara aspek ekonomi,
sosial, dan lingkungan yang menjadi pilar utama pembangunan
berkelanjutan. Target-target tersebut sejalan dengan prinsip
Ekonomi Hijau yang menekankan pertumbuhan ekonomi harus
berjalan seiring dengan pemerataan Kkesejahteraan dan
pelestarian lingkungan.

Walaupun tiga sasaran tersebut menunjukkan komitmen
pemerintah dalam pembangunan hijau, pencapaian target
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tersebut tidak mudah. Indonesia menghadapi tantangan yang
kompleks dalam mencapai ketiga sasaran secara bersamaan. Di
satu sisi, upaya mencapai status negara berpendapatan tinggi
membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan
berkelanjutan, namun di sisi lain pengurangan emisi GRK sering
kali dipandang dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi
karena membutuhkan investasi besar dalam teknologi ramah
lingkungan dan penyesuaian model bisnis. Selain itu, meskipun
pertumbuhan ekonomi tinggi adalah prasyarat bagi pengentasan
kemiskinan dan pengurangan ketimpangan, namun tanpa
kebijakan redistribusi yang tepat, pertumbuhan ekonomi justru
dapat memperburuk kesenjangan sosial. Kompleksitas ini
menuntut strategi pembangunan yang inovatif dan terintegrasi,
serta koordinasi yang kuat antarpemangku kepentingan untuk
memastikan tercapainya keseimbangan antara aspek ekonomi,
sosial, dan lingkungan.

Tantangan besar juga tidak terlepas dari target
pertumbuhan ekonomi delapan persen yang sudah ditetapkan
oleh pemerintah baru. Walaupun pertumbuhan ekonomi tinggi
dibutuhkan agar Indonesia keluar dari perangkap negara middle
income, pertumbuhan delapan persen dapat memberikan
dampak negatif terhadap resource depletion dan peningkatan
emisi. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa
pertumbuhan ekonomi yang terlalu agresif seringkali
mengorbankan aspek lingkungan melalui eksploitasi sumber
daya alam yang berlebihan dan peningkatan emisi karbon yang
signifikan. Selain itu, tanpa kebijakan redistributif yang kuat,
pertumbuhan tinggi dapat memperparah kesenjangan sosial
karena manfaat pertumbuhan cenderung terkonsentrasi pada
kelompok masyarakat tertentu. Di Indonesia, hal ini menjadi
semakin relevan mengingat ketergantungan ekonomi pada
sektor ekstraktif dan masih tingginya disparitas pembangunan
antar wilayah. Oleh karena itu, target pertumbuhan delapan
persen perlu diimbangi dengan kebijakan yang dapat memitigasi
dampak negatifnya terhadap lingkungan dan memastikan
distribusi manfaat pertumbuhan yang lebih merata. Hal ini dapat
dicapai dengan pembangunan berkelanjutan.
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Dilema Pembangunan

Dilema pembangunan berkelanjutan sudah menjadi
pembahasan sejak lama. Dampak pertumbuhan ekonomi
terhadap ketimpangan telah menjadi sorotan utama dalam
diskusi pembangunan. Salah satu dilema pembangunan dikenal
dengan developer’s dilemma yang diperkenalkan oleh Simon
Kuznets. Di satu sisi, negara berkembang berupaya mencapai
pertumbuhan ekonomi tinggi melalui transformasi struktural
yang inklusif, yang dapat mengangkat pendapatan seluruh
lapisan masyarakat, khususnya kelompok miskin. Namun, hal ini
bertentangan dengan hipotesis Kuznets (1955) yang menyatakan
bahwa pembangunan ekonomi, terutama di tahap awal,
cenderung mendorong peningkatan ketimpangan pendapatan
jika tidak ada kebijakan yang mengimbangi. Situasi ini
menciptakan dilema bagi pembuat kebijakan dalam merancang
strategi pembangunan yang dapat mendorong transformasi
struktural sekaligus menjaga tingkat ketimpangan tetap rendah.

Meskipun teori ini menyatakan bahwa ketimpangan akan
menurun seiring dengan matangnya perekonomian, realitas
empiris di berbagai negara justru menunjukkan fenomena
berbeda. Thomas Piketty dalam bukunya Capital in the Twenty-
First Century mengungkapkan bahwa tanpa intervensi kebijakan
yang tepat, pertumbuhan ekonomi cenderung memperparah
ketimpangan karena tingkat pengembalian modal yang lebih
tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi.

Selain berkaitan dengan ketimpangan, pertumbuhan
ekonomi juga dapat berhubungan negatif dengan perlindungan
lingkungan. Sejumlah pemikir sudah menjabarkan bagaimana
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat memberikan dampak
negatif terhadap ketimpangan dan lingkungan. Pada tahun 1972,
laporan The Limits to Growth dari Club of Rome telah
memperingatkan bahwa model pertumbuhan ekonomi
konvensional yang mengabaikan batas daya dukung lingkungan
akan berakhir pada krisis ekologis. Peringatan ini diperkuat oleh
berbagai studi empiris yang menunjukkan bagaimana
industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi pesat di berbagai
negara seringkali diikuti oleh degradasi lingkungan yang masif
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(Ahmed, et al.,, 2022). Pengalaman negara-negara maju seperti
Amerika Serikat dan China mengilustrasikan bagaimana
pertumbuhan ekonomi yang terlalu berorientasi pada
pencapaian target kuantitatif dapat menghasilkan eksternalitas
negatif berupa peningkatan emisi karbon, deplesi sumber daya
alam, dan konsentrasi kekayaan pada segelintir kelompok
masyarakat (Ahmed, et al., 2022; Jing & Sun, 2018; Yan, 2024).

Nexus Pertumbuhan-Ketimpangan-Lingkungan:
Kondisi Saat Ini

Tantangan untuk mencapai tiga sasaran pembangunan yang
tercantum dalam Indonesia Emas 2045 tidak hanya didorong
oleh faktor teoretis dan pengelaman negara lain yang sudah
dijelaskan pada bagian sebelumnya. Tantangan mencapai tiga
sasaran pembangunan tersebut tidak terlepas dari kondisi yang
dihadapi oleh Indonesia pada tiga aspek tersebut.

Gambar 1. Pertumbuhan PDB Indonesia (%)

15,0

Sumber: Bank Dunia, 2024. Diolah penulis.

Pertama, dalam konteks pertumbuhan ekonomi,
pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan dalam
beberapa tahun terakhir. Data World Bank (2024) menunjukkan
bahwa secara historis, Indonesia hanya pernah mencapai rata-
rata pertumbuhan ekonomi tertinggi pada era 1970-an sebesar
7,5 persen, didorong oleh efek basis yang rendah (slow-base
effect) dan boom minyak. Setelah itu, pertumbuhan ekonomi
Indonesia mengalami tren penurunan di setiap dekadenya: dari
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5,5 persen di era 1980-an, 6 persen di era 1990-an (sebelum
krisis finansial Asia), 5,2 persen di era 2000-an (era commodity
boom), hingga akhirnya menjadi 4,6 persen di era 2020-an (post-
commodity boom). Stagnasi ini menjadi tantangan serius
mengingat target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan
pemerintah sebesar delapan persen untuk mendorong Indonesia
keluar dari middle income trap.

Kedua, dalam beberapa tahun terakhir ketimpangan justru
mengalami peningkatan. Data World Bank (2024) menunjukkan
tren kenaikan Gini Index yang signifikan, dari 35,4 pada tahun
2019 menjadi 36,1 pada tahun 2023. Meskipun sempat
mengalami penurunan kecil menjadi 35,3 pada tahun 2020 saat
pandemi Covid-19, indeks ketimpangan ini kemudian
menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam tiga tahun
terakhir: naik menjadi 35,5 pada tahun 2021, bertahan di level
yang sama pada 2022, dan kemudian melonjak ke 36,1 pada
2023. Kenaikan ketimpangan ini menjadi sinyal peringatan
bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya
bersifat inklusif, karena itu memerlukan intervensi kebijakan
yang lebih efektif untuk memastikan distribusi manfaat
pembangunan yang lebih merata.

Gambar 2. Gini Index Indonesia
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Sumber: Bank Dunia, 2024. Diolah penulis.

Ketiga, walaupun kemiskinan terus mengalami penurunan,
kita perlu mengkritisi penurunan kemiskinan ini. Betul jika
menggunakan garis kemiskinan nasional, persentase penduduk
miskin sudah turun menjadi satu digit. Data terbaru
menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin pada Maret
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2024 telah mencapai 9,03 persen, mengalami penurunan sebesar
0,33 persen poin dibandingkan Maret 2023 dan penurunan 0,54
persen poin dibandingkan September 2022. Namun, pencapaian
ini perlu dilihat secara lebih kritis mengingat standar garis
kemiskinan nasional yang relatif rendah. Jika menggunakan
standar kemiskinan internasional yang lebih tinggi, yaitu poverty
rate at $ 3.65 a day (2017 PPP), persentase penduduk yang
berada di bawah rate tersebut mencapai 17,52 persen pada 2023.
Angka ini menunjukkan kesenjangan yang signifikan dengan
negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand yang hanya
mencatatkan angka 0,10 persen dan 0,56 persen. Hal ini
mengindikasikan bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan
rumah yang besar dalam pengentasan kemiskinan, terutama jika
dibandingkan dengan standar regional.

Gambar 3. Emisi CO2 (kg per PPP $ of GDP)
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Sumber: Bank Dunia, 2024.

Keempat, terkait lingkungan, pada satu sisi tidak dapat
dipungkiri bahwa intensitas emisi rumah kaca Indonesia
cenderung rendah dibandingkan negara lain. Tetapi hal ini tidak
dapat dilepaskan dari pertumbuhan sektor perindustrian yang
cenderung stagnan dan fenomena deindustrialisasi yang terjadi.

Estafet Kepemimpinan Baru Menuju Akselerasi Ekonomi | 43



Sebaliknya, negara-negara seperti Vietnam yang mengalami
peningkatan intensitas emisi didorong oleh pertumbuhan sektor
industri yang signifikan.

Urgensi dan Strategi Penguatan Pertumbuhan Hijau

Berangkat dari kompleksitas tantangan pembangunan yang
dihadapi, intervensi Kkebijakan menjadi sebuah keniscayaan
untuk menjembatani berbagai tujuan pembangunan yang
tampak saling bertentangan. Dalam konteks ini, diperlukan
serangkaian kebijakan yang dapat mengharmonisasikan tiga
aspek krusial: (i) mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi, (ii)
memastikan pertumbuhan tersebut bersifat inklusif, dan (iii)
menjaga kelestarian lingkungan. Pendekatan pertumbuhan hijau
menawarkan kerangka kebijakan yang dapat mengintegrasikan
ketiga aspek tersebut secara simultan. Melalui pertumbuhan
hijau, pemerintah dapat mendesain intervensi yang tidak hanya
mendorong aktivitas ekonomi berkelanjutan, tetapi juga
memastikan distribusi manfaat yang lebih merata dan
meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini
menjadi semakin mendesak mengingat target pembangunan
yang ambisius harus dicapai tatkala ancaman perubahan iklim
dan ketimpangan semakin nyata.

Urgensi pertumbuhan hijau semakin nyata ketika kita
melihat bagaimana perubahan iklim telah menjadi ancaman
serius bagi upaya pengentasan kemiskinan. Intensitas dampak
perubahan iklim diprediksi akan terus meningkat di masa
mendatang, dengan manifestasi yang saling terkait, mulai dari
kenaikan harga pangan yang mengancam ketahanan pangan,
penurunan kondisi kesehatan masyarakat, hingga meningkatnya
frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir. Meskipun
dampak ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,
kelompok masyarakat miskin menjadi yang paling rentan karena
keterbatasan sumber daya dan kapasitas adaptasi mereka dalam
menghadapi guncangan iklim. Kondisi ini menciptakan siklus
yang memperkuat kemiskinan, di mana perubahan iklim tidak
hanya mengancam mereka yang sudah berada dalam kemiskinan
tetapi juga berpotensi mendorong kelompok rentan lainnya jatuh
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ke dalam jurang kemiskinan. Oleh karena itu, pertumbuhan hijau
menjadi semakin krusial sebagai strategi untuk memutus siklus
ini sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan.

Dalam hal ini, mendorong pertumbuhan hijau melalui
dekarbonisasi memiliki potensi ganda: mendorong ekonomi dan
menjaga lingkungan. Hausmann (2022) mengatakan:
Decarbonization will create new opportunities, the paths that are
opening up have not been trod by many predecessors. Setidaknya
terdapat beberapa faktor yang membuat transisi hijau ini
memiliki potensi sebagai sumber pertumbuhan. Pertama,
dekarbonisasi akan mendorong peningkatan investasi baru,
terutama dalam infrastruktur rendah karbon, energi terbarukan,
dan teknologi ramah lingkungan yang dapat menciptakan
multiplier effect bagi perekonomian. Data menunjukkan tren
peningkatan climate finance secara signifikan di tingkat global,
dari USD 674 miliar pada tahun 2018 menjadi sekitar USD 1.550
miliar pada tahun 2023. Peningkatan lebih dari dua kali lipat
dalam lima tahun terakhir ini mencerminkan besarnya potensi
investasi dalam ekonomi hijau. Kenaikan yang sangat pesat
terutama terlihat sejak tahun 2020, di mana climate finance
melonjak dari USD 803 miliar menjadi USD 1.152 miliar pada
2021, kemudian mencapai USD 1.459 miliar pada 2022 (CPI,
2024). Tren ini mengindikasikan bahwa pasar global semakin
menyadari urgensi dan peluang ekonomi dari transisi menuju
ekonomi rendah karbon, yang dapat menjadi momentum bagi
Indonesia untuk menarik investasi hijau dalam jumlah besar.

Meskipun potensi pendanaan global untuk pembangunan
hijau semakin tinggi, tren investasi hijau di Indonesia masih
terbatas. Beberapa faktor yang menjadi kendala antara lain, (i)
kurangnya kerangka regulasi yang jelas dan konsisten, (ii)
terbatasnya instrumen keuangan hijau yang tersedia di pasar,
dan (iii) masih rendahnya kapasitas pelaku usaha dalam
mengembangkan proyek-proyek hijau yang bankable. Untuk
mengatasi hal ini, diperlukan upaya sistematis dalam
memperkuat ekosistem pembiayaan hijau, termasuk
pengembangan taksonomi hijau yang terstandardisasi,
peningkatan kapasitas lembaga keuangan dalam menilai risiko
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proyek hijau, serta pemberian insentif yang lebih menarik bagi
investor.

Kedua, transisi hijau membuka potensi pasar baru yang
sangat besar untuk produk-produk hijau, di mana permintaan
global untuk produk ramah lingkungan terus meningkat seiring
dengan penguatan kesadaran lingkungan dan regulasi yang lebih
ketat. Dalam hal ini, sebagai negara penghasil produk-produk
yang dibutuhkan dalam produksi barang hijau, Indonesia
memiliki potensi yang besar. Berbagai sumber daya alam
Indonesia seperti nikel, tembaga, dan bauksit merupakan bahan
baku penting untuk teknologi ramah lingkungan. Data dari IEA
menunjukkan pertumbuhan permintaan mineral kritis pada
tahun 2023 menunjukkan tren yang signifikan, dengan litium
mencatat peningkatan tertinggi sebesar 30 persen, sementara
nikel, kobalt, grafit, dan logam tanah jarang mengalami
pertumbuhan antara 8-15 persen. Aplikasi energi bersih menjadi
pendorong utama peningkatan permintaan ini, dengan nilai
pasar agregat mineral transisi energi saat ini mencapai USD 325
miliar, setara dengan nilai pasar bijih besi (IEA, 2024).
Berdasarkan Skenario Net Zero Emissions (NZE), proyeksi nilai
pasar untuk mineral transisi energi utama, termasuk tembaga,
litium, nikel, kobalt, grafit, dan logam tanah jarang, diperkirakan
akan meningkat drastis mencapai USD 770 miliar pada tahun
2040. Pertumbuhan yang pesat ini tercermin dalam proyeksi
permintaan mineral yang diperkirakan akan meningkat tiga kali
lipat pada tahun 2030 dan empat Kkali lipat pada tahun 2040,
mencapai total 40 Mt (IEA, 2024).

Mengingat tren pertumbuhan yang signifikan ini,
penghijauan rantai pasok mineral di Indonesia menjadi semakin
krusial dan mendesak. Sebagai salah satu produsen mineral kritis
terbesar di dunia, khususnya nikel, Indonesia memiliki tanggung
jawab dan peluang besar untuk memastikan bahwa proses
produksi dan pengolahan mineral dilakukan dengan cara yang
berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pemerintah juga telah
menetapkan kebijakan yang mendukung pengembangan industri
hijau melalui berbagai insentif dan regulasi. Selain itu, Indonesia
memiliki posisi strategis di pasar global yang dapat dimanfaatkan
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untuk memperluas ekspor produk-produk ramah lingkungan.
Dengan menerapkan praktik-praktik berkelanjutan dalam rantai
pasok mineral, Indonesia tidak hanya dapat memenuhi
permintaan global yang terus meningkat, tetapi juga
berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim dan
memperkuat daya saing industri mineralnya di pasar
internasional.

Ketiga, reorientasi fiskal yang lebih hijau, seperti pengalihan
subsidi bahan bakar fosil ke program-program ramah lingkungan
dan penerapan instrumen fiskal hijau, dapat menciptakan
insentif bagi transformasi ekonomi sekaligus menghasilkan
sumber pendapatan baru bagi negara. Dalam hal ini, terdapat
potensi peningkatan ruang fiskal dari kebijakan fiskal hijau
seperti pajak karbon. Peningkatan ruang fiskal sangatlah penting
mengingat tax ratio Indonesia yang masih sangat rendah
dibandingkan negara-negara lain dengan level income yang sama
(lihat gambar 4). Peningkatan kapasitas fiskal yang didapatkan
dari pajak karbon dapat digunakan kembali (recycle) untuk
membiaya program pembangunan ekonomi maupun program
sosial untuk memastikan kebijakan ini dapat mencapai target
ganda: pembangunan ekonomi yang inklusif dan perlindungan
lingkungan.

Gambar 4. Rasio Pajak vs. GNI per Kapita
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Sumber: Bank Dunia. Diolah penulis.

Implementasi kebijakan fiskal hijau ini perlu dilakukan
secara bertahap dan terukur dengan mempertimbangkan
dampak sosial-ekonomi pada masyarakat. Pemerintah dapat
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memulai dengan melakukan pemetaan sektor-sektor prioritas
yang memiliki potensi pengurangan emisi karbon signifikan,
seperti sektor energi, transportasi, dan industri. Selanjutnya,
penerapan instrumen fiskal hijau dapat diintegrasikan dengan
program perlindungan sosial untuk memastikan transisi yang
berkeadilan, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.

Penutup

Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam
mencapai tiga sasaran pembangunan yang tercantum dalam
Indonesia Emas 2045: pertumbuhan ekonomi tinggi,
pengurangan ketimpangan menuju nol persen, dan penurunan
intensitas emisi gas rumah kaca menuju net zero emission.
Tantangan ini tercermin dari kondisi saat ini dimana
pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan, ketimpangan justru
meningkat, dan meskipun intensitas emisi relatif rendah, hal ini
lebih disebabkan oleh pertumbuhan industri yang lambat.
Namun, pertumbuhan hijau menawarkan solusi yang dapat
mengintegrasikan ketiga aspek tersebut secara simultan. Potensi
ini didukung oleh beberapa faktor: meningkatnya investasi
global dalam infrastruktur rendah karbon yang tercermin dari
peningkatan, terbukanya pasar baru untuk produk-produk hijau
termasuk mineral kritis yang Indonesia miliki, serta adanya
potensi peningkatan ruang fiskal melalui kebijakan fiskal hijau.
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Pendahuluan

Indonesia merupakan produsen, konsumen dan eksportir
terbesar minyak sawit. Pada tahun 2023 produksi minyak sawit
Indonesia berjumlah 53 juta ton, sementara konsumsi dalam
negeri dan ekspor masing-masing berjumlah 22 dan 30 juta ton.
Dengan kondisi ini maka sumbangan industri minyak sawit pada
perekonomian nasional menjadi sangat penting.
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Industri minyak sawit merupakan penghasil devisa (export
earnings) terbesar kedua setelah batubara. Selain itu, industri
minyak sawit juga menciptakan kesempatan kerja terutama di
daerah perdesaan diluar Pulau Jawa dan berperan penting dalam
pengentasan kemiskinan. Di sisi lain, minyak sawit juga
memberikan sumbangan penting bagi terciptanya ketahanan
pangan melalui pemanfaatannya sebagai bahan baku minyak
goreng yang merupakan salah satu kebutuhan pokok
masyarakat. Bahkan kini dan mendatang minyak sawit juga
memberikan sumbangan penting bagi terciptanya ketahanan
energi. Sebagaimana diketahui, minyak sawit merupakan salah
satu sumber energi baru terbarukan yang dalam satu dua dekade
terakhir ini pemafaatannya semakin meningkat.

Dengan permintaan global yang terus meningkat seiring
dengan pertambahan penduduk dan peningkatan pendapatan,
kebutuhan dalam negeri yang juga meningkat untuk kebutuhan
pangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, produksi
minyak sawit yang relatif stagnan akibat tidak terbatasnya
perluasan areal dan produktivitas yang tidak meningkat,
memunculkan tantangan serius dalam bentuk trilema: (i)
bagaimana memenuhi kebutuhan pangan, (ii) menyediakan
sumber energi terbarukan, dan (iii) mempertahankan pangsa
ekspor. Artikel ini akan membahas ketiga aspek tersebut dan
dampaknya terhadap keberlanjutan industri minyak sawit.

Permintaan Pangan yang Meningkat

Minyak sawit merupakan salah satu bahan baku utama
dalam industri makanan. Ini digunakan dalam berbagai produk,
mulai dari margarin, minyak goreng hingga makanan olahan.
Dengan pertumbuhan populasi dan pendapatan yang pesat,
kebutuhan akan pangan semakin meningkat. Permintaan minyak
sawit untuk kebutuhan pangan dan industri di dalam negeri
dalam periode 2015-2025 tumbuh sekitar 7,5 persen per tahun.

Namun, ada dua implikasi dari adanya peningkatan
permintaan minyak sawit untuk kebutuhan pangan dan industri
ini. Pertama, adanya persaingan dengan kebutuhan lainnya
seperti ekspor dan kebutuhan energi. Kedua, terjadinya konversi
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lahan dari pertanian pangan menjadi perkebunan sawit yang
dapat mengurangi ketersediaan pangan lokal dan meningkatkan
risiko ketahanan pangan. Tantangan utama untuk mengatasi hal
ini adalah bagaimana menemukan keseimbangan antara
meningkatkan produksi minyak sawit dan mempertahankan
ketahanan pangan.

Pentingnya Program Pengembangan Biofuel

Minyak sawit juga berperan sebagai sumber energi
terbarukan. Biodiesel yang dihasilkan dari minyak sawit
dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar
fosil. Banyak negara, termasuk Indonesia, telah menetapkan
kebijakan untuk meningkatkan penggunaan biodiesel sebagai
bagian dari upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan
ketergantungan pada energi fosil. Program mandatory biofuel ini
telah lama dilaksanakan sejak tahun 2010-an tapi berjalan tidak
efektif. Pada tahun 2015, pemerintah membentuk Badan
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang
mengelola pungutan ekspor minyak sawit, dan dana yang
dikumpulkan salah satunya digunakan untuk memberikan
insentif bagi program pengembangan biofuel. Sejak itu program
mandatory biofuel berjalan secara lebih konsisten dan efektif.
Bauran terus meningkat dari B-10 pada tahun 2015 menjadi B-
35 pada tahun 2024. Kebijakan untuk meningkatkan bauran
biofuel ini akan terus dilakukan pada tahun mendatang.
Pemerintah sudah menyampaikan bahwa pada tahun 2025
baurannya akan ditingkatkan menjadi B-40 dan pada tahun
seterusnya menjadi B-50.

Sebagai konsekuensi dari peningkatan bauran ini, konsumsi
minyak sawit di dalam negeri untuk program pengembangan
biofuel, meningkat secara signifikan. Pada tahun 2018 konsumsi
minyak sawit untuk biofuel berjumlah 3,8 juta ton, meningkat
menjadi 11,8 juta ton pada tahun 2023. Bahkan kini konsumsi
minyak sawit untuk program biofuel telah lebih besar daripada
konsumsi untuk pangan dan industri. Adanya peningkatan
konsumsi minyak sawit untuk program biofuel menciptakan
persaingan pemanfaatan minyak sawit antara kebutuhan pangan,
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energi dan kebutuhan ekspor. Di sisi lain, dibandingkan dengan
ekspor yang memiliki risiko bisnis, ada kecenderungan para
pengusaha lebih memberikan prioritas kepada produksi minyak
sawit untuk biofuel.

Tren Penurunan Ekspor dan Implikasinya

Minyak sawit adalah salah satu komoditas ekspor utama
bagi Indonesia. Sumbangan minyak sawit terhadap ekspor
Indonesia sangat signifikan. Ekspor minyak sawit pada tahun
2023 mencapai USD 27,5 miliar dan merupakan penghasil ekspor
non-oil dan gas kedua setelah batubara. Diperkirakan
permintaan global terhadap minyak sawit akan terus mengalami
peningkatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi di negara-
negara konsumen, pertumbuhan penduduk dan pendapatan. Di
sisi lain, untuk memenuhi permintaan global, minyak sawit
merupakan minyak nabati yang paling efisien, produktif dan
memiliki dampak lingkungan yang paling rendah dibandingkan
dengan minyak nabati lain. Benar, bahwa perluasan perkebunan
kelapa sawit memiliki risiko terhadap deforestasi dan
biodiversity yang pada gilirannya menimbulkan perubahan iklim
dan pemanasan global. Namun, another alternatif is even worse.
Mengandalkan minyak kedelai dan rapeseed justru akan
membawa dampak limgkungan yang lebih besar dibandingkan
dengan minyak sawit karena memerlukan lahan yang lebih luas,
produktivitas yang lebih rendah dan inefisiensi lebih besar.

Dalam kaitan ini, maka mempertahankan dan bahkan
meningkatkan kinerja ekspor harus tetap dijalankan karena
manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan yang diperoleh lebih
besar dibandingkan biayanya. Namun justru dalam beberapa
tahun terakhir ini, kinerja ekspor sawit Indonesia mengalami
tren penurunan yang mengkhawatirkan karena tiga persoalan
utama. Pertama, terjadinya penurunan pasokan akibat stagnasi
produktivitas dan terbatasnya perluasan areal lahan
perkebunan. Kedua, persaingan harga dengan minyak nabati
lain. Ketiga, adanya pergeseran ekspor kepada konsumsi dalam
negeri akibat peningkatan bauran biofuel. Ekspor juga membawa
risiko, termasuk fluktuasi harga global dan tekanan dari pasar
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internasional untuk meningkatkan praktik berkelanjutan. Di
samping itu, industri minyak sawit harus menghadapi tuntutan
agar memenuhi standar keberlanjutan yang semakin ketat yang
memaksa produsen menyeimbangkan antara memenuhi
permintaan ekspor dan menerapkan praktik pertanian yang
lebih ramah lingkungan.

Implikasi dari penurunan ekspor ini juga membawa risiko
bagi keberlanjutan program pengembangan biofuel, terutama
jika pemerintah memutuskan meningkatkan bauran biofuel
menuju B-40 dan bahkan B-50. Dikhawatirkan ketersediaan
dana BPDPKS untuk membiayai program ini semakin terbatas
yang pada gilirannya menyebabkan secara finanisal BPDPKS
akan mengalami défisit. Terlebih lagi, di satu sisi, pemerintah
telah menetapkan penurunan pungutan ekspor; dan, di sisi lain,
meningkatkan pengeluaran melalui peningkatan bantuan
progrtam peremajaan sawit rakyat dari Rp 30 juta menjadi Rp 60
juta.

Menuju Keseimbangan antara Pangan, Energi, dan Ekspor

Uraian di atas menunjukkan adanya trilema antara pangan,
energi, dan ekspor dalam pemanfaatan minyak sawit serta
implikasi yang ditimbulkannya. Ketiga aspek ini saling terkait
dan memerlukan pendekatan yang seimbang. Intinya adalah
diperlukan langkah-langkah komprehensif menuju solusi yang
berkelanjutan untuk memecahkan trilema tersebut. Namun
tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan
produksi minyak sawit secara berkelanjutan melalui
peningkatan produktivitas dan perluasan areal. Peningkatan
produksi secara berkelanjutan merupakan solusi bagi trilema
pemanfaatan sawit. Peningkatan produktivitas salah satunya
dilakukan dengan program peremajaan perkebunan rakyat yang
memiliki produktivitas sangat rendah dibandingkan perkebunan
skala besar. Selain itu, perlu dilakukan penelitian dan
pengembangan untuk mendapatkan benih unggul yang memiliki
produktivitas lebih tinggi daripada yang dihasilkan sekarang.
Untuk itu, diperlukan Kkerjasama semua stakeholders dalam
melakukan penelitian dan pengembangan ini.
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Namun karena peningkatan produksi melalui perbaikan
produktivitas tidak akan bisa memenuhi kebutuhan untuk
pangan, biofuel dan ekspor, maka diperlukan perluasan areal
perkebunan kelapa sawit yang dikelola secara bertanggung
jawab dan berkelanjutan. Banyak yang kemudian yang
menyatakan bahwa perluasan perkebunan kelapa sawit akan
semakin menyebabkan deforestasi yang lebih luas dan
perubahan iklim serta pemanasan global. Sebenarnya hal ini
tidak perlu dikhawatirkan karena tergantung asal lahan untuk
perluasan areal perkebunan tersebut. Selama lahan perkebunan
kelapa sawit bukan dari kawasan hutan atau kawasan hutan yang
terdegradasi dampak lingkungannya, justru akan positif. Dan,
Indonesia memiliki lebih dari 10 juta kawasan hutan yang rusak
(degraded forest). Degraded forest adalah kawasan hutan yang
mungkin hutannya sudah tidak dalam definisi hutan secara fisik
lagi, namun masih dikategorikan secara legal sebagai kawasan
hutan oleh pemerintah. Intinya adalah jika kawasan hutan yang
sudah rusak tersebut tidak bisa direhabilitasi lagi maka akan
lebih bermanfaat jika digunakan untuk aktivitas lain yang
membawa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan.

Selanjutnya beberapa langkah yang dapat diambil untuk
mencapai keseimbangan ini meliputi:

1. Kebijakan pemerintah yang seimbang: Pemerintah perlu
mengembangkan kebijakan yang mendukung semua
sektor pangan, energi, dan ekspor dengan memerhatikan
keberlanjutan dan dampak sosial-ekonomi.

2. Mempertahankan kebijakan bauran biofuel pada level
yang sekarang yakni B-35 atau maksimum B-40 untuk
beberapa tahun mendatang. Implementasi kebijakan
bauran B-50 dalam waktu dekat diperkirakan
menghasilkan net social benefit yang tidak optimal dan
menimbulkan dampak negatif bagi keberlanjutan
industri minyak sawit dan ekonomi secara keseluruhan.

3. Peningkatan produksi minyak sawit secara berkelanjutan
dan  bertanggung jawab  melalui  peningkatan
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produktivitas, akselerasi peremajaan perkebunan rakyat,
dan perluasan areal.

4. Praktik pertanian berkelanjutan: Mengadopsi metode
pertanian yang lebih ramah lingkungan dapat membantu
menjaga lahan pertanian dan  meningkatkan
produktivitas.

5. Inovasi Teknologi: Investasi dalam teknologi pertanian
dan pemrosesan minyak sawit yang lebih efisien dapat
membantu mengurangi dampak negatif terhadap lahan
dan meningkatkan hasil produksi.

6. Kesadaran Konsumen: Meningkatkan kesadaran akan
pentingnya keberlanjutan dalam produk berbasis minyak
sawit dapat mendorong permintaan terhadap produk
yang diproduksi secara bertanggung jawab.

7. Diversifikasi produk dan pasar ekspor minyak sawit untuk
memperluas pasar dan mengurangi ketergantungan pada
pasar ekspor tradisional serta meningkatkan nilai
tambah ekspor minyak sawit.

Kesimpulan

Trilema pemanfaatan minyak sawit antara pangan, energi,
dan ekspor menuntut perhatian serius dari semua pemangku
kepentingan. Dengan pendekatan yang berkelanjutan dan
inovatif, = dimungkinkan tercapai keseimbangan yang
menguntungkan  bagi  masyarakat, lingkungan, dan
perekonomian. Keseimbangan ini sangat penting untuk
memastikan bahwa minyak sawit dapat terus berkontribusi
positif bagi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan serta
perbaikan lingkungan.
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Pendahuluan

Sektor energi adalah kunci penting perubahan untuk
mengatasi krisis iklim dan masalah sosio-ekologis lainnya. Hal ini
karena sektor energi merupakan salah satu penyebab utama
emisi GRK (Gas Rumah Kaca) serta berbagai isu sosio-ekologis di
Indonesia dan dunia. Selain itu, pengelolaan energi, baik yang
berbasis fosil maupun terbarukan, sering kali berpotensi
menghasilkan berbagai fenomena zero sum game. Contohnya,
pengelolaan energi yang hanya berorientasi pada keuntungan
ekonomi dapat menyebabkan beragam masalah sosio-ekologis
dan praktik ketidakadilan. Oleh karena itu, sektor energi harus
dipandang sebagai bagian dari sistem yang lebih luas, yaitu
ekonomi, masyarakat, dan lingkungan. Semangat transisi energi
yang adil tidak akan berarti jika ia tidak dapat memastikan bahwa
tidak ada pihak yang tertinggal dalam pengakuan, prosedur, dan
substansi di seluruh proses serta hasil untuk mencapai ekosistem
masa depan yang ideal-regeneratif dan demokratis.

Istilah “transisi” merujuk pada proses perubahan dari satu
keadaan tertentu ke keadaan baru. Dalam konteks energi,
“transisi energi” berarti pergeseran penggunaan sumber energi
utama dari satu jenis ke jenis lain. Transisi energi bisa terjadi
karena berbagai faktor, seperti kondisi pasar energi, situasi
geopolitik, dan dampak penggunaan energi terhadap lingkungan.
Sebagai ilustrasi, antara tahun 1970 hingga 1980-an, AS dan
Jerman beralih dari penggunaan energi berbasis minyak menjadi
bergantung pada batu bara. Pergeseran ini terjadi akibat
fluktuasi harga minyak di pasar global yang menyulitkan banyak
negara untuk menganggarkan kebutuhan energi. Pada saat itu,
harga batu bara yang lebih stabil serta banyaknya pasokan
dibandingkan minyak, menjadikannya alternatif yang menarik
bagi banyak negara.

Indonesia telah berkomitmen untuk menangani isu
perubahan iklim. Komitmen ini tercantum dalam ratifikasi
Perjanjian Paris 2015 melalui UU No. 16 Tahun 2016° yang
kemudian diperkuat dengan peningkatan Kontribusi yang
Ditentukan Secara Nasional atau Nationally Determined
Contribution (NDC) yang diajukan kepada United Nations

60 | Pemikiran 100 Ekonom Indonesia



Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), di mana
Indonesia berjanji mengurangi emisi GRK hingga 29 persen di
bawah proyeksi business as usual (BAU) dengan upaya mandiri
dan 41 persen dengan dukungan internasional.

Lebih lanjut, Indonesia menyatakan komitmennya dalam
menangani masalah perubahan iklim melalui Strategi Rendah
Karbon dan Resiliensi Iklim Jangka Panjang atau Long-Term
Strategy-Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR 2050),
yang bertujuan mencapai Emisi Nol Bersih atau Net Zero Emission
(NZE) pada 2060 atau lebih awal. Dalam skenario paling
ambisius, yaitu Low Carbon Scenario Compatible with Paris
Agreement (LCCP), emisi GRK diperkirakan akan mencapai
puncaknya pada tahun 2030, yaitu 1.030 juta ton CO2e, lalu akan
turun hingga sekitar 572 juta ton COZ2e pada 2050. Dalam
skenario ini, target bauran energi primer adalah berasal dari
energi terbarukan (EBT) (43 persen), batubara (38 persen), gas
alam (10 persen), dan bioenergi dengan teknologi penangkapan,
pemanfaatan, dan penyimpanan karbon atau carbon capture,
usage and storage (8 persen) pada tahun 2050.

Target Transisi Energi Indonesia Berdasarkan KEN dan
RUEN

Pemerintah Indonesia melalui Dewan Energi Nasional (DEN)
telah menyusun Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang berfungsi
sebagai dasar untuk merancang Rencana Umum Energi Nasional
(RUEN) sebagai panduan untuk energi terbarukan (EBT) di
Indonesia. Proses penyusunan KEN diatur dalam Peraturan
Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2014, yang merupakan bagian
dari UU No 30 Tahun 2007 tentang Energi. KEN dirancang
sebagai acuan untuk mengarahkan pengelolaan energi nasional
dengan dua tujuan yakni (i) mempercepat perkembangan energi
terbarukan, dan (ii) mengurangi peningkatan emisi GRK.

KEN telah menetapkan tujuan terkait penyediaan dan
penggunaan energi primer serta energi final untuk tahun 2025
dan 2050. Salah satu tujuannya adalah mencapai penyediaan
energi primer pada tahun 2025 sebesar 400 juta ton setara
minyak atau millions of tonnes of oil equivalent (MTOE), dan pada
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tahun 2050 sebesar 1000 MTOE. Di samping itu, pemanfaatan
energi primer per kapita ditargetkan mencapai 1,4 TOE pada
tahun 2025 dan 3,2 TOE pada tahun 2050. Kapasitas pembangkit
listrik ditargetkan mencapai sekitar 115 GW pada tahun 2025
dan 430 GW pada tahun 2050. KEN juga menetapkan bahwa
pemanfaatan listrik per kapita harus mencapai sekitar 2.500
KWh dan 7.000 KWh.

Terkait dengan kebijakan pengelolaan EBT, KEN
menetapkan target penggunaan energi terbarukan dalam energi
primer sebesar 23 persen (92,3 MTOE) pada tahun 2025 dan 31
persen (315,7 MTOE) pada tahun 2050. Pengembangan energi
terbarukan akan fokus pada geothermal, biomassa, tenaga air dan
hidro, tenaga matahari, tenaga angin, tenaga nuklir, serta energi
dari gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Untuk
merealisasikan target-target dalam KEN, Dewan Energi Nasional
(DEN) menyusun Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) hingga
tahun 2050, yang didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres)
No. 22 Tahun 2017. Agar dapat mencapai sasaran bauran EBT
dalam KEN, kapasitas penyediaan pembangkit listrik EBT perlu
mencapai sekitar 45,2 GW pada tahun 2025 dan sekitar 167,7 GW
pada tahun 2050. Adapun target pengembangan pembangkit
listrik EBT untuk tahun 2025 dan 2050 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Target Pengembangan Pembangkit Listrik EBT,
2025 dan 2050

Jenis Pembangkit Listrik EBT 2025 2050
Panas Bumi 7.2GW 17,6 GW
Air & Mikrohidro 21 GW 45 GW
Bioenergi 5,5 GW 26 GW
Surya 6,4 GW 45 GW
Angin/ Bayu 1,8 GW 28 GW
EBT Lainnya
(PLTD dengan bioenergj, PLT Arus Laut, PLT Gelom- 316w 6,1GW
bang Laut, PLT energi panas laut)
Total 45 GW 167,7 GW

Sumber: RUPTL 2021-2030.
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Keterbatasan Fiskal sebagai Hambatan Transisi Energi

Pengembangan energi terbarukan di Indonesia menghadapi
berbagai peluang sekaligus tantangan yang erat kaitannya
dengan dinamika kebijakan ekonomi dan politik. Meski telah ada
perkembangan signifikan, adopsi energi terbarukan masih
terhambat oleh berbagai masalah. Salah satu kendala utama
adalah regulasi yang sering berubah-ubah, sehingga menciptakan
ketidakpastian bagi investor dan pelaku industri. Selain itu,
tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah
memperumit implementasi proyek-proyek di sektor ini.

Terbatasnya anggaran menjadi hambatan lain yang cukup
besar dalam mendorong transisi energi. Pemerintah harus
membagi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) untuk banyak sektor prioritas, seperti pendidikan,
kesehatan, infrastruktur, dan pertahanan. Kendati
pengembangan energi terbarukan dianggap penting, anggaran
yang tersedia belum memadai untuk mendanai proyek-proyek
besar yang diperlukan guna mencapai target net zero emission.
Situasi ini membuat pendanaan untuk sektor energi terbarukan
sering kalah prioritas dibandingkan kebutuhan lainnya.

Pemberian insentif ekonomi menjadi salah satu langkah
penting untuk mendorong pengembangan energi terbarukan.
Namun, insentif yang ada saat ini dinilai belum cukup menarik.
Contohnya, tarif feed-in (FiT) sering dianggap terlalu rendah
untuk menutupi biaya investasi dan operasional. Tantangan
lainnya adalah akses pembiayaan yang masih sulit, khususnya
untuk proyek kecil dan menengah yang sering kekurangan
modal. Solusi yang diperlukan mencakup peningkatan insentif
serta penyediaan skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan
terjangkau.

Pada tingkat daerah, pengalokasian anggaran untuk energi
terbarukan juga tidak mudah. Karena energi termasuk urusan
pilihan, prioritas pembangunan antardaerah sangat beragam.
Dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) di 30 provinsi
menyebutkan bahwa pengembangan energi terbarukan dapat
didanai oleh APBD dan sumber lainnya. Namun, sebagian besar
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daerah memiliki kapasitas fiskal rendah, sebagaimana dijelaskan
dalam PMK No. 84/2023. Hal ini membuat Permendagri No.
84/2023 tentang pengelolaan APBD kurang efektif dalam
mendorong anggaran energi terbarukan di tingkat daerah.
Kendala serupa juga terjadi di kabupaten dan kota, yang
kewenangannya terbatas dan anggarannya sulit dialokasikan
ulang.

Pendekatan kolaboratif menjadi kunci untuk mengatasi
keterbatasan ini, seperti yang ditunjukkan oleh Nusa Tenggara
Timur (NTT). Meski anggaran daerahnya terbatas, pada 2021
NTT berhasil mencapai proporsi energi terbarukan sebesar
52,15 persen. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja sama antara
pemerintah pusat, swasta, dan lembaga internasional. Sebagai
contoh, NTT menggandeng pihak swasta untuk membangun
pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 2 GW
beserta sistem penyimpanan baterai senilai USD 4 miliar. Di sisi
lain, pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui
kerja sama dengan organisasi internasional, seperti Deutsche
Gesellschaft  fiir  Internationale = Zusammenarbeit, yang
memberikan pelatihan energi matahari kepada masyarakat.
Beberapa perguruan tinggi di NTT juga telah membuka program
studi terkait energi terbarukan untuk mendukung sektor ini.

Selain itu, NTT menjadi satu-satunya provinsi yang
menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk infrastruktur
energi terbarukan sebesar Rp 88 miliar pada tahun anggaran
2024. Pengalaman NTT menunjukkan pentingnya kolaborasi,
strategi investasi yang tepat, pengembangan sumber daya
manusia, dan kebijakan yang mendukung untuk mengatasi
berbagai tantangan di sektor energi terbarukan secara efektif.

Peran Kebijakan dan Regulasi dalam Mengatasi
Keterbatasan Fiskal pada Transisi Energi

Di bidang energi, perhatian perlu diberikan pada
pengembangan insentif perpajakan, khususnya terkait pajak
karbon. Mengacu pada pelaksanaan UU HPP, Indonesia saat ini
berada dalam proses penerapan pajak karbon dengan model cap
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and tax untuk pembangkit listrik yang menggunakan batubara
(2022-2024). Pajak karbon direncanakan akan diperluas ke
berbagai sektor setelah tahun 2025, dengan memperhatikan
kesiapan, kondisi ekonomi, pelaku, serta dampaknya. Meskipun
pajak karbon lebih ditujukan kepada perusahaan, harus
diwaspadai dampak tidak langsung berupa peningkatan harga di
sektor energi yang bisa memengaruhi masyarakat. Sebuah
penelitian mengenai penerapan pajak karbon di Amerika Serikat
mengidentifikasi beberapa hal penting, yaitu: (1) menggunakan
pendapatan pajak karbon untuk mengurangi pajak penghasilan
merupakan kebijakan paling efisien, tapi lebih menguntungkan
masyarakat yang kaya, dan menciptakan ketidakadilan bagi
masyarakat berpenghasilan rendah, dan (2) pengembalian pajak
secara langsung kepada masyarakat adalah metode paling tidak
efisien, tetapi paling progresif dan pilihan terbaik untuk
masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian tersebut
menunjukkan bahwa keadilan bisa ditingkatkan dengan biaya
yang cukup rendah melalui kombinasi potongan pajak
penghasilan dan transfer tambahan untuk mendukung
masyarakat berpenghasilan rendah, memerlukan hanya 6-8
persen dari pendapatan pajak karbon.

Pengembangan kebijakan hukum mengenai insentif pajak
lingkungan harus terintegrasi antara sektor energi dan
transportasi. Sebagai contoh, ada paradoks penggunaan mobil
listrik yang masih bergantung pada pembangkit listrik berbasis
batubara, bisa meningkatkan emisi CO2 hingga 7,3 persen
dibandingkan mobil berbahan bakar fosil (Khoirunurrofik,
2021). Memang, berbagai insentif fiskal yang diberikan
pemerintah untuk mempromosikan mobil listrik (BEV) telah
mempercepat penggunaannya (Ahdiat, 2023), tetapi jika tidak
diimbangi dengan pengembangan pembangkit listrik dari energi
terbarukan yang bebas emisi GRK, maka insentif pajak tersebut
bisa berdampak negatif bagi lingkungan. Kondisi ini memberikan
gambaran bahwa untuk mencapai net zero emission pada tahun
2060, sektor transportasi sangat tergantung pada kemajuan
sektor energi menuju sumber energi yang lebih ramah
lingkungan.

Estafet Kepemimpinan Baru Menuju Akselerasi Ekonomi | 65



Referensi

Harsamto V, Tampubolan A, Ilham [. (2023). Mulai dari Sini:
Memahami Transisi Energi di Indonesia. Jakarta: Case
Indonesia.

Suryadi RJ. (2024). Menata Ulang Transisi Energi Berkeadilan
Indonesia Menuju Ekosistem yang Regeneratif dan
DemokKkratis. Jakarta: The Habibie Center.

Putra, BA., Damuri, YR, Xu, N. Suparno, R, Karina, EN, &
Kusumawardhani, S. (Nd.). “Risiko dan Tantangan Just
Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia”. Jakarta:
CSIS.

Rasji, Wibowo RJA. (2023). “Kebijakan hukum insentif
perpajakan pada sektor energi dan transportasi untuk

mendukung Net Zero Emission tahun 2060”. Jurnal Pajak
Indonesia 7(1): 91-107.

66 | Pemikiran 100 Ekonom Indonesia



1.6.
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(EUDR)
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Dosen Tetap FEB Universitas Indonesia

Berly Martawardaya adalah ekonom yang
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sebagai  Direktur Riset Institute for
» Development of Economic and Finance
(INDEF) dan beberapa organisasi sosial kemasyarakatan.

Komisi Eropa, lembaga eksekutif Uni Eropa, pada tanggal 2
Oktober 2024 mengajukan penundaan implementasi Regulasi
Anti-Deforestasi Uni Eropa (selanjutnya disingkat EUDR) selama
satu tahun dari 30 Desember 2024 ke Parlemen Uni Eropa, yang
pada tanggal 14 November 2024 menyetujui pengajuan tersebut.
Apa isi ketentuan EUDR dan kenapa penundaan satu tahun perlu
menjadi prioritas bagi pemerintahan Prabowo?

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, Kkita perlu
memahami dulu bahwa di antara tiga kawasan ekonomi utama
dunia (Amerika Utara, Asia Timur dan Eropa), Eropa sudah
beberapa dekade secara konsisten menempatkan prioritas lebih
tinggi terhadap aspek lingkungan, kesehatan dan hak pekerja
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dibanding kedua kawasan lain. Survey dari beberapa lembaga
terkemuka seperti Pew dan Gallup menemukan bahwa secara
umum kepedulian warga Eropa terhadap lingkungan dan iklim
lebih tinggi daripada Amerika Serikat. Sehingga tidak aneh bila
lembaga legislatif dan eksekutif Uni Eropa mencerminkan
preferensi warganya.

EUDR = Konsumsi Hijau

Setelah pembahasan yang cukup, Parlemen Uni Eropa Pada
15 Januari 2020, sebelum pandemi Covid-19 menyebar luas,
menyetujui usulan Komisi Uni Eropa menetapkan target untuk
menjadi kawasan yang netral secara iklim alias net zero emission
pada tahun 2050 dengan target emisi pada tahun 2030 lebih
rendah 55 persen daripada 1990. Presiden Komisi Eropa, Ursula
von der Leyen, menyatakan bahwa proses paket komitmen,
regulasi dan kebijakan yang dikenal sebagai European Green Deal
akan seperti momen pendaratan bulan oleh Amerika Serikat bagi
Uni Eropa.

Regulasi EUDR adalah bagian dari European Green Deal yang
mencoba memastikan bahwa konsumsi oleh penduduk dan
perusahaan Uni Eropa tidak memperparah deforestasi dan
perusahakan hutan. Uni Eropa tidak bisa menjaga kelestarian
hutannya apabila dilakukan dengan merusak hutan di negara lain
alias sikap asal Not-In-My-Backyard (NMBY).

EUDR mengatur bahwa perusahaan hanya diperbolehkan
menjual produknya dalam UE, atau melakukan ekspor ke EU,
setelah dipastikan bahwa produk atau komponennya (dengan
fokus pada sapi, kayu, coklat, kopi, coklat, minyak kelapa sawit,
karet, dan kedelai) tidak ditanam di lahan pertanian yang baru
dikonversi dari hutan primer. Batas waktu yang ditolerir oleh Uni
Eropa adalah 31 Desember 2020. Berarti delapan produk
pertanian yang lahannya merupakan konversi dari hutan primer
pada tanggal 30 Desember 2020 dan sebelumnya, bisa dijual di
Kawasan Uni Eropa. Sebaliknya, delapan produk pertanian yang
dihasilkan di lahan yang pada tanggal 1 Januari 2021 masih
merupakan hutan primer, tidak bisa dijual ke Uni Eropa.
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Pelanggar bisa dikenai denda sampai 4 persen dari omset
penjualan di Kawasan Uni Eropa.

Bagaimana cara Uni Eropa mencapai tujuan di atas?
Ternyata tidak sederhana dan memerlukan usaha yang cukup
komprehensif dari pihak Uni Eropa sebagai pembeli, perusahaan
sebagai penjual, dan negara asalnya.

Melacak Komoditas EUDR

Indonesia tidak mengekspor sapi ternak dan kedelai ke
Eropa dan penjualan kayu dari hutan sudah memiliki sistem
verifikasi tersendiri. Tapi komoditas coklat, kopi, minyak kelapa
sawit, dan karet selama ini tidak memiliki sistem pelacakan
(tracking system) yang bisa diverifikasi sampai ke koordinat
lahan penanaman.

Pelacakan semakin kompleks pada produk turunan dan
gabungan. Misalnya, coklat batangan (chocholate bar) dengan
rasa kopi membutuhkan perusahaan yang memproduksinya
untuk mengetahui asal koordinat coklat, kelapa sawit dan kopi
yang digunakan di dalam produknya untuk memastikan tidak ada
yang berasal dari lahan yang masih hutan primer sebelum 30
Desember 2020.

Walaupun sistem utama pemetaan dan pelacakan dibangun
oleh pemerintah pusat (bisa diakses oleh perusahaan yang
menggunakan enam komoditas sebagai input), tapi sebagian
besar tindakan pendaftaran dan pemetaan dilakukan oleh
pemerintah daerah. Perkebunan enam komoditias yang diatur
EUDR umumnya dilakukan di daerah perdesaan, bukan di
perkotaan, yang lebih banyak berada di kabupaten yang
daerahnya luas.

Sistem pemerintahan Indonesia memberikan otonomi yang
cukup besar kepada daerah Tingkat II yaitu kabupaten dan kota.
Sehingga wewenang untuk melakukan pemetaan dan pelacakan
berada pada pemerintah kabupaten dan kota yang umumnya
memiliki pendapatan lebih rendah daripada pemerintah
provinsi. Umumnya kemiskinan di kabupaten lebih tinggi dengan
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pendapatan per kapita penduduk serta proporsi pendapatan Asli
Daerah (PAD) ke APBD lebih rendah.

Dengan banyak tantangan pembangunan dan belanja wajib,
banyak pemerintah daerah tidak mudah mengalokasikan
anggaran dari APBN yang mencukup untuk memenubhi ketentuan
EUDR. Tantangan besar bagi pemerintah pusat adalah untuk
menjaga variabilitas kualitas pemetaan dan registrasi komoditas
EUDR antardaerah tidak terlalu besar ketika variabilitas
pendanaan dan kapasitas biroktasi memiliki perbedaan yang
cukup besar.

Dua Opsi, atau Hanya Satu?

Uni Eropa adalah lembaga berdaulat. Sering disebut supra-
negara karena terdiri dari banyak negara tapi memiliki
wewenang menetapkan aturan bagi negara anggota, yang secara
demokratis telah menetapkan aturan dan pembatasan bagi
impornya. Bukankah Indonesia juga negara berdaulat yang bisa
menetapkan langkah dan kebijakan?

Banyak pejabat pemerintah dan diplomat tangguh Indonesia
sudah melakukan lobby dan pendekatan ke Uni Eropa terhadap
EUDR ketika dibahas dan setelah ditetapkan. Namun, setelah
menjadi regulasi sah dan mengikat yang ditetapkan oleh
parlemen Uni Eropa maka Indonesia memiliki dua pilihan antara
mengikuti EUDR atau tidak lagi menjual enem komoditas yang
dibatasi EUDR ke Uni Eropa.

Pililhan kedua cukup menggoda mengingat jumlah semua
ekspor nonmigas ke Eropa pada tahun 2023 hanyalah 6,78
persen, turun dari 7,7 persen pada tahun 2022. Sedangkan
ekspor ke China, ASEAN, Amerika Serikat dan India pada tahun
2023 lebih besar daripada ke Uni Eropa dengan proporsi 25,7
persen, 18,4 persen, 9,6 persen dan 8,4 persen yang mendekati
tiga perlima dari total ekspor. Untuk apa menginvestasikan dana
yang besar dan menyiapkan sistem pelacakan yang mahal dan
sulit hanya untuk ekspor ke Uni Eropa yang kurang dari
seperlima belas dari total nilai ekspor?
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Tapi jangan dilupakan bahwa tidak semua ekspor Indonesia
dikonsumsi oleh negara tujuan ekspor. Sebagian ekspor barang
mentah dan pertanian menjadi input yang diolah untuk proses
produksi lebih lanjut. Sehingga negara lain yang melakukan
ekspor ke Uni Eropa, khususnya China dan ASEAN, perlu
konfirmasi bahwa enam komoditas dari Indonesia memenubhi
ketentuan EUDR. Bila Indonesia tidak memenuhi ketentuan
EUDR maka perusahaan yang mengekspor ke Uni Eropa akan
mengalihkan pembeliannya dari negara lain yang memenuhi
ketentuan EUDR.

Bila Indonesia memutuskan tidak mengikuti EUDR maka
enam komoditas EUDR Indonesia akan mendapat reputasi
sebagai produk yang berperan pada deforestasi.

Menghitung Hari

Masih belum pulihnya kondisi perekonomian Eropa
pascapandemi dan bertambahnya kursi partai orientasi kanan
yang menempatkan lingkungan pada prioritas lebih rendah di
parlemen Eropa pasca-Pemilu 2014 yang mendorong penundaan
implementasi EUDR selama setahun merupakan kesempatan
bagi Indonesia. Pada satu atau dua tahun terakhir, banyak atensi
dan dana APBN dan APBD yang dialokasikan untuk Pemilu baik
nasional maupun daerah.

Sudah terpilihnya presiden dan legislatif nasional serta
daerah serta berjalannya proses Pemilu untuk memilih kepala
daerah yang akan menjabat sampai 2029 memberikan peluang
untuk memikirkan serta menyiapkan kebijakan jangka
menengah.

Waktu setahun tidak ppanjang dan relatif pendek. Tapi pada
sisi lain, tenggat waktu yang jelas dan singkat memfokuskan
upaya. Pada awal tahun 2025, Presiden Prabowo perlu meminta
Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri
Dalam Negeri untuk bersama menyusun blueprint akselerasi
kesiapan EUDR. Para mentri perlu mengumpulkan dan memberi
arahan kepada para kepala daerah yang terpilih di Pilkada 2024
untuk bersama mengakselerasi kesiapan EUDR. Daerah yang
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sudah lebih siap bisa menjadi rujukan dan diminta membagikan
pengalamannya bagi daerah lainnya. Pelatihan bagi petani untuk
menggunakan sistem pelacakan perlu digalakkan di kabupaten
yang menghasilkan enam komoditas yang diatur EUDR.

Pada pertengahan 2025 Indonesia perlu mengevaluasi
kesiapan implementasi EUDR di berbagai wilayah Indonesia.
Daerah yang sudah siap bisa menjual komoditasnya ke pasar Uni
Eropa. Adapun daerah yang belum siap akan mengalami
penurunan penjualan Kkhususnya oleh perusahaan yang
melakukan ekspor ke Kawasan Uni Eropa, baik secara langsung
atau tidak langsung. Terdapat insentif bagi daerah yang lebih
sigap menyambut EUDR.

Bagaimana kalau tidak terkejar? Indonesia sendirian agak
sulit untuk meminta kelonggaran, penundaan apalagi perubahan
komponen EUDR yang ditetapkan oleh 27 negara Uni Eropa.

Indonesia bisa melakukan /obby dan pendekatan ke negara
ASEAN, khususnya Malaysia dan Thailand yang memiliki ekspor
signifikan ke EU, serta negara berkembang di G20 seperti Brazil,
Afrika Selatan dan India yang memiliki hubungan dagang yang
kuat dengan Eropa.*
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Tahun 2020, Bhima masuk jejeran milenial no.4 tervokal dan paling banyak
dikutip oleh media massa. Berbagai artikel dan liputan wawancara
diterbitkan di berbagai media salah satunya Bloomberg, Reuters, NHK, Al-
Jazeera, dan New York Times.

Perbincangan masa depan transisi energi menyeruak paska
Prabowo terpilih. Masihkah ada anggaran tersisa untuk keluar
dari ketergantungan energi fosil? Bagaimana jika Presiden punya
prioritas lain seperti makan bergizi gratis (MBG)? Keterbatasan
fiskal akan menunda transisi energi dalam waktu yang cukup
panjang. Kecuali ada jalan baru yang progresif untuk memutar
ruang fiskal.

Kekhawatiran fiskal sebagai hambatan utama transisi energi
sangat berdasar. Prabowo dihadapkan pada risiko utang jatuh
tempo dan kewajiban bunga utang yang teramat besar. Sampai
selesai menjabat akumulasi utang jatuh tempo yang harus

Estafet Kepemimpinan Baru Menuju Akselerasi Ekonomi | 73



dibayar adalah Rp3.748 triliun pada periode 2025-2029.2
Sementara beban bunga utang Rp2.750 triliun sehingga dalam 5
tahun kedepan total utang jatuh tempo pemerintah plus
kewajiban bunga menembus Rp6.498 triliun3. Angka itu belum
termasuk pokok utang pemerintah dan konsekuensi tambahan
bunga karena utang jangka pendek.

Sri Mulyani sendiri bilang bahwa dibutuhkan 381 miliar
dollar AS setara Rp6.019 triliun untuk pendanaan transisi energi
bersih*. Kebutuhan pendanaan jumbo setara 27,4% PDB
Indonesia memang bukan angka kecil. Mulai dari kerjasama
internasional, pendanaan domestik dari mulai pasar modal,
perbankan hingga fiskal harus dimaksimalkan.

Disisi lain, mengandalkan pendanaan luar negeri juga tidak
bebas hambatan. Skenario kerjasama JETP (Just Energy
Transition Partnership) terancam jalan ditempat. Indonesia
menjadi negara penerima ke-2 setelah Afrika Selatan untuk
percepatan transisi energi. Meski komitmen 21,5 miliar dollar AS
setara Rp339 triliun dominan pinjaman, dan hanya sedikit porsi
hibah, namun banyak pihak berharap pada JETPS. Setidaknya ada
dua kunci proyek pemensiunan dini PLTU batubara yakni PLTU
Cirebon-1 dan PLTU Pelabuhan Ratu.

Nahas, negara yang memimpin JETP Indonesia salah satunya
Amerika Serikat memilih Presiden climate-denial (menolak
narasi perubahan iklim). Trump mengirim pesan yang cukup
lugas, menunjuk Menteri Energi Christ Wright, seorang advokat
penggunaan energi fosil khususnya gas alam. Dibawah kuasa
Trump, kerjasama negara maju-negara berkembang untuk
percepatan menuju komitmen iklim di Paris Agreement bisa
tinggal cerita. Bagi mereka yang berharap JETP adalah segalanya
akan gigit jari.

2Keterangan Menteri Keuangan dalam Siaran Pers APBN Kita 2024

3Estimasi beban kewajiban pembayaran bunga utang RAPBN 2025 konstan
dalam 5 tahun kedepan

4Sri Mulyani dalam sesi tematik Indonesia International Sustainibility Forum
(ISF) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Jumat (6/9)
5Lihat update keterangan dalam website JETP. https://id.jetp-id.org
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Harapan memang masih ada untuk menagih ‘utang iklim’
negara maju sebesar 5-10 triliun dollar AS per tahunnya.¢ Sumber
pendanaan ini berasal dari kritik negara maju yang sudah
menggunakan energi fosil sejak revolusi industri I. Kini mereka
harus bertanggung jawab untuk membantu negara berkembang
dan miskin melakukan transisi menjauh dari energi fosil.

Dalam forum COP29 di Azerbaijan, suara menuntut utang
iklim lantang terdengar. Namun sejauh ini realisasi dari dana
bantuan iklim termasuk transisi energi dari negara maju
sebagian masih dalam bentuk utang. Artinya, ini bukan bantuan
melainkan menambah beban utang baru. Padahal yang dituntut
adalah negara maju membayar utang iklim, bukan kolonialisme
utang iklim bertajuk bantuan pendanaan iklim.

Mencari pendanaan internasional ditengah ruang fiskal yang
menyempit jangan sampai terjebak pada structural adjustment
program. Negara maju yang ingin membantu Indonesia lepas dari
batubara juga punya kepentingan dalam mendorong bisnis
teknologi yang sama merugikannya. Jepang misalnya mendorong
pemanfaatan gas alam dalam kerangka kerjasama AZEC (Asia
Zero Emission Community)’. Gas alam dianggap sebagai fosil yang
lebih rendah karbon. Ilusi menyesatkan ini terus diulang-ulang
dengan klaim bahwa Jepang akan berikan bantuan pendanaan
untuk negara ASEAN termasuk Indonesia.

Ditengah rumitnya skenario bantuan internasional
sebenarnya mencari dana baru hanya menjelaskan setengah
cerita dari transisi energi. Indonesia punya dana domestik yang
selama ini didepan mata tapi dilewatkan begitu saja. Domestic
Resource Mobilization atau mobilisasi dana domestik tidak
menuntut pemerintah mencari dana baru, tapi melihat potensi
yang ada dan terbuang.

6Lihat tuntutan Climate Action Network International tentang komitmen utang
iklim 5 triliun dolar AS per tahun melalui dana publik bukan berbentuk utang
atau pinjaman melainkan hibah https://climatenetwork.org/updates/event9/
"https://www.tempo.co/lingkungan/ikut-tolak-azec-celios-sebut-indonesia-
berpotensi-jadi-tempat-sampah-karbon-19936
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Sebelum mengemis ke negara maju untuk mendorong
transisi energi, pendekatan pendanaan sebaiknya berkaca pada
prinsip polutter pay principle. Mereka yang menghabiskan APBN
untuk mempertahankan kerusakan lingkungan baik udara, tanah
dan air harus mulai dihentikan.

Dari Nota Keuangan RAPBN 2025 kita belajar bahwa uang
untuk mensubsidi fosil sudah terlalu besar. Realisasi Subsidi
Listrik selama periode 2020- 2023 naik rata-rata sebesar 4,0
persen, dari semula Rp61,1 triliun pada tahun anggaran 2020
menjadi Rp68,7 triliun pada tahun anggaran 2023. Dalam outlook
tahun anggaran 2024, Subsidi Listrik diperkirakan mencapai
Rp80,7 triliun dan di 2025 dialokasikan Rp90,2 triliuns.
Argumentasi bahwa subsidi listrik menguntungkan orang miskin
dan merupakan hak masyarakat bawah hanyalah cerita yang
disampaikan sepotong.

Meski penerima subsidi adalah masyarakat miskin, tapi
negara sebenarnya sedang mensubsidi perusahaan batubara dan
pemain PLTU. BUMN yang mengelola ketenagalistrikan yakni
PLN hampir tidak mau mengutak atik perubahan bauran energi
terbarukan secara serius. Adapun masalah subsidi listrik lebih
diarahkan pada penerima tidak tepat sasaran dan perubahan
subsidi ke penerima langsung (BLT). Meskipun masyarakat
menerima BLT untuk bayar token listrik, sumber pembangkit
tidak diganggu gugat, PLTU batubara tetap dominan.

Kebocoran subsidi listrik plus dana kompensasi energi yang
paling besar sesungguhnya terletak pada upaya PLN terus
bangun PLTU baru disaat kondisi listrik Jawa-Bali oversupply.
Estimasi kerugian dari oversupply listrik setara dengan Rp20-21
triliun per tahunnya. PLTU Cirebon-2 yang baru beroperasi akan
menambah kerugian negara dari ketergantungan pembangkit
batubara.

Dukungan lain yang dilakukan pemerintah untuk
memastikan insentif fiskal untuk pengusaha batubara adalah

8Nota Keuangan RAPBN 2025
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royalti 0% proyek gasifikasi batubara®. Jelas proyek gasifikasi
batubara adalah proyek yang secara keekonomian tidak layak.
Tapi perusahaan yang jalankan rencana gasifikasi batubara dapat
keistimewaan royalti. Apakah kebocoran ini sebenarnya
kerugian negara yang bisa ditekan?

Belum lagi berbagai fasilitas untuk mendorong PLTU
batubara gunakan biomassa atau co-firing dengan campuran
pelet kayu. Target mencampur 20% co-firing untuk PLTU
batubara diklaim mampu turunkan emisi karbon. Faktanya, PLN
harus membayar lebih mahal pasokan pelet kayu untuk
pembangkit listrik karena variasi jenis kayu yang berbeda-beda
dan stoknya tidak konsisten.10

Beberapa kasus ditemukan adanya praktik culas dengan
menambah volume air di pelet kayu yang dikirim ke pembangkit
listrik. Deforestasi pun cukup masif di Kalimantan hingga
Sulawesi untuk memenuhi pasokan pelet kayu ke pembangkit!?.
Berapa kerugian dari praktik co-firing yang harusnya uang
subsidi listrik bisa ditekan?

Praktik penyimpanan karbon atau CCS (Carbon Capture
Storage) juga sumir. Pengusaha migas dan pembangkit batubara
tengah mendorong agar bisnis tetap berjalan seperti biasa dan
transisi energi bisa dicegah. Penyimpanan karbon terbukti secara
keekonomian sangat mahal. Berdasarkan CIPP JETP
perbandingan PLTU yang gunakan CCS pada 2020 membutuhkan
investasi +Rp30,2 juta /Kwh dan +Rp22,01 juta/ Kwh di 2050.
Perhitungan ini jelas lebih mahal dibandingkan investasi energi
terbarukan lainnya seperti PLTS skala utilitas maupun industri
yang mencapai Rp12,2 juta/Kwh pada 2025 dan Rp6,3 juta /Kwh
di 2050.12

9CELIOS. 2023. Kerugian Hilirisasi Batubara Rp33,8 triliun per tahun.
https://celios.co.id/reports/43?link=43
10https://pro.hukumonline.com/legal-intelligence/a/harga-cofiring-dengan-
biomassa-masih-terlalu-mahal--esdm-minta-pmk-174-2019-direvisi-
1t66fbab629b49b/

11CELIOS. 2024. Transisi Energi Memakan Hutan.
https://celios.co.id/reports/74?link=74

12Ljhat CIPP (Comprehensive Investment & Policy Plan) JETP 2023
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Program penangkapan karbon CCS diperkirakan menguras
uang pembayar pajak. Solusi palsu ini terus ditawarkan di
berbagai forum internasional. Pemerintah Indonesia harus sadar
bahwa upaya memaksakan CCS akan berimplikasi pada beban
subsidi energi dan cost recovery yang lebih mahal.

CCS juga berisiko alami kebocoran yang membuat biaya
untuk memastikan CCS bebas bencana sangatlah tidak ekonomis.
Kejadian karbon CCS bocor di Louisiana AS sebanyak 2,548 barrel
Co2 oleh ExxonMobil menjadi peringatan bahwa teknologi
penangkapan karbon berisiko tinggi.13 Apalagi Indonesia negara
ring of fires dengan bencana gempa yang cukup tinggi
frekuensinya.

Sejauh ini Indonesia tidak berhasil menerapkan polluter pay
principle dalam rangka mencari pendanaan untuk transisi energi.
Pemerintah justru menerapkan government pay the polluters atau
pemerintah membayar pihak yang menyumbang polusi. Ditunda
nya penerapan pajak karbon dengan dalih keuangan PLN
terdampak, dan meneruskan pajak karbon ke tagihan listrik
masyarakat adalah cara taktis memanipulasi gagasan polluter pay
principle. Dengan penerapan pajak karbon, negara bisa
mendapatkan dana Rp37,6 triliun per tahunnya. Solusi ini lagi-
lagi tidak dijalankan.

Celah fiskal yang menyempit juga berasal dari bocornya
penerimaan negara dari insentif fiskal yang tidak tepat sasaran.
Booming hilirisasi disertai dengan beragam jenis tax holiday dan
tax allowances yang nilainya cukup besar ikut menurunkan rasio
pajak. Jika perusahaan nikel meraup laba super besar, untuk apa
lagi diberi hadiah pajak? Per 2024, pemerintah mencatat belanja
pajak untuk sektor industri manufaktur yang terindikasi
berkaitan dengan smelter nikel menembus Rp80 triliun lebih4.
Logika fiskal ini sangat keliru.

Upaya race to the bottom atau berlomba menurunkan
standar dengan berbagai insentif pajak juga bertentangan

13https://www.theguardian.com/us-news/2024 /apr/19/exxon-pipeline-leak-
carbon-capture-safety-gaps
14 Laporan Belanja Perpajakan-Tax Expenditure Report 2023
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dengan komitmen Global Minimum Tax yang disodorkan G20 dan
OECD. Sebagai negara yang menjadi anggota G20 dan proses
aksesi di OECD, tentu kebijakan perpajakan Indonesia
menimbulkan pertanyaan besar. Jika praktik menarik investasi
dengan sediakan pajak murah terus berlanjut, khawatir
Indonesia memang sulit masuk menjadi keanggotaan OECD
setidaknya dalam waktu dekat.

Hilangnya potensi penerimaan pajak ke perusahaan nikel
juga berimplikasi pada pasokan nikel murah berlimpah sehingga
harga nikel anjlok. Hanya 5% nikel Indonesia berakhir masuk ke
rantai pasok baterai kendaraan listrik.15 Sisanya lebih banyak
terserap jadi bahan baku stainless steel atau baja tahan karat.
Hilirisasi harusnya bukan hasilkan bahan baku untuk industri
sendok dan garpu, tapi dukungan transisi energi. Antara harapan
menghasilkan industri yang mendukung komponen transisi
energi di Indonesia dengan realita yang terjadi sungguh
menyedihkan.

Syarat mendapatkan insentif fiskal juga tidak transparan
dan tidak memiliki perspektif tanggung jawab lingkungan. Hasil
studi CELIOS dan CREA menunjukkan dampak smelter nikel yang
gunakan PLTU batubara menyebabkan 3.833 kematian dini di
Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Secara
hitung-hitungan dampak ekonomi di sektor kesehatan mencapai
Rp40 triliun per tahun pada 2025 dan Rp53 triliun pada 2050 jika
tidak dilakukan intervensile. Insentif pajak telah menyebabkan
eksternalitas negatif yang lebih besar dari penerimaan negara
yang dihasilkan.

PLTU di kawasan industri atau PLTU captive juga menembus
26,2 GW termasuk yang dalam tahap perencanaan.l’ Kapasitas
PLTU kawasan industri nikel melesat hanya dalam beberapa
tahun terakhir. Kerugian negara dari dibiarkannya PLTU

15 Kementerian ESDM 2022

16CELIOS & CREA. 2024. Debunking the Value-Added Myth in Nickel
Downstream Induddstry https://celios.co.id/reports/1?link=1&id=feature

17 CREA & GEM. Pembangkit Batubara Captive Indonesia terus Melonjak.
https://energyandcleanair.org/wp/wp-content/uploads/2024/11/ID-
CREA_GEM-Indonesia-Captive-Briefing-2024-update.pdf
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batubara di kawasan industri mencemari udara dan
meningkatkan emisi karbon seharusnya bisa diantisipasi. Berapa
banyak klaim BP]S kesehatan yang akan mengakibatkan defisit
BP]JS dalam jangka panjang karena PLTU batubara terus
dibangun?

Upaya mengurangi konsumsi BBM dengan bergeser ke
biodisel dan bioetanol juga perlu dilakukan secara hati-hati.
Bauran minyak sawit dengan solar hingga ditargetkan mencapai
B50 dalam waktu dekat, jelas mengancam devisa ekspor dan
pangan. Tahun 2022, krisis minyak goreng salah satunya dipicu
oleh nafsu mencampur biodisel sehingga pasokan CPO (Crude
Palm Oil) untuk minyak goreng berkurang drastis. Kondisi serupa
bisa berulang, terutama ketika harga pembelian CPO untuk
pabrik biodisel lebih menarik dibandingkan ke pabrik minyak
goreng.

Indikasi kebocoran subsidi biodisel melalui BPDP-KS juga
terus bergulir. Pungutan ekspor yang masuk ke perusahaan
raksasa atas nama transisi energi patut dipertanyakan. Tujuan
pungutan sawit adalah membantu pengembangan perkebunan
skala rakyat. Ketika uangnya mengalir Rp110 triliun sepanjang
2015-2021 ke korporasi besar, maka pungutan ekspor BPDP-KS
sudah melenceng jauh. Ini bukan proyek transisi energi tapi
penyimpangan penggunaan quasi subsidi sawit.

Program bioetanol dengan pembukaan lahan besar-besaran
di Merauke mengundang pertanyaan soal kontribusi dana APBN.
Proyek di Merauke masuk dalam PSN (Proyek Strategis Nasional)
juga dalam bentuk food estate. Proyek pangan-energi dengan
basis perkebunan tebu di Merauke apakah secara keekonomian
layak? Setelah sebelumnya kegagalan food estate di Kalimantan
terjadi. Selain itu pemerintah juga mengklaim penghematan dari
penyakit ISPA dengan adanya bioetanol sebesar Rp38 triliun.
Lalu berapa besar kerugian kesehatan dan lingkungan karena
rusaknya ekosistem di Merauke? Mengapa tidak menggeser
kendaraan BBM dengan transportasi publik yang lebih layak,
alih-alih proyek bioetanol?

Pertimbangan bahwa fiskal sangat sempit sehingga transisi
energi sulit dilakukan nampaknya perlu dilihat kembali. Banyak
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peluang untuk menutup kebocoran anggaran, sekaligus
menyerap potensi pajak yang hilang. Praktik dukungan secara
habis-habisan di sektor energi fosil tidak ada untungnya bagi
APBN. Sebelum pemetaan potensi pendanaan, sekali lagi perlu di
ingat bahwa banyak anggaran salah kelola yang selama ini
menghambat transisi energi tanpa disadari.
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1.8.
Energi Terbarukan dan Industri Halal
di Indonesia:

Isu Syariah, Politik dan Tata Kelola

Murniati Mukhlisin
Dosen Institut Agama Islam Tazkia dan Rektor Institut Agama
Islam Tazkia Periode 2017-2022

Murniati  Mukhlisin  adalah pegiat
ekonomi dan keuangan syariah bergelar
profesor dalam bidang Akuntansi Syariah,
mengabdi sebagai dosen dan beberapa
kali di posisi manajemen di Institut Agama
Islam Tazkia. Murniati pernah menjabat
sebagai Rektor (2017-2022) di kampus
yang sama. Beliau juga praktisi yang
merupakan Founder & CEO Sakinah
Finance, lembaga literasi perencanaan
keuangan syariah dan Sobat Syariah
sebuah fintek syariah di Indonesia. Selain
diakui sebagai Tokoh Penggerak Literasi Keuangan Syariah OJK 2023,
Murniati memegang peran penting di berbagai organisasi, antara lain
Chairwoman of Islamic Financial Planners Association (IFPA), Advisor of
Financial Planning Standards Board (FPSB) Indonesia, Penasihat CSED-
INDEF, serta pengurus di PITI, IAl, AFSI, ISEl, IAEl, ADESy, dan PERSAMI.
Dinobatkan sebagai Woman Academic and Influencer terbaik di bidang
Keuangan Islam oleh Cambridge IFA, Inggris, pada tahun 2022 dan 2023,
Murniati juga mendapatkan gelar S1, S2, dan S3 di bidang Akuntansi
Syariah dan S3 kedua di bidang Al-Qur'an dan Tafsir, serta bersertifikat
sebagai Perencana Keuangan Syariah, Zakat, Wakaf, dan Waris.

Pengembangan Sektor Industri Halal

Indonesia tengah mendorong pertumbuhan sektor-sektor
strategis dalam industri halal untuk menjadikan Indonesia
sebagai Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS, 2019).
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat
meluncurkan Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah
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Indonesia (MEKSI) 2019-2024, pada hari Selasa, 14 Mei 2019.
Setidaknya ada enam sektor industri halal yang ditonjolkan
dalam MEKSI, yaitu: Makanan Halal, Keuangan Syariah,
Pariwisata Ramah Muslim, Pakaian Muslim, Farmasi dan
Kosmetik Halal, serta Media dan Rekreasi Islami. Dalam Laporan
State Global Islamic Economic Indicator (SGIEI), Indonesia cukup
puas naik ke peringkat ketiga dari keempat secara global.
Pencapaian ini menunjukkan pertumbuhan signifikan di
beberapa sektor ekonomi syariah dengan salah satu
penguatannya adalah dalam bidang sertifikasi produk halal dan
kemitraan strategis dengan negara-negara seperti UAE, Iran,
Chile, dan Tirkiye (SGIEI, 2023).

Untuk mendukung pengembangan keenam industri halal
tersebut di atas, salah satu faktor pendukung yang penting adalah
Energi Baru Terbarukan (EBT) karena dapat menjadi katalisator
penguatan rantai nilai halal. Namun, saat ini di berbagai media
disebutkan bahwa banyak negara termasuk Indonesia, belum
mencapai maksimalisasi dalam pengelolaan sumber energi yang
ada. Meskipun Indonesia memiliki sumber energi selain batubara
dan minyak, seperti air, angin, surya, panas bumi, dan biogas,
hingga saat ini batubara yang berasal dari fosil mendominasi
asupan listrik, yakni sebesar 60.485 MW atau setara dengan
85,31 persen dari total kapasitas terpasang nasional (Tirto,
2020). Sebagaimana dijelaskan dalam BPPT Outlook Energi
Indonesia 2018, Indonesia membutuhkan energi untuk berbagai
sektor, yaitu industri, transportasi, rumah tangga, komersial
hingga tahun 2050 (KNEKS, 2019).

Kajian BBPT mendokumentasikan bahwa sejak tahun 2016
sampai dengan tahun 2050—dengan asumsi pertumbuhan
Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 6,04 persen per tahun dan
pertumbuhan penduduk sebesar 0,71 persen per tahun—
permintaan energi fosil akan meningkat dari 795 juta Barrel of Oil
Equivalent (BOE) pada tahun 2016 menjadi 4.569 juta BOE pada
tahun 2050 atau diperkirakan meningkat sebesar 5,3 persen per
tahun (BPPT, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan
energi dari waktu ke waktu terus meningkat dan terbukti di
berbagai daerah di Indonesia terjadi kelebihan beban listrik.
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Sering terdengar terjadinya pemadaman listrik dari satu daerah
ke daerah lain, dikarenakan kebutuhan seperti penggunaan
aktivitas pendukung di perumahan dan perkantoran, serta
penggunaan mesin-mesin produksi di pabrik yang terus
meningkat dari waktu ke waktu.

Dari sisi politik, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Republik Indonesia No. 12/2017 yang kemudian
digantikan oleh Peraturan No. 50/2017 secara implisit
mengungkap bahwa upaya pengembangan energi terbarukan
mengalami stagnasi (IESR, 2019). Dari 75 Perjanjian Pengelolaan
Aset (PPA) yang ditandatangani selama 2017-2018, terdapat 5
proyek yang telah dihentikan dan 27 proyek lainnya belum
mendapatkan dukungan pendanaan karena mekanisme
penetapan harga yang tidak jelas yang diatur dalam kedua
peraturan tersebut. Peraturan No. 50/2017 tersebut diklaim
menyebabkan pengusaha swasta asing dan dalam negeri
kehilangan kepercayaan terhadap investasi energi terbarukan di
Indonesia. Berbeda dengan Vietnam yang pada tahun 2017 dan
2018 mengeluarkan kebijakan Feed in Tarrif (FiT) untuk
pembangkit listrik, tenaga surya, dan angin yang dianggap
sebagai insentif bagi investor yang berbondong-bondong
memanfaatkannya (IESR, 2019).

Skema FiT adalah skema di mana pemerintah membayar
Produsen Daya Independen atau Independent Power Producers
(IPPs) dengan tarif tetap dan seringkali di atas harga pasar untuk
membeli energi terbarukan. Perjanjian ini berkisar antara 20 dan
30 tahun di Indonesia dan minimal 20 tahun di Filipina di mana
skema ini bekerja dengan sangat baik di Filipina tetapi tidak di
Indonesia karena kondisi ekonomi politik yang berbeda di kedua
negara. Dalam hal masalah tata kelola yang baik, tata kelola yang
buruk di sektor energi Indonesia dan lingkungan peraturan yang
lemah menyebabkan para pembuat kebijakan Indonesia sering
mengubah FiT dan tidak dapat diprediksi yang mengakibatkan
rendahnya kepercayaan investor (Guild, 2019). Semua isu
tersebut masuk dalam RUU Energi Baru Terbarukan (EBT) yang
masih berjalan di DPR RI. Dari latar belakang yang disebutkan di
atas, artikel ini bertujuan untuk mengkaji isu syariah, politik dan
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tata kelola seputar pengembangan energi terbarukan untuk
mendukung sektor industri halal di Indonesia.

Energi Terbarukan, Syariah dan Upaya Pengembangan
Sumber Daya Baru

Pada bagian latar belakang dijelaskan tentang peran sumber
daya energi yang cukup untuk mengembangkan sektor industri
halal di Indonesia yang apabila tercapai dapat membantu
terwujudnya Indonesia sebagai Pusat Ekonomi dan Keuangan
Syariah Dunia.

Isu syariah menjadi penting bagi Indonesia karena: (1)
Konstitusi dan Identitas: mayoritas penduduknya muslim dan
menjamin kebebasan beragama sesuai UUD 1945; (2) Ekonomi
Syariah: memanfaatkan potensi pasar besar, meningkatkan
inklusi keuangan, dan memperkuat posisi global; (3)
Pembangunan Sosial: mendorong kesejahteraan melalui zakat,
wakaf, dan prinsip keadilan sosial; (4) Stabilitas Politik:
mengakomodasi aspirasi masyarakat dan memperkuat
kepercayaan publik; (5) Tantangan Globalisasi: menawarkan
solusi berbasis nilai syariah dan memperkuat citra Indonesia
sebagai negara muslim moderat. Menurut berita yang dilansir
Antara (2024), Wakil Presiden Ma'ruf Amin (Wakil Presiden ke-
13) yang memberi sambutan pada sebuah seminar nasional di
Universitas Diponegoro, Semarang (11/9/2024) menyampaikan
pentingnya peranan sektor ekonomi dan keuangan syariah
termasuk sektor industri halal. Dikatakan: “Peranan ekonomi dan
keuangan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup
pesat dalam lima tahun terakhir. Kontribusi aktivitas usaha
syariah terhadap PDB nasional pada Desember 2023 mencapai
hampir 47 persen”. Sumbangan ini tentu saja untuk kesejahteran
seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang siapa pun.

Sebagai umat Islam, pengadaan EBT adalah panggilan Al-
Qur’an karena banyak ayat yang membahas tentang penggunaan
kekayaan bumi dan langit, seperti di QS Ali Imran (3): 190:
“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian
malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi
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orang yang berakal”’. Di dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan
bahwa penciptaan langit dan bumi mulai dari tinggi dan lebarnya,
segala bentangannya, kepadatannya dan letaknya, serta segala
isinya adalah tanda-tanda yang perlu diperhatikan lebih lanjut
seperti bintang-bintang yang ada. yang beredar dan tetap, ada
lautan, gunung dan gurun, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, buah-
buahan, binatang, hasil tambang, serta bermacam-macam warna,
rasa, bau, dan kegunaannya. Selanjutnya ditafsirkan, bahwa kata
dalam ayat “ulil albab” adalah orang yang diberi kecerdasan,
karena dengan itulah mereka mengetahui berbagai macam
ciptaan Allah SWT. Lain halnya dengan orang yang tuli dan bisu
serta orang yang tidak berakal.

Namun, hingga saat ini Indonesia belum memaksimalkan
pengelolaan sumber Energi Baru Terbarukan (EBT). Menurut
MEKSI, ada beberapa fakta tentang tanda-tanda bahwa sumber
daya alam di Indonesia sebenarnya sangat memadai untuk
mendukung pemanfaatan EBT bagi kebutuhan manusia, yaitu:
(1) Iklim tropis di Indonesia mendukung terpenuhinya sumber
daya matahari sepanjang tahun, tidak seperti di negara empat
musim yang mengalami perubahan iklim dari waktu ke waktu;
(2) Sumber air di Indonesia berasal dari mata air, air terjun,
bahkan air laut yang melimpah di seluruh wilayah Indonesia;
pengelolaan yang optimal akan memberikan akses air bersih bagi
seluruh masyarakat Indonesia untuk mengelola industri halal
yang ada; (3) Indonesia memiliki 127 gunung berapi yang masih
aktif dan memiliki potensi besar di dalamnya, yaitu energi panas
bumi; pengelolaan energi yang bersumber dari energi panas
bumi dapat dimaksimalkan sebagai alternatif pengganti energi
tak terbarukan (fosil).

Adapun kendala yang dihadapi mengapa EBT belum dapat
dimaksimalkan, antara lain: (1) Sumber daya energi masih
diperlakukan sebagai komoditas yang menghasilkan devisa bagi
negara, bukan sebagai modal pembangunan; (2) Penurunan
produksi dan volatilitas harga minyak dunia; (3) Keterbatasan
akses, infrastruktur, dan teknologi untuk EBT; (4) Masih
bergantung pada impor BBM dan LPG; (5) Harga energi
terbarukan belum kompetitif dan penurunan muka air energi
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belum sesuai target; (6) Pemanfaatan energi belum efisien; (7)
Penelitian, pengembangan, dan penguasaan IPTEK di Indonesia
masih terbatas; (8) Kondisi geopolitik dunia dan isu lingkungan
global masih belum stabil; (9) Cadangan penyangga energi belum
tersedia (IESR, 2019).

Pemanfaatan Energi dan Keterkaitannya dengan
Pengembangan Industri Halal di Indonesia

Kekayaan bumi dan langit yang melimpah dan tidak pernah
habis ini erat kaitannya dengan upaya yang dilakukan dalam
pengembangan industri halal di Tanah Air. Agar produsen
makanan dan minuman halal dapat bekerja dengan baik
misalnya, para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
mengandalkan sumber energi seperti air, listrik, dan bahan bakar
minyak untuk menjalankan produksi dan operasionalnya. Listrik
dan air untuk memasak, mengemas, memasang promosi di media
sosial, dan berkomunikasi dengan pelanggan serta bahan bakar
untuk mengangkut produk dengan moda transportasi.

Begitu pula dengan wisata halal, mustahil wisatawan dapat
menikmati keindahan Indonesia tanpa adanya fasilitas seperti
energi untuk menggerakkan kendaraan yang akan membawanya
berwisata ke tempat-tempat wisata. Begitu pula peran energi air
yang dapat menghidupkan pariwisata dengan berbagai jenis
tumbuhan dan hewan. Air juga menambah daya tarik wisata
karena panorama alam berupa air terjun, sungai, danau, dan
lautan yang menyejukkan mata wisatawan. Indonesia sangat
kaya akan hal ini, mengingat keberadaan 17.491 pulau dengan
berbagai ukuran dan bentuk serta kekayaan di permukaan dan di
dalamnya yang membentang dari Aceh hingga Papua.

Dari sisi penyebaran informasi, banyak energi yang
digunakan untuk menjadikan media sebagai penunjang promosi
sektor-sektor dalam industri halal. Selama ini, media promosi
seperti iklan di koran dan poster yang disebar di pinggir jalan
sudah banyak digunakan, yang membutuhkan listrik dan bahan
bakar untuk membuatnya tersedia. Saat ini, di mana media
berbasis teknologi canggih membutuhkan bentuk energi lain
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seperti gelombang dan cahaya yang kemudian diubah menjadi
apa yang dikenal dengan internet.

Politik dan Tata Kelola dalam Industri Halal dan Energi
Baru Terbarukan

Bagian ini memaparkan tentang pekerjaan rumah yang harus
diselesaikan untuk meningkatkan pengembangan EBT di Tanah
Air karena peranannya yang penting bagi majunya sektor
industri halal. Untuk mendapatkan data valid, maka diadakan
survei singkat kepada beberapa responden yang merupakan
perwakilan dari setiap sektor industri halal yaitu responden dari
keuangan syariah, perusahaan makanan halal, perusahan
pakaian muslim, hotel syariah yang merupakan wakil dari
pariwasata ramah muslim, kosmetik halal, media, serta dari
perusahaan EBT termasuk perusahaan energi seperti Pertamina
dan PLN. Berikut adalah poin penting yang dibahas:

1. EBT sangat terkait dengan pengembangan industri halal

di Indonesia dan ini sangat penting bagi pencapaian
pejabat politik (saat ini ditujukan sebagai Kabinet Merah
Putih). Dari penelitian singkat ini didapati bahwa
mengikuti Perjanjian Paris, semua negara harus beralih
ke EBT hijau dan ramah lingkungan pada tahun 2025,
setidaknya 23 persen. Waktu tersebut sejalan dengan
ekspektasi peringkat untuk industri halal pada tahun
2024. Ini akan menyelesaikan masalah saat ini di mana
operasional perbankan syariah serta produksi barang
sangat bergantung pada EBT. Sementara itu, semua
sektor industri halal harus mengikuti kebijakan Waktu
Beban Puncak (WBP) dan Lewat Waktu Beban Puncak
(LWBP) secara ketat. Semua responden mengakui bahwa
tidak ada laporan publik khusus tentang penghematan
energi, beberapa menegaskan bahwa mereka memiliki
kebijakan dalam prosedur perusahaan mereka.
Sementara itu, PLN mengusulkan Sertifikat Energi
Terbarukan (SRE) sebagai bukti bahwa konsumen
menggunakan listrik yang berasal dari energi hijau dan
ramah lingkungan (PLN, 2022).
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2. Terbuktiisu politik dan tata kelola membentuk kebijakan
energi terbarukan di Indonesia. Hal ini terlihat dari
pernyataan berikut: Inkonsistensi kebijakan misalnya
penggantian Permen ESDM No. 10/2017 menjadi Permen
ESDM 49/2017 kemudian menjadi Permen ESDM No.
50/2017; birokrasi yang panjang terlihat dalam proses
persetujuan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
(RUPTL) 2020-2029 versi COVID-19 dan RUPTL 2021-
2030 yang telah disusun. Alhasil, target bauran energi
sebesar 23 persen pada tahun 2025 dan mencapai 31
persen pada 2050 menjadi tantangan tersendiri, yang per
April 2021 hanya dapat mencapai 13,55 persen dalam
sisa empat tahun. Pelaku peraturan dan RUU EBT ini
adalah DPR, pelaku usaha, pengembang, penyandang
dana, masyarakat, dan unsur pemerintah lainnya, namun
lobi sebagian besar berasal dari pelaku usaha.

3. Penelitian dan Pengembangan (R&D) diperlukan untuk
mengembangkan dan memelihara EBT di Indonesia.
Peningkatan literasi juga penting karena menurut Bank
Indonesia, indeks literasi ekonomi dan keuangan syariah
baru mencapai 28 persen (Republika, 2024).

Kesimpulan

Indonesia dapat menyediakan EBT yang terjangkau, hijau,
dan ramah lingkungan karena sumber daya alamnya yang kaya.
Berkenaan dengan hal tersebut, maka lembaga keuangan syariah
dan emiten syariah sekarang sudah secara bertahap mulai 2019
hingga 2025 berusaha mematuhi Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan
Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten,
dan Perusahaan Publik. Mereka wajib membuat laporan
(Laporan Berkelanjutan) yang memuat aktivitas terkait
pengadaan EBT, memberikan pembiayaan terkait pengadaan
fasilitas EBT, dan penghematan energi dan penggunaan EBT
dalam operasional sehari-hari.

Untuk lebih meningkatkan pengadaan EBT di masa depan,
terus diperlukan upaya bersama di antara para pihak terkait
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mulai dari lobi politik yang kuat selama proses regulasi hingga
praktik tata kelola yang baik. Para pemimpin di negeri ini juga
harus mengendalikan langkah politik dalam masalah EBT untuk
menjadikan Indonesia sebagai Pusat Ekonomi dan Keuangan
Syariah Global. Dengan sendirinya, gerakan menuju EBT yang
berkesinambungan akan dapat membantu mencapai Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang berkaitan dengan EBT,
paling tidak Tujuan No. 7, yakni energi bersih dan terjangkau.
Sasarannya adalah untuk memastikan akses terhadap energi
yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua
lapisan masyarakat dunia.*
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Bumi adalah amanah bagi manusia, karena manusialah yang
ditunjuk untuk menjadi khalifah di muka bumi. Namun, tidak
dapat dipungkiri bahwa manusia telah melampaui batas dalam
menggunakannya. Berawal dari Revolusi Industri pada Abad ke-
19 di mana tenaga kerja dan modal merupakan faktor produksi
yang langka untuk dioptimalkan, sementara alam dan jasanya
tersedia secara bebas. Revolusi Industri ini berdampak luas pada
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ekonomi masyarakat dan sekaligus pada ekosistem global.
Teknologi mesin uap yang menjadi tonggak awal Revolusi
Industri menjadikan masyarakat sangat bergantung pada bahan
bakar fosil dan sumber daya tak terbarukan lainnya. Sejalan
dengan itu, penemuan mesin uap menjadikan produksi barang
konsumsi yang belum terjadi sebelumnya, sehingga memicu
pertumbuhan ekonomi dan populasi. Saat yang bersamaan,
urbanisasi menyebabkan berkurangnya lahan subur dan
mendorong penggundulan hutan. Rangkaian perubahan demi
perubahan menciptakan risiko lingkungan yang makin besar
yang berdampak pada planet & people yang menempatinya,
hingga manusia mulai khawatir dan muncullah insiatif-inisiatif
dan aksi untuk memperlambat laju kerusakan dan dampak buruk
yang ditimbulkan.

Club Rome (1970) pada laporan berjudul Limits to Grow
adalah yang pertama menyoroti bahwa sistem bumi tidak dapat
lagi mendukung tingkat pertumbuhan dan populasi, sehingga
mereka menyarankan untuk dapat hidup tanpa batas di bumi.
Inisiatif dan aksi ini dilanjutkan dengan Komisi Brundtland yang
dibentuk PBB (1987), yang akhirnya melahirkan konsep
pembangunan berkelanjutan dan mendefiniskan sebagai
pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa
mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk
memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pada Earth Summit di Rio
de Janeiro tahun 1992 mulai digencarkan masalah perubahan
iklim yang merupakan risiko lingkungan terbesar yang
berdampak kepada masyarakat, dan para pihak pada konferensi
tersebut sejak 1995 bersepakat untuk menilai kemajuan dalam
menangani perubahan iklim. Hingga pada Paris Agreement 2015
negara-negara menegaskan kembali target pengurangan karbon
untuk menjaga kenaikan suhu global dibawah 2° Celcius dan
berusaha membatasinya hingga 1.5 Celcius. Saat itu statement
Ban Ki-Moon yang berbunyi ““There can be Plan B, because there
is no Planet B” menjadi sangat terkenal dan dirasakan betul
maknanya.

Untuk memandu transisi ekonomi yang berkelanjutan dan
inklusif, PBB mengembangkan Agenda 2030 untuk
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Pembangunan Berkelanjutan (United Nations, 2015), yang
dikenal dengan 17 tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang
intinya mendorong tindakan-tindakan dari 2015-2030 pada
bidang-bidang yang sangat penting bagi people & planet. SDG PBB
ini merupakan strategi global yang memberikan arah kepada
kebijakan pemeritah di masa depan untuk mengatasi tantangan
di tingkat ekonomi, masyarakat dan lingkungan. Rockstrom &
Sukhdev (2018) mengklasifikasi 17 tujuan Pembangunan
berkelanjutan pada tingkat ekonomi, masyarakat dan lingkungan
yang dirangkum dalam Gambar 1.

Gambar 1. Klasifikasi 17 Tujuan Pembanguan Berkelanjutan
pada Tingkat Ekonomi, Masyarakat dan Lingkungan

Seiring dengan laporan Brundtland (1987) yang
memunculkan konsep Pembangunan Berkelanjutan, lembaga
keuangan juga mulai bereaksi. Bank Dunia dan institusi lain
menciptakan program pembiayaan berkelanjutan, khususnya di
negara berkembang. Tahun 1990-an mulai muncul pemikiran
untuk mempertimbangkan aspek ESG (Enviroment, Social,
Governance) dalam investasi berbasis keberlanjutan. Dow Jones
Sustainability Index (DJSI) diluncurkan pada tahun 1999, dan
menjadi tolok ukur investasi berbasis berkelanjutan. Lembaga
keuangan mulai mengintegrasikan tanggung jawab sosial ke
dalam strategi investasi mereka yang dikenal dengan PRI
(Principle of Responsible Investment). PRI melangkah lebih jauh
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dengan membangun jaringan pendukung bagi para
penandatangan internasionalnya untuk mempromosikan
penggabungan kriteria ESG dalam keputusn investasi dan
kepemilikan. Selanjutnya, muncul Prakarsa lain seperti Global
Impact Investing Network (GIIN) yang didirikan untuk
mengurangi hambatan terhadap investasi berdampak.

Keuangan Berkelanjutan dan Perannya dalam
Pembangunan Berkelanjutan

Keuangan Berkelanjutan adalah sistem yang
mempertimbangkan pendekatan holistik terhadap pertimbangan
dan dampak persoalan ESG saat membuat keputusan dalam
berinvestasi ataupun meminjamkan dengan tujuan untuk
menciptakan nilai berkelanjutan dan mengelola risiko dalam
jangka panjang (Vargas, 2024). Terdapat beberapa kegiatan yang
disepakati secara umum yang termasuk dalam keuangan
berkelanjutan ini, yakni pembangunan energi terbarukan, green
bonds, investasi berdampak, keuangan mikro, real estate hijau,
dan lain-lain. Beberapa negara telah membuat regulasi terkait
keuangan berkelanjutan, dan Indonesia juga telah menerbitkan
TKBI (Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia)
yang merupakan Kklasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung
upaya SDGs Indonesia.

Keberadaan Keuangan Berkelanjutan tidak serta merta
dapat diterima di dunia bisnis dan sektor jasa keuangan. Pada
awal kemunculannya, terdapat pemahaman bahwa aktivitas yang
memberikan dampak kepada ESG merupakan dua hal yang
berlawanan arah dengan aktivitas yang mengejar imbal hasil
semata, sebagaimana yang dilakukan di keuangan tradisional.
Dengan demikian, akan nampak seperti GGambar 2 sebelah kiri.
Keuangan yang memberikan dampak pada ESG pasti akan
memiliki imbal hasil yang rendah, oleh karena itu program-
program yang mempunyai dampak ESG didanai oleh filantropi.
Pemahaman yang menjelaskan  hubungan Keuangan
Berkelanjutan, Keuangan Tradisional, dan Filantropi dengan
kacamata ini dijelaskan BGambar 2 sisi kanan. Filantropi
dipandang sebagai model yang sangat berhasil untuk mendukung
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tujuan baik, namun satu hal yang perlu diingat bahwa filantrofi
sifatnya sumbangan/donasi dan nonprofit. Keuangan
Berkelanjutan adalah bisnis yang bertujuan mencari keuntungan.

Gambar 2. Keuangan Berkelanjutan, Filantropi, dan
Keuangan Tradisional Menurut Imbal Hasil dan Dampak
Terhadap Sosial dan Lingkungan

DAMPAK MAKSIMAL

A
FILANTROPI KEUANGAN
TRADISIONAL BERKELANJUTAN
DAMPAK ' Gx
ES6 TIDAK ADA e IMBAL
IMBALAN HASIL IMBAL HASIL H MAKSIMAL
2 &
NONSENSE. KEUANGAN
KERJAKAN TRADISIONAL
HAL LAIN

v
TIDAK DIMAKSUDKAN UNTUK MEMBERI
DAMPAK SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Sumber: diadaptasi dari Vargas, 2024.

Perubahan paradigma berpikir dari keuangan tradisional
menuju keuangan keberlanjutan tidaklah semudah membalik
tangan. Schoenmaker & Schramade (2019) menjelaskan
kerangka kerja Keuangan Berkelanjutan (Framework of
Sustainabel Finance). Kerangka kerja ini menggambarkan evolusi
dari keuangan tradisional menuju keuangan berkelanjutan yang
ideal. Dia membagi menjadi tiga tipologi dari keuangan
berkelanjutan, yang disebut SF 1.0, SF 2.0, SF 3.0 (SF: Sustainable
Finance).

Tipologi Keuangan Berkelanjutan dijelaskan dengan empat
aspek: (i) nilai yang diciptakan; (ii) faktor yang diutamakan (iii)
yang dioptimasi; dan (iv) horizon. Pada nilai yang diciptakan,
terdapt evolusi dari nilai pemegang saham menjadi nilai
pemangku kepentingan (people, planet, profit). Tahap terakhir
melihat penciptaan nilai Common good value (lihat juga Tirole,
2017). Untuk menghindari dikotomi barang pribadi versus
barang publik, Shoenmaker menggunakan istilah Common good
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value untuk merujuk pada apa yang dibagi dan bermanfaat bagi
semua atau sebagian besar anggota masyarakat tertentu.
Ranking menunjukkan pergeseran dari Common good value
tujuan finansial terlebih dahulu ke tantangan sosial dan
lingkungan , dan Common good value terlebih dahulu. Horizon
diperluas dari jangka pendek ke jangka panjang.

Tabel 1. Kerangka Kerja Keuangan Berkelanjutan

Tipologi Nilai yang Ranking Optimasi Horison

SF diciptakan Faktor

Keuangan | Nilai pemegang Jangka
Tradisional | saham F Max F pendek
Nilai pemegang F> S dan Max F dengan Jangka
SF 1.0 saham ,yang L memperhatikan engdek
disempurnakan” S&L p

Nilai pemangku
kepentingan [=F Jangka

SF2.0 (Ekonomi, Sosial | +S+L Opimalisasi | menengah
dan Lingkungan)
Optimalisasi S
Common Good SdanL &L dengan Jangka
SF 3.0 tetap >
Value >F panjang

memperhatikan
F

Keterangan: F: Finansial, S: Sosial, L: Lingkungan, I: Integrasi dari ketiga
nilai

Sumber: Schoenmaker & Schramade, 2019.

Dalam keuangan tradisional, nilai pemegang saham
dimaksimalkan dengan mencari kombinasi pengembalian dan
risiko finansial yang optimal. Keuangan seperti biasa konsisten
dengan argumen Friedman (1970) bahwa the business of business
is business. Satu-satunya tanggung jawab sosial bisnis adalah
menggunakan sumber dayanya dan terlibat dalam aktivitas yang
dirancang untuk meningkatkan keuntungannya selama tetap
berada dalam aturan main.

SF 1.0. Maksimalisasi laba sambil menghindari saham "dosa"
(sin stock). Perusahaan dosa adalah perusahaan dengan dampak
yang sangat negatif. Dalam ranah sosial, termasuk perusahaan
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yang menjual tembakau, yang mengeksploitasi pekerja anak, atau
mengeksploitasi bahan bakar fosil. Perusahaan dosa terkait
dengan kegiatan yang dianggap tidak etis atau tidak bermoral.
Penting untuk dicatat bahwa persepsi tentang apa yang
merupakan "perusahaan dosa" dapat sangat berbeda di antara
individu dan budaya. Dalam SF 2.0 Internalisasi eksternalitas
untuk menghindari risiko. Pada tahap ini, lembaga keuangan
secara eksplisit memasukkan eksternalitas sosial dan lingkungan
yang negatif ke dalam pengambilan keputusan mereka. SF 3.0
berkontribusi pada pembangunan keberlanjutan sambil
memperhatikan kelayakan finansial. SF 3.0 bergerak dari risiko
ke peluang. Lembaga keuangan hanya berinvestasi pada
perusahaan atau proyek yang berkelanjutan. Dalam pendekatan
ini, keuangan merupakan sarana untuk mendorong
pembangunan berkelanjutan. Misalnya, dengan mendanai
perawatan kesehatan, bangunan hijau, produsen mobil listrik,
dan proyek penggunaan lahan. Dengan cara ini, sistem keuangan
melayani agenda pembangunan berkelanjutan dalam jangka
menengah hingga panjang.

Dengan penjelasan di atas, kita menjadi paham bahwa
membangun sistem keuangan berkelanjutan memang
membutuhkan proses dan tahapan-tahapan yang panjang.
Bagaimana dengan di Indonesia? Hal ini akan kita bahas pada
sub-bab selanjutnya.

Jadi, apa peran sistem keuangan untuk berkelanjutan?
Schoenmaker & Schramade (2019) berpendapat bahwa sistem
keuangan dapat mengambil peran berkelanjutan melalui: 1)
menghasilkan informasi ex ante tentang kemungkinan investasi
dan mengalokasikan modal, 2) memantau investasi dan
melaksanakan tata kelola perusahaan setelah memberikan
layanan keuangan, dan 3) memfasilitasi perdagangan
diversifikasi, dan pengelolaan risiko. Tentu saja, tiap pihak dapat
mengambil peran sesuai dengan tugas utamanya. Sebagai contoh,
perbankan dapat membuat strategi terhadap sektor-sektor yang
eligible diberikan pinjaman, dan mana yang tidak. Demikian pula
Dana Investasi dapat membuat strategi aset yang akan didanai
investasinya. Dengan demikian, sektor keuangan dapat
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memegang peran yang penting pada masa transisi menuju zero
carbon. Bila sektor keuangan mempunyai komitmen tinggi untuk
membiayai proyek dan perusahaan yang berkelanjutan, maka
akan mempercepat transisi tersebut.

Keuangan Berkelanjutan di Indonesia: Kita Berada
di mana?

Keuangan berkelanjutan di Indonesia sebenarnya memiliki
landasan hukum yang kuat sejak negara ini berdiri, karena
termaktub dalam UUD 1945 pada: (i) Pasal 28 H: Setiap orang
berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta
berhak memperoleh pelayanan kesehatan, (ii) Pasal 33 Ayat 3:
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. (iii) Pasal 33 Ayat 4: Perekonomian
nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi
dengan  prinsip  kebersamaan, efisiensi  berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional. Selanjutnya juga dikuatkan pada UU Nomor 4 Tahun
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
(UU P2SK) pada Bab XVII yang membahas khusus berkenaan
dengan Keuangan Berkelanjutan.

Namun, bagaiman praktiknya? Sejauh mana kita telah
menjalankan amanat tersebut? Kami melakukan penelitian saat
ini, dan masih berlangsung dengan judul “Pemetaan Keuangan
Berkelanjutan pada Sektor Jasa Keuangan di Indonesia”, dengan
mengambil objek penelitian seluruh perusahaan sektor jasa
keuangan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (0]K), dan
data tersedia untuk umum, baik dari sumber situs web
perusahaan maupun laporan yang tersedia di laman OJK.
Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kami
menemukan populasi dan sampel penelitian ini seperti yang
ditunjukkan pada Tabel 2. Tabel tersebut menjelaskan kategori
sektor jasa keuangan dalam 11 subsektor, jumlah industri yang
terdaftar di sektor tersebut, sumber data. Data yang kami
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kumpulkan mencakup jumlah industri yang menyediakan
Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report/SR) dari tahun
2019 hingga 2023, serta jumlah industri yang menyediakan
Laporan Tahunan (Annual Report/AR) dari tahun 2019 hingga
2023. Namun, untuk mempersingkat pembahasan, saya hanya
menampilkan data tahun 2023.

Tabel 2. Obyek Penelitian Pemetaan Keuangan

Berkelanjutan pada Sektor Jasa Keuangan di Indonesia.

No Kategori |Jumlah  Sumber data SR23 AR23

1 |Bank Statistika BI 103 |103
https://ojk.go.id/id/kanal /perbankan/data-
2 |BPR dan-statistik/Pages/Daftar-Alamat-Kantor- |11 35
1,402
Pusat-BPR.aspx
https://www.bps.go.id/id/statistics-
3 | Asuransi table/2/_MTA4MCMy/]umlah-per.usahaan- 95 39
148 asuransi-dan-perusahaan-penunjang-
asuransi.html
Dana L
4 Pensiun 169 https://adpi.or.id/keanggotaan/ 2 4
5 | Sekuritas https://v.vv.vw.1dx.co.}d/ld/anggota-bursa- 30 12
93 dan-partisipan/profil-anggota-bursa
Perusahaan https://olk.go.1d/1d/kanal/lknb/data-dan-
6 Peniaminan statistik/lembaga-keuangan-
ehjaminan ., 5 khusus/Default.aspx 1 1
7 | LPMVI https://ojk.go.id/id/kanal /iknb/data-dan-
217 statistik/lembaga-pembiayaan/Defaultaspx | 146 |44
8 |LkM https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-
249 statistik/statistik-lkm/default.aspx 0 0
9 |LKK https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-
5 statistik/statistik-lkm/default.aspx 4 4
10 | Fintech https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-
(P2P) 98 statistik/fintech/Default.aspx 1 0
https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-
11 | Pegadaian statistik/lembaga-keuangan- 1 1
173 khusus/Default.aspx

Sumber : Naomi, Risza, Pratiwi, Budiman, & Nunsyah, 2024.

Dari data yang kami miliki, terlihat bahwa hampir 100
persen perusahaan perbankan menyediakan data AR dan SR
pada tahun 2023. Padahal pada tahun 2019 hanya 50 persen
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https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/Pages/Daftar-Alamat-Kantor-Pusat-BPR.aspx
https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/Pages/Daftar-Alamat-Kantor-Pusat-BPR.aspx
https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/Pages/Daftar-Alamat-Kantor-Pusat-BPR.aspx
https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA4MCMy/jumlah-perusahaan-asuransi-dan-perusahaan-penunjang-asuransi.html
https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA4MCMy/jumlah-perusahaan-asuransi-dan-perusahaan-penunjang-asuransi.html
https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA4MCMy/jumlah-perusahaan-asuransi-dan-perusahaan-penunjang-asuransi.html
https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA4MCMy/jumlah-perusahaan-asuransi-dan-perusahaan-penunjang-asuransi.html
https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/statistik-lkm/default.aspx
https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/statistik-lkm/default.aspx
https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/statistik-lkm/default.aspx
https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/statistik-lkm/default.aspx

bank yang menyediakan data tersebut. Hal ini dapat dipahami
mengingat peraturan yang diterbitkan OJK dalam POJK Nomor
51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan
bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik,
yang mewajibkan penerapan keuangan berkelanjutan bagi Bank
Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan 4, serta bank
asing yang telah berlaku sejak Januari 2019. Sedangkan untuk
Bank dengan kategori BUKU 2 dan BUKU 1, perusahaan
pembiayaan, perusahaan modal ventura syariah, perusahaan
pembiayaan infrastruktur, perusahaan asuransi, perusahaan
asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi
syariah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perusahaan
pembiayaan sekunder perumahan, Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial, Emiten selain Emiten untuk aset skala kecil dan
Emiten untuk aset skala menengah, dan Perusahaan Publik telah
berlaku sejak 1 Januari 2020. Selanjutnya, sampel dalam
penelitian ini adalah perusahaan yang data SR dan AR-nya
tersedia di publik. Dalam kajian ini, pembahasan akan dipilah
berdasarkan subsektor.

Selanjutnya, kami memetakan keuangan berkelanjutan
didasarkan pada KKUB (Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan)
yang mengacu pada 4 POJK Green Bond, yaitu 11 (sebelas)
kegiatan usaha ramah lingkungan (KUBL) dan 1 (satu) kategori
yang memenuhi prinsip inklusif, yaitu UMKM. Terdapat 12
kategori yang dijadikan acuan dalam pencatatan portofolio
pembiayaan berkelanjutan.

Sejak tahun 2019 sejak diberlakukannya regulasi kewajiban
pembiayaan hijau untuk buku perbankan 4 dan 3 hingga tahun
2023, pembiayaan berkelanjutan masih berkisar 16 persen
hingga 19,84 persen dari total pembiayaan di sektor ini. Tidak
ada perbedaan yang signifikan dari waktu ke waktu.
TNampaknya, ini menjadi pekerjaan rumah bagi OJK dan para
pemangku kepentingan, untuk mendorong kegiatan keuangan
berkelanjutan yang lebih intensif.
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Tabel 3. Jumlah Pembiayaan Keuangan Berkelanjutan

Berdasarkan KKUB
eml\ll)lil;l ; aan CAGR
Kategori P y . oem |
to
Tahun 2023 ‘ 2023
KKUB1 Energi Terbarukan 72,617,113 70.30% 3.15%
KKUB2 Efisiensi Energi 18,968,374 26.00% 0.82%

Pencegahan dan

KKUB3 Pengendalian

8,235,912 122.10% 0.36%

Pengelolaan SDA Alam Hayati
KKUB4 dan Pemanfaatan Material 264,188,996 42.20% 11.46%
Berkelanjutan,

Konservasi Keanekaragaman

0, 0,
KKUBS | o danm Air 1,156,594 22.60% 0.05%
KKUBG | |ransportasiRamah 32,045,648 44.30% 1.39%
Lingkungan
kkupy | Pengelolaan Air Limbah 22,069,059 61.00% 0.96%
Berkelanjutan
KKUB8 Adaptasi Perubahan Iklim 240 0.00%
Produk yang Dapat
KKupg | Mengurangi Dampak Sumber | 5, 03, 46.60% 1.63%

Daya dan Menghasilkan Lebih
Sedikit Polusi (Eko Efisien),

Bangunan Berwawasan
Lingkungan yang Memenuhi
KKUB10 Standar atau Sertifikasi yang 294,380,623 131.30% 12.77%
Diakui Secara Nasional,
Regional, atau Internasional

Kegiatan Usaha dan/atau
KKUB11 Kegiatan Berwawasan 49,795,522 36.30% 2.16%
Lingkungan Lainnya

KKUB12 | Kegiatan UMKM 1,504,369,491 39.80% 65.26%
Total SF AR (dalam triliun rupiah) 2,305.30

Total AR Banks (dalam triliun rupiah) 11,621.00

Tingkat pertumbuhan rata- sejak o

2019 sd 2023 19.84%
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Dari sisi KKUB, pembiayaan terbesar masih berada di sektor
UMKM, yakni 65,26 persenpersen, disusul KKUB 10 (Bangunan
Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau
Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional, Regional, atau
Internasional) sebesar 12,77  persenpersen dan KKUB 4
(Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Pemanfaatan
Material Berkelanjutan) sebesar 11,46 perse persen. Dari data ini
terlihat bahwa perjalanan keuangan berkelanjutan kita masih
jauh. Industri perbankan yang menjadi leading sector dalam
keuangan, masih kurang dari 20 persen persen, apalagi subsektor
keuangan lainnya. Beberapa bahkan belum memulai. Jika
dikaitkan dengan framework SF pada Tabel 1, terlihat bahwa kita
masih berada pada tahap SF 1.0, masih mengutamakan kinerja
keuangan meskipun sudah mulai mengakomodasi faktor sosial
dan lingkungan. Pekerjaan rumah kita masih banyak, dan jalan
menuju SF 3.0 masih terjal dan penuh tantangan.

Hambatan dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Hambatan penerapan keuangan berkelanjutan pada tingkat
global yang disarikan dari berbagai sumber (Mustaffa, Ahmad, &
Bahrudin (2021), Yoshino, Schlosser, & Taghizadeh-Hesary
(2020), Ezuma & Matthew (2022), Nguyen, Do, & Hoang (2022)
secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni dari sisi
pemerintah dan dari swasta.

Dari sisi pemerintah:

1. Kelemahan Pemerintah: Kelemahan dalam administrasi,
peraturan yang tidak jelas, dan pemantauan yang tidak
efektif terhadap lingkungan sosial yang terkait dengan
proyek industri keberlanjutan.

2. Kurangnya Visi: Kurangnya arahan dan visi jangka panjang
dalam  kebijakan  pemerintah terkait pembiayaan
berkelanjutan.

3. Ketidakpastian = Kebijakan: = Ketidakpastian  tentang
keputusan pemerintah dan dukungan kebijakan yang tidak
memadai untuk mengomersialkan proyek berkelanjutan
merupakan hambatan yang signifikan.
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4.

Motif Politik: seperti kekejaman, keserakahan, dan
maksimalisasi keuntungan pribadi/ kelompok menghalangi
partisipasi dalam inisiatif pembiayaan keberlanjutan.
Masalah Komunikasi dan Koordinasi yang Buruk
AntarLembaga Pemerintah dan Antara Lembaga Pemerintah
dengan Pihak Terkait, membatasi efektivitas upaya
pembiayaan berkelanjutan.

Kurangnya Sistem Dukungan: Ketersediaan sistem atau basis
data yang efisien untuk bantuan teknis terbatas, yang
memengaruhi pemerintah, lembaga keuangan, dan
pengguna.

Dari pelaku jasa keuangan dan perusahaan:

1.

Kompleksitas Teknis: Pembiayaan berkelanjutan lebih
kompleks  daripada metode konvensional, yang
menyebabkan keengganan di antara bank untuk mengadopsi
struktur dan operasinya. Implementasinya dapat memakan
waktu bertahun-tahun.

Inefisiensi Operasional: Lembaga keuangan berjuang untuk
memenuhi permintaan yang tinggi untuk pembiayaan
proyek hijau, sementara proyek proyek tersebut inefisiensi.
Kurangnya Keahlian: Banyak bankir tidak memiliki
pengetahuan tentang terminologi keuangan hijau yang
merupakan bagian dari keuangan berkelanjutan, dan
keterampilan untuk mengevaluasi dan menyetujui aplikasi
yang sesuai secara teknis.

Risiko Investasi: Lembaga keuangan ragu untuk berinvestasi
besar-besaran dalam proyek hijau karena sifatnya yang
belum berkembang dan risiko yang tinggi.

Keterbatasan Anggaran: Pendanaan yang terbatas untuk
pembiayaan hijau membatasi dukungan yang tersedia bagi
calon peminjam.

Kesenjangan Pengetahuan: UKM dan pemangku kepentingan
lainnya sering kali kurang menyadari kerangka kerja seperti
Perjanjian Iklim Paris dan keahlian atau rekam jejak proyek
yang diperlukan dalam teknologi hijau.
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7. Periode Pengembalian yang Lama: Waktu yang lama yang
diperlukan untuk pengembalian proyek berkelanjutan
menciptakan kesenjangan kredit, mendorong bank ke arah
investasi konvensional.

Bagaimana hambatan Keuangan Berkelanjutan di
Indonesia? Hingga saat ini belum ada data empiris yang memadai
untuk ditampilkan. Namun dari Foccus Group Discussion yang
kami lakukan dengan para pelaku sektor jasa keuangan di
Indonesia, serta menyimak FGD yang dilakukan oleh OJK dengan
asosiasi, tampaknya tantangan yang dihadapi di Indonesia
serupa dengan dengan yang dikemukakan oleh para peneliti di
atas.

Strategi Untuk Mendorong Keuangan Berkelanjutan

Mendorong  keuangan  berkelanjutan = memerlukan
pendekatan strategis yang melibatkan berbagai pemangku
kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, sektor
swasta, dan masyarakat. Berikut adalah beberapa strategi kunci
yang dapat diterapkan:

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan:

» Panduan dan peraturan pemerintah yang lebih jelas.
Pemerintah Indonesia telah mulai menyusun peraturan dan
panduan untuk kuangan berkelanjutan, termasuk
Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (2024).
Namun demikian, masih banyak lagi aturan dan panduan
yang perlu disusun agar dapat mendorong keuangan
berkelanjutan.

» Peningkatan komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah
dan pemangku kepentingan terkait, temasuk pelaku sektor
jasa keuangan.

» Insentif fiskkal dan nonfiskkal berupa insentif pajak, kredit
pajak, atau kredit bunga rendah untuk investasi dalam
proyek berkelanjutan, subsidi untuk proyek berkelanutan.

» Mandat Pelaporan ESG dengan mewajibkan perusahaan dan
lembaga keuangan untuk melaporkan kinerja lingkungan,
sosial, dan tata kelola (ESG).
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» Peningkatan keahlian dan alokasi sumber daya untuk
inisiatif pembiayaan keuangan berkelanjutan.

» Pengembangan Instrumen Keuangan Berkelanjutan seperti
Obligasi Hijau (Green Bonds), Obligasi Sosial, Blended
Finance, Crowdfunding Hijau, Crowdfunding sosial,

» Penguatan Kapasitas dan Kesadaran: Edukasi dan Literasi
Keuangan Berkelanjutan, Kampanye publik untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat, kolaborasi kemitraan
multi-stakeholder dengan membentuk forum antara
pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk berbagi
pengetahuan dan praktik terbaik, Pendekatan Lokal dan
Komunitas

» Kolaborasi Akademik dengan mengembangkan penelitian
dan pendidikan tinggi yang fokus pada keberlanjutan.

» Monitoring, evaluasi dan perbaikan: mulai dari
pengembangan indikator kinerja berkelanjutan, audit,
pelaporan publik.
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Latar Belakang

Globalisasi perdagangan telah meningkatkan Kketer-
gantungan ekonomi negara-negara di dunia menjadi suatu rantai
nilai global atau global value chain (Nenci 2020). Global Value
Chain yang selanjutnya disebut GVC merujuk pada serangkaian
aktivitas dalam membuat produk atau jasa mulai dari konsep, ke
tahapan produksi yang berbeda-beda, distribusi ke konsumen
akhir, hingga pembuangan akhir pasca digunakan. GVC dapat
memberikan peluang menuju aktivitas yang bernilai lebih tinggi,
melalui kegiatan peningkatan rantai nilai termasuk pada produk
pertanian dan produk hilirnya (Greenville et al. 2019a).

Ditinjau dari proporsinya terhadap PDB Indonesia, pada
tahun 2023 sektor pertanian menempati peringkat ke-3 dengan
kontribusi sebesar 11,82% (Rp 1.454 ribu triliun). Walaupun
mengalami pertumbuhan fluktuatif di sepanjang tahun 2019-
2023, sektor pertanian Indonesia selalu tumbuh positif bahkan
ketika terjadi krisis global akibat pandemi Covid-19. Selain itu,
sektor pertanian secara konsisten menjadi peringkat pertama
dalam penyerapan tenaga kerja selama tahun 2019-2023 (BPS
2024). Strategi hilirisasi pada komoditas pertanian sebagaimana
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yang tertuang dalam dokumen dalam RPJMN 2025-2029
diharapkan mampu berkontribusi positif terhadap peningkatan
nilai tambah produk pertanian dan pertumbuhan nasional
melalui integrasi aspek produksi dengan pengolahan, pemasaran
baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor.

Dari sisi ekspor, selama tahun 2019-2023, proporsi ekspor
pertanian cenderung lebih tinggi dibandingkan impornya. Di
sepanjang tahun 2019-2022, perkembangan ekspor hasil
pertanian menunjukkan trend nilai ekspor yang terus meningkat,
namun mengalami penurunan tajam di tahun 2023. Dari segi
nilai, ekspor pertanian Indonesia cenderung meningkat, dengan
nilai ekspor terendah di tahun 2019 sebesar USD 32,24 miliar
dan nilai ekspor tertinggi di tahun 2022 sebesar USD 55,23
miliar. Pada tahun 2023, nilai ekspor pertanian kembali turun
menjadi 47,65 miliar USD. Dari segi pertumbuhannya, ekspor
sektor pertanian berfluktuatif dengan pertumbuhan tertinggi di
tahun 2021 sebesar 38,75 persen dan pertumbuhan negatif
terbesar di tahun 2023 sebesar -13,74 persen. Dari segi volume,
ekspor pertanian secara konsisten terus meningkat setelah tahun
2019 (BPS 2024).

Meskipun Indonesia menjadi negara ASEAN dengan tingkat
produksi dan ekspor pertanian tertinggi, proporsi antara total
produksi dengan total yang diekspor masih berpotensi untuk
ditingkatkan. Kemampuan produksi harus diimbangi dengan
daya saing yang tinggi termasuk ekspor untuk produk-produk
yang bernilai tambah tinggi. Sayangnya produk pertanian yang
diekspor Indonesia sebagian besar masih dalam bentuk bahan
mentah yang tentu saja nilai jualnya lebih rendah dibandingkan
jika produk pertanian tersebut diolah terlebih dahulu.

FAO (2024) melaporkan terdapat sejumlah tantangan yang
dihadapi dalam upaya peningkatan nilai tambah produk
pertanian yaitu keterbatasan dalam akses modal, infrastruktur,
teknologi tepat guna, layanan pendukung pertanian, dan
lemahnya komunikasi antar aktor dalam rantai produksi. Hal ini
diperparah dengan lemahnya fungsi organisasi petani kecil,
inefisiensi di banyak titik produksi, serta pengelolaan yang masih
terbatas. Padahal sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya
sektor pertanian menjadi sumber utama pendapatan rumah
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tangga pedesaan, penyedia bahan pangan, bahan baku industri,
kontributor PDB dan ekspor, serta penyerapan tenaga kerja.

Besarnya peranan dan sumber daya sektor pertanian bagi
perekonomian Indonesia, berpotensi untuk memperluas
jangkauan pasar dan GVC. Melalui peningkatan kualitas produk,
kuantitas ekspor, dan nilai tambah produk pertanian, paling tidak
produk antara dengan penggunaan teknologi yang lebih tinggi,
berpotensi untuk meningkatkan peran Indonesia dalam GVC.
Partisipasi GVC dapat meningkatkan daya saing dan
produktivitas, didorong oleh peningkatan spesialisasi dan
investasi asing berkelanjutan (ADB dan IsDB 2019).

Sejalan dengan upaya peningkatan daya saing produk
pertanian dan produk hilirnya di pasar global, tulisan ini
bertujuan untuk menganalisis partisipasi dan keterkaitan sektor
pertanian Indonesia dan produk hilirnya dalam GVC dengan
menggunakan metode multi-regional input output (MRIO) tahun
2022 yang bersumber dari ADB (2023). Data MRIO yang
digunakan terdiri dari 35 sektor dan 63 negara Produk hilir
diproksi dari sektor makanan, minuman dan tembakau.

Partisipasi Sektor Pertanian dan Produk Hilir Indonesia
dalam GVC

Pada tulisan ini, partisipasi sektor pertanian dan produk
hilir Indonesia dalam GVC dilihat dari struktur permintaan,
konsumsi, pembentukan nilai tambah bruto dan input. Detil dari
masing-masing struktur tersebut disajikan pada bagian berikut.

Struktur Permintaan sektor pertanian Indonesia dan produk
hilirnya dianalisis dari kuadran satu dan dua tabel Tabel MRIO
yaitu dari komponen permintaan antara dan akhir domestik dan
dari negara lain. Dibandingkan dengan sektor lainnya, sektor
pertanian memiliki nilai permintaan antara domestik terbesar,
yaitu 103,75 miliar USD. Sementara itu, nilai permintaan antara
domestik sektor makanan, minuman, dan tembakau berada di
peringkat empat, sebesar 73,32 miliar USD. Pada komponen
permintaan akhir domestik, total nilai yang terbentuk sebesar
1,16 triliun USD. Sektor konstruksi memiliki nilai terbesar, yaitu
293,45 miliar USD, dikuti sektor makanan, minuman, dan
tembakau sebesar 173,49 miliar USD. Sedangkan sektor
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pertanian berada di peringkat keempat, sebesar 60,18 miliar
USD.

Di tingkat global, sektor pertanian Indonesia memenuhi
permintaan antara Amerika sebesar 2,44 miliar USD dan Jepang
sebesar 1,93 miliar USD, atau 2,12 persen dan 1,67 persen dari
total permintaan antara sektor pertanian Indonesia. Alokasi
terbesarnya, digunakan oleh sektor makanan, minuman, dan
tembakau Amerika, sebesar 1,26 miliar USD dan sektor makanan,
minuman, dan tembakau Jepang sebesar 1,17 miliar USD.

Di tingkat global, sektor makanan, minuman, dan tembakau
Indonesia banyak memenuhi permintaan antara India sebesar
8,16 miliar USD dan Rest of the World sebesar 7,21 miliar USD,
atau 7,26 persen dan 6,42 persen dari total permintaan antara
sektor makanan, minuman, dan tembakau Indonesia. Alokasi
terbesar digunakan oleh sektor hotel dan restoran India sebesar
3,81 miliar USD, dan sektor makanan, minuman, dan tembakau
Rest of the World sebesar 2,93 miliar USD.

Struktur Konsumsi. Pada konsumsi rumah tangga, sektor
makanan, minuman, dan tembakau memiliki nilai konsumsi
domestik terbesar, yaitu 170,53 miliar USD atau 23,32 persen
dari total nilai konsumsi rumah tangga Indonesia. Angka tersebut
menempatkan sektor pertanian menjadi yang tertinggi kedua,
sebesar 50,68 miliar USD atau 6,93 persen dari total nilai
konsumsi rumah tangga Indonesia. Pada komponen konsumsi
pemerintah, sektor makanan, minuman, dan tembakau berada di
posisi empat, sebesar 2,36 miliar USD atau 2,42 persen.

Di tingkat global, negara yang konsumennya paling banyak
mengkonsumsi produk pertanian Indonesia adalah China
sebesar 979 juta USD atau 1,80 persen dari total konsumsi rumah
tangga yang dipenuhi sektor pertanian Indonesia. Dari sisi
konsumsi pemerintah, sektor pertanian Indonesia paling besar
dibeli oleh pemerintah China (32 juta USD atau 34,68 persen dari
total konsumsi pemerintah yang dipenuhi sektor pertanian
Indonesia), diikuti oleh konsumsi pemerintah negara India (25
juta USD atau 27,24 persen).
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Pada sektor makanan dan minuman, alokasi ke luar negeri
terutama di gunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga
Amerika sebesar 3.34 miliar USD atau 1,84 persen dan China
sebesar 2.09 miliar USD atau 1,15 persen dari total konsumsi
rumah tangga yang dipenuhi sektor makanan, minuman, dan
tembakau Indonesia. Pada konsumsi pemerintah, sektor
makanan dan minuman dijual untuk kepadai pemerintah negara
Brunei Darussalam sebesar 23 juta USD atau 0,85 persen dan
China sebesar 17 juta USD atau 0,64 persen dari total konsumsi
rumah tangga yang dipenuhi sektor makanan, minuman, dan
tembakau Indonesia.

Pembentukan nilai tambah bruto dan inventori. Di
Indonesia, sektor dengan nilai pembentukan modal tetap bruto
tertinggi adalah sektor konstruksi, sebesar 29,01 miliar USD,
diikuti oleh sektor pertanian (sebesar 9,51 miliar USD).
Berdasarkan data MRIO tahun 2022, sektor makanan, minuman,
dan tembakau tidak memiliki nilai pembentukan modal tetap
bruto. Nilai perubahan inventori Sektor pertanian -16 miliar USD
dan sektor makanan, minuman dan tembakau memiliki nilai
perubahan inventori sebesar 393 juta USD.

Struktur Input. Total input domestik 35 sektor di Indonesia
adalah sebesar 913,86 miliar USD. Sektor yang menggunakan
input domestik terbesar adalah sektor konstruksi (221,01 miliar
USD atau 24,07 persen) dan sektor makanan, minuman, dan
tembakau (159 miliar USD atau 17,42 persen) dari total input
domestik seluruh sektor. Sedangkan input domestik sektor
pertanian berada di posisi 12 sebesar 21,82 miliar USD atau 2,38
persen dari total input domestik seluruh sektor.

Tabel 1 menunjukkan 15 negara yang merupakan sumber
input bagi sektor pertanian dan sektor makanan, minuman, dan
tembakau Indonesia. Input total yang digunakan oleh sektor
pertanian adalah sebesar 24,07 miliar USD. Sebanyak 21,82
miliar USD atau 90,66 persen di antaranya berasal dari dalam
negeri, dengan alokasi terbesar dari sektor makanan, minuman,
dan tembakau Indonesia, yaitu 5,88 miliar USD. Dari negara lain,
sektor pertanian Indonesia banyak menggunakan input dari
India, sebesar 361 juta USD atau 1,50 persen dan China sebesar
324 juta USD atau 1,34 persen dari total input keseluruhan yang
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digunakan sektor pertanian Indonesia. Alokasi input terbesar
dari sektor pertanian India sebesar 205 juta USD dan sektor
bahan kimia dan produk kimia China sebesar 139 miliar USD.

Selanjutnya, sektor makanan, minuman, dan tembakau
Indonesia menggunakan input sebanyak 175,65 miliar USD.
Sebagian besar input tersebut diperoleh dari sektor domestik,
yaitu 159,99 miliar USD atau 91,08 persen dari total input yang
digunakan. Sektor pertanian menjadi kontributor utama input
sektor makanan, minuman, dan tembakau, yaitu sebesar 75,70
juta USD. Dari negara lain, sektor makanan, minuman, dan
tembakau Indonesia banyak menggunakan input dari Rest of the
World, yaitu sebesar 4,31 miliar USD atau 2,46 persen dan negara
Brazil sebesar 1,99 miliar USD atau 1,13 persen dari total input
yang digunakan sektor makanan, minuman, dan tembakau
Indonesia.

Tabel 1. Daftar 15 Negara Sumber Input Terbesar Sektor
Pertanian dan Sektor Makanan, Minuman, dan Tembakau
Indonesia (Juta USD)

Sektor Makanan, Minuman, dan Tembaku
Indonesia

Sektor Pertanian Indonesia

Persen

o o o
Negara Nilai Persen (%) Negara Nilai (%)

" Indonesia 21828 90,66 Indomesia 159990 91,08
India 361 1,50 Rest of the World 4316 2,46
China 324 1,34  Brazil 1.993 1,13
Singapore 158 0,66 India 1.757 1,00
Japan 155 0,64 United States 1.237 0,70
Brazil 150 0,62  Australia 1.016 0,58
Rest of the World 150 0,62 China 896 0,51
Republic of Korea 148 0,61 Thailand 718 0,41
United States 130 0,54  Canada 702 0,40
Thailand 126 0,53 Japan 435 0,25
Malaysia 82 0,34  Singapore 408 0,23
Australia 64 0,27  Malaysia 225 0,13
Germany 52 0,22 Republic of 207 0,12

Korea
Canada 46 0,19 Germany 194 0,11
Taipei, China 37 0,15 France 187 0,11

Sumber: Tabel MRIO tahun 2022 (2023), klasifikasi 63 negara dan 35 sektor.
Diolah.
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Keterkaitan Sektor Pertanian Indonesia dan Turunannya
dengan Negara Lain dalam GVC

Pada tulisan ini, keterkaitan antar sektor dibagi menjadi dua,
yaitu berdasarkan nilai kepekaan penyebaran dan koefisien
penyebaran. Koefisien penyebaran digunakan untuk mengetahui
kemampuan suatu sektor dalam menarik sektor hulunya.
Kepekaan penyebaran digunakan untuk mengetahui kemampuan
suatu sektor dalam mendorong sektor hilirnya.

Kepekaan Penyebaran

Pada Tabel 2 diketahui bahwa sektor pertanian China
memiliki nilai kepekaan penyebaran terbesar, yaitu 4,47 dan
berada di peringkat 33 dari keseluruhan sektor di 63 negara.
Nilai tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian China kuat
dalam mendorong pertumbuhan produksi sektor hilirnya. China
menempati urutan pertama dunia dalam produksi sereal, buah-
buahan, daging, sayuran, kapas, telur, unggas, dan produk
perikanan (FAO 2024). Dihimpun dari WITS (2024), pada tahun
2022 ekspor pertanian China paling banyak adalah ikan dan
krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya sebesar 24 miliar
USD, dan sayuran yang dapat dimakan dan akar serta umbi-
umbian tertentu sebesar 20 miliar USD ke negara Amerika dan
Jepang. Indonesia sendiri banyak mengimpor produk buah yang
dapat dimakan, kacang-kacangan, kulit buah jeruk, dan melon
dari China sebesar 556 juta USD, yang digunakan untuk konsumsi
akhir dan input produksi.

Sementara itu, nilai kepekaan sektor pertanian Indonesia
berada di posisi 10 besar dunia, yaitu 1,40 atau peringkat 314
dari 35 sektor di 63 negara. Angka tersebut menunjukkan bahwa
sektor pertanian Indonesia kuat dalam mendorong pertumbuhan
produksi sektor hilirnya. Pada tahun 2022, komoditas yang
paling banyak diekspor Indonesia adalah lemak dan minyak
hewani atau nabati sebesar 32 miliar USD dan ikan dan krustasea,
moluska dan invertebrata air lainnya sebesar 4 miliar USD, yang
banyak diekspor ke China, India, dan Amerika (WITS 2024).
Produk yang diekspor tersebut mayoritas merupakan produk
mentah yang digunakan sebagai input produk akhir mereka.
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Tabel 2. Nilai Kepekaan penyebaran (IDK) Sektor Pertanian
dan Sektor Makanan dan Minuman

Sektor Pertanian Sektor Makanan dan Minuman

Negara Negara IDK
Rest of the World 4,92 China 4,75
China 4,47 Rest of the World 2,39
India 2,99 Germany 1,74
Brazil 1,90 Indonesia 1,56
United States 1,76 Malaysia 1,46
Sweden 1,62 Spain 1,42
Pakistan 1,60 Vietnam 1,34
Russia 1,45 Brazil 1,29
Australia 1,41 United Kingdom 1,23
Indonesia 1,40 Italy 1,21
Finland 1,38 France 1,21
Vietnam 1,33 Japan 1,16
Mongolia 1,31 Poland 1,14
France 1,28 India 1,08
Turkey 1,20 Netherlands 1,08

Sumber: Tabel MRIO tahun 2022 (2023), klasifikasi 63 negara dan 35 sektor
(diolah)

Berdasarkan Tabel 2, sektor makanan, minuman, dan
tembakau China memiliki nilai kepekaan penyebaran terbesar
dari 63 negara, yaitu 4,75, dan berada di posisi 24 dari
keseluruhan sektor. Komoditas sektor makanan, minuman, dan
tembakau China yang paling banyak diekspor pada tahun 2022,
adalah olahan daging, ikan atau krustasea, moluska, atau
invertebrata air lainnya sebesar 23 miliar USD dan olahan
sayuran, buah-buahan atau bagian tanaman lainnya sebesar 20
miliar USD ke negara Jepang dan Hong Kong. Komoditas sektor
makanan, minuman, dan tembakau China yang banyak diimpor
Indonesia adalah olahan lain yang dapat dimakan sebesar 214
juta USD (WITS 2024). Menurut Elisabeth (2023) selain Amerika,
China merupakan pemasok, pengimpor input, dan tujuan ekspor
produk final bagi GVC negara ASEAN.

Dapat dilihat juga, sektor makanan, minuman, dan tembakau
Indonesia memiliki nilai kepekaan penyebaran lebih dari satu,
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yaitu 1,56 atau peringkat 270 dari 35 sektor di 63 negara. Nilai
tersebut menunjukkan bahwa sektor makanan, minuman, dan
tembakau Indonesia kuat dalam mendorong pertumbuhan
produksi sektor hilirnya. Pada tahun 2022, ekspor sektor
makanan, minuman, dan tembakau Indonesia paling besar adalah
limbah industri makanan; pakan ternak yang sudah disiapkan
sebesar 2 miliar USD dan olahan lain yang dapat dimakan sebesar
1 miliar USD ke China dan Filipina (WITS 2024). Sama seperti
nilai IDK sektor pertanian, nilai IDK sektor makanan, minuman,
dan tembakau Indonesia juga menjadi yang teratas di ASEAN,
sebagai pemasok input primer dan antara.

Koefisien Penyebaran

Tabel 3 menyajikan nilai koefisien penyebaran sektor
pertanian dan turunan 15 negara terbesar. Sektor pertanian
Vietnam dan turunannya memiliki nilai koefisien penyebaran
terbesar di dunia, sebesar 1,36 dan peringkat 150 untuk sektor
pertanian, dan sebesar 1,57 atau peringkat 22 untuk sektor
makanan, minuman, dan tembakau. Angka tersebut
menunjukkan, sektor pertanian Vietnam dan turunannya kuat
dalam menarik pertumbuhan produksi sektor hulunya. Menurut
Vietnam Briefing (2023) dibandingkan negara berkembang
lainnya, Vietnam memimpin dalam sektor manufaktur dengan
biaya pendukung yang lebih murah, sehingga menjadi tujuan
relokasi utama atau disebut Tiongkok+1. Menurut laporan
Observatory of Economic Complexity (2024) pada tahun 2022
Vietnam banyak mengimpor komputer, produk listrik, suku
cadang, dan komponennya sebesar 19 miliar USD, minyak bumi
murni sebesar 9 miliar USD, telepon sebesar 9 miliar USD, dan
untuk produk pertanian berupa kelapa, kacang brazil, dan kacang
mete sebesar 2 miliar USD dari China, Korea Selatan, dan Jepang.

Sementara itu, nilai koefisien penyebaran yang dimiliki
sektor pertanian Indonesia, yaitu 0,57 dan berada di posisi 2085
dan sektor makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,90
berada di posisi 1418. Angka tersebut menunjukkan sektor
pertanian Indonesia lemah dalam menarik pertumbuhan
produksi sektor hulunya. Menurut ADB dan IsDB (2019)
sebagian besar nilai tambah dalam impor barang setengah jadi
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Indonesia, digunakan untuk produksi akhir sebagai konsumsi
dalam negeri dan bukan untuk ekspor. Salah satu penyebabnya
adalah Indonesia masih bergantung pada impor dalam
memenuhi kebutuhan pangan, dengan enam dari sembilan
barang kebutuhan pokok dipenuhi negara lain (CNBC 2023).
Adapun komoditas yang paling banyak diimpor oleh Indonesia
tahun 2022 adalah mesin-mesin atau pesawat mekanik sebesar
31 miliar USD, mesin dan peralatan listrik sebesar 26 miliar, besi
dan baja sebesar 13 miliar USD, serta produk pertanian berupa
limbah industri makanan; pakan ternak yang sudah disiapkan
sebesar 4 miliar USD yang diperoleh dari China, Jepang, dan
Thailand (Kemendag 2024).

Tabel 3. Nilai Koefisien Penyebaran Sektor Pertanian

63 Negara
Sektor Pertanian Sektor Makanan dan Minuma

Negara Negara IDP
Vietnam 1,36 Vietnam 1,57
Belgium 1,31 Cambodia 1,46
Luxembourg 1,28 Rest of the World 1,40
Czech Republic 1,27 Poland 1,39
Estonia 1,26  Spain 1,38
Poland 1,25 China 1,36
Switzerland 1,22  Belgium 1,34
Latvia 1,21 Bulgaria 1,34
France 1,21 Finland 1,33
Kyrgyz Republic 1,20 Thailand 1,32
Malta 1,19 Malta 1,28
Denmark 1,19 Denmark 1,28
Lithuania 1,18 Italy 1,27
Australia 1,17 Maldives 1,26
United States 1,16 Hungary 1,25

Sumber: Tabel MRIO tahun 2022 (2023), klasifikasi 63 negara dan 35
sektor (diolah)
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Penutup dan Implikasi

Secara umum partisipasi sektor pertanian Indonesia dalam
GVC masih rendah. Sektor pertanian Indonesia lebih banyak
digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Di tingkat
global, sektor pertanian Indonesia digunakan untuk memenuhi
permintaan antara Amerika dan Jepang. Dari sisi konsumsi
rumah tangga, sebagian besar produk pertanian Indonesia di
konsumsi oleh rumah tangga di China dan India. Partisipasi
sektor turunan pertanian Indonesia dalam GVC juga rendah. Di
tingkat global, sektor makanan, minuman, dan tembakau
Indonesia terutama digunakan untuk memenuhi permintaan
antara India dan China.

Berdasarkan analisis keterkaitan diperoleh hasil bahwa
keterkaitan sektor pertanian Indonesia lebih banyak pada
sektor-sektor domestik. Dengan negara lain, keterkaitan total ke
depan sektor pertanian Indonesia dan turunannya banyak
dengan Estonia dan India. Pada keterkaitan total ke belakang,
sektor pertanian memiliki keterkaitan terbesar dengan China.
Partisipasi sektor pertanian Indonesia dalam GVC lebih banyak
sebagai penyedia input produksi sektor hilir dan lemah dalam
menarik produksi sektor hulu. Kondisi ini menunjukkan bahwa
input untuk sektor pertanian Indonesia sebagian besar masih
diimpor. Lebih lanjut, keterkaitan sektor makanan, minuman,
dan tembakau lebih banyak pada sektor domestik. Dengan
negara lain, keterkaitan total ke depan sektor makanan,
minuman, dan tembakau banyak dengan Estonia dan India.

Mengingat bahwa partisipasi sektor pertanian Indonesia
dalam Global Value Chain (GVC) masih rendah, dengan sebagian
besar produksi digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik
dan permintaan beberapa negara seperti Amerika, Jepang, China,
dan India, maka pemerintah perlu mendorong diversifikasi pasar
ekspor melalui perluasan akses ke negara-negara dengan potensi
permintaan tinggi dan memanfaatkan perjanjian perdagangan
bebas (FTA). Selain itu, penguatan industri hilir berbasis bahan
baku lokal menjadi prioritas untuk meningkatkan keterkaitan
domestik dan mendorong penciptaan nilai tambah di dalam
negeri. Ketergantungan pada impor input produksi, yang saat ini
masih signifikan, perlu dikurangi melalui pengembangan industri
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penunjang seperti pupuk, benih, dan teknologi pertanian, disertai
insentif bagi produsen lokal serta peningkatan riset dan inovasi.

Peningkatan daya saing produk pertanian dan turunannya
juga menjadi agenda penting, dengan fokus pada peningkatan
produktivitas, kualitas, dan standar internasional melalui
pelatihan petani, adopsi teknologi modern, serta penguatan
sistem sertifikasi mutu dan keamanan pangan. Diversifikasi
produk turunan seperti makanan, minuman, dan tembakau
untuk memenuhi kebutuhan pasar global juga harus didukung
melalui pengembangan produk bernilai tambah tinggi dan
promosi di pasar internasional. Selain itu, keterkaitan sektor
dengan negara-negara seperti Estonia dan India menunjukkan
pentingnya penguatan infrastruktur logistik dan distribusi untuk
mendukung efisiensi ekspor. Dengan langkah-langkah inij,
diharapkan partisipasi sektor pertanian Indonesia dalam GVC
meningkat, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi
Indonesia.

Referensi

ADB dan IsDB. (2019). “The Evolution of Indonesia’s
Participation in Global Value Chains”. Pubication. ADB.

ADB. (2023). “Multiregional Input-Output Table 2022”. Dalam
https://kidb.adb.org/mrio. Diunduh Maret 2024.

BPS. (2023). Analisis Komoditas Ekspor 2018-2022. Berita Resmi
Statistik. BPS Indonesia.

————.(2024). PDB Menurut Lapangan Usaha Seri 2010 (Milyar
Rupiah). Dalam  https://www.bps.go.id/id/statistics-
table/2/NjUjMg==/-seri-2010--pdb-menu rut-lapangan-
usaha-seri-2010--milyar-rupiah-.html. Diunduh Maret
2024.

— — — — . (2024). Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja
menurut Lapangan Pekerjaan Utama 1986-2023. Dalam
https://www.bps.go.id/id /statistics-
table/1/0TcwlzE=/penduduk-15-tahun-ke-atas-yang-
bekerja-menurut-lapan gan-pekerjaan-utama-1986---
2023.html. Diunduh April 2024.

Estafet Kepemimpinan Baru Menuju Akselerasi Ekonomi | 121


https://kidb.adb.org/mrio
https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/OTcwIzE=/penduduk-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-menurut-lapan%20gan-pekerjaan-utama-1986---2023.html
https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/OTcwIzE=/penduduk-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-menurut-lapan%20gan-pekerjaan-utama-1986---2023.html
https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/OTcwIzE=/penduduk-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-menurut-lapan%20gan-pekerjaan-utama-1986---2023.html
https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/OTcwIzE=/penduduk-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-menurut-lapan%20gan-pekerjaan-utama-1986---2023.html

Elisabeth, CR. (2023). “Posisi Strategis ASEAN dalam Rantai Nilai
Global: Perspektif & Kebijakan Ekonomi Internasional”.
Makalah. Seminar Menyelami Posisi Strategis Indonesia
dalam Rantai Global, 30 Oktober 2023. Universitas
Tanjungpura. Dalam
https://img.lab45.id/files/event_file/41/9284Slide-
Presentasi-Dr-Christina-Ruth-Elisabeth.pdf. Diakses 20
Juni 2024.

FAO. (2024). “Indonesian agricultural production in 2022".
Dalam https://www.fao.org/faostat/en/#data/PP.
Diunduh Mei 2024.

— — — . (2024). “China at a glance”. Dalam
https://www.fao.org/china/fao-in-china/china-at-a-
glance/en/. Diakses 25 Juni 2024.

Greenville, ], Kawasaki, K., & Jouanjean, M. (2019a). “Value
adding pathways in agriculture and food trade: The role of
GVCs and services”. OECD Food, Agriculture and Fisheries
Papers. No. 123. d0i:10.1787 /bb8bb93d-en

Kementerian Perdagangan. (2024). “Perkembangan Ekspor Non
Migas (Komoditi)”. Dalam
https://satudata.kemendag.go.id/. Diunduh Juni 2024.

Maruf, M. (2023 Jul 05). “Indonesia Negara Darurat Impor
Pangan!”. Dalam
https://www.cnbcindonesia.com/research/20230704185
303-128-451320/ind

onesia-negara-darurat-impor-pangan. Diakses 28 Juni
2024.

Nenci, S. 2020. Mapping global value chain (GVC) participation,
positioning and vertical specialization in agriculture and
food. FAO. 40. doi:org.10.4060/cb0850en.

Nguyen T, Mah K. (2022 Mar 18). An Introduction to Vietnam'’s
Import and Export Industries. Vietnam-briefing.com.
Berita. [diakses 2024 Jun 26]. https://www.vietham-

122 | Pemikiran 100 Ekonom Indonesia


https://img.lab45.id/files/event_file/41/9284Slide-Presentasi-Dr-Christina-Ruth-Elisabeth.pdf
https://img.lab45.id/files/event_file/41/9284Slide-Presentasi-Dr-Christina-Ruth-Elisabeth.pdf
https://www.fao.org/faostat/en/#data/PP
https://www.fao.org/china/fao-in-china/china-at-a-glance/en/
https://www.fao.org/china/fao-in-china/china-at-a-glance/en/
https://satudata.kemendag.go.id/

briefing.com/news/introduction-vietnams-export-import-
industries.html/.

Observatory of Economic Complexity. (2024). Vietnam.
Oecworld.  Profil.  [diakses 2024 Jun  2024].
https://oec.world/en/profile/country/vnm.

World Integrated Trade Solution. (2024). Indonesian agricultural
exports in 2022. [Internet]. [diunduh 2024 Maret].
Tersedia pada: http://wits.worldbank.org.

Estafet Kepemimpinan Baru Menuju Akselerasi Ekonomi | 123



124 | Pemikiran 100 Ekonom Indonesia



1.11.
Peningkatan Pungutan Produksi
Batubara: Transisi Energi
di Tengah Keterbatasan Fiskal

Tata Mustasya
Direktur Eksekutif SUSTAIN
(Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia)

Tata Mustasya adalah Direktur Eksekutif
Sustain (Kesejahteraan Berkelanjutan
Indonesia),  Senior  Campaign  Strategist
Greenpeace International dan Ketua Board
Trend Asia. Tata memiliki pengalaman
kampanye dan penelitian di Indonesia, Asia
Tenggara, dan global. Fokus kampanye dan
penelitiannya  mencakup  transisi  energi,
ekonomi hijau, dan pembangunan
berkelanjutan. Tata menyelesaikan pendidikan
sarjana di bidang Illmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan (IESP) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) dan
master di bidang manajemen pembangunan di Universitas Torino, Italia.

Masa-masa sulit melahirkan kebijakan yang baik. Itulah
harapan kita terhadap pemerintahan Prabowo yang akan
menentukan arah transisi energi Indonesia dalam lima tahun ke
depan. Saat ini, krisis iklim dengan beragam dampaknya—seperti
peningkatan suhu dan cuaca ekstrem yang sangat berdampak
bagi sektor pertanian, naiknya permukaan air laut yang juga
memiliki implikasi besar bagi Indonesia sebagai negara
kepulauan, dan bencana hidrometeorologi—semakin meningkat
cakupan dan intensitasnya di Indonesia. Tidak hanya untuk
mitigasi krisis iklim, transisi energi ke energi terbarukan juga
akan memperkuat ketahanan energi dan akses energi yang
inklusif, serta menciptakan lapangan kerja dari hulu hingga hilir
di industri energi terbarukan.
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Beragam tantangan berat menanti pemerintahan Prabowo.
Pertama, tekanan fiskal pada tahun 2025 berhadapan dengan
kebutuhan anggaran yang besar untuk mewujudkan janji
kampanye seperti makan bergizi gratis dan pertumbuhan
ekonomi delapan persen. Pemerintah Prabowo, misalnya, harus
mengalokasikan Rp 1.353 triliun atau sekitar 37 persen total
belanja negara untuk pembayaran pokok dan bunga utang di
tahun 2025.

Tantangan kedua adalah menurunnya pendapatan riil dan
banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang telah
menurunkan kualitas hidup kelas menengah. Lebih dari itu, hal
tersebut bakal mengganggu konsumsi yang selama beberapa
tahun terakhir menjadi penopang perekonomian. Dengan kondisi
tersebut, pemerintahan Prabowo akan kesulitan menaikkan tarif
atau menerapkan pajak baru bagi kelas menengah, termasuk
kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.

Ketiga, ancaman inflasi, terutama dari inflasi bahan bakar
fosil (fossilflation) dan inflasi iklim (climateflation). Fossilflation
akan terus menghantui Indonesia dalam bentuk kenaikan dan
volatilitas harga bahan bakar fosil di pasar internasional.
Pengalaman subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang sangat
besar untuk menekan inflasi merupakan contoh nyata.

Sementara itu, inflasi iklim merupakan inflasi yang
disebabkan krisis iklim, misalnya kenaikan harga pangan dan
ongkos air bersih. Krisis iklim menyebabkan kenaikan harga
beras seperti yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko
Widodo. Masyarakat juga harus membeli air bersih karena krisis
iklim mengurangi ketersediaan air secara global. Secara singkat,
inflasi energi fosil dan inflasi iklim merupakan inflasi yang
disebabkan oleh ekonomi-politik global tetapi juga berdampak
langsung kepada warga pesisir dan pegunungan, penghuni gang
sempit di kota-kota, dan semua tanpa kecuali.

Keempat, adalah transisi energi yang mandek dalam lima
tahun terakhir. Dari target 23 persen, saat ini bauran energi
terbarukan hanya mencapai 13-15 persen. Di sektor kelistrikan,
misalnya, sekitar 58 persen energi masih berasal dari batubara.
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Pemerintahan Prabowo, dengan demikian, mewarisi pekerjaan
rumah Presiden Joko Widodo yang jauh dari tuntas.

Peluang Fiskal dan Kebijakan

Dengan berbagai tantangan tersebut, pemerintahan
Prabowo memiliki ruang terbatas untuk mempercepat transisi
energi. Namun, terdapat beberapa solusi konkret yang bisa
dilaksanakan dengan komitmen politik yang kuat.

Hal pertama adalah meningkatkan pungutan produksi
batubara. Secara praktis, agar bisa dilaksanakan dengan cepat,
kebijakan ini bisa diterapkan dalam bentuk peningkatan royalti
batubara. Berbagai skenario dapat diterapkan dengan
menggunakan harga dan jumlah produksi riil batubara di tahun
2022,2023, dan 2024.

Tabel 1. Tambahan Penerimaan Negara dari Peningkatan
Pungutan Produksi Batubara

Tambahan
Tambahan .
Harga batu enerimaan PEMerimaan
. bara (Dolar p negara per
Skenario harga . negara per
AS/metrik o tahun
tahun (Miliar o

ton) Dolar AS) (Triliun

Rupiah)
Harga rata-rata batubara Adaro 2022 131 23,58 353,7
Harga rata-rata batubara Bayan 2022 117 17,68 262,7
Harga rata-rata batubara Bumi 2022 121 18,15 272,2
Harga rata-rata batubara Adaro 2023 99 13,86 207,9
Harga rata-rata batubara Bayan 2023 75 7,87 118,12
Harga rata-rata batubara Bumi 2023 81 11,3 170,7
HBA April 2023 Sesuai kategori 11,16 167,49
HBA Oktober 2023 Sesuai kategori 5,63 84,55
HBA April 2024 Sesuai kategori 6,26 94,02
HBA Oktober 2024 Sesuai kategori 6,27 94,13

Sumber: Sustain. 2024

Pertama, kebijakan peningkatan pungutan produksi
batubara akan melonggarkan tekanan fiskal secara signifikan.
Sustain (2024) menghitung—dengan skenario menggunakan
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peningkatan pungutan secara progresif sesuai tingkat harga—
pemerintahan Prabowo dapat memiliki tambahan penerimaan
paling sedikit USD 5,63 miliar atau Rp 84,55 triliun per tahun dan
maksimal dapat mencapai USD 23,58 miliar atau Rp 353,7 triliun
per tahun. Skenario yang sangat riil—walaupun dapat menjadi
jauh lebih rendah dibandingkan potensi sebenarnya—adalah jika
harga sepanjang 2024 sama dengan harga batubara acuan di
Oktober 2024, pemerintahan Prabowo akan memiliki tambahan
penerimaan sebesar USD 6,27 miliar atau Rp 94,13 triliun per
tahun. Ini tentu merupakan angka yang sangat “formalistik”
berdasarkan harga batubara acuan yang berlaku.

Tabel 2. Investasi yang Diperlukan dalam Pembangkitan
Energi Terbarukan dan Transmisi/Distribusi untuk
Mencapai Tujuan Sektor Ketenagalistrikan JET-P

| 2023-2030
Bidan
< Kebutuhan investasi

| Unit (US$ Miliar 2019)

IFA1 Pengemangan jaringan transmisi dan distribusi listrik ~8,000-14,000 kmg 19.7
IFA2 Pemensiunandini dan managed phase-out PLTU batu bara* 0GW 13
IFA3 Akselerasi energi terbarukan dispatchable 16 GW 492
IFA4 Akselerasi energi terbarukan variabel (VRE) ** 40 GW 257
IFA5 Pengembangan rantai pasokan energi terbarukan N/A TBD
‘ 2023-2030
BldSNs Unit Kebutuhan investasi
(US$ Miliar 2019)
Transisi berkeadilan
Penilaian N/A

Intervensi

0,2 (minimum)***
TBD

Total

96,1

*Tidak akan ada pemensiunan PLTU sebelum tahun 2030, pemensiunan paling awal akan dilakukan pada tahun 2035/2036,
oleh karena itu kebutuhan investasimencakup biaya investasijangka pendek (ovemight) hanya untuk modifikasibatu bara, tanpa

memperhitungkan pemensiunan dini PLTU sebelum tahun 2030.

** Termasuk p 1k

P penyimp

1 dan kebutuhan investasi.

***Biaya Penilaian Transisi Berkeadilan (JT) terdiri dari US$18 juta untuk pengembangan kapasitas, studi pelingkupan dan
percontohan proyek; dan US$500.000 per penilaian proyek prioritas, yang setara dengan US$200,5 juta. Keduanya diperkirakan
berjumiah total US$218,5 juta. Ini merupakan perkiraan konservatif dan tidak memenuhi seluruh kebutuhan Transisi berkeadian.

Sumber: CIPP JETP, 2023.

Pemerintahan Prabowo akan memiliki penerimaan
tambahan penerimaan untuk transisi energi dan pengembangan
energi terbarukan. Sebagai perbandingan, berdasarkan

perhitungan di dalam Comprehensive Investment and Policy Plan
(CIPP) JETP tahun 2023, investasi yang dibutuhkan untuk
menjalankan seluruh proyek transisi energi di dalam skema JETP
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mencapai USD 96,1 miliar hingga tahun 2030. Dengan adanya
peningkatan  pungutan produksi batubara, penerapan
earmarking dapat dilakukan pada pungutan ini sebagai insentif
untuk proyek transisi energi tersebut.

Sebagai contoh, dengan menggunakan skenario yang paling
riil, yaitu harga batubara acuan di Oktober 2024, maka
pendapatan tambahan negara yang akan dihasilkan dari
pungutan produksi batubara mencapai USD 6,27 miliar per
tahun. Dengan mengacu pada periode JETP hingga 2030,
pemberlakuan pungutan produksi pada skenario ini, jika
diterapkan dari 2025 hingga 2030, akan menghasilkan tambahan
pendapatan sebesar USD 37,6 miliar. Jumlah ini dapat
dialokasikan untuk membiayai IFA 1, yaitu Pengembangan
Jaringan Transmisi dan Distribusi Listrik yang membutuhkan
biaya hingga USD 19,7 miliar pada tahun 2030, hingga IFA 4, yaitu
Akselerasi Energi Terbarukan Variabel (VRE), yaitu surya dan
angin, yang membutuhkan biaya hingga USD 25,7 miliar pada
tahun 2030. Dengan demikian, pemerintahan Prabowo memiliki
penerimaan tambahan untuk membiayai transisi energi,
terutama pembangunan transmisi dan pengembangan energi
terbarukan surya dan angin.

Dari sisi keadilan, pemerintah tidak perlu mengejar lagi
kelas menengah yang sedang tertekan dengan menaikkan tarif
PPN dan berbagai pungutan yang sangat memberatkan.
Kebijakan ini juga prinsipnya menarik kembali keuntungan
berlebih (super normal profit) yang selama ini diperoleh
sekelompok kecil pengusaha dari sektor -ekstraktif. The
Economist (2023) menunjukkan bahwa sebagian besar orang-
orang terkaya di Indonesia berbisnis di sektor kroni, seperti
batubara, yang sangat menguntungkan dan memerlukan
kedekatan dengan pemerintah.

Selanjutnya, kebijakan yang juga merupakan disinsentif ini
akan menggeser alokasi sumber daya dari sektor pencemar
seperti batubara ke sektor energi bersih dan terbarukan. Dengan
super normal profit dari sektor batubara sekarang, pengusaha
dan investor enggan beralih ke energi terbarukan. Dalam jangka
menengah dan jangka panjang, kebijakan peningkatan pungutan

Estafet Kepemimpinan Baru Menuju Akselerasi Ekonomi | 129



produksi batubara akan berkontribusi dalam mengatasi inflasi
iklim dan inflasi bahan bakar fosil serta mempercepat transisi
energi.

Tabel 3. Skenario Tambahan Penerimaan Negara dari
Peningkatan Pungutan Produksi Batubara vs Kebutuhan
Pendanaan JET-P Indonesia

IFA yang
Harga Tambahan Tambahan Persentas bisa
Batubara | penerimaan penerimaal e dari didanai
Skenario harga (Dolar negara nnegara | kebutuha oleh
AS/metrik | (Miliar Dolar 2025 - ndana | Tambahan
ton) AS) 2030 JET-P | penerimaa
n negara
Harga rata-rata
batubara Adaro 2022 131 23,58 141,5 147%| 1FA1, 2,3, 4
Harga rata-rata
batubara Bayan 2022 117 17,68 106,1 110%| IFA1, 2,3, 4,
Harga rata-rata
batubara Bumi 2022 121 18,15 1089 113%| IFAL, 2,3,4
Harga rata-rata
batubara Adaro 2023 99 13,86 83,2 87%| IFA1,2,3
Harga rata-rata
batubara Bayan 2023 75 7,87 47,2 49%| IFA1,2,4
IFA1,2,4
dan
Harga rata-rata sebagian
batubara Bumi 2023 81 11,3 67,8 71% IFA 3
IFA1,2,4
dan
Sesuai sebagian
HBA April 2023 kategori 11,16 67,0 70% IFA 3
Sesuai
HBA Oktober 2023 kategori 5,63 33,8 35%]| IFA1dan 4
Sesuai
HBA April 2024 kategori 6,26 37,6 39%]| IFA 1 dan 4
Sesuai
HBA Oktober 2024 kategori 6,27 37,6 39%]| IFA 1 dan 4

Sumber: Sustain, 2024.

Kedua, pemerintahan Prabowo harus memberikan
dukungan penuh pada investasi bagi pengembangan energi
terbarukan, baik penelitian, dan pengembangan, industri
manufaktur, maupun pembangkit energi terbarukan yang dapat
menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang berarti. Kebijakan
praktis yang harus segera ditempuh adalah mendorong investasi
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pusat data yang menggunakan energi terbarukan, penggunaan
panel surya atap secara masif, dan pengembangan energi
terbarukan oleh komunitas.

Ketiga, diplomasi Indonesia di forum internasional untuk
mendorong penerapan “polluter pays principle”. Di sini, Indonesia
harus memimpin negara-negara Selatan untuk menuntut
tanggung jawab negara-negara maju membiayai adaptasi serta
kerugian dan kerusakan yang disebabkan krisis iklim.

Keempat, pemerintahan Prabowo hanya bisa mewujudkan
kebijakan kunci di atas dalam—mengutip Acemoglu & Robinson
(2019)—interaksi negara (power of state) dan masyarakat
(power of society) yang sama-sama kuat. Dengan kata lain,
Prabowo Subianto harus membuktikan komitmennya untuk
menyehatkan ruang demokrasi di Indonesia. Tiga hal kunci yang
yang harus menjadi prinsip dalam mengelola kebijakan adalah (i)
kesejahteraan, (ii) keadilan, dan (iii) kelestarian lingkungan.

Estafet Kepemimpinan Baru Menuju Akselerasi Ekonomi | 131



132 | Pemikiran 100 Ekonom Indonesia



1.12.
Trilemma Swasembada Pangan,
Swasembada Energi, dan Pembangunan
Berkelanjutan

Dina Nurul Fitria
Dekan Fakultas Sains, Teknik, Desain di Universitas Trilogi dan
Anggota Dewan Energi Nasional

Dr. Dina Nurul Fitria, S.E, M.T., CSCA., CRP
merupakan dosen tetap Program Studi
Agribisnis Fakultas Sains, Teknik, dan Desain
Universitas Trilogi Penulis adalah dosen tetap
pengampu  matakuliah  Rantai  Pasok
Agribisnis,  Riset  Operasi,  Manajemen
Produksi, Manajemen Risiko Agribisnis dan
peneliti keuangan negara dan kebijakan publik
bidang pangan dan energi. Dr. Dina bergelar
Doktor di bidang Ekonomi Pertanian dari
Institut Pertanian Bogor pada tahun 2018.
Untuk  memperluas keahliannya  dalam
pengajaran, mentoring, penelitian, menulis,
perencanaan strategis, Beliau mendirikan bisnis konsultan bisnis energi
terbarukan di PT Dinamika Nurraya Fajar sejak 2021. Dr. Dina menjabat
Dekan Fakultas Sains, Teknik, Desain di Universitas Trilogi. Sejak 1 April
2024 Dr Dina diangkat Presiden Rl melalui Menteri Energi Sumber Daya
Mineral menjadi Anggota Dewan Energi Nasional Unsur Konsumen. Beliau
adalah penulis opini yang produktif/kontributor untuk banyak media
nasional dan sering diundang sebagai pembicara terkemuka di konferensi
internasional di sektor rantai pasok agribisnis dan energi. Penulis dapat
dihubungi melalui e-mail: dinanf2311@gmail.com

Dengan ancaman krisis iklim dan ketegangan geopolitik
yang terus bergelora, banyak negara terus mengupayakan untuk
menjamin kemandirian pangan dan energi sekaligus menjaga
keseimbangan lingkungan sehingga dapat terus menjalankan
proses pembangunan berkelanjutan sesuai mandat Perjanjian
Paris tentang Perubahan Iklim dan Tujuan Pembangunan

Estafet Kepemimpinan Baru Menuju Akselerasi Ekonomi | 133



Berkelanjutan—Sustainable Development Goals—milik
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, telah dipahami pula bahwa
kondisi di lapangan hampir tidak memungkinkan bagi negara
untuk mencapai ketiga tujuan agung itu. Sehingga, terciptalah
situasi trilemma dimana negara hanya mampu untuk mencapai 2
dari 3 tujuan tersebut di waktu yang sama.

Trilemma yang saat ini dihadapi oleh banyak negara adalah
trilemma swasembada energi, swasembada pangan, dan
pembangunan berkelanjutan. Dalam swasembada energi atau
usaha untuk mencukupi kebutuhan energi sendiri diperlukan
produksi lokal yang mencukupi kebutuhan energi domestik
tanpa terlalu bergantung pada impor. Pada swasembada energi,
diketahui kebutuhan minyak domestik Indonesia per hari adalah
1,44 juta barel, sedangkan produksi minyak nasional rata-rata
sekitar 600 ribu barel per hari. Kekurangan pemenuhan tersebut
membuat Indonesia harus mengimpor minyak sebanyak 840 ribu
barel per hari (Setiawan, 2024). Begitu pula dengan listrik,
konsumsi listrik per kapita tahun 2023 sebesar 1.285 kWh.
Konsumsi minyak bumi dan listrik yang bersumber dari energi
fosil dengan kebutuhan konsumsi yang tinggi tetapi
produktivitas yang belum mencukupi membuat perusahaan
energi di Indonesia seperti PT Pertamina dan PT PLN melakukan
diversifikasi produksi energi mereka. Minyak bumi ditopang juga
dengan bahan bakar nabati seperti B30, B50 dan kebutuhan
listrik juga ditopang oleh pembangkit listrik energi terbarukan.

Konsep Trilemma

Konsep trilemma atau impossible trinity ini datang dari
keilmuan Ekonomi Politik Internasional, dimana John Fleming
dan Robert Mundell pada tahun 1963 mencetuskan pemikiran
bahwa mustahil bagi negara untuk mencapai ketiga hal ini dalam
waktu yang bersamaan, yakni 1) nilai tukar valuta asing yang
stabil, 2) keterbukaan arus modal dan investasi tanpa adanya
pengendalian modal, dan 3) kebijakan ekonomi moneter yang
independen. Konsep ini muncul pada masa sistem Bretton Woods
pasca Perang Dunia II, dimana pada ketika itu negara menjadi
pemeran utama dalam menjaga stabilitas nilai tukar valuta asing
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(Frieden 2007). Setelah Presiden Richard Nixon menghapus
sistem standar emas yang mematok nilai tukar dolar Amerika
Serikat dengan harga emas pada tahun 1971, sistem nilai tukar
valuta asing yang tadinya berbentuk fixed exchange rate berubah
menjadi floating exchange rate.

Dengan dihapusnya sistem gold standard, maka era sistem
Bretton Woods juga dinyatakan telah selesai dan sistem Ekonomi
Politik Internasional juga bergerak ke arah volatilitas yang
bergantung pada kehendak pasar bebas (Helleiner 2008).
Kondisi perekonomian internasional yang kian goyah memaksa
negara untuk terus ‘bertaruh’ demi menjaga stabilitas ekonomi
nasionalnya tanpa mengetahui secara pasti bagaimana prospek
perekonomian internasional kedepannya sehingga negara bisa
jatuh miskin atau menjadi kaya raya dalam waktu yang singkat.
Susan Strange (1986) menggunakan istilah casino capitalism
untuk menjelaskan fenomena ini.

Kendati masa kejayaan sistem Bretton Woods telah
berakhir, konsep trilemma masih tetap relevan hingga saat ini.
Dalam Kkonteks saat ini, saat ini negara-negara tengah
menghadapi trilemma antara mencapai kemandirian energi dan
kemandirian pangan serta juga terus ingin melanjutkan ikhtiar
dalam pembangunan berkelanjutan dalam rangka mitigasi dan
pencegahan krisis iklim. Indonesia melalui Presiden Prabowo
Subianto terus mengupayakan pencapaian kemandirian pangan
dan energi, sebagaimana yang terus dikampanyekan oleh
Presiden Subianto semasa Pemilihan Presiden 2024 lalu.

Swasembada Pangan dan Energi: Dua Sisi Mata Uang

Swasembada pangan dan energi bermakna bahwa negara
harus bisa mewujudkan produksi pangan dan energi dalam
negeri yang mumpuni dalam rangka mencukupi kebutuhan
konsumsi domestik tanpa perlu terlalu banyak mengandalkan
impor dari negara lain. Barulah ketika pasaran domestik sudah
tercukupi, negara bisa memutuskan apakah akan memanfaatkan
ketersediaan yang ada untuk menjual pangan dan energi tersebut
ke negara lain. Presiden Prabowo semasa menjabat sebagai
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Menteri Pertahanan 2019-2024 di kabinet Presiden ke-7 Joko
‘Jokowi’ Widodo ditugaskan untuk mengelola megaproyek food
estate atau lumbung pangan sebagai upaya untuk mencapai
kemandirian pangan Indonesia yang pada ketika itu juga tengah
dilanda pandemi Covid-19.

Proyek ini dijangkakan akan terus dilanjutkan oleh Presiden
Prabowo dengan menunjuk Menteri Pertanian Andi Amran
Sulaiman dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai
penanggung jawab utama. Tentu, proyek lumbung pangan
nasional ini tidak datang tanpa kontroversinya sendiri, dimana
kritik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dan Presiden
Prabowo dilancarkan oleh banyak lembaga swadaya masyarakat
(LSM) di bidang lingkungan, dimana proyek ini membuka banyak
lahan hutan tropis yang berfungsi sebagai habitat flora dan fauna
setempat sekaligus sebagai pemasok oksigen global. Selain
pembukaan lahan hutan yang masif, hasil dari proyek ini juga
tidak sesuai ekspektasi sebab kondisi tanah yang tidak cocok
untuk ditanami tanaman pangan seperti singkong, padi, jagung,
dan lain-lain. Kalimat satir ‘yang ditanam singkong, yang tumbuh
jagung’ muncul sebagai kritikan terhadap proyek ini, dimana
pada masa kontestasi Pilpres 2024 lalu, calon wakil presiden
nomor 3, Mahfud MD, dan calon wakil presiden nomor 1 yang kini
menjabat sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan
Masyarakat di kabinet pimpinan Presiden Prabowo, Muhaimin
Iskandar, melontarkan berbagai satir dan kritik atas produksi
pangan hasil proyek food estate yang tidak sesuai harapan serta
terkesan dipaksakan.

Selain swasembada pangan, pemerintahan Presiden
Prabowo juga berupaya untuk mewujudkan swasembada energi
sebagai respons atas kenaikan harga minyak global akibat
perang Rusia-Ukraina dan perang terbuka Israel dengan Iran,
Hamas, Hizbullah, dan Houthi di seantero kawasan Timur
Tengah. Volatilitas geopolitik dan geoekonomi global juga turut
mendorong Presiden Prabowo untuk mengutamakan
pemenuhan konsumsi energi domestik secara mandiri melalui
swasembada energi. Selain itu, situasi krisis iklim juga turut
memaksa negara untuk berinovasi dalam upaya pemenuhan
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ketersediaan energi domestik yang tidak hanya mengandalkan
kepada sumber-sumber energi yang kotor dan tidak terbarukan,
yaitu minyak bumi dan batu bara. Infrastruktur penunjang
kendaraan listrik—electric vehicles atau EVs—seperti stasiun
pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) terus ditingkatkan
secara beriringan dengan pemajuan industri manufaktur
kendaraan listrik, seperti produksi baterai kendaraan listrik dan
semikonduktor. Upaya ini dibarengi dengan kebijakan hilirisasi
sumber daya mineral Indonesia, seperti nikel, tembaga, dan
bauksit, guna menunjang industri manufaktur kendaraan listrik
yang kebanyakan sudah mulai berjalan di Indonesia.

Selain itu, riset dan pengembangan industri bahan bakar
nabati atau biofuels melalui pemanfaatan limbah organik rumah
tangga dan industri juga terus digencarkan sebagai salah satu
upaya untuk mempercepat swasembada energi yang ramah
lingkungan dan berkelanjutan. Kebijakan hilirisasi sumber daya
mineral Indonesia juga turut mendatangkan kritik dari berbagai
LSM Indonesia, dimana eksplorasi dan pembukaan tambang
yang tidak memperhatikan AMDAL—analisis mengenai dampak
lingkungan—dan ANDAL—analisis dampak lingkungan hidup—
berdampak negatif terhadap kondisi ekosistem sekitar, yang
tidak jarang juga menelan korban jiwa. Selain itu, pertumbuhan
ekonomi yang melonjak drastis di daerah-daerah yang memiliki
kawasan tambang juga tidak dirasakan secara merata oleh
penduduk sekitar sehingga kian memperluas jurang disparitas
ekonomi.

Lantas, dimana konsep trilemnanya? Trilemma, seperti
yang sudah diterangkan di atas, adalah suatu kondisi dimana
negara tidak bisa mewujudkan tiga hal sekaligus dalam waktu
yang bersamaan dan hanya bisa mewujudkan setidaknya dua hal.
Sehingga, apabila langkah-langkah pemerintahan baru Prabowo
Subianto diurai dan dibentangkan, maka sudah jelas bahwa
Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo akan
berfokus kepada pencapaian swasembada energi dan
swasembada pangan dengan mengorbankan—walaupun
mungkin tidak secara total—pembangunan berkelanjutan.

Posisi ini diambil atas dasar bahwa kebijakan-kebijakan
yang diambil oleh pemerintah baru Prabowo Subianto untuk
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mencapai dua tujuan di atas merupakan kebijakan yang
destruktif terhadap kekayaan hayati dan lingkungan hidup
Indonesia. Program unggulan Prabowo yang menjadi janji utama
beliau pada Pilpres lalu, yakni food estate dan hilirisasi,
merupakan kelanjutan dari program yang sebelumnya telah
dicanangkan dan dieksekusi oleh Presiden Jokowi. Kedua
program ini mendatangkan kritik besar-besaran dari kalangan
akademisi, aktivis lingkungan dan hak masyarakat adat, serta
khalayak awam pada umumnya karena dianggap terlalu
destruktif terhadap lingkungan hidup dan tidak memiliki
manfaat keekonomian yang dapat langsung dirasakan oleh
masyarakat Indonesia.

Memang secara teoritis, ketahanan pangan dan energi
merupakan sebuah hal mutlak yang wajib diupayakan terus
menerus oleh negara. Pandangan Presiden Prabowo yang
melihat dunia dan sistem internasional sebagai sistem yang
kejam terhadap negara-negara lemah menjadi landasan baginya
untuk mencanangkan program besar di atas. Namun, perlu
dicatat bahwa eksekusi dari program tersebut masih tergesa-
gesa dan terlalu banyak mengharapkan hasil besar dalam waktu
yang singkat. Ditambah dengan target pribadi Presiden Prabowo
yang menginginkan terwujudnya swasembada pangan dan
energi dalam lima tahun sejak beliau dilantik pada Oktober 2024
lalu, para pemangku kebijakan mau tidak mau harus terus
merusak alam Indonesia demi mencapai target dari sang
Panglima Tertinggi yang sejatinya terlalu dipaksakan.

Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga masih belum
memiliki pandangan dan kebijakan yang jelas terkait bagaimana
Indonesia seharusnya menyikapi krisis iklim yang kian masif
dampaknya. Proses menuju pemenuhan target pemerintah
Republik Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission atau nol
emisi karbon pada tahun 2060—10 tahun Ilebih lambat
dibandingkan negara-negara besar lainnya—yang sudah
dicanangkan oleh Presiden Jokowi pada Perjanjian Paris juga
masih belum terlalu signifikan. Padahal, dalam waktu 6 tahun
lagi atau pada tahun 2030, dunia secara keseluruhan sudah harus
menurunkan emisi karbonnya sebanyak 45% agar suhu rata-rata
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global tetap di bawah 1,5 derajat Celsius dan target global untuk
mencapai Net Zero Emission pada tahun 2050 dapat
direalisasikan. Kerangka pembangunan berkelanjutan milik
Presiden Prabowo juga masih belum terlalu jelas bentuknya, dan
dengan kian masifnya pelaksanaan kebijakan food estate dan
hilirisasi, harapan untuk menuju Indonesia yang ramah
lingkungan dan taat kepada pembangunan berkelanjutan masih
tetap samar.

Derap Langkah Strategis

Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo akan
lebih berfokus kepada pencapaian target swasembada energi
dan pangan dengan mengorbankan pembangunan berkelanjutan
yang konkret. Program unggulan Prabowo yang menjadi
keberlanjutan dari program Presiden Jokowi dijangkakan akan
terus mendatangkan kerusakan bagi lingkungan hidup dan hak
masyarakat sekitar apabila tidak dijalankan dengan mengikuti
standar-standar pembangunan yang ada. Manfaat keekonomian
dari kebijakan yang akan dijalankan oleh Presiden Prabowo juga
hanya akan berdampak kepada masyarakat kelas atas dan
konglomerat.

Rekam jejak kebijakan food estate dan hilirisasi yang sarat
akan kontroversi dan penghirauan terhadap saran dan
peringatan para akademisi dan aktivis lingkungan dapat
merusak legitimasi pemerintahan Presiden Prabowo dalam isu
krisis iklim. Presiden Prabowo perlu lebih proaktif lagi dalam
menanggapi isu krisis iklim dan seyogianya mengkaji ulang
kebijakan food estate dan hilirisasi yang sudah tergolong sangat
merusak bagi kondisi lingkungan hidup sekitar. Kepiawaian
diplomasi personal Presiden Prabowo juga seyogianya
dimanfaatkan dalam pencapaian target-target pembangunan
berkelanjutan dan pencegahan dampak krisis iklim bagi
Indonesia melalui berbagai kerangka kerjasama internasional.

Waktu bagi Indonesia untuk mengerjakan bagiannya dalam
ikhtiar bersama pelambatan dan mitigasi krisis iklim terus
berkurang, dan Indonesia perlu lebih giat lagi dalam
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bekerjasama dengan pihak-pihak swasta maupun negara
sahabat dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan
tanpa harus mengorbankan program-program domestik
unggulan Prabowo.

Keterkaitan sumber daya alam pada energi untuk pangan
diperlukan untuk berbagai proses dalam sistem produksi
pangan, seperti irigasi lahan, pengolahan hasil panen,
transportasi hasil panen, dan pendinginan. Sedangkan, pada
pangan untuk energi, produksi bioenergi seperti bioetanol dan
biodiesel menggunakan bahan baku dari industri pangan. Jagung
dan tebu biasanya digunakan untuk menghasilkan bioetanol
yang membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar
fosil (Mohtar, 2022).

Kesulitan yang muncul pada trilemma, pertama,
ketergantungan pada sumber daya terbatas. Sumber daya
khususnya sumber daya tidak terbarukan yang dimiliki oleh
suatu negara dan yang ada di bumi ini terbatas dan tidak cukup
untuk memenuhi semua kebutuhan energi dan pangan umat
manusia. Kedua, ketidakseimbangan ekonomi. Investasi yang
diperlukan baik dalam swasembada pangan dan swasembada
energi membutuhkan jumlah yang besar dan memerlukan waktu
lama untuk menghasilkan keuntungan. Maka, tidak sedikit
proyek-proyek swasembada pangan dan swasembada energi
yang gagal atau tidak jalan karena tidak adanya investasi cukup.
Ketiga, produksi energi dan pangan yang berlebihan dapat
merusak ekosistem dan mengganggu keberlanjutan lingkungan.
Produksi yang berlebihan ini menjadi bumerang bagi lingkungan
dan manusia jika tidak dikelola dengan baik dan memperhatikan
daya dukung lingkungan.

Dalam menghadapi trilemma swasembada energi,
swasembada pangan dan pembangunan berkelanjutan strategi
yang dapat dilakukan adalah diversifikasi sumber energi dan
pangan. Sumber energi fosil mulai digantikan dengan sumber
energi terbarukan seperti energi surya, angin, biogas, biomassa,
air, dan panas bumi. Potensi sumber energi terbarukan yang ada
tersebar di wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai
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sumber energi baru yang dapat memenuhi kebutuhan energi
masyarakat sehingga mengurangi ketergantungan pada satu
jenis sumber. Begitu juga pada diversifikasi pangan, pertanian
presisi atau agrikultur 4.0 saat ini selain menekankan pada
penggunaan teknologi smart farming pada kegiatan pertanian,
menekankan juga pada diversifikasi produk. Diversifikasi
produk berguna untuk meningkatkan nilai tambah produk
pertanian dan membuka peluang ekspor baru. Seperti
pengembangan tanaman baru dan berbagai produk agribisnis
dan produk olahan hasil pertanian.

Kedua, teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah
lingkungan dan efisien pada energi dan pangan dikembangkan
dan diterapkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan pangan.
Aglikultur 4.0 menggunakan Internet Of Things dan Big Data
sebagai alat untuk mengelola agribisnis terkait dengan solusi
pertanian presisi seperti sensor, Al, robot, dan drones disertai
juga dengan smart farming dengan alat software management,
analytics, cloud systems untuk mengembangkan proses dan
teknik dari agrikultural (Silva, et al., 2023), dimana inovasi dan
pengembangan teknologi pertanian juga diperlukan untuk
mencapai swasembada pangan. Sedangkan, teknologi ramah
lingkungan pada energi juga diterapkan untuk mengurangi
ketergantungan bahan bahan bakar fosil dan menghasilkan level
gas rumah kaca yang lebih rendah atau mendekati nol jika
dibandingkan dengan teknologi lainnya.

Ketiga, kerja sama internasional. Kerja sama dengan negara
lain diperlukan untuk terjadinya pertukaran atau pembagian
teknologi, sumber daya, dan kebijakan yang mendukung
swasembada dan pembangunan berkelanjutan. Kerja sama
internasional ini juga dapat menghasilkan kebijakan yang
terintegrasi, holistik, dan tidak terbatas pada satu atau dua
negara dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan
sehingga dapat mempertimbangkan dampak jangka panjang
pada masyarakat dan lingkungan baik domestik dan global. Kerja
sama Internasional yang terjadi salah satunya adalah antara
Indonesia dengan Kanada yang melakukan kemitraan pada
mineral kritis untuk untuk mengoptimalkan investasi di industri
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hilir nikel untuk EV di Indonesia. Selain membantu mencapai
tujuan NZE, kolaborasi ini akan meningkatkan penciptaan nilai
dan lapangan kerja. Kedua, ketahanan pangan dan swasembada
pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi
stunting di Indonesia. Presiden meminta Kanada untuk bekerja
sama dalam sektor pertanian dan akuakultur dengan
menggabungkan teknologi dan inovasi. Ketiga, komitmen
Indonesia untuk mencapai NZE 2060 akan didukung melalui
kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan dengan nilai
investasi sebesar USD 1 triliun untuk meningkatkan kapasitas
inovasi untuk masa depan energi yang lebih bersih dan tangguh.
Keempat, kerja sama pada pertahanan dan keamanan.

Dengan  dimikian, trilemma swasembada energi,
swasembada pangan, dan pembangunan berkelanjutnya saling
berkaitan satu sama lain dan Indonesia dan negara di dunia
dituntut untuk menemukan solusi dan melakukan langlah
strategis, terukur, dan berdampak bagi permasalahan ini.
Diversifikasi sumber daya energi dan pangan, teknologi ramah
lingkungan pada produksi energi dan pangan dan kerja sama
domestik antar lembaga pemangku kepentingan dan
internasional dapat menjadi solusi yang menjanjikan untuk
menghadapi trilemma swasembaga enegri dan pangan sehingga
target NZE 2060 untuk Indonesia dan taregt global dapat
tercapai.
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Latar Belakang

Komitmen global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca
(GRK) semakin meningkat seiring dengan kesadaran ancaman
perubahan iklim, baik terhadap lingkungan, sosial maupun
ekonomi. Banyak negara telah meratifikasi Paris Agreement yang
memperkuat komitmen global untuk membatasi kenaikan suhu
rata-rata bumi di angka 1,5°C. Sejalan dengan hal tersebut,
komitmen Indonesia terhadap pengendalian perubahan iklim
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global tercermin melalui partisipasinya dalam Perjanjian Paris,
yang kemudian diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2016. Negara-negara yang telah meratifikasi Perjanjian
Paris diwajibkan untuk menyampaikan Nationally Determined
Contributions (NDC), yang berisi target penurunan emisi gas
rumah kaca (GRK) hingga tahun 2030.

Tahun 2021, Pemerintah Indonesia menyampaikan Updated
NDC (UNDC) kepada UNFCCC untuk memperkuat komitmen
iklimnya dengan target pengurangan emisi yang adil dan
memperkuat Kkeselarasan antara tujuan iklim dan tujuan
pembangunan negara. Selanjutnya, di tahun 2022 Indonesia
kembali mengajukan dokumen Enhanced NDC untuk
memperbaharui komitmennya terhadap target penurunan emisi
gas rumah kaca (GRK). Dalam NDC yang diperbarui ini, Indonesia
menetapkan target penurunan emisi sebesar 31,89 persen secara
mandiri, dan hingga 43,20 persen jika mendapat dukungan
internasional, dari kondisi tanpa perubahan kebijakan pada
tahun 2030. Komitmen ini merupakan peningkatan dari target
sebelumnya dan menjadi bagian dari rencana jangka panjang
Indonesia untuk mencapai net-zero emission paling lambat tahun
2060. Prioritas mitigasi dalam NDC difokuskan pada kebijakan
dan Kkegiatan potensial yang memiliki kontribusi signifikan
terhadap pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Untuk
mencapai target pengurangan emisi GRK sebesar 29%, sektor
lahan dan kehutanan diharapkan menyumbang 17,2%, sektor
energi 11%, dan sisanya sebesar 1% berasal dari tiga sektor
lainnya, yaitu limbah, IPPU, dan pertanian (KLHK 2019).

Untuk menyelaraskan dengan skenario 1,5 derajat celsius
dan mencapai net zero emmission tahun 2060 atau lebih cepat,
maka pada tahun 2024, pemerintah kembali menyampaikan
peningkatan komitmen dalam aksi global sampai tahun 2035
melalui dokumen Second Nationally Determined Contribution
(SNDC). Dalam dokumen ini, komitmen yang disampaikan tetap
mengacu pada prinsip no back sliding dan tetap sejalan dengan
long-term strategy for low carbon and climate resilience (LTS-
LCCR) 2050 (KLHK, 2024). Cakupan GRK dalam SNDC meliputi
C02, CH4, N20 dan gas baru HFC. Selain itu, terdapat pula sektor
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dan sub sektor baru yaitu kelautan dan hulu migas, serta akan
mendetailkan elemen just transition dan elemen adaptasi.

Sektor Agriculture, Forest and Land-Use (AFOLU) memegang
peranan penting terhadap pencapaian target penurunan emisi
GRK Indonesia (Svensson et al, 2024 dan Basuki et al., 2022).
AFOLU adalah salah satu sektor yang penting dalam konteks
perubahan iklim, karena aktivitas di sektor ini dapat
berkontribusi pada emisi gas rumah kaca, seperti karbon
dioksida (COZ2), metana (CH4), dan nitrogen dioksida (N20).
Namun, sektor AFOLU juga memiliki potensi untuk berperan
sebagai solusi dalam mengurangi emisi dan menyerap karbon
dioksida dari atmosfer melalui praktek-praktek seperti reboisasi,
agroforestri, dan praktik pertanian berkelanjutan (ENDC, 2022).
Akan tetapi, pencapaian target ini tidaklah mudah karena harus
sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi untuk mendukung
pencapaian pembangunan nasional.

Strength, Weakness, Opportunity and Threat (SWOT) Sektor
AFOLU dalam Mencapai Net Sink 2030

Kekuatan dalam kebijakan penurunan emisi GRK sektor
AFOLU adalah komitmen pemerintah, ketersediaan teknologi,
sumberdaya alam yang melimpah dan dukungan finansial.
Komitmen pemerintah ditunjukkan oleh rencana dan kebijakan
mengenai reduksi emisi pada sektor AFOLU sudah tertera dalam
dokumen-dokumen seperti pada Enhanced NDC Indonesia,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
tahun 2020-2024, dan Operational Plan Indonesia’s FOLU Net
Sink 2030 dari KLHK, dan Kebijakan Pembangunan
Berketahanan Iklim 2020-045.

Sejalan dengan target penurunan emisi, ketersediaan
teknologi untuk mendukung penurunan emisi akan
membutuhkan dukungan finansial. Pendanaan ini dapat
diperoleh dari berbagai sumber, baik dalam negeri maupun luar
negeri yang disalurkan melalui mekanisme Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun hibah langsung
dari mitra pembangunan melalui kerjasama bilateral,
multilateral, swasta, dan filantropi (Bappenas, 2024). Dukungan
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finansial dari program seperti REDD+ dan inisiatif global untuk
mitigasi perubahan iklim.

Tabel 1. SWOT Sektor AFOLU dalam Penurunan Emisi GRK
Indonesia Mencapai Net Sink 2030

Strength Weakness
e  Komitmen Pemerintah e Tingginya tingkat
e  Teknologi tersedia deforestasi
e  Sumberdaya alam e Keterbatasan pendanaan
melimpah e Kapasitas SDM lokal
e  Dukungan finansial o Trade off mitigasi dan

target ekonomi
e Koordinasi antar lembaga

Opportunities Threath
e  Pengembangan kebijakan e  Perubahan iklim
pemerintah e Tekanan pemerintah
e  Perkembangan teknologi e  Fluktuasi harga komoditas
ramah lingkungan e Konflik lahan

e  Pendanaan hijau
e  Kesadaran publik

Pada sisi lainnya, penurunan emisi GRK sektor AFOLU juga
memiliki beberapa kelemahan. Tingginya tingkat deforestasi di
Indonesia, pada tahun 2013-2020 tingkat deforestasi sebesar
0,96 juta Ha/tahun. Dalam skenario ENDC, planned dan
unplanned deforestation harus diturunkan menjadi 0,45 juta
Ha/tahun. Namun, ketergantungan ekonomi terhadap sektor
berbasis lahan seperti kelapa sawit dapat bertentangan dengan
target mitigasi. Selain itu, hal yang memperlambat upaya
penurunan emisi GRK adalah rendahnya adopsi teknologi
pertanian yang masih rendah, rendahnya kapasitas SDM lokal,
serta koordinasi antar lembaga.

Peluang penurunan emisi GRK sektor AFOLU sangat tinggi.
Tumbuhnya berbagai inisiasi dan instrumen pendanaan hijau
dan dan karbon kredit internasional dapat mendukung mitigasi
sektor AFOLU. Beberapa faktor lain yang mempengaruhi peluang
penurunan emisi dari sektor AFOLU adalah pengembangan
kebijakan pemerintah untuk memperkuat regulasi dan insentif
untuk praktik berkelanjutan. Program Perhutanan Sosial dan
Program Perbaikan lahan dapat meningkatkan pencapaian target
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afforestation dan restoration hutan. Selain itu, tumbuhnya
kesadaran masyarakat tentang mitigasi perubahan iklim dapat
menjadi mendukung mitigasi sektor AFOLU.

Ancaman mitigasi penurunan emisi sektor AFOLU terkait
perubahan iklim yang tidak terkendali, risiko peningkatan
bencana seperti kebakaran hutan dan banjir yang menggangu
capaian target mitigasi. Selain itu, tekanan ekonomi dengan
prioritas pada  pertumbuhan ekonomi sering  kali
mengesampingkan upaya konservasi. Khususnya pada ekonomi
berbasis lahan, ketergantungan pendapatan dari komoditas
tertentu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan
keberlanjutan program.

Strategi Penurunan Emisi GRK Sektor AFOLU

Berdasarkan kondisi kekuatan, kelemahan, peluang dan
ancaman mitigasi sektor AFOLU dapat dirumuskan beberapa
strategi untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi
yaitu:

1. Inovasi pembiayaan hijau untuk mendukung mitigasi
sektor AFOLU. Meskipun AFOLU memiliki peran yang
sangat penting dalam dekarbonisasi ekonomi secara
keseluruhan, porsi pendanaan iklim yang diberikan
kepada sektor ini menurun (meskipun meningkat secara
absolut) (Buto et al, 2021), dan kesenjangan antara
pendanaan yang dibutuhkan dan pendanaan yang
tersedia untuk transformasi iklim lebih besar di AFOLU
dibandingkan di sektor lainnya (IPCC, 2022b).
Pengembangan skema pendanaan alternatif seperti
pembayaran jasa lingkungan (PES), pasar karbon,
intrumen keuangan hijau, dan filantropi diperlukan
untuk meningkatkan pendanaan mitigasi sektor AFOLU
(Boer et al., 2021; Malahayati dan Anggraeni, 2023).

2. Pengembangan teknologi pertanian berkelanjutan.
Adopsi teknologi pertanian sektor pertanian akan
meningkatkan produktivitas dan food loss sehingga
menekan kebutuhan lahan. Selain itu, pengembangan
teknologi yang mendukung program perbaikan lahan,
restorasi mangrove dan gambut diperlukan.
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Pemanfaatan teknologi seperti GIS, drone, dan aplikasi
berbasis data untuk memantau perubahan penggunaan
lahan dan karbon.

3. Pengembangan alternatif model pertanian berkelanjutan.
Upaya mitigasi penurunan emisi sektor AFOLU (SDGs 13
Penanganan Perubahan Iklim) dapat lebih diterima
masyarakat bila sejalan dengan target SDGs lainnya,
seperti (SDGs 1 Tanpa Kemiskinan, SDGs 2 Tanpa
Kelaparan, dan SDGs 8 Pekerjaan Layak dan
Pertumbuhan Ekonomi). Pelibatan masyarakat lokal
dalam pengelolaan lahan berkelanjutan harus
mempertimbangan potensi ekonomi yang akan
didapatkan. Introduksi pertanian rendah Kkarbon,
memerlukan pendampingan intensif terhadap petani
terkait produksi maupun pemasaran yang memberikan
harga premium. Penerapan sistem paludiculture pada
pertanian lahan gambut maupun silvofishery sejalan
dengan program restorasi lahan gambut.

4. Peningkatan kolaborasi multipihak. Mitigasi sektor
AFOLU untuk mencapai target penurunan emisi GRK
membutuhkan sinergi antara pemerintah, LSM, sektor
swasta, dan akademisi. Kolaborasi multipihak dapat
mengatasi kendala pendanaan, mempercepat transfer
teknologi, dan peningkatan kapasitas SDM yang
diperlukan untuk mendukung aksi mitigasi.

Beberapa strategi ini dapat menjadi dasar untuk
mempercepat penurunan emisi di sektor AFOLU, sekaligus
memastikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang
berkelanjutan. Sehingga target penurunan emisi GRK dari sektor
AFOLU dapat sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi untuk
mendukung pembangunan nasional.
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UKM sangat penting bagi perekonomian Indonesia, karena
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB, lapangan kerja,
dan pembangunan daerah. Di satu sisi, transformasi digital, dukungan
pemerintah, populasi wirausaha muda, dan kelas menengah yang
sedang naik daun menciptakan kondisi yang menjanjikan bagi ekspansi
UKM. Namun, di lain sisi, UKM baru menghadapi tantangan besar,
termasuk akses terbatas ke keuangan, infrastruktur dan rintangan
logistik, kompleksitas peraturan, dan kesenjangan keterampilan tenaga
kerja.

Pendahuluan

Lanskap ekonomi Indonesia telah lama dibentuk oleh UKM,
yang memainkan peran utama dalam penciptaan lapangan kerja,
pengurangan kemiskinan, dan pembangunan daerah. Lebih
daripada itu, UKM sangat penting bagi stabilitas sosial ekonomi
negara ini, yang mencakup sekitar 99 persen dari semua bisnis
dan mempekerjakan lebih dari 97 persen tenaga kerja nasional.
Dengan kontribusi sekitar 60 persen dari PDB Indonesia, UKM
menjadi penting bagi ketahanan dan pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah telah menyadari hal ini dan menetapkan target
ambisius untuk meningkatkan kontribusi UKM terhadap
perekonomian sebesar 65 persen pada tahun 2024.

Namun, masa depan UKM baru sangatlah kompleks.
Digitalisasi yang cepat, perubahan preferensi konsumen,
intervensi pemerintah, dan tekanan persaingan dari perusahaan-
perusahaan besar semuanya menghadirkan peluang sekaligus
tantangan bagi UKM. Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan
global, seperti pandemi Covid-19, telah mempercepat perubahan
perilaku konsumen, dengan semakin banyaknya orang yang
mengandalkan belanja daring dan layanan digital. Perubahan ini
telah menggarisbawahi perlunya UKM beradaptasi dengan cepat
agar tetap kompetitif, terutama saat negara ini mengejar visi
ekonomi digitalnya.

Analisis ini menyarankan strategi bagi pertumbuhan
berkelanjutan, termasuk adopsi digital, eksplorasi opsi
pembiayaan alternatif, diferensiasi produk, pengembangan
kemitraan, dan pelatihan tenaga kerja. Dengan memanfaatkan
perangkat digital, mengamankan sumber pembiayaan yang
beragam, serta mendorong inovasi dan kemitraan, UKM dapat
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berkembang pesat di tengah persaingan dan pergeseran pasar.
Berinvestasi dalam keterampilan tenaga kerja akan semakin
meningkatkan produktivitas dan kemampuan beradaptasi dalam
ekonomi yang semakin digital. Pendekatan komprehensif ini
menawarkan jalur bagi UKM baru di Indonesia untuk mengatasi
tantangan dan memanfaatkan peluang pertumbuhan, sehingga
memposisikan mereka sebagai kontributor utama bagi masa
depan ekonomi yang tangguh dan beragam.

Dampak Ekonomi dan Lanskap UKM di Indonesia Saat Ini

Kontribusi ekonomi UKM cukup besar. Mencakup kontribusi
PDB, penciptaan lapangan kerja, pembangunan daerah, dan
penanggulangan kemiskinan. Dalam beberapa tahun terakhir,
UKM telah memperkuat perannya sebagai tulang punggung
ekonomi Indonesia, tidak hanya dengan mendorong penciptaan
lapangan kerja tetapi juga mempromosikan ketahanan ekonomi
lokal, khususnya di daerah perdesaan dan semi-perkotaan.

Gambaran Statistik Kontribusi UKM

Berdasarkan data terbaru, UKM berkontribusi sekitar 60
persen terhadap PDB nasional dan mempekerjakan lebih dari 97
persen tenaga kerja, yang mencakup hampir 116 juta pekerjaan.
Tingkat pekerjaan ini sangat penting di negara dengan lanskap
ekonomiyang beragam dan kesenjangan regional yang signifikan
dalam peluang ekonomi. Tak heran jika UKM menjadi fokus
utama bagi para pembuat kebijakan dan ahli strategi ekonomi

UKM di Indonesia tidak hanya banyak jumlahnya, tetapi juga
sangat beragam, yang mencakup berbagai macam kegiatan bisnis
yang melayani berbagai kebutuhan konsumen. Kehadiran
mereka di hampir semua sektor, mulai dari pertanian hingga
manufaktur dan perdagangan, menunjukkan kemampuan
beradaptasi dan dampak ekonomi yang luas dari perusahaan-
perusahaan ini.

Distribusi Sektoral UKM

UKM di Indonesia beroperasi di berbagai sektor, dengan
konsentrasi yang menonjol di bidang pertanian dan agribisnis,
perdagangan dan ritel, manufaktur dan pemrosesan, serta
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industri kreatif dan digital. Mewakili sekitar 30 persen dari
semua UKM, sektor pertanian merupakan kontributor yang
signifikan, terutama di daerah perdesaan. Banyak UKM yang
terlibat dalam produksi pangan, pemrosesan tanaman, dan
distribusi, yang ditujukan untuk pasar lokal dan ekspor. UKM
pertanian sering kali berfokus pada komoditas seperti kopi,
kakao, dan rempah-rempah, yang menambah nilai bagi sumber
daya lokal dan memenuhi permintaan global yang meningkat.

Perdagangan eceran merupakan salah satu sektor terbesar
bagi UKM di Indonesia, yang mencakup sekitar 40 persen dari
semua bisnis UKM. Sektor ini diuntungkan oleh permintaan
konsumen lokal dan munculnya pasar digital, tempat UKM
berperan aktif. Tren urbanisasi Indonesia dan basis konsumen
yang terus berkembang telah mendorong perdagangan, dengan
banyak UKM menemukan ceruk pasar di bidang mode, produk
gaya hidup, elektronik, dan kebutuhan sehari-hari.

Terkait sektor manufaktur, sekitar 15 persen UKM
beroperasi di wilayah ini, dengan fokus pada manufaktur ringan,
pengolahan makanan, tekstil, dan produksi mesin kecil. Sektor ini
mendukung terciptanya rantai pasokan regional dan
menghubungkan ekonomi perdesaan dengan pusat kota yang
lebih besar. UKM di bidang manufaktur juga mendapat manfaat
dari inisiatif pemerintah yang bertujuan meningkatkan
kemampuan produksi dalam negeri.

Dalam pada itu, UKM baru semakin banyak bermunculan di
sektor ekonomi kreatif, seperti industri media, hiburan,
pemasaran digital, dan pengembangan aplikasi. Sektor kreatif,
yang didukung oleh pemerintah telah menjadi fokus strategis,
menarik wirausahawan muda yang memanfaatkan keterampilan
digital, menciptakan konten, layanan, dan produk untuk pasar
nasional dan internasional.

Pembangunan Daerah dan Dampak Perdesaan

Distribusi UKM sangat penting untuk mengatasi
ketimpangan regional. Sebagian besar UKM terkonsentrasi di
Pulau Jawa dan Sumatera, dua pulau dengan perekonomian
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paling maju di Indonesia. Namun, UKM juga penting di daerah
yang kurang berkembang, di mana mereka menggerakkan
ekonomilokal dan menciptakan peluang yang mungkin langka. Di
daerah seperti Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Papua, UKM
membantu menopang ekonomi perdesaan dengan menyediakan
layanan penting, lapangan kerja, dan pasar untuk produk lokal.
Kehadiran mereka di daerah perdesaan tidak hanya
mendiversifikasi ekonomi lokal tetapi juga mendorong stabilitas
dengan mengurangi ketergantungan pada pusat kota untuk
peluang ekonomi.

Selain itu, UKM di perdesaan sering kali berfokus pada
sumber daya dan keterampilan khusus daerah. Misalnya, perajin
batik di Jawa atau produsen Kkerajinan tangan di Bali
berkontribusi pada ekonomi budaya sekaligus mempromosikan
pariwisata berkelanjutan dan pembangunan masyarakat. UKM
semacam itu penting untuk melestarikan tradisi lokal,
mengembangkan Kketerampilan kerajinan, dan menarik
wisatawan domestik dan internasional. Signifikansi regional ini
menggarisbawahi peran ganda UKM dalam ekonomi dan budaya.

Tantangan dalam Kontribusi Ekonomi

Meskipun kontribusinya besar, UKM menghadapi beberapa
tantangan ekonomi yang dapat membatasi pertumbuhan dan
skalabilitasnya. Tantangan utamanya meliputi akses keuangan
yang terbatas, produktivitas dan efisiensi yang rendah,
jangkauan pasar yang terfragmentasi, serta Kkesenjangan
keterampilan dan kurangnya pelatihan formal. Meskipun
menyediakan sebagian besar lapangan kerja dan aktivitas
ekonomi, UKM sering kali kesulitan mengakses pembiayaan yang
terjangkau. Suku bunga yang tinggi, persyaratan agunan, dan
riwayat kredit yang terbatas menyebabkan mereka kesulitan
mendapatkan dana yang diperlukan, terutama bagi yang berada
di perdesaan atau daerah terpencil. Hambatan keuangan ini
membatasi kemampuan UKM untuk berekspansi, berinovasi, dan
berinvestasi dalam teknologi atau infrastruktur baru.

Banyak UKM, terutama di sektor tradisional, menghadapi
keterbatasan produktivitas karena peralatan yang sudah
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ketinggalan zaman, keterampilan teknis yang terbatas, dan
tingkat otomatisasi yang rendah. Faktor-faktor ini membuat
mereka sulit bersaing dengan perusahaan yang lebih besar,
terutama di bidang manufaktur dan industri padat karya lainnya.
Upaya memodernisasi operasi UKM dan meningkatkan
produktivitas terus dilakukan, tetapi memerlukan investasi dan
dukungan yang signifikan.

Meskipun e-commerce dan platform digital telah
memperluas jangkauan pasar, banyak UKM masih kesulitan
mengakses pasar yang lebih besar, termasuk pasar internasional.
Fragmentasi dalam logistik, keterbatasan konektivitas di daerah
perdesaan, dan kurangnya pengenalan merek sering Kkali
membatasi UKM untuk menjangkau pasar lokal atau regional,
sehingga mereka tidak dapat mencapai potensi pertumbuhan
penuh.

Selain itu, kurangnya pelatihan bisnis formal dan
terbatasnya akses terhadap tenaga Kkerja terampil juga
merupakan tantangan bagi banyak UKM, khususnya di bidang
teknis seperti pemasaran digital, e-commerce, dan manajemen
rantai pasokan. Inisiatif dari pemerintah dan sektor swasta telah
dilaksanakan untuk mengatasi masalah ini, tetapi kesenjangan
keterampilan masih signifikan bagi pemilik usaha kecil dan
karyawannya.

Peluang Pertumbuhan: Pendorong dan Pendukung Utama
bagi UKM Baru

Perekonomian Indonesia mengalami percepatan
pertumbuhan di sektor UKM karena berbagai faktor yang
menguntungkan, sehingga menciptakan ekosistem yang siap
untuk usaha kewirausahaan. UKM baru di Indonesia diposisikan
untuk berkembang karena pendorong utama seperti
transformasi digital, inisiatif pemerintah yang mendukung,
populasi muda dan berjiwa wirausaha, serta kelas menengah
yang sedang naik daun.
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Transformasi Digital dan Ekspansi E-commerce

Revolusi digital di Indonesia telah membuka peluang besar
bagi UKM, yang secara signifikan mengubah cara mereka
beroperasi dan menjangkau pelanggan. Penetrasi internet di
Indonesia kini melampaui 70 persen, dan dengan lebih dari 180
juta pengguna internet, Indonesia merupakan salah satu pasar
daring terbesar di dunia. Sektor e-commerce, yang diproyeksikan
mencapai $ 83 miliar pada tahun 2025, merupakan contoh utama
bagaimana platform digital memungkinkan UKM meningkatkan
skala operasi mereka dan menjangkau basis konsumen yang
lebih luas.

Platform e-commerce besar seperti Tokopedia, Bukalapak,
dan Shopee telah menyediakan akses mudah bagi UKM ke pasar
digital. Platform ini menawarkan berbagai alat untuk manajemen
inventaris, pemrosesan pembayaran digital, dan logistik, yang
memungkinkan usaha kecil mengatasi berbagai tantangan
tradisional yang terkait dengan ritel konvensional. UKM Kini
memiliki fleksibilitas untuk menjangkau pelanggan di seluruh
negeri, terlepas dari lokasi, dan skalabilitas untuk mengelola
volume pesanan yang lebih besar.

Demikian pula platform media sosial seperti Instagram,
Facebook, dan TikTok juga telah menjadi alat pemasaran penting
bagi UKM Indonesia. Dengan memanfaatkan platform ini, UKM
dapat berinteraksi langsung dengan pelanggan, membangun
kesadaran merek, dan memamerkan produk mereka secara
interaktif. Maraknya perdagangan sosial, di mana transaksi
penjualan terintegrasi dalam platform media sosial, telah
memungkinkan UKM menjangkau audiens yang lebih muda yang
semakin banyak menggunakan media sosial untuk keputusan
pembelian mereka. Selain itu, pemasaran digital telah memberi
UKM pilihan periklanan yang hemat biaya dibandingkan dengan
media tradisional, yang memungkinkan kampanye yang
ditargetkan berdasarkan demografi dan preferensi pelanggan.

Inovasi teknologi finansial, seperti dompet elektronik
(misalnya, GoPay, OVO, dan DANA), memungkinkan UKM
menerima pembayaran nontunai, menyediakan opsi pembayaran
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yang lebih nyaman bagi konsumen dan mengurangi
ketergantungan pada transaksi tunai. Solusi ini meningkatkan
inklusi keuangan bagi UKM, khususnya mereka yang berada di
daerah perdesaan dengan akses terbatas ke layanan perbankan
tradisional. Pembayaran digital juga memfasilitasi pelacakan
keuangan dan pengelolaan arus kas yang lebih baik, yang sangat
penting bagi usaha kecil yang ingin tumbubh.

Dengan kata lain, dampak transformasi digital terhadap
UKM sangat besar, karena tidak hanya memperluas akses pasar
tetapi juga mendorong pemilik bisnis untuk mengadopsi
perangkat digital yang menyederhanakan operasi mereka.
Pergeseran digital ini diperkirakan akan terus berlanjut,
menawarkan keunggulan kompetitif yang signifikan bagi UKM
baru di Indonesia dalam ekonomi modern.

Inisiatif Pemerintah dan Dukungan Kebijakan

Menyadari  pentingnya UKM  dalam  mendorong
pertumbuhan ekonomi, pemerintah telah melaksanakan
sejumlah inisiatif untuk mendorong pengembangan UKM.
Dukungan pemerintah diberikan dalam bentuk bantuan
keuangan, penyederhanaan regulasi, dan program-program yang
ditujukan meningkatkan kemampuan UKM.

Melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah
menawarkan pinjaman berbunga rendah kepada UKM, sehingga
mengurangi hambatan dalam mengakses modal. Selain itu,
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menyediakan
paket stimulus bagi para pelaku usaha yang terdampak oleh
perlambatan ekonomi, khususnya yang terdampak pandemi
Covid-19. Program keuangan ini berperan penting dalam
mempertahankan operasi UKM dan mendorong pembentukan
usaha baru di seluruh negeri.

Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk
menyederhanakan lanskap regulasi bagi UKM. Misalnya, melalui
UU Cipta Kerja, pemerintah bertujuan mengurangi birokrasi yang
terlibat dalam memulai dan menjalankan bisnis dengan
menyederhanakan persyaratan perizinan. Reformasi hukum ini
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diharapkan dapat mendorong lebih banyak kewirausahaan
dengan mempermudah UKM baru memasuki pasar dan
mematuhi regulasi.

Pemotongan pajak untuk UKM merupakan mekanisme
dukungan penting lainnya. Pemerintah telah memperkenalkan
insentif pajak untuk meringankan beban keuangan pada usaha
kecil, termasuk tarif pajak penghasilan yang lebih rendah untuk
UKM dengan omzet tahunan di bawah ambang batas tertentu.
Subsidi di sektor-sektor seperti pertanian dan energi terbarukan
juga mendukung UKM yang berfokus pada bidang-bidang ini,
khususnya yang berkomitmen pada praktik-praktik yang
berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta dan
pendidikan untuk menyediakan program pelatihan yang
bertujuan meningkatkan produktivitas dan inovasi UKM. Inisiatif
ini meliputi program literasi digital, lokakarya e-commerce, dan
pelatihan teknis di bidang pertanian dan manufaktur. Program
tersebut memastikan UKM dilengkapi keterampilan yang
dibutuhkan untuk bersaing di pasar yang semakin digital dan
berteknologi maju.

Dengan demikian, dukungan pemerintah telah menciptakan
lingkungan yang lebih mendukung bagi UKM, membantu mereka
mengatasi hambatan tradisional dalam pendanaan dan
kerumitan birokrasi. Prakarsa ini mencerminkan komitmen
untuk membina sektor UKM yang tangguh yang berkontribusi
pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Demografi yang Menguntungkan dan Budaya Kewirausahaan

Profil demografi Indonesia menguntungkan Dbagi
pertumbuhan UKM baru. Dengan usia rata-rata sekitar 30 tahun,
populasi Indonesia relatif muda, dan banyak dari mereka yang
melek digital, inovatif, dan terbuka terhadap kewirausahaan.
Populasi muda ini cenderung mengeksplorasi peluang bisnis,
sering kali memilih kewirausahaan sebagai jalur karier karena
fleksibilitas, kreativitas, dan otonomi yang diberikannya.
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Banyak anak muda Indonesia memandang kewirausahaan
sebagai sarana untuk mencapai kemandirian ekonomi dan
inovasi. Pola pikir kewirausahaan ini didukung oleh faktor sosial,
seperti pengaruh panutan digital dan aksesibilitas sumber daya
daring untuk pembelajaran bisnis. Program seperti Program
Pengembangan Wirausaha Muda yang dijalankan oleh
Kementerian Koperasi dan UKM, mendukung calon
wirausahawan dengan pelatihan, bimbingan, dan pendanaan
awal, yang mendorong terciptanya bisnis baru.

Dengan meningkatnya akses ke kursus daring, lokakarya,
dan sertifikasi, anak muda Indonesia mengembangkan
keterampilan teknologi yang sangat relevan untuk menjalankan
bisnis digital. Keterampilan dalam pengembangan web,
pemasaran digital, dan analisis data memberdayakan
wirausahawan muda untuk meluncurkan dan mengelola
platform e-commerce, aplikasi, dan layanan digital. Kemandirian
dalam keterampilan teknologi ini mengurangi biaya bagi UKM
baru, yang mungkin awalnya tidak memiliki anggaran untuk
layanan teknologi yang dialihdayakan.

Tren sosial menunjukkan pergeseran budaya ke arah
wirausaha dan perusahaan rintisan sebagai pilihan karier yang
layak, yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi serabutan
dan platform lepas. Generasi muda Indonesia lebih cenderung
menekuni usaha kewirausahaan daripada generasi sebelumnya,
memanfaatkan pasar baru dan perangkat teknologi yang
membuat kewirausahaan lebih mudah diakses. Pergeseran ini
tidak hanya menciptakan sektor UKM yang dinamis, tetapi juga
menumbuhkan budaya inovasi yang menguntungkan ekonomi
yang lebih luas.

Pertumbuhan Pasar Kelas Menengah dan Konsumsi Domestik

Kelas menengah Indonesia yang terus tumbuh
menghadirkan peluang yang signifikan bagi UKM, karena
peningkatan pendapatan yang dapat dibelanjakan mendorong
permintaan terhadap beragam produk dan layanan. Pasar
konsumen domestik merupakan salah satu yang terbesar di Asia
Tenggara, dan Kkelas menengah yang terus berkembang
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mendorong pertumbuhan di berbagai sektor, termasuk makanan
dan minuman, produk gaya hidup, perawatan kesehatan, dan
pendidikan.

Seiring meningkatnya pendapatan rumah tangga,
konsumen Indonesia semakin mencari produk dan layanan
berkualitas tinggi. Pergeseran preferensi konsumen ini
menciptakan peluang bagi UKM untuk menawarkan barang-
barang premium, terutama yang berfokus pada produksi lokal,
bahan organik, dan kerajinan tangan. UKM yang mengutamakan
kualitas, pencitraan merek, dan pengalaman pelanggan memiliki
posisi yang baik untuk menguasai segmen pasar ini.

Ada peningkatan preferensi konsumen terhadap produk
lokal yang mencerminkan budaya dan warisan Indonesia. Tren
ini menguntungkan UKM yang memproduksi barang-barang
tradisional seperti pakaian batik, rempah-rempah Indonesia, dan
kerajinan tangan, yang menarik minat konsumen yang mencari
barang-barang asli buatan lokal. Dengan berfokus pada budaya
dan keberlanjutan lokal, UKM dapat membedakan diri dari
pesaing asing dan menumbuhkan loyalitas merek.

Meningkatnya fokus kelas menengah terhadap kesehatan
dan kebugaran telah menyebabkan meningkatnya permintaan
terhadap makanan organik, layanan kebugaran, sumber daya
kesehatan mental, dan produk kecantikan alami. UKM yang
mengkhususkan diri di bidang ini melihat peluang baru untuk
pertumbuhan, karena konsumen memprioritaskan produk dan
layanan yang memerhatikan kesehatan. Tren ini menghadirkan
pasar yang unik bagi UKM yang berfokus pada kebugaran,
termasuk yang dapat berinovasi dalam teknologi kesehatan,
nutrisi, dan produksi makanan berkelanjutan.

Meningkatnya kelas menengah dan perubahan perilaku
konsumen menawarkan pasar yang besar dan dinamis bagi UKM
Indonesia. Dengan deradaptasi dengan preferensi konsumen dan
merangkul inovasi, UKM dapat menguasai pangsa pasar di
sektor-sektor yang memenuhi permintaan yang terus
berkembang, mulai dari budaya lokal hingga produk yang
berorientasi pada kesehatan dan kualitas.
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Tantangan Utama yang Dihadapi UKM Baru di Indonesia

Meskipun lanskap bagi UKM baru di Indonesia
menghadirkan peluang yang signifikan, ada juga tantangan berat
yang harus diatasi agar bisnis ini dapat berkembang. Kendala ini
berkisar pada keuangan dan masalah logistik hingga
kompleksitas regulasi dan kesenjangan keterampilan. Mengatasi
tantangan ini sangat penting untuk membina sektor UKM yang
tangguh dan mampu mempertahankan pertumbuhan dan inovasi
dalam menghadapi persaingan dan perubahan kondisi pasar.

Akses terhadap Keuangan dan Keterbatasan Pendanaan

Salah satu tantangan paling mendesak bagi UKM baru di
Indonesia adalah akses ke pembiayaan. Banyak UKM kesulitan
mendapatkan pembiayaan yang terjangkau karena persyaratan
yang ketat, riwayat kredit yang terbatas, dan suku bunga yang
tinggi. Tanpa modal yang cukup, sulit bagi UKM untuk
berinvestasi pada sumber daya penting, seperti teknologi, tenaga
kerja terampil, dan inventaris, yang membatasi kapasitas mereka
untuk tumbuh.

Bank tradisional sering kali mensyaratkan agunan dan
dokumentasi keuangan yang kuat untuk menyetujui pinjaman,
yang tidak dimiliki oleh banyak UKM baru. Suku bunga yang
tinggi semakin menghalangi pemilik usaha kecil untuk mencari
pinjaman bank. Akses terbatas ke layanan keuangan formal ini
menciptakan kesenjangan pembiayaan, terutama bagi UKM baru
di daerah perdesaan dan yang dijalankan oleh pengusaha muda
atau pengusaha pemula.

Literasi keuangan merupakan isu penting lainnya, karena
banyak pemilik UKM tidak memiliki pengetahuan yang
dibutuhkan untuk mengelola anggaran secara efektif,
mengoptimalkan arus kas, dan mengevaluasi opsi pembiayaan.
Kurangnya kecerdasan finansial ini dapat menyebabkan
keputusan keuangan yang buruk, yang pada gilirannya
berdampak pada keberlanjutan bisnis jangka panjang. Program
literasi keuangan masih dalam tahap awal, tetapi memperluas
akses ke sumber daya pendidikan ini sangat penting bagi
pertumbuhan UKM baru.
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Meskipun perbankan tradisional menimbulkan tantangan,
opsi pembiayaan alternatif seperti keuangan mikro, pinjaman
peer-to-peer, dan pendanaan massal telah mulai mengisi
kesenjangan tersebut. Lembaga keuangan mikro menawarkan
pinjaman yang lebih kecil dan lebih mudah diakses, khususnya
bagi UKM di daerah yang kurang terlayani. Platform pinjaman
peer-to-peer juga semakin populer, menyediakan akses modal
bagi UKM tanpa perlu agunan. Akan tetapi, opsi ini masih terbatas
skalanya dan belum tersedia bagi semua UKM, khususnya di
daerah yang lebih terpencil.

Mengatasi tantangan pembiayaan bagi UKM baru tidak
hanya memerlukan intervensi kebijakan, tetapi juga peningkatan
literasi keuangan dan perluasan opsi pembiayaan alternatif yang
memenuhi kebutuhan unik usaha kecil. Peningkatan akses ke
pembiayaan yang terjangkau akan memungkinkan UKM
berinvestasi dalam peluang pertumbuhan dan menjadi lebih
kompetitif di pasar masing-masing.

Kendala Logistik dan Infrastruktur

Lanskap geografis Indonesia yang dicirikan oleh ribuan
pulau menghadirkan tantangan logistik dan infrastruktur yang
unik. Masalah ini khususnya serius bagi UKM yang berlokasi di
luar Jawa dan Sumatera, di mana jaringan transportasi dan rantai
pasokan kurang berkembang. Logistik yang efektif sangat
penting bagi UKM, terutama yang bergerak di bidang e-
commerce, karena berdampak langsung pada waktu pengiriman,
efisiensi biaya, dan kepuasan pelanggan.

Pengangkutan barang antarpulau membutuhkan biaya
mahal dan waktu yang lama, sehingga menimbulkan beban
keuangan bagi UKM. Misalnya, UKM di daerah terpencil di
Sulawesi mungkin menghadapi biaya yang besar untuk
mengirimkan produk ke pelanggan di Jawa, yang akan
mengurangi margin keuntungan. Biaya logistik yang tinggi dapat
menghalangi UKM berekspansi ke pasar baru, sehingga
membatasi potensi pertumbuhan mereka.
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Sementara pusat kota seperti Jakarta diuntungkan oleh
infrastruktur yang relatif maju, tetapi daerah perdesaan dan
terpencil sering kali kekurangan transportasi, listrik, dan
konektivitas internet yang andal. Bagi UKM di daerah-daerah ini,
infrastruktur yang buruk membatasi akses ke pasar yang lebih
luas, baik domestik maupun internasional. Selain itu, kurangnya
infrastruktur internet yang efisien dapat mencegah UKM
perdesaan untuk sepenuhnya terlibat dalam peluang bisnis
digital.

Kompleksitas rantai pasokan di Indonesia menambah
tantangan bagi UKM. Rantai pasokan yang terfragmentasi
menyulitkan usaha kecil untuk mendapatkan bahan baku,
mengelola inventaris, dan memenuhi pesanan secara efisien. Hal
ini terutama berlaku bagi UKM yang bergantung pada barang
yang mudah rusak, karena keterlambatan dalam rantai pasokan
dapat menyebabkan pembusukan, pemborosan, dan hilangnya
peluang penjualan.

Untuk mengatasi kendala logistik dan infrastruktur,
Indonesia memerlukan investasi yang lebih besar dalam
transportasi dan infrastruktur digital di semua wilayah.
Kemitraan publik-swasta dan proyek pemerintah yang
ditargetkan untuk meningkatkan konektivitas dan mengurangi
biaya pengiriman dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil
bagi UKM, memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan
dan beroperasi dengan lebih efisien.

Kompleksitas Regulasi dan Birokrasi

Meskipun pemerintah telah mengambil langkah-langkah
untuk menyederhanakan peraturan bisnis, hambatan regulasi
dan birokrasi tetap menjadi kendala yang signifikan bagi UKM.
Tantangan-tantangan ini menimbulkan biaya tambahan,
penundaan waktu, dan ketidakpastian, yang dapat menghambat
kegiatan kewirausahaan dan pertumbuhan bisnis.

Mendaftarkan usaha baru dan memperoleh lisensi yang
diperlukan dapat menjadi proses yang memakan waktu,
terutama bagi UKM dengan sumber daya terbatas. Misalnya,
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terdapat persyaratan regulasi yang berbeda di tingkat nasional
dan regional, yang sering kali mengakibatkan penundaan dan
biaya tambahan. Bagi banyak UKM, beban administratif untuk
mematuhi regulasi ini sangat berat, terutama bagi pemilik usaha
baru yang tidak terbiasa dengan proses birokrasi.

Meskipun pemerintah telah memperkenalkan insentif pajak
untuk UKM, banyak bisnis baru masih berjuang dengan
kompleksitas perpajakan. Memahami dan mematuhi peraturan
pajak memerlukan keahlian akuntansi yang tidak dimiliki oleh
banyak UKM. Biaya kepatuhan yang tinggi untuk pajak dan
kewajiban lainnya dapat menghambat stabilitas keuangan UKM
baru, terutama pada tahap awal operasi.

Struktur pemerintahan yang terdesentralisasi berarti
bahwa kebijakan regulasi dapat sangat bervariasi antardaerah.
Ketidakkonsistenan ini dapat menimbulkan kebingungan bagi
UKM yang beroperasi di berbagai daerah, karena mereka harus
menyesuaikan diri dengan lingkungan regulasi yang berbeda.
Kurangnya Kkeseragaman juga dapat meningkatkan biaya
operasional bagi UKM yang harus beradaptasi dengan berbagai
persyaratan regulasi.

Mengatasi kompleksitas regulasi memerlukan upaya
berkelanjutan untuk menyederhanakan perizinan, menciptakan
kebijakan pajak yang seragam, dan meningkatkan transparansi
regulasi. Prosedur yang disederhanakan dan panduan yang jelas
dari lembaga pemerintah dapat mengurangi beban administratif
pada UKM, sehingga mereka dapat memfokuskan lebih banyak
sumber daya pada pertumbuhan dan inovasi.

Kesenjangan Keterampilan dan Kebutuhan Pengembangan
Tenaga Kerja

Ketersediaan tenaga kerja terampil sangat penting bagi daya
saing dan pertumbuhan UKM, terutama di era transformasi
digital. Namun, banyak UKM baru di Indonesia menghadapi
kesenjangan keterampilan yang signifikan, terutama di bidang-
bidang seperti pemasaran digital, manajemen keuangan, dan
keahlian teknis. Kurangnya keterampilan ini dapat membatasi
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produktivitas dan efisiensi UKM, sehingga semakin sulit bagi
mereka beradaptasi dengan kondisi pasar yang berubah.

Banyak UKM tidak memiliki akses terhadap karyawan yang
terampil dalam pemasaran digital, e-commerce, pengembangan
web, dan analisis data—keterampilan yang semakin penting
dalam ekonomi digital. Kesenjangan keterampilan ini dapat
mencegah UKM mengadopsi perangkat digital secara efektif,
sehingga membatasi kemampuan mereka untuk memperluas
jangkauan dan beroperasi secara efisien.

Kurangnya manajer berpengalaman di sektor UKM
merupakan tantangan lainnya. Manajemen yang efektif sangat
penting untuk menetapkan tujuan strategis, mengoptimalkan
operasi, dan memastikan pertumbuhan jangka panjang. Namun,
banyak UKM tidak mampu mempekerjakan manajer profesional,
yang dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang lebih
lemah dan menghambat skalabilitas.

Meskipun ada inisiatif yang ditujukan untuk meningkatkan
keterampilan karyawan UKM, program-program ini sering kali
terbatas dalam cakupan dan aksesibilitas. Program pelatihan
terutama tersedia di daerah perkotaan, yang membuat UKM di
daerah perdesaan kurang beruntung. Selain itu, banyak UKM
kekurangan sumber daya untuk menyediakan pelatihan internal
atau mendukung karyawan dalam mengikuti kursus eksternal,
yang semakin memperlebar kesenjangan keterampilan.

Berinvestasi dalam pengembangan tenaga kerja sangat
penting untuk membekali UKM dengan keterampilan yang
diperlukan agar dapat berhasil di pasar yang kompetitif. Inisiatif
sektor publik dan swasta, seperti program pelatihan kejuruan
dan kemitraan dengan lembaga pendidikan, dapat membantu
menjembatani kesenjangan keterampilan dan meningkatkan
produktivitas UKM. Selain itu, menjadikan program ini lebih
mudah diakses oleh UKM di daerah terpencil akan berkontribusi
pada pendekatan yang lebih inklusif terhadap pengembangan
keterampilan.
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Strategi Pertumbuhan Berkelanjutan dan Daya Saing UKM
Baru

Untuk mewujudkan potensi mereka dalam ekonomi
Indonesia yang terus berkembang, UKM baru harus mengadopsi
strategi yang membantu mereka mengatasi tantangan dan
memanfaatkan peluang pertumbuhan yang tersedia. Strategi ini
melibatkan pemanfaatan perangkat digital, mengamankan
pembiayaan yang mudah diakses, mendorong inovasi,
membangun kemitraan, dan berinvestasi dalam pengembangan
tenaga kerja. Dengan menerapkan pendekatan ini, UKM dapat
mencapai keberlanjutan dan daya saing jangka panjang di pasar
lokal dan global.

Penerapan Alat Digital dan Membangun Kehadiran Online yang
Kuat

Transformasi digital bukan lagi pilihan bagi UKM yang ingin
memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi operasional.
Merangkul perangkat digital dan membangun kehadiran online
yang solid memungkinkan UKM mengakses pasar baru,
menyederhanakan proses, dan meningkatkan keterlibatan
pelanggan.

UKM baru dapat memperoleh manfaat besar dari platform e-
commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee, yang
menawarkan infrastruktur untuk menjual produk secara daring
tanpa biaya awal yang tinggi. Selain itu, berinvestasi dalam
pemasaran digital, termasuk media sosial dan optimasi mesin
pencari, membantu UKM menjangkau khalayak yang lebih luas
dan membangun pengenalan merek. Dengan menciptakan
kehadiran di platform media sosial seperti Instagram, Facebook,
dan TikTok, UKM dapat terlibat langsung dengan target pasar
mereka, memamerkan produk, dan menarik pelanggan yang
lebih muda dan paham teknologi.

Alat analisis data memungkinkan UKM melacak perilaku
konsumen, memantau tingkat inventaris, dan memahami tren
pembelian, sehingga memungkinkan mereka membuat
keputusan bisnis yang tepat. Dengan menganalisis preferensi dan
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umpan balik pelanggan, UKM dapat menyesuaikan penawaran
produk mereka, menyesuaikan kampanye pemasaran, dan
meningkatkan kepuasan pelanggan. Banyak alat data yang
terjangkau, seperti Google Analytics dan wawasan media sosial,
memberi UKM kemampuan untuk memantau dan menganalisis
kinerja mereka.

Dengan meningkatnya penggunaan internet seluler di
Indonesia, UKM harus mengoptimalkan situs web dan platform
daring mereka untuk perangkat seluler. Situs web dan aplikasi
yang ramah seluler meningkatkan pengalaman pengguna dan
dapat meningkatkan rasio konversi pembelian daring secara
signifikan. Memprioritaskan kemudahan penggunaan dan
aksesibilitas dapat membedakan UKM di pasar daring yang
kompetitif, karena konsumen cenderung lebih menyukai bisnis
yang menawarkan pengalaman digital yang lancar. Merangkul
perangkat digital sangat penting bagi UKM baru agar tetap
kompetitif, menjangkau basis pelanggan yang lebih luas, dan
mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Transformasi digital
juga meningkatkan fleksibilitas operasional, yang
memungkinkan UKM beradaptasi dengan perubahan permintaan
pasar secara efisien.

Menjelajahi Opsi Pembiayaan Alternatif

Akses terhadap modal sangat penting bagi UKM untuk
mendanai inisiatif pertumbuhan, berinvestasi dalam teknologi,
dan mempekerjakan tenaga kerja terampil. Dengan metode
pembiayaan tradisional yang menimbulkan tantangan, UKM
harus mengeksplorasi opsi pembiayaan alternatif, seperti solusi
fintech, keuangan mikro, dan crowdfunding, untuk mengamankan
dana yang diperlukan.

Fintech telah membuka jalan baru bagi UKM untuk
mendapatkan pembiayaan tanpa persyaratan ketat dari bank
tradisional. Platform pinjaman peer-to-peer (P2P), seperti
Modalku dan Investree, menghubungkan UKM dengan investor,
sehingga mereka dapat mengakses modal dengan lebih mudah.
Platform ini sering kali memiliki kriteria pinjaman yang lebih
fleksibel, sehingga ideal untuk bisnis baru yang tidak memiliki
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agunan atau riwayat kredit. UKM juga dapat memperoleh
keuntungan dari suku bunga yang lebih rendah dan proses
pengajuan yang lebih cepat dibandingkan dengan pinjaman bank
konvensional.

Lembaga keuangan mikro menyediakan pinjaman kecil yang
dirancang khusus untuk UKM di daerah yang kurang terlayani.
Pinjaman ini membantu UKM menutupi biaya operasional dan
mengembangkan bisnis mereka tanpa memerlukan agunan yang
signifikan. Crowdfunding adalah opsi lain yang layak, di mana
UKM mengumpulkan sejumlah kecil modal dari sejumlah besar
individu melalui platform daring. Pendekatan ini sangat berguna
untuk proyek kreatif atau produk khusus, karena memungkinkan
bisnis memperoleh pendanaan dan eksposur.

Meskipun mengakses dana penting, mengelolanya secara
efektif juga sama pentingnya. UKM harus memprioritaskan
literasi keuangan, memastikan mereka memiliki pengetahuan
untuk membuat anggaran dengan bijak, melacak pengeluaran,
dan mengalokasikan sumber daya secara efisien. Program
pelatihan keuangan, yang sering kali disediakan oleh LSM atau
inisiatif pemerintah, membekali pemilik UKM dengan
keterampilan mengelola keuangan mereka secara efektif dan
membuat keputusan yang tepat yang mendukung pertumbuhan
jangka panjang. Menjelajahi berbagai pilihan pembiayaan dan
meningkatkan literasi keuangan dapat membantu UKM
mengurangi kendala keuangan, sehingga mereka dapat
berinvestasi secara strategis dan mendorong perluasan bisnis.

Meningkatkan Inovasi dan Diferensiasi Produk

Di pasar yang kompetitif, UKM harus terus berinovasi dan
membedakan penawaran mereka agar menonjol. Dengan
mengembangkan produk yang unik dan menciptakan identitas
merek yang kuat, UKM dapat menarik pelanggan dan
membangun basis pelanggan yang loyal. Agar UKM dapat
menarik kelas menengah Indonesia yang sedang berkembang,
mereka perlu berfokus pada kualitas, desain, dan penceritaan
merek. Mengembangkan identitas merek yang mencerminkan
nilai-nilai perusahaan, keunikan produk, atau relevansi budaya
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dapat menciptakan hubungan yang kuat dengan pelanggan.
Misalnya, UKM yang memproduksi barang-barang buatan lokal
dengan desain tradisional dapat menarik konsumen yang
menghargai warisan dan kerajinan Indonesia.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan isu
lingkungan, permintaan akan produk yang ramah lingkungan dan
berkelanjutan pun meningkat. UKM dapat memanfaatkan tren ini
dengan mengadopsi praktik berkelanjutan dalam produksi,
pengadaan, dan pengemasan. UKM yang menawarkan produk
ramah lingkungan dapat menarik minat konsumen yang peduli
lingkungan dan mungkin juga memenuhi syarat untuk
mendapatkan insentif =~ pemerintah yang  bertujuan
mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan.

UKM harus mempertimbangkan untuk fokus pada pasar
khusus tempat mereka dapat menyediakan produk atau layanan
khusus. Pasar khusus, seperti makanan organik, kerajinan
tangan, atau solusi berbasis teknologi, memungkinkan UKM
untuk melayani segmen pelanggan tertentu dan menghindari
persaingan langsung dengan perusahaan yang lebih besar.
Dengan memahami kebutuhan dan preferensi unik pasar khusus,
UKM dapat menciptakan solusi yang disesuaikan dan
menumbuhkan loyalitas merek. Melalui inovasi dan diferensiasi,
UKM dapat mengukir ruang unik di pasar, menarik pelanggan
yang berdedikasi, dan mengembangkan model bisnis tangguh
yang mampu menahan tekanan persaingan.

Membangun Kemitraan dan Jaringan yang Kuat

Kolaborasi sangat penting bagi UKM untuk memperluas
jangkauan, mengakses sumber daya baru, dan memperoleh
wawasan industri. Dengan membangun kemitraan yang kuat
dengan Dbisnis lain, lembaga pemerintah, dan lembaga
pendidikan, UKM dapat memperoleh manfaat dari pengetahuan,
sumber daya, dan peluang pasar bersama. Bermitra dengan
perusahaan mapan memberi UKM akses ke jaringan rantai
pasokan, keahlian teknis, dan saluran distribusi yang lebih luas.
Misalnya, produsen makanan skala kecil dapat berkolaborasi
dengan distributor yang lebih besar untuk menjangkau lebih
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banyak pelanggan di seluruh Indonesia. Kemitraan ini dapat
membantu UKM mengurangi biaya operasional, mendapatkan
kredibilitas, dan meningkatkan skala bisnis mereka lebih cepat.

Berpartisipasi dalam asosiasi bisnis lokal atau kamar dagang
dapat menghubungkan UKM dengan rekan industri dan calon
kolaborator. Jaringan ini menyediakan sumber daya yang
berharga, termasuk informasi tentang tren pasar, akses ke
program pengembangan bisnis, dan peluang untuk terlibat dalam
usaha patungan. Jejaring juga menumbuhkan rasa kebersamaan
di antara UKM, mendorong berbagi pengetahuan dan saling
mendukung.

Kemitraan publik-swasta, yang melibatkan kolaborasi
antara badan pemerintah dan perusahaan swasta dapat
menawarkan akses bagi UKM untuk mengikuti program
pelatihan, infrastruktur dan pendanaan. Misalnya, KPS yang
berfokus pada literasi digital dapat memberi UKM keterampilan
yang dibutuhkan untuk memanfaatkan teknologi secara efektif.
Melalui kemitraan ini, UKM dapat meningkatkan kemampuan
mereka dan memperoleh keunggulan kompetitif. Membangun
kemitraan dan jaringan membantu UKM mengatasi kendala
sumber daya, memperoleh wawasan industri, dan mengakses
peluang pasar baru. Kolaborasi semacam itu merupakan bagian
penting dari pertumbuhan berkelanjutan dan membantu UKM
beradaptasi dengan perubahan industri.

Berinvestasi dalam Pengembangan Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang terampil sangat penting bagi
keberhasilan setiap UKM, karena dapat meningkatkan
produktivitas, efisiensi operasional, dan inovasi. Berinvestasi
dalam pengembangan karyawan memungkinkan UKM
meningkatkan kualitas layanan, mengadopsi perangkat digital,
dan bersaing secara lebih efektif di pasar yang dinamis. Seiring
dengan kemajuan digitalisasi, UKM membutuhkan karyawan
yang ahli dalam perangkat digital, analisis data, dan pemasaran
daring. Memberikan pelatihan di bidang-bidang ini memastikan
bahwa staf dapat secara efektif menggunakan teknologi untuk
meningkatkan operasi, keterlibatan pelanggan, dan pengambilan
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keputusan. Program yang menawarkan pelatihan keterampilan
digital, seperti platform e-learning yang didukung pemerintah
atau kemitraan dengan perusahaan teknologi, merupakan
sumber daya yang berharga bagi UKM yang ingin meningkatkan
keterampilan tenaga kerja mereka.

Manajemen yang efektif sangat penting untuk menetapkan
arah strategi, meningkatkan produktivitas tim, dan mendorong
pertumbuhan. UKM harus berinvestasi dalam program
pengembangan kepemimpinan bagi para manajer dan pemilik
bisnis mereka, yang menyediakan keterampilan dalam
perencanaan strategis, manajemen keuangan, dan manajemen
sumber daya manusia. Manajer yang terlatih secara baik dapat
membuat keputusan berdasarkan data, menyelesaikan masalah
operasional, dan membimbing perusahaan menuju sasarannya.

Untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja dan mengurangi
biaya, UKM dapat memperluas upaya perekrutan mereka ke luar
pusat kota besar. Mempekerjakan bakat dari kota-kota kecil dan
daerah perdesaan dapat membantu UKM memanfaatkan
beragam keahlian sekaligus berkontribusi pada ekonomi lokal.
Dengan menerapkan pengaturan kerja yang fleksibel, seperti
kerja jarak jauh atau model hibrida, UKM dapat menarik bakat
dari kelompok yang lebih luas, yang sangat berharga di bidang
seperti pemasaran digital dan dukungan pelanggan.
Pengembangan tenaga kerja tidak hanya meningkatkan
produktivitas UKM tetapi juga meningkatkan kepuasan dan
retensi karyawan. Dengan membekali tim mereka dengan
keterampilan yang relevan, UKM memosisikan diri untuk
pertumbuhan berkelanjutan dan menciptakan landasan bagi
inovasi.

Kesimpulan

Masa depan UKM baru di Indonesia dipenuhi dengan potensi
yang sangat besar sekaligus tantangan yang berat. Usaha Kecil
dan Menengah (UKM) memainkan peran penting dalam
perekonomian negara, memberikan kontribusi yang signifikan
terhadap PDB, lapangan kerja, dan pembangunan daerah. Pasar
Indonesia yang dinamis yang didorong oleh transformasi digital,

176 | Pemikiran 100 Ekonom Indonesia



dukungan pemerintah, dan populasi muda yang berjiwa
wirausaha, menyediakan lahan yang subur bagi pertumbuhan
dan inovasi UKM. Namun, untuk mewujudkan potensi ini,
diperlukan penanganan beberapa masalah mendesak yang dapat
menghambat kemajuan sektor ini.

Sebagaimana telah dibahas di atas, UKM baru di Indonesia
berada di persimpangan antara struktur ekonomi tradisional dan
kemajuan teknologi modern. Ekonomi digital telah mengubah
akses pasar, sehingga UKM dapat menjangkau khalayak yang
lebih luas melalui platform e-commerce, pembayaran digital, dan
media sosial. Pemerintah juga telah memperkenalkan kebijakan
dan program untuk mendorong pertumbuhan UKM, mulai dari
inisiatif dukungan finansial hingga reformasi regulasi dan upaya
pengembangan keterampilan. Selain itu, kebangkitan kelas
menengah dan pergeseran preferensi konsumen menciptakan
permintaan baru akan produk lokal, berkualitas tinggi, dan
berkelanjutan, yang membuka banyak peluang bagi UKM untuk
membedakan diri.

Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pembiayaan
terus menjadi kendala utama bagi UKM, khususnya dalam
mendapatkan pinjaman yang terjangkau dengan persyaratan
yang menguntungkan. Keterbatasan infrastruktur, khususnya di
daerah perdesaan dan terpencil, menghambat efisiensi logistik
dan konektivitas, sementara kompleksitas regulasi menambah
lapisan birokrasi yang dapat memperlambat pertumbuhan
bisnis. Lebih jauh lagi, kesenjangan keterampilan dalam literasi
digital, manajemen, dan bidang teknis menghambat kemampuan
UKM untuk sepenuhnya memanfaatkan peluang yang tersedia
dan mengadopsi teknologi baru.

Strategi kunci berikut telah diidentifikasi untuk mendukung
pertumbuhan berkelanjutan dan daya saing UKM baru di
Indonesia:

1. Adopsi Digital: Merangkul perangkat digital dan
membangun kehadiran daring yang kuat akan
memungkinkan UKM menjangkau pasar yang lebih luas,
meningkatkan efisiensi operasional, dan terlibat lebih efektif
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dengan pelanggan. Ini termasuk memanfaatkan platform e-
commerce, mengadopsi analisis data untuk wawasan bisnis,
dan memastikan aksesibilitas seluler.

2. Solusi Pembiayaan Inovatif- Untuk mengatasi kendala
keuangan, UKM harus mencari alternatif pembiayaan seperti
platform fintech, keuangan mikro, dan crowdfunding. Solusi
ini menawarkan persyaratan yang lebih fleksibel dan
hambatan masuk yang lebih rendah, sehingga UKM dapat
mengamankan modal untuk ekspansi dan inovasi.

3. Diferensiasi dan Inovasi Produk: Dengan berfokus pada
kualitas, keberlanjutan, dan ceruk pasar, UKM dapat
menonjol di pasar yang kompetitif. Mengembangkan produk
unik yang mencerminkan warisan Indonesia atau
menanggapi permintaan konsumen yang terus meningkat
akan barang ramah lingkungan dapat membantu UKM
membangun identitas merek yang kuat dan basis pelanggan
yang loyal.

4. Kemitraan Strategis: Membangun kemitraan dengan
perusahaan besar, asosiasi industri, dan badan pemerintah
dapat memberi UKM sumber daya, pengetahuan, dan akses
pasar yang berharga. Kolaborasi semacam itu juga membuka
peluang untuk proyek bersama, integrasi rantai pasokan,
dan pengembangan keterampilan.

5. Berinvestasi dalam Keterampilan Tenaga Kerja:
Meningkatkan keterampilan karyawan di berbagai bidang
seperti pemasaran digital, manajemen, dan analisis data
sangat penting bagi UKM agar tetap kompetitif. Investasi
dalam pengembangan tenaga kerja tidak hanya
meningkatkan produktivitas tetapi juga memungkinkan
UKM Dberadaptasi dengan kemajuan teknologi dan
memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang.

Keberhasilan UKM baru di Indonesia di masa mendatang
akan bergantung pada kemampuan mereka untuk beradaptasi,
berinovasi, dan beroperasi secara efisien dalam lanskap yang
semakin digital dan kompetitif. Pemerintah Indonesia, sektor
swasta, dan lembaga pendidikan harus bekerja sama untuk
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menciptakan lingkungan yang mendukung UKM agar dapat
berkembang. Investasi berkelanjutan dalam infrastruktur,
program literasi digital, dan proses regulasi yang disederhanakan
akan sangat membantu dalam mendukung UKM, khususnya di
daerah perdesaan dan daerah yang kurang terlayani.
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2.2.
Hilirisasi dan Persaingan Usaha

Eugenia Mardanugraha
Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 2024-2029

Dr. Eugenia Mardanugraha lahir di
Jakarta, 27 Februari 1975. Saat ini adalah
satu-satunya Perempuan Anggota Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 2024-
2029. Menamatkan S1 pada program studi
Statistika Institut Pertanian Bogor (1997).
S2 dan S3 pada program studi pascasarjana
IImu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Indonesia (FEB Ul), masing-
masing pada Tahun 1998 dan 2005.

Sejak Tahun 1999 menjadi dosen pada FEB
Ul, dan tahun 2000-2012, 2022-saat ini
menjadi staf peneliti pada Lembaga
Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat
(LPEM) FEB UL. Mesk/pun mengemban jabatan sebagai anggota KPPU,
sampai saat ini tetap aktif mengajar makroekonomi dan mata kuliah
lainnya yang terkait dengan persaingan usaha, di berbagai program studi
FEB Ul. Sejak Tahun 2024, mengajar juga pada Sekolah Tinggi Intelejen
Negara (STIN). Fokus penelitian dan penulisan yang dilakukan adalah untuk
topik perdagangan dan keuangan internasional, makroekonomi, dan
persaingan usaha.

Pendahuluan: Memasuki Era Hilirisasi

Hilirisasi adalah program utama Pemerintah Indonesia,
sehingga membentuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi.
Dalam waktu dekat, roadmap hilirisasi 28 Komoditas Unggulan
akan segera diluncurkan. Dua puluh delapan komoditas tersebut
meliputi:
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Tabel 1. Komoditas Hilirisasi

28 Komoditas Hilirisasi
1. Nikel 8. Aspal 15. Kayu Balok | 22. Pasir
2. Timah Buton 16. Getah Silika
3. Tembaga 9. Minyak Pinus 23. Mangan
4. Bauksit Bumi . 17. Udang 24. Kobalt
Lo 10. Gas Bumi | 18. Tuna 25. Logam
5. Besi Baja )
11. Sawit Cakalang Tanah
6. Emas
12. Kelapa Tongkol Jarang
Perak 13. Karet 19. Rajungan 26. Kakao
7. BatuBara | 14 Biofuel | 20. Rumput 27.Pala
Laut 28. Tilapia
21. Potensi
Lahan
Garam

Sumber:https://validnews.id/ekonomi/pemerintah-segera-luncurkan-
roadmap-hilirisasi-komoditas-unggulan

Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga sudah
memproyeksikan dampak ekonomi dari rencana hilirisasi 28
komoditas unggulan RI hingga tahun 2040. Di antaranya,
proyeksi realisasi investasi di Indonesia bisa mencapai US$ 618,1
miliar, nilai ekspor mencapai US$ 857,9 miliar, perolehan produk
domestik bruto (PDB) sebesar US$ 235,9 miliar, dan penyerapan
tenaga kerja 3.016.179 orang. Porsi hilirisasi mencapai 20 persen
dari total realisasi investasi. Sebelum pelarangan ekspor, nilai
ekspor nikel mencapai US$ 3 miliar, namun setelah dilarang
ekspor, posisi nilai tambah meningkat hingga lebih dari US$ 30
miliar. Dampak ekonomi dari hilirisasi nikel yakni nilai investasi
yang mencapai US$ 127,9 miliar pada 2023-2040. Pada periode
yang sama, peningkatan devisa bisa mencapai US$ 81 miliar,
dengan kontribusi terhadap PDB sebesar US$ 43,20 miliar dan
penyerapan tenaga kerja sebanyak 357.000 pekerja.2

2 Lihat https://wartaekonomi.co.id/read548381/kementerian-
investasi-kebut-roadmap-hilirisasi-ini-28-komoditasnya
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Pemerintah menerapkan kebijakan hilirisasi untuk
mendorong pengolahan bahan mentah di dalam negeri dan
menciptakan nilai tambah. Jika tidak diawasi dengan baik,
kebijakan ini dapat menciptakan monopoli alami di sektor hilir.
Karena itu, pemerintah harus memperkuat regulasi persaingan
usaha dan mendukung pelaku usaha kecil berpartisipasi dalam
proses hilirisasi. Hilirisasi dapat meningkatkan persaingan usaha
dengan menciptakan peluang baru di berbagai tahap pengolahan
dan distribusi produk. Hilirisasi dapat memberikan peluang bagi
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk masuk ke tahap
pengolahan lanjutan atau industri pendukung, seperti pemasok
bahan tambahan, logistik, dan kemasan. Hilirisasi membuka
ruang bagi UMKM untuk berperan dalam rantai pasok produk
jadi, sehingga jumlah pelaku usaha di industri tersebut
bertambah dan persaingan meningkat.

Hilirisasi dapat mendorong pelaku usaha untuk
meningkatkan efisiensi proses produksi demi menghasilkan
produk olahan yang lebih kompetitif. Dengan produk hilir yang
bernilai tambah tinggi, perusahaan memiliki peluang memasuki
pasar ekspor yang lebih luas. Pasar internasional ini lebih
kompetitif dan mendorong pelaku wusaha agar terus
meningkatkan daya saing produk mereka. Perusahaan dapat
menawarkan produk yang sesuai dengan standar global, yang
memperkuat daya saing di pasar internasional sekaligus
memperbesar persaingan usaha dalam negeri.

Hilirisasi membuka peluang kolaborasi antara perusahaan
besar dan usaha kecil menengah, misalnya dalam bentuk
kemitraan pemasok atau sub-kontrak untuk memenuhi berbagai
kebutuhan industri hilir. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem
industri yang lebih kuat dan kompetitif, di mana berbagai
perusahaan dapat saling mendukung namun tetap bersaing
dalam menawarkan inovasi dan kualitas produk. Hilirisasi
menciptakan lebih banyak tahapan dalam rantai pasok, mulai
dari pengolahan bahan mentah hingga produk jadi. Dengan
adanya lebih banyak tahapan ini, pelaku usaha dapat berfokus
pada tahap-tahap tertentu, seperti pengolahan, pemasaran, atau
distribusi. Hal ini menciptakan persaingan di setiap tahap rantai
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pasok, yang mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerja
dan efisiensi mereka agar tetap kompetitif. Hilirisasi mendorong
peningkatan kualitas produk lokal, karena produsen harus
memenuhi standar kualitas yang lebih tinggi, terutama untuk
produk yang akan diekspor atau yang bersaing dengan produk
impor. Dengan produk berkualitas yang lebih beragam,
konsumen memiliki lebih banyak pilihan, yang memacu
persaingan antarperusahaan untuk menawarkan produk dengan
nilai terbaik. Hilirisasi dapat memperkuat persaingan usaha
dengan meningkatkan jumlah pelaku usaha, memperluas variasi
produk, dan meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi.

Hilirisasi memainkan peran penting dalam mengurangi
hambatan masuk dan meningkatkan persaingan dalam industri
yang sangat terkonsentrasi. Dengan memfasilitasi masuknya
perusahaan baru ke pasar hilir, hal itu dapat menyebabkan
peningkatan output, harga yang lebih rendah, dan peningkatan
kesejahteraan konsumen. Hilirisasi dapat merangsang masuk
dengan menurunkan biaya yang terkait dengan partisipasi pasar,
seperti yang terlihat dalam konteks kontrak harga grosir yang
mempromosikan output agregat yang lebih tinggi dan surplus
konsumen (Milliou & Petrakis, 2024). Dalam beberapa kasus,
kehadiran broker data dapat mengurangi masuknya pasar yang
berlebihan dengan menciptakan hambatan yang disebabkan oleh
data, yang dapat menyebabkan persaingan yang lebih stabil
(Abrardi, et al, 2024). Hilirisasi menghasilkan peningkatan
persaingan, yang dapat menurunkan harga konsumen dan
mengurangi keuntungan bagi petahana, seperti yang ditetapkan
dalam teori ekonomi tradisional. Namun, dampaknya terhadap
laba dapat bervariasi; dalam skenario tertentu, entri dapat
meningkatkan keuntungan bagi petahana karena kondisi
permintaan asimetris (Yenipazarli, 2021). Pengurangan
hambatan peraturan telah terbukti secara signifikan
meningkatkan persaingan pasar dan produktivitas, sebagaimana
dibuktikan oleh pengalaman China (Jiang, et al., 2024).

Namun hilirisasi juga dapat menyebabkan perilaku
antipersaingan oleh beberapa perusahaan besar yang
memperkuat posisi dominan di pasar (Hunold & Schad, 2023).
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Perilaku antipersaingan antara lain adalah monopoli, integrasi
vertikal, merger dan akuisisi, dan penyalahgunaan posisi
dominan. Tulisan ini membahas risiko dari hilirisasi terhadap
persaingan usaha, dan memberikan rekomendasi untuk
meningkatkan pengawasan persaingan usaha, dalam rangka
menjamin kesuksesan hilirisasi meningkatkan kesejahteraan
bangsa.

Hilirisasi dan Monopoli

Monopolisasi dapat menjadi konsekuensi atau bahkan
penghalang dalam proses hilirisasi. Hilirisasi membutuhkan
investasi besar untuk membangun infrastruktur dan fasilitas
pengolahan, seperti pabrik dan teknologi pengolahan.
Perusahaan besar, dengan akses modal yang besar, lebih mampu
menguasai sektor hilir dibandingkan perusahaan kecil. Jika
hanya sedikit perusahaan besar yang beroperasi di sektor hilir,
mereka bisa menguasai sebagian besar rantai pasok, yang
berpotensi melakukan monopolisasi.

Dalam proses hilirisasi, industri hulu pada umumnya
dikuasai oleh perusahaan besar dan merekalah yang memiliki
kemampuan untuk membuat industri hilir. Sehingga perusahaan
kecil dan menengah kesulitan untuk masuk dan bersaing di
sektor hilir. Dominasi pemain besar ini bisa menciptakan
monopoli atau oligopoli, di mana hanya beberapa pemain yang
menguasai pasar. Monopolisasi sektor hilir dapat memengaruhi
harga produk jadi dan kualitas yang ditawarkan. Dalam proses
hilirisasi, produk olahan biasanya lebih mahal dibandingkan
bahan mentah karena prosesnya lebih kompleks. Jika pasar
dikuasai oleh sedikit perusahaan besar (monopoli atau oligopoli),
mereka bisa menetapkan harga yang lebih tinggi karena
kurangnya persaingan. Ini berdampak pada konsumen akhir dan
pada akhirnya melemahkan daya saing produk lokal di pasar
global, yang pada akhirnya tujuan dari hilirisasi untuk
meningkatkan nilai tambah ekspor tidak tercapai.

Monopoli di sektor hilir juga dapat menghambat proses
hilirisasi selanjutnya karena perusahaan yang menguasai pasar
merasa tidak perlu melakukan pengembangan lebih lanjut
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kemudian menghentikan investasi dalam teknologi baru. Ketika
pemain dominan merasa tidak terancam oleh pesaing, mereka
cenderung tidak berinovasi atau meningkatkan kapasitas
produksi. Hal ini bertentangan dengan tujuan hilirisasi, yang
seharusnya mendorong diversifikasi produk, peningkatan
kualitas, dan inovasi untuk menghadapi pasar yang lebih
kompetitif. Hilirisasi yang didominasi oleh sedikit perusahaan
besar dapat menyebabkan ketergantungan pasar terhadap
pasokan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Jika perusahaan-
perusahaan besar ini memiliki kendali penuh atas rantai pasok
dan distribusi, mereka dapat menentukan harga dan pasokan di
pasar hilir. Hilirisasi dapat membuka peluang pasar dan
menciptakan nilai tambah, namun juga memiliki potensi untuk
mendorong monopolisasi jika tidak ada upaya menjaga
persaingan sehat di sektor hilir. Maka regulasi dan pengawasan
terhadap praktik monopoli sangat penting agar hilirisasi dapat
berjalan optimal tanpa merugikan pelaku usaha kecil dan
konsumen.

Beberapa penelitian telah membuktikan fenomena ini, baik
untuk platform digital dan pasar tradisional. Merger vertikal
endogen menyebabkan monopolisasi lengkap, di mana monopoli
hilir =~ mengakuisisi semua  perusahaan hulu  untuk
memaksimalkan keuntungan (Atallah, 2007). Kendala kapasitas
di perusahaan hilir mengakibatkan merger vertikal yang
meningkatkan harga atau mengurangi output akhir, sehingga
memperumit peta persaingan (Higgins, 2009).

Platform digital dominan, seperti Amazon, bertindak sebagai
penjaga gerbang, mengendalikan akses ke pasar hilir sambil
bersaing dengan  produsen, sehingga  menyebabkan
berkurangnya persaingan dan harga yang lebih tinggi bagi
konsumen (Kang & Muir, 2022). Munculnya Big Data juga telah
mengubah persaingan, dengan perusahaan memanfaatkan data
untuk memperkuat posisi pasar mereka, meningkatkan
kekhawatiran tentang monopoli dalam industri berat data
(Howell, 2018). Monopoli mungkin dapat merampingkan operasi
dan berpotensi menurunkan harga, namun menyebabkan
berkurangnya persaingan, sehingga merugikan konsumen dalam
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jangka panjang. Keseimbangan antara efisiensi dan persaingan
menjadi area yang sangat penting bagi pengawasan
antimonopoli.

Hilirisasi dan Integrasi Vertikal

Integrasi vertikal dan hilirisasi saling terkait satu sama lain
dalam upaya menciptakan nilai tambah dan efisiensi produksi
melalui penguasaan proses dari hulu ke hilir. Hilirisasi
merupakan pengembangan industri pengolahan untuk
mengubah bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau
produk jadi. Integrasi vertikal terjadi ketika perusahaan
memutuskan untuk menguasai seluruh atau sebagian besar
rantai pasoknya, dari tahap produksi bahan mentah hingga
distribusi produk akhir. Integrasi vertikal memungkinkan
perusahaan mengendalikan lebih banyak tahapan dalam rantai
nilai, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi
ketergantungan pada pemasok eksternal, dan memastikan
pasokan bahan baku secara berkelanjutan.

Hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah dari bahan
mentah melalui pengolahan lanjutan, yang menghasilkan margin
keuntungan lebih tinggi dibandingkan hanya menjual bahan
mentah. Integrasi vertikal memungkinkan perusahaan
menangkap lebih banyak keuntungan di setiap tahap hilir,
sehingga meningkatkan keuntungan keseluruhan. Dengan
melakukan integrasi vertikal dalam proses hilirisasi, perusahaan
dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi
biaya transaksi antarperusahaan yang terjadi ketika tahapan-
tahapan dalam rantai pasok dipegang oleh berbagai entitas.
Perusahaan mengendalikan sepenuhnya biaya, kualitas, dan
waktu produksi, dan meminimalkan risiko gangguan pasokan
yang mungkin terjadi jika rantai pasok dikelola oleh pihak luar.

Hilirisasi memerlukan peningkatan kualitas dan spesifikasi
produk agar dapat bersaing di pasar. Perusahaan dapat lebih
fleksibel melakukan inovasi produk sesuai dengan permintaan
pasar atau tren terbaru, karena mereka memiliki kendali penuh
atas seluruh proses produksi dan pengolahan. Risiko fluktuasi
harga bahan baku bisa menjadi kendala bagi perusahaan
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pengolah dalam proses hilirisasi. Perusahaan terintegrasi
mengurangi ketergantungan pada pemasok eksternal sehingga
risiko fluktuasi harga bahan baku lebih terkendali.

Integrasi vertikal dan hilirisasi adalah pendekatan strategis
yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi rantai
pasokan dan posisi pasar mereka. Integrasi vertikal melibatkan
perusahaan yang memperluas operasinya baik di hulu (menuju
bahan baku) atau hilir (menuju konsumen akhir). Strategi ini
dapat mengarah pada alokasi sumber daya preferensial,
peningkatan inovasi, dan potensi kekuatan pasar, tetapi juga
membawa risiko dan konsekuensi yang tidak diinginkan.

Beberapa penelitian menemukan integrasi vertikal dalam
proses hilirisasi. Di industri film, integrasi vertikal antara
produser dan rantai teater menghasilkan alokasi layar
preferensial untuk film terintegrasi, terutama menguntungkan
judul populer. Perusahaan terintegrasi dapat menerima
perlakuan istimewa, mereka juga dapat mengalami efisiensi
ekonomi yang lebih rendah, seperti yang terlihat di industri film
di mana film terintegrasi menghasilkan pendapatan box office
yang lebih rendah (XIA & Chen, 2022). Pada industri chipset dan
smartphone, merger vertikal dapat meningkatkan tingkat inovasi
dengan memfasilitasi koordinasi investasi yang lebih baik antara
perusahaan hulu dan hilir (Yang, 2017). Integrasi hilir, seperti
produsen mode yang mengakuisisi gerai ritel, memungkinkan
kontrol yang lebih baik atas distribusi dan keterlibatan
pelanggan (Dumbrill & Wang, 2021). Integrasi vertikal dapat
menciptakan masalah penundaan, di mana pemasok terintegrasi
dapat mengeksploitasi posisi mereka untuk merugikan pesaing,
berpotensi menghambat persaingan dan inovasi (Allain, et al,,
2016).

Terlepas dari potensi keuntungan, integrasi vertikal dapat
menyebabkan kompleksitas yang mungkin tidak selalu
menghasilkan manfaat yang diharapkan, menekankan perlunya
perencanaan strategis yang cermat.
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Hilirisasi dan Posisi Dominan

Dalam implementasi program hilirisasi, terdapat risiko
penyalahgunaan posisi dominan, terutama oleh perusahaan
besar yang memiliki kendali atas sumber daya, infrastruktur,
atau rantai pasok. Perusahaan besar yang mendominasi sektor
hilir, dapat memanfaatkan posisinya untuk mengontrol pasar dan
menghalangi masuknya pesaing baru. Hal ini terjadi melalui
praktik seperti penguasaan akses bahan baku, pengaturan harga
yang tidak kompetitif, atau bahkan akuisisi perusahaan kecil.
Dengan begitu, perusahaan besar dapat mempertahankan
dominasinya dan mencegah persaingan yang sehat di sektor hilir.

Ketika perusahaan dengan posisi dominan mengontrol
hilirisasi, ada risiko mereka menetapkan harga yang terlalu tinggi
bagi konsumen, karena minimnya alternatif produk atau
pemasok. Hal ini bisa merugikan konsumen dan pasar domestik,
terutama bila produsen lokal yang lebih kecil tidak dapat
bersaing dalam harga atau kualitas produk. Perusahaan besar
dengan posisi dominan dapat menciptakan hambatan masuk bagi
UMKM yang ingin terlibat dalam hilirisasi. Perusahaan dominan
mungkin menggunakan kekuatan pasar mereka untuk menekan
harga bahan baku atau memaksakan syarat kontrak yang tidak
menguntungkan bagi pemasok kecil. Hal ini berpotensi
melemahkan daya saing pemasok lokal, terutama mereka yang
tergantung pada perusahaan besar dalam penjualan produk. Jika
perusahaan dominan tidak merasakan tekanan kompetisi,
mereka  kurang termotivasi untuk Dberinovasi atau
mengembangkan produk baru dalam hilirisasi. Minimnya
persaingan juga dapat memperlambat diversifikasi produk hilir,
yang seharusnya menjadi tujuan dari hilirisasi untuk
meningkatkan nilai tambah dan daya saing.

Hilirisasi berpotensi memperkuat posisi dominan pelaku
usaha besar. Hilirisasi memerlukan investasi besar, baik dalam
pembangunan pabrik, teknologi pengolahan, maupun rantai
distribusi. Pelaku usaha besar yang memiliki akses lebih luas
terhadap sumber daya modal, tenaga kerja, dan teknologi
cenderung lebih mudah melakukan hilirisasi dibandingkan usaha
kecil atau menengah. Kondisi ini dapat memperkuat posisi
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dominan mereka di pasar karena perusahaan besar mampu
menguasai lebih banyak tahapan dalam rantai pasok dari hulu
hingga hilir. Dalam proses hilirisasi, pelaku usaha yang mampu
berinvestasi pada teknologi canggih dapat menghasilkan produk
dengan nilai tambah lebih tinggi. Perusahaan besar dengan
sumber daya yang lebih banyak dapat berinvestasi dalam riset
dan pengembangan (R&D) untuk menciptakan produk-produk
unggulan. Hal ini semakin memperkuat posisi mereka karena
mereka dapat menawarkan produk berkualitas tinggi atau
dengan harga yang lebih kompetitif, yang sulit ditiru oleh
perusahaan yang lebih kecil.

Perusahaan besar mendapatkan keuntungan dari skala
ekonomi yang membuat biaya produksi per unit menjadi lebih
rendah seiring dengan meningkatnya volume produksi. Dalam
hilirisasi, skala ekonomi ini memungkinkan perusahaan besar
memproduksi produk hilir dengan biaya yang lebih rendah,
sehingga membuat mereka dapat bersaing lebih kuat di pasar.
Usaha kecil dan menengah yang tidak memiliki skala ekonomi
serupa cenderung sulit bersaing, sehingga posisi dominan pelaku
usaha besar semakin kokoh.

Hilirisasi tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan pasar
dalam negeri tetapi juga pasar global. Pelaku usaha besar
biasanya memiliki jaringan distribusi yang luas dan relasi bisnis
internasional yang mapan, sehingga lebih mudah menembus
pasar ekspor untuk produk olahan. Mereka juga memiliki akses
yang lebih baik ke mitra distribusi di dalam negeri, yang
memperkuat posisi dominan mereka karena mereka bisa
menguasai pasar dengan jaringan yang lebih luas.

Pelaku usaha besar yang menguasai sebagian besar rantai
pasok dari hulu ke hilir memiliki kendali yang lebih besar atas
harga dan pasokan produk. Dalam konteks hilirisasi, perusahaan
besar dapat menentukan harga produk olahan sesuai dengan
kepentingan mereka, yang pada akhirnya mempersempit ruang
gerak perusahaan lain. Pengendalian harga ini bisa memperkuat
posisi dominan mereka di pasar karena mereka dapat
menawarkan produk dengan harga yang kompetitif atau bahkan
mengendalikan pasokan di pasar tertentu.
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Hilirisasi yang dikuasai oleh segelintir pelaku usaha besar
dapat menciptakan kondisi monopoli atau oligopoli, di mana
hanya ada sedikit perusahaan yang menguasai pasar hilir.
Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha besar memiliki kekuatan
pasar yang lebih besar dan mampu mengatur persaingan di
pasar, membuat mereka sulit digoyahkan oleh pemain baru atau
usaha kecil dan menengah.

Hilirisasi memiliki potensi besar untuk memperkuat posisi
dominan pelaku usaha besar, terutama jika mereka memiliki
akses terhadap modal, teknologi, dan jaringan distribusi yang
luas. Maka penting bagi pemerintah memastikan adanya regulasi
persaingan usaha yang sehat agar hilirisasi tidak hanya
menguntungkan pelaku usaha besar, tetapi juga membuka
peluang bagi usaha kecil dan menengah untuk berkembang di
sektor hilir.

Hilirisasi dan Merger AKkuisisi

Hilirisasi berpotensi meningkatkan merger dan akuisisi baik
di industri hilir maupun hulu. Proses hilirisasi mendorong
perusahaan memperluas kontrol mereka atas rantai pasok,
merger dan akuisisi (M&A) menjadi salah satu strategi utama
yang digunakan. Dengan hilirisasi, perusahaan ingin
mengamankan pasokan bahan baku (di hulu) atau memperkuat
posisi mereka di pasar akhir (di hilir). Untuk mengurangi
ketergantungan pada pemasok eksternal dan menambah kendali,
perusahaan mungkin mengakuisisi atau bergabung dengan
perusahaan yang memiliki akses ke bahan mentah atau fasilitas
pengolahan di hilir. Perusahaan pertambangan mungkin
mengakuisisi smelter atau pabrik pemurnian untuk memastikan
pengolahan hasil tambang mereka secara domestik. Perusahaan
yang melakukan hilirisasi memerlukan teknologi atau sumber
daya baru untuk menghasilkan produk bernilai tambah. Hilirisasi
memunculkan kebutuhan untuk mengendalikan lebih banyak
bagian dari rantai pasok, sehingga perusahaan besar mungkin
akan mengakuisisi pesaing yang lebih kecil untuk memperkuat
posisinya di pasar dan mengurangi kompetisi.

Estafet Kepemimpinan Baru Menuju Akselerasi Ekonomi | 193



Merger dan akuisisi dapat meningkatkan skala ekonomi,
menekan biaya produksi, dan meningkatkan efisiensi
operasional. Merger dan akuisisi di sektor hilir membantu
perusahaan memenuhi persyaratan ini dengan lebih efisien,
sekaligus memperkuat daya saing di pasar global. Hilirisasi
meningkatkan insentif bagi perusahaan untuk mendiversifikasi
produk mereka melalui akuisisi perusahaan lain yang memiliki
produk atau teknologi komplementer untuk mengurangi
ketergantungan pada satu produk saja, yang dapat memberikan
stabilitas lebih besar dalam menghadapi fluktuasi harga atau
permintaan di pasar internasional.

Merger hilir dapat menyebabkan harga grosir yang lebih
rendah, yang dapat meningkatkan profitabilitas bagi entitas
gabungan, terutama ketika pasar hulu terkonsentrasi (Fauli-
Oller, etal., 2011). Merger semacam itu juga dapat meningkatkan
insentif bagi perusahaan hulu untuk berinvestasi dalam
penelitian dan pengembangan (R&D) yang mengurangi biaya,
semakin memperkuat posisi dominan perusahaan hilir yang
lebih besar.

Kerangka kerja peraturan memainkan peran penting dalam
mengelola dinamika persaingan antara pasar hulu dan hilir.
Hukum persaingan yang efektif dapat mengurangi risiko
dominasi pasar akibat hilirisasi (Milloy, et al., 2022). Hilirisasi
dapat meningkatkan posisi perusahaan besar, sehingga
menyebabkan berkurangnya persaingan dan harga yang lebih
tinggi bagi konsumen jika tidak diatur dengan benar. Dualitas ini
menyoroti  pentingnya menjaga keseimbangan antara
mendorong persaingan dan mencegah perilaku monopolistik.

Penutup: Penegakan Hukum Persaingan Usaha yang Lebih
Ketat pada Era Hilirisasi

Penegakan hukum persaingan usaha menjadi sangat penting
dalam proses hilirisasi. Mengapa? Karena hilirisasi melibatkan
perusahaan besar yang memiliki kendali signifikan terhadap
sumber daya, teknologi, dan infrastruktur yang penting untuk
mengembangkan produk bernilai tambah. Hilirisasi mendorong
perusahaan besar mengendalikan lebih banyak tahap dalam
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rantai pasok, dari bahan mentah hingga distribusi produk jadi.
Hilirisasi membatasi akses pasar bagi usaha mikro kecil dan
menengah (UMKM) serta menurunkan tingkat persaingan, yang
pada akhirnya merugikan konsumen dan perekonomian
nasional.

Dalam kondisi demikian, penegakan hukum persaingan
usaha dapat membantu memastikan bahwa UMKM memiliki
peluang yang adil untuk berpartisipasi dalam hilirisasi dan
mendapatkan akses yang setara ke bahan baku dan pasar. Dalam
lingkungan yang tidak diawasi secara ketat, perusahaan besar
yang terintegrasi vertikal bisa saja melakukan diskriminasi
harga, di mana harga bahan baku atau produk akhir berbeda
untuk pihak internal dan eksternal. Praktik semacam ini dapat
dicegah dengan penegakan hukum antimonopoli yang ketat.

Kebijakan antimonopoli harus beradaptasi dengan dinamika
ini, memastikan bahwa mereka tidak secara sengaja
menghambat persaingan atau inovasi sebagai respons terhadap
pelaku pasar baru (Gundlach, et al., 2019). Namun terdapat juga
pendapat bahwa tindakan antimonopoli yang terlalu ketat dapat
menghambat efisiensi dan inovasi pasar, sehingga pendekatan
untuk mendorong persaingan sambil memungkinkan merger dan
investasi strategis harus dilakukan secara seimbang.
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2.3.

Mendorong Kemitraan UMKM dalam
Integrasi Rantai Pasok Industri:
Sebuah Pekerjaan Rumah bagi
Pemerintah

Guntur Saragih
Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Guntur Syahputra Saragih, adalah
dosen UPN Veteran Jakarta, mengajar di
Fakultas Ekonomi dan Business di bidang
Menejemen Stratejik dan Pemasaran.
Bidang  riset  meliputi:  Business
Sustainability, Competition, dan Industri
Digital. Merupakan anggota Komite
Tanggung Jawab Platform Digital dalam
mendukung Jurnalisme Berkualitas
pada lembaga yang dibentuk oleh
Perpres 32 Tahun 2024 untuk
mendukung terwujudnya jurnalisme
berkualitas. Selain itu juga berpengalaman menjadi Komisioner di Komisi
Pengawas Persaingan Usaha Rl (KPPU), Menejemen Perusahaan nasional
maupun global dan Dosen di FE-UI, dan UPN Veteran

Memiliki konsen terhadap bidang Business Sustainability sebagai wujud
kepentingan publik. Baik Perusahaan digital, Perusahaan besar maupun
UMKM. Sustainability baik dalam hal bagaimana perusahan berkompetisi,
Perusahaan dalam hubungannnya dengan sosial lingkungan, dan eksistensi
UMKM sebagai wujud afirmasi.

Pendahuluan

Jargon keberpihakan terhadap UMKM sangat sering
didengungkan dari berbagai rezim pemerintahan. Kebijakan
terkait keberpihakan terhadap UMKM selalu masuk dalam Visi
Misi Calon Presiden maupun Calon Kepala Daerah. Berdasarkan
hal tersebut, seyogianya UMKM menjadi jauh lebih berkontribusi
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dalam perekonomian. Lebih jauh lagi, UMKM selalu disebutkan
akan ikut serta dalam rantai bisnis dengan menjadi bagian dari
pemasok supply chain di berbagai industri. Peraturan dari level
UU, Perpres sampai Perda telah digulirkan.

Oleh karena banyaknya kebijakan yang mendukung UMKM
tersebut, maka negara menugaskan Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) untuk melakukan pengawasan perihal tersebut.
Dalam UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM yang kemudian
dipertegas oleh UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, diatur
norma tentang larangan Pelaku Usaha besar memiliki dan atau
menguasai. Norma sanksi yang tertuang dalam UU juga sangat
tegas. Sanksi terberat ialah KPPU dapat merekomendasikan
penutupan izin usaha.

Keinginan melibatkan UMKM di sektor Industri merupakan
hal yang begitu besar, bahkan kebijakan tersebut pada dasarnya
dapat menciptakan disinsentif bagi investor, karena harus
menjalankan kegiatan kemitraan dengan UMKM meskipun hal
tersebut belum tentu kondusif dengan peningkatan daya saing
usaha. Bahkan, ketentuan kemitraan dengan UMKM menjadi
syarat bagi para pelaku usaha besar mendapatkan izin usaha,
seperti dalam industri perkebunan.

Bagi penulis, kebijakan keberpihakan terhadap UMKM tidak
serta merta diterima seutuhnya. Hal ini dikarenakan, setiap
kebijakan memiliki implikasi bagi pihak-pihak yang dikenai. Niat
baik mendukung UMKM harus diawasi dan dikritisi agar tujuan
yang dinginkan dapat tercapai, yaitu menciptakan kesejahteraan
UMKM, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dari sisi pelaku usaha besar dan industri, kebijakan dukungan
seperti ini juga memberikan level playing field yang sama antara
pelaku usaha yang patuh dengan yang tidak. Jangan sampai hal
tersebut mengganggu persaingan usaha yang pada akhirnya
membuat daya saing industri kita menurun.

Kemitraan UMKM dengan usaha besar seharusnya menjadi
instrumen yang meningkatkan daya saing bagi keduanya. Bagi
UMKM, hal itu merupakan ceruk pasar, sedangkan bagi usaha
besar itu akan menjadi pilihan dalam meningkatkan daya saing.
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Bukan barter terhadap regulator untuk dapat masuk ke pasar
Indonesia.

Praktik Integrasi Rantai Pasok

Kebijakan negara yang mendukung terjadinya kemitraan
UMKM dengan perusahaan besar pada hakikatnya bukanlah isu
baru. Ada berbagai macam varian program yang dapat dijadikan
pelajaran. Amerika serikat yang kita kenal dengan kebebasan
bagi setiap pelaku usaha untuk menjalankan usahanya, namun
turut serta juga mendukung UMKM-nya. Program tersebut
dikenal dengan Supplier Diversity.

Sejarah program Supplier Diversity dimulai sejak 1960-an
melalui transformasi undang-undang yang mendorong
pembangunan ekonomi inklusif. Dalam hal ini, perusahaan
didorong melakukan keberagaman pemasoknya dengan membeli
barang dan jasa dari bisnis yang dimiliki oleh kelompok yang
secara historis terpinggirkan. Pada tahun 1971, didirikan Dewan
Pembelian Minoritas Nasional, yang sekarang dikenal sebagai
Dewan Pengembangan Pemasok Minoritas Nasional (NMSDC),
yang memiliki jaringan luas yang mendukung dan memfasilitasi
integrasi bisnis milik minoritas ke dalam rantai pasokan
perusahaan dan sektor publik.

Tentu saja, kebijakan integrasi rantai pasok tidak hanya
dilakukan di Amerika serikat. Kebijakan ini juga diberlakukan
negara dengan variasi yang berbeda-beda. Program Keragaman
Pemasok mendapatkan daya tarik secara global, dengan berbagai
negara menerapkan inisiatif untuk mempromosikan inklusi
ekonomi dan mendukung kelompok yang kurang terwakili.
Berikut adalah beberapa contohnya: Australia menghubungkan
bisnis suku Aborigin agar menjadi supplier dalam pengadaan
pemerintah dan perusahaan. Hal yang sama dilakukan di Inggris,
Kanada; hanya saja di Kanada juga untuk mendukung veteran
dan penyandang disabilitas yang memiliki bisnis. Dukungan
untuk disabilitas ada juga di Brasil. Sedangkan China bertujuan
menumbuhkan lingkungan pengadaan yang inklusif, mendukung
bisnis minoritas dan milik wanita.
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Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Kebijakan Pro
terhadap UMKM agar masuk dalam rantai pasok industri telah
lama dipikirkan. Penulis mencatat beberapa kebijakan antara
lain: (I) UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, (ii) UU No. 20
Tahun 2008 tentang UMKM, (iii) Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
(iv) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 8 Tahun 2021
tentang Rantai Pasok. Dalam peraturan yang disebutkan terakhir,
usaha besar diminta memberi peluang kepada UMKM menjadi
bagian dari rantai pasok mereka, baik sebagai pemasok bahan
baku, distributor produk, maupun mitra dalam layanan
pendukung lainnya.

Model Dukungan Kebijakan

World Bank dalam laporan proyek di Vietnam menjelaskan
bahwa ada empat pilar dalam hal Implementasi Program
Dukungan Industri domestik terkait daya saing.

Gambar 1. Pilar Dukungan Industri Domestik
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clusters through public-
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universities.

Dalam Pilar 1, dibentuk komite antar-Kementerian yang
melibatkan keanggotaan sektor swasta, di mana komite ini
diberikan otonomi dan pengembangan kapasitas yang lebih
besar untuk memimpin pengembangan dukungan industri
domestik. Pilar 2, menghubungkan multinational enterprise
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dengan perusahaan lokal. Melalui wupaya ini, terjadi
pengembangan database pemasok nasional online berkualitas
tinggi. Cara ini membantu menumbuhkan hubungan produktif
antara potensi tinggi pemasok lokal dan investor asing baru.

Pilar 3 bertujuan merancang dan mengimplementasikan
pengembangan pemasok (SDP) yang didorong oleh permintaan
program untuk meningkatkan perusahaan lokal di sektor-sektor
utama dengan potensi keterkaitan yang signifikan. Program
tersebut meliput layanan konsultasi khusus, keterampilan
manajerial dan teknis, mesin peningkatan, dan memenuhi
standar dan sertifikasi tenaga kerja dan lingkungan. Pilar 4
mengatasi persoalan horizontal antara UMKM dengan
perusahaan multinasional dalam hal keterampilan, kemampuan
manajemen, inovasi, dan standar.

Keterkaitan Vertikal: Ini melibatkan UKM yang memasok
bahan baku, komponen, atau layanan ke perusahaan yang lebih
besar, atau perusahaan yang lebih besar yang menyediakan
produk jadi untuk UKM. Hal ini dapat membantu UKM
berintegrasi ke dalam rantai nilai global dan meningkatkan akses
pasar mereka. Hubungan Horizontal: Ini terjadi ketika UKM
berkolaborasi satu sama lain untuk berbagi sumber daya,
pengetahuan, dan peluang pasar. Hal ini dapat menyebabkan
peningkatan efisiensi dan daya saing. Keterkaitan Keuangan: Ini
termasuk akses ke keuangan dan investasi dari perusahaan
besar, yang dapat membantu UKM tumbuh dan memperluas
operasi mereka.

Tantangan Kemitraan UMKM

Kemitraan antara UMKM dengan Usaha besar
membutuhkan pengkondisian banyak hal. Bukan semata-mata
regulasi yang memberikan paksaan. Tantangan dalam berbagai
hal seperti gap teknologi, kapasitas produksi, permodalan,
kolaborasi sistem menejemen, Kkepercayaan bisnis, risiko
bermitra, harus mendapatkan perhatian agar kemitraan usaha
dapat sukses. Hubungan yang kuat dapat berkontribusi pada
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dengan menciptakan
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lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong
lingkungan bisnis yang lebih kompetitif.

Kebijakan dengan membuat aturan yang mewajibkan atau
yang mempersyaratkan kemitraan UMKM memang terlihat
sebagai bentuk kepedulian tinggi. Meskipun dalam
pelaksanaanya belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini
dapat terlihat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menargetkan pengembangan
UMKM pada 2024, antara lain rasio kewirausahaan nasional
sebesar 3,9 persen, kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 65
persen, proporsi UMKM yang menjalin kemitraan naik menjadi
11 persen dari sebelumnya hanya 4 persen. Rasio kredit UMKM
terhadap total kredit perbankan menjadi 22 persen.

Hussain (2000) dalam penelitian partnership UMKM
dengan usaha besar di Afrika menyebutkan tiga strategi
kebijakan pemerintah untuk mewujudkan partnership tersebut,
yakini: (i) memperluas layanan keuangan yang secara khusus
disesuaikan dengan  kebutuhan UKM, (ii) layanan teknis
pendukung, selain jasa keuangan, UKM membutuhkan berbagai
hal lainnya seperti layanan kontrak, menejemen dasar, dan lain-
lain, (iii) inisiatif untuk mempromosikan subkontrak. Subkontrak
merupakan faktor yang semakin penting dalam mempromosikan
keterkaitan dan meningkatkan daya saing bisnis.

Pelaksanaan Aturan yang Tidak Konsisten

Kenyataan bahwa keterkaitan UMKM dengan usaha besar
masih minim meskipun ada begitu banyak kebijakan yang
mendukung hal tersebut. Terlepas dari persoalan tidak
signifikannya dukungan langsung negara kepada UMKM agar
mampu bermitra. Negara harus konsekuen dengan kebijakan
dukungannya agar terjadi kemitraan usaha besar dengan UMKM.
Negara dituntut untuk tegas kepada pelaku usaha besar yang
tidak menjalankan amanah regulasi.

Sebagai contoh, cara pandang yang berbeda dalam
Kewajiban Fasilitasi Perkebunan Rakyat. Meskipun UU yang
mengatur kewajiban tersebut sudah ada sejak 2014, namun
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negara abai untuk melakukan aturan turunan yang lebih
operasional. Padahal, dalam UU penguatan kemitraan sudah
dengan tegas diatur. Normanya adalah “Setiap perusahaan
perkebunan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat
sekitar paling rendah seluas 20 persen dari total luas areal kebun
yang diusahakan, seperti diatur dalam Pasal 58, Pasal 59 dan
Pasal 60. Pembangunan kebun sawit bagi masyarakat
sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi
hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Kewajiban
memfasilitasi pembangunan kebun tersebut harus dilaksanakan
dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Hak Guna
Usaha diberikan dan harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya”.

Bukannya dilakukan upaya agar para petani UMKM dapat
mampu menjadi bagian dari produksi sawit, justru negara
menganulir aturan dalam UU dengan mengeluarkan Permentan
Nomor 26/2007 yang memberikan relaksasi bagi kewajiban
dalam UU. Aturan Permentan Nomor 98/2013, Pasal 60 ayat (1)
menyebutkan bahwa ketentuan kewajiban memfasilitasi
pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20 persen dari
luas IUP-B atau IUP tidak berlaku bagi perusahaan perkebunan
yang telah melaksanakan pola kemitraan seperti Perkebunan Inti
Rakyat (PIR) yakni PIR-BUN, PIR Trans, PIR KKPA, atau pola
perkebunan inti plasma lainnya.

Regulasi Kemitraan dalam Angka

Isu UMKM merupakan hal yang sangat strategis, akibatnya
isu ini akan dimunculkan dalam kontestasi politik demi
mendapatkan suara. Oleh karena itu, janji menelurkan aturan
yang berpihak kepada UMKM marak dikeluarkan. Salah satu
contoh regulasi (Perda) DKI Nomor 20 tentang Perpasaran yang
mewajibkan pengusaha ritel memberikan ruang efektif sebesar
20 persen secara gratis untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah atau UMKM.

Selain itu, ada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23
Tahun 2021, dalam Pasal 7 yang menyatakan, toko swalayan atau
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peretail modern menyediakan ruang usaha atau ruang promosi
bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebanyak 30
persen dari total luas area pusat perbelanjaan. Aturan mengenai
angka-angka juga terdapat dalam Undang-Undang (UU) Nomor
39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang mewajibkan setiap
perusahaan perkebunan memfasilitasi pembangunan kebun
masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 persen dari total luas
areal kebun yang diusahakan.

Kebijakan terkait angka mencerminkan bentuk afirmasi
terhadap UMKM dengan standardisasi kompleksitas. Kalau tidak
hati-hati, kebijakan seperti ini justru menjerumuskan UMKM itu
sendiri. Hal ini dikarenakan UMKM merasa melalui kebijakan
tersebut, la merasa mendapat keuntungan untuk dapat masuk ke
pasar. Padahal, ia hanya jadi bagian angka-angka yang
ditargetkan negara dan perusahaan besar untuk memenuhi
aturan regulasi.

Penutup

Segala bentuk dukungan terhadap UMKM agar dapat ikut
serta dalam intergrasi supply chain pada dasarnya harus
dikembalikan pada keputusan bisnis. Artinya, UMKM harus dapat
dikondisikan sebagai entitas yang fit dengan lingkungan bisnis di
mana ia akan masuk. Belajar dari Vietnam, yang mampu
menciptakan integrasi UMKM dengan industri besar dilakukan
tidak hanya dalam batas regulasi yang sifatnya memaksa. Namun
lebih jauh daripada itu, UMKM harus didukung dengan
pengondisian agar ia secara bisnis dapat bermitra.

Menciptakan kemitraan bukan soal bagaimana pemerintah
menggunakan kuasa untuk mewujdukan agenda politik atau
janjinya kepada konstituen. Dukungan haruslah dalam bentuk
nyata, melibatkan banyak faktor, membutuhkan waktu panjang.
Setelah semua hal tersebut terjadi, langkah berikutnya adalah
penerapan hukum yang konsekuen. Agar pelaku usaha besar
yang dianggap abai mendapatkan sanksi, serta perusahaan besar
yang dianggap berjalan mendapatkan apresiasi.
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2.4.

Kolaborasi dan Digitalisasi Program
Makan Bergizi Gratis

Izzudin Al Farras Adha
Peneliti INDEF

Izzudin Al Farras Adha adalah peneliti di Institute

h for Development of Economics and Finance
- l (INDEF), sebuah lembaga think-tank di bidang
: ekonomi dan keuangan yang berbasis di Jakarta.

Farras meraih gelar Master pada Urban Economic
Development dari University College London
(UCL), Inggris, dimana ia merupakan penerima
Beasiswa LPDP dari Pemerintah Indonesia,
dengan tesisnya terkait Inovasi dan Ketimpangan
di India pada tingkat lokal dan nasional. Dirinya
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada limu Ekonomi Islam dari Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

la bekerja dengan pemerintah, sektor swasta, dan mitra internasional
untuk mereformasi kebijakan ekonomi demi kepentingan publik. Sementara
itu, dirinya juga pernah menjabat sebagai konsultan dan staf ahli di
beberapa lembaga, diantaranya Kementerian PPN/BAPPENAS serta Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD Rl). Minat penelitiannya
mencakup pembangunan ekonomi regional, ekonomi digital, dan Usaha
Kecil Menengah (UKM).

Prabowo Subianto, Presiden ke-8 Republik Indonesia,
memiliki salah satu program unggulan bernama Makan Bergizi
Gratis (MBG). Program ini bertujuan meningkatkan kualitas
sumber daya manusia melalui pemberian makanan dan minuman
bergizi secara gratis. Pemerintahan periode 2024-2029 ini
berharap seluruh target tersebut dapat membuat Indonesia
memanfaatkan bonus demografi secara optimal sehingga mampu
mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Pasalnya, Visi Indonesia
Emas 2045 telah tertuang dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2024-2045
dengan target utama menjadikan Indonesia sebagai negara maju
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pada satu abad kemerdekaan tahun 2045 mendatang. Dengan
demikian, program MBG ini merupakan salah satu ikhtiar untuk
mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Program MBG dirancang untuk dilaksanakan secara
bertahap kepada total penerima manfaat sebanyak 82 juta orang
pada akhir periode pemerintahan. Menurut dokumen Tim
Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, 82 juta orang tersebut
terdiri dari 44 juta anak usia sekolah, 4 juta santri, 30 juta balita,
dan 4 juta ibu hamil, dengan perluasan cakupan secara bertahap
setiap tahun mulai awal Januari 2025 hingga tahun 2029
mendatang. Secara spesifik, dokumen tersebut menyebut bahwa
44 juta anak usia sekolah tersebut bersekolah di 439.000 sekolah
dan perlu dilayani oleh 48.000 dapur atau unit pelayanan.
Adapun cakupan program MBG diharapkan dapat memberikan
makan siang harian kepada siswa Prasekolah, Sekolah Dasar
(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas
(SMA), dan Pesantren. Program ini diproyeksikan membutuhkan
karbohidrat setara 1,9 juta ton beras, protein setara 5,6 juta ton
daging serta telur ayam, sebanyak 3,3 juta ton buah, dan 1,8 juta
ton sayuran per tahun. Dalam hal ini, pemerintah harus
memastikan agar bahan pangan dengan gizi yang cukup untuk
penyediaan makanan dan minuman pada program MBG dapat
terpenuhi dengan baik kepada seluruh target penerima manfaat.

Tiga Tantangan Pelaksanaan MBG

Pelaksanaan program MBG harus mengantisipasi berbagai
kemungkinan tantangan yang akan dihadapi ke depan.
Pengalaman 134 negara yang melaksanakan program pemberian
makanan di sekolah menunjukkan bahwa setidaknya terdapat
tiga tantangan implementasi program di lapangan, yakni (i)
keterbatasan sumber daya, (ii) anggaran, serta (ii)
mismanajemen dan korupsi (GCNF, 2022).

Pertama, ketersediaan sumber daya berupa bahan pangan
dari dalam negeri harus diperhatikan secara seksama. Sebab,
ketiadaan atau kekurangan bahan makanan dan/atau minuman
hasil produksi dalam negeri berarti membuat pemerintah harus
mengimpor dari luar negeri. Pada konteks ini, INDEF melakukan
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perhitungan dampak ekonomi program MBG pada tahun 2025
berdasarkan hasil analisis model Computable General Equilibrium
(CGE) dengan memanfaatkan Tabel Inter Regional Input Output
(IRIO). Hasil analisis menyatakan bahwa komponen net ekspor
akan menjadi negatif karena program MBG berpotensi
meningkatkan impor (0,24 persen) yang lebih besar dari
peningkatan ekspor (0,13 persen) (INDEF, 2024). Pemerintah
juga telah menyatakan bahwa Indonesia akan melakukan impor
sapi sebanyak satu juta ton pada 2025-2029 yang di antaranya
dalam rangka memenuhi kebutuhan daging dan susu untuk
program MBG (CNN Indonesia, 2024). Oleh karena itu,
pemerintah mesti memastikan bahwa program MBG harus
mendukung  kinerja  perdagangan  nasional melalui
pemberdayaan petani, peternak, dan nelayan lokal sehingga
tingkat impor dapat ditekan.

Tantangan kedua adalah ketersediaan anggaran untuk
memenuhi target penyediaan MBG bagi 82 juta orang di seluruh
Indonesia. Pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp 71
triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Tahun Anggaran 2025. Anggaran tersebut ditujukan untuk biaya
makanan, distribusi (safe guarding), dan operasional lembaga
yang menangani Program MBG. Selain itu, APBN 2025 juga telah
menetapkan prioritas penerima manfaat MBG, yakni peserta
didik di kabupaten/kota dengan kasus stunting dan tingkat
kemiskinan yang tinggi serta daerah yang telah memiliki
kesiapan fasilitas sarana dan prasarana untuk menjalankan
program. Ruang lingkup penerima MBG tahun 2025 yang
211elative terbatas tersebut merupakan 211elativ awal menuju
perluasan cakupan penerima manfaat pada tahun-tahun
berikutnya. Konsekuensinya ialah penambahan anggaran yang
lebih besar pada tahun-tahun selanjutnya. Oleh karena itu,
pemerintah harus memiliki perencanaan kebijakan fiskal yang
stratejik karena anggaran MBG tentu akan mengurangi prioritas
anggaran untuk program lainnya hingga tahun 2029.

Tantangan ketiga perihal tata kelola dan manajemen
program. Pengawasan ketat terhadap implementasi program
merupakan sebuah hal yang mutlak karena anggaran besar
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dengan target penerima manfaat yang luas membuka peluang
terjadinya korupsi. Satu di antara potensi mismanajemen dan
korupsi termasuk nilai makanan dan minuman yang tiba di
penerima manfaat tidak sebanding dengan nilai yang
dianggarkan.  Implikasinya, = penerima  manfaat tidak
mendapatkan hak sebagaimana mestinya, misalnya dengan
kandungan gizi yang tidak memadai, jumlah kotak makanan yang
tidak sesuai, atau bahkan makanan tersebut sampai membuat
keracunan. Contoh mismanajemen lainnya adalah
inkompetennya pemberi jasa yang terlibat dalam program MBG
sehingga menimbulkan kerugian yang bersifat materiil maupun
212elative212n212. Oleh karena itu, pemerintah wajib memiliki
mekanisme pemantauan dan evaluasi, misalnya melalui
pengecekan langsung ke sekolah secara berkala, sehingga
pelaksana program senantiasa menjaga kualitas pelaksanaan
program MBG sehari-hari.

Kolaborasi dan Digitalisasi

Pemerintahan Prabowo memiliki kewajiban untuk
mengantisipasi ketiga tantangan di atas karena program ini
merupakan salah satu program andalan yang selalu menjadi
sorotan publik. Terlebih, program dengan harapan dapat
memberi manfaat sebanyak 82 juta orang di seluruh wilayah
Indonesia, sebuah negara kepulauan dengan variasi geografis
yang kompleks, merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Dalam
hal ini, kolaborasi berbagai elemen tak dapat terelakkan untuk
menyukseskan berjalannya program MBG dalam lima tahun
mendatang.

Salah satu opsi kolaborasi implementasi program MBG
adalah bersama dengan sektor swasta. Sebanyak 86 persen
negara-negara di Eropa, Asia Tengah, dan Amerika Utara
melibatkan dunia usaha dalam pelaksanaan pemberian makanan
di sekolah. Sebanyak 82 persen negara-negara di Timur Tengah
dan Afrika Utara yang mempunyai program pemberian makanan
di sekolah juga mengikutsertakan pelaku bisnis dalam
penyelenggaraan program. Kolaborasi terbanyak dari sektor
swasta adalah dalam bentuk transportasi, dengan angka sekitar
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75 persen negara dunia yang mempunyai program pemberian
makanan di sekolah, untuk melakukan distribusi ke tempat
konsumsi para penerima manfaat program (GCNF, 2022).

Pada konteks Indonesia, Prabowo telah meminta salah satu
213elative213n di industri digital untuk melaksanakan uji coba
program MBG di berbagai kota/kabupaten sejak beberapa bulan
sebelum pelantikannya pada 20 Oktober 2024. INDEF berupaya
menganalisis pengaruh hasil uji coba program MBG pada 10
kota/kabupaten terhadap kesejahteraan pelaku UMKM dan mitra
pengemudi pada 213elative213n ride-hailing tersebut yang
terlibat uji coba program. Hasil 213elati kepada UMKM yang
terlibat uji coba program MBG menyatakan bahwa rata-rata
penambahan tenaga kerja pada UMKM tersebut adalah sejumlah
tiga orang dengan adanya peningkatan rata-rata pendapatan
bersih per bulan sebesar 33,68 persen. Selain itu, mitra
pengemudi turut merasakan pengaruh positif dari uji coba
program MBG. Hasil 213elati kepada mitra pengemudi tersebut
menyatakan rata-rata peningkatan pendapatan bersih yang
mereka terima adalah sebesar 17 persen per hari dengan adanya
tambahan dua pemesanan/order per hari (INDEF, 2024). Sebagai
catatan, hal ini baru mencakup kolaborasi dengan satu pelaku
usaha di industri digital dengan ruang lingkup yang terbatas pada
uji coba tersebut. Artinya, ketika pemerintah membuka ruang
kolaborasi, di antaranya dengan dunia usaha, manfaat
pelaksanaan program MBG berpeluang memberikan efek
pengganda yang semakin besar karena melibatkan banyak pihak.

Selain pada aspek transportasi, sejumlah 213elative213n
teknologi juga bisa terlibat pada seluruh tahapan program MBG
lainnya. Pertama, 213elative213n teknologi yang bergerak di
sektor pertanian dan perikanan, misalnya Agritech dan Aquatech,
dapat bersinergi untuk meningkatkan produksi pangan lokal.
Kerja sama antara 213elative213n teknologi tersebut dengan
para petani atau nelayan dapat meningkatkan hasil pangan untuk
penyediaan bahan pangan MBG karena bisa diproduksi secara
lebih efisien. Selanjutnya, 213elative213n teknologi yang
bergerak di bidang kuliner, misalnya Cloud Kitchen, dapat turut
serta dalam program MBG karena selama ini telah memiliki peran
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dalam penyediaan makanan dan minuman kepada masyarakat
luas. Artinya, manfaat tersebut dapat semakin diperluas pula
kepada target penerima manfaat MBG. Berikutnya,
214elative214n teknologi pengemasan juga dapat berkontribusi
pada program MBG karena makanan harus dikemas dengan baik
sehingga makanan dapat terjaga kebersihan dan higienitasnya
ketika hendak dikonsumsi oleh penerima manfaat MBG. Selain
itu, 214elative214n teknologi persampahan juga dapat ikut serta
dalam program MBG karena sampah dan limbah hasil makanan
serta minuman yang dikonsumsi oleh penerima manfaat harus
dapat didaur ulang sehingga tetap bisa menjaga kelestarian
lingkungan sekitar.

Kolaborasi dengan 214elative214n teknologi dapat
membuat implementasi program berlangsung secara efisien
karena mereka sudah memiliki sistem yang selama ini teruji,
termasuk dalam aspek monitoring dan evaluasi. Simbiosis
mutualisme tersebut harus dioptimalkan agar perluasan
program dalam lima tahun ke depan dapat berjalan dengan
214elati. Salah satu 214elativ optimalisasi tersebut adalah data
dan informasi yang didapatkan dari sinergi tersebut harus dapat
dimanfaatkan oleh pemerintah untuk perbaikan dan
penyempurnaan implementasi program. Pada sisi lain,
pemerintah juga dapat membangun sistem informasi yang
terintegrasi dan transparan dalam pelaksanaan dan pemantauan
implementasi program MBG sehingga publik turut dapat
mencermati dan memberi masukan. Oleh karena itu, sinergi
antara pemerintah, industri digital, UMKM, dan publik secara
umum mesti diarahkan pada semangat gotong royong dan dalam
kerangka yang konstruktif.

Dalam hal ini, pemerintah tentu harus mencermati bahwa
kolaborasi dengan 214elative214n teknologi dapat terjadi
khususnya pada daerah perkotaan di Tier 1 dan Tier 2. Pasalnya,
jangkauan digitalisasi masih 214elative terbatas pada daerah
perdesaan, apalagi pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar
(3T). Pada daerah-daerah tersebut, pemerintah dapat
berkolaborasi dengan pihak-pihak lain yang memiliki kapasitas
untuk menjangkaunya. Selain itu, kolaborasi dengan aktor lain,

214 | Pemikiran 100 Ekonom Indonesia



misalnya lembaga swadaya masyarakat (LSM), juga dapat
dilakukan untuk membantu pelaksanaan atau pengawasan
program MBG di lapangan.

Pada akhirnya, pelaksanaan MBG secara umum di berbagai
belahan dunia sudah terbukti memberikan dampak positif
terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Namun, dampak
positif tersebut harus disertai dengan perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan yang baik
pula. Penguatan tata kelola tersebut tentu agar dapat
mengantisipasi berbagai tantangan di atas, yakni keterbatasan
sumber daya dan anggaran serta mismanajemen dan korupsi.
Oleh karena itu, implementasi program MBG mutlak
dilaksanakan berkolaborasi dengan berbagai pihak melalui
digitalisasi sehingga cita-cita peningkatan kualitas SDM dan Visi
Indonesia Emas 2045 dapat tercapai.
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2.5.
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China Perlu Penyesuaian Arah

Moch Faisal Karim
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Internasional

Moch Faisal Karim adalah seorang dosen
senior yang mengkhususkan diri dalam
Ekonomi Politik Internasional di Universitas
Islam Internasional Indonesia dan saat ini
menjadi Visiting Senior Fellow di Fakultas Seni
dan Ilmu Sosial, National University of
Singapore (NUS). Penelitian dan publikasinya
berfokus pada perdagangan, kebijakan
ekonomi, dan integrasi regional, dengan
penekanan khusus pada dinamika politik dan
ekonomi di Asia Tenggara. Sebagai penulis
dari berbagai artikel yang telah ditinjau
sejawat dan buku Indonesia’s Regional and
Global Engagement: Role Theory and State Transformation in Foreign Policy
(Routledge, 2023), ia mengeksplorasi transformasi negara dan interaksi
antara kekuatan ekonomi lokal dan global. Dengan gelar Ph.D. dari
University of Warwick, Dr. Karim memadukan ketelitian akademik dengan
komitmen untuk memperdalam pemahaman tentang tren ekonomi global
dan dampaknya terhadap kawasan.

Pada Oktober 2024, Kementerian Komunikasi dan
Informatika Indonesia meminta Apple dan Google untuk
memblokir akses ke Temu, sebuah aplikasi e-commerce asal
China. Langkah ini bertujuan melindungi usaha kecil dan
menengah lokal dari serbuan platform direct-to-consumer asing
yang merendahkan harga pasar domestik.

Kekhawatiran terkait arus barang China meningkat sejak
Perjanjian Perdagangan Bebas China-ASEAN diberlakukan.
Namun, defisit perdagangan Indonesia dengan China sebagian

Estafet Kepemimpinan Baru Menuju Akselerasi Ekonomi | 217



besar disebabkan oleh impor skala besar, termasuk peralatan
telekomunikasi, mesin, dan infrastruktur pembangkit listrik
untuk proyek pembangunan besar. Meski impor ritel kecil
melalui platform seperti Temu memiliki dampak terbatas secara
relatif, dominasi produk China berbiaya rendah di Indonesia
memperkuat persepsi publik terhadap kerentanan ekonomi
negara ini dan menyoroti meningkatnya defisit perdagangan
dalam diskusi publik.

Pemerintah Indonesia secara terbuka mempertimbangkan
tarif perdagangan hingga 200 persen pada impor dari China pada
Juli 2024 untuk tekstil, elektronik, dan kosmetik. Usulan Menteri
Perdagangan saat itu, Zulkifli Hasan, menganggap peningkatan
tarif ini sebagai tameng penting dari serbuan barang konsumsi
impor yang mengancam industri dalam negeri.

Namun, langkah-langkah protektif ini mencerminkan reaksi
terhadap tekanan ekonomi yang lebih dalam. Indonesia
mengalami lima bulan berturut-turut deflasi—Mei hingga
September 2024—mengonfirmasi kekhawatiran terhadap
melemahnya daya beli di kalangan masyarakat berpenghasilan
menengah ke bawah. Konsumen semakin mengarahkan
pengeluaran mereka pada kebutuhan pokok seperti sembako
sambil mengurangi pembelian barang sekunder. Deflasi ini
sebagian disebabkan oleh penurunan harga komoditas, terutama
pangan, berkat panen melimpah dan suplai yang meningkat,
kemungkinan didukung oleh intervensi pemerintah untuk
stabilisasi harga pangan.

Sementara itu, beberapa asosiasi industri, terutama di
sektor petrokimia dan baja, memperingatkan adanya potensi
PHK pada akhir 2024 karena meningkatnya persaingan dari
impor China. Meskipun pertumbuhan dan tingkat pengangguran
keseluruhan tetap relatif stabil, penurunan penjualan di sektor
tertentu serta persaingan yang meningkat menimbulkan
kekhawatiran akan pemutusan hubungan kerja. Beberapa
produsen baja domestik melaporkan penurunan penjualan
hingga 20 persen.
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Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia
mencatat bahwa tingkat utilisasi petrokimia turun menjadi
sekitar 50 persen. Para pemimpin industri mendesak pemerintah
untuk memperkuat perlindungan bagi produsen lokal karena
mereka percaya bahwa lemahnya daya beli konsumen semakin
membebani sektor ini.

Perdebatan publik ini memunculkan pertanyaan penting
tentang strategi perdagangan dan investasi Indonesia, fokus
industrinya, serta ketergantungan yang besar pada investasi
China di sektor pertambangan. Narasi saling menguntungkan
dalam hubungan Indonesia - China, terutama keyakinan bahwa
investasi China selalu mendukung ambisi industri Indonesia, kini
semakin dipertanyakan.

Indonesia mencatat defisit perdagangan yang terus-
menerus dengan China dari 2014 hingga 2024, terutama akibat
volume impor yang tinggi. Namun, defisit ini mulai menyempit
seiring lonjakan ekspor Indonesia, terutama di sektor
pertambangan. Meski Jakarta telah menerapkan larangan ekspor
untuk mendorong pengolahan hilir besi dan nikel, ekspor
Indonesia ke China meningkat dengan lebih banyak produk
berbasis bijih. Sebagian besar output ini tetap diarahkan untuk
memenuhi permintaan pasar China terhadap bahan mentah yang
terus meningkat.

Investasi China terkonsentrasi di sektor logam dan
pertambangan, mencapai USD 12,8 miliar (41 persen dari
seluruh investasi China). Ini diikuti oleh sektor transportasi,
pergudangan, dan telekomunikasi sebesar USD 7,9 miliar (26
persen), serta sebagian kecil di utilitas dan kimia. Meski
memperkuat kapasitas ekspor Indonesia, investasi-investasi ini
fokus pada pemenuhan permintaan China Kketimbang
memperluas diversifikasi industri.

Fokus pada pertambangan dan ekspor bahan mentah telah
menutupi tantangan yang dihadapi oleh industri seperti tekstil,
elektronik, dan petrokimia, yang kesulitan bersaing dengan
produk murah asal China.
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Trajektori ekonomi saat ini dengan China menyoroti
kebutuhan Indonesia untuk menyeimbangkan keterlibatan
ekonominya dengan keprihatinan publik yang semakin
meningkat tentang pertumbuhan yang inklusif. Indonesia harus
mengadopsi pendekatan yang lebih holistik yang terus
memanfaatkan sumber daya strategis sembari melindungi
sektor-sektor rentan agar tidak menjadi korban dalam kemitraan
ekonomi yang luas ini.

Presiden Indonesia Prabowo Subianto perlu mengalibrasi
ulang strategi ekonomi negara terhadap China. Ia harus
mempertahankan dialog diplomatik tingkat tinggi dengan China
untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak
menimbulkan reaksi balasan atau konflik dengan norma
internasional seperti aturan nondiskriminasi dari Organisasi
Perdagangan Dunia (WTO). Meski pemberlakuan tarif tampak
sebagai solusi langsung untuk melindungi pasar domestik,
langkah ini dapat dipandang bahwa Indonesia mundur dari
komitmennya terhadap tatanan berbasis aturan internasional.

Indonesia juga harus mendefinisikan ulang pendekatannya
terhadap investasi China. Fokus kebijakan perlu diperluas
melampaui distribusi dividen yang tidak merata terkait ekstraksi
sumber daya dan bekerja untuk merevitalisasi sektor lain,
terutama manufaktur yang mengalami penurunan pentingnya
dalam perekonomian.

Prabowo harus memprioritaskan penanganan tantangan
internal yang melemahkan daya saing industri padat karya.
Penurunan relatif manufaktur Indonesia dalam tekstil, pakaian,
dan alas kaki yang pernah berjaya pada 1980-an dan 1990-an,
disebabkan oleh biaya logistik yang tinggi, infrastruktur ekspor
yang kurang memadai, biaya tenaga kerja yang meningkat, dan
produktivitas yang rendah.

Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan integrasi dengan
rantai pasok global, menyederhanakan perizinan usaha,
memperkuat kerangka regulasi, dan mengatasi inkonsistensi
kebijakan untuk membalikkan tren ini. Jakarta dapat
mendiversifikasi hubungan ekonominya dan mengurangi
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ketergantungannya kepada China dengan memastikan distribusi
pendapatan Indonesia dari sumber daya yang lebih merata
sebagai solusi terhadap kekhawatiran publik. Rekalibrasi
hubungan Indonesia dengan China dapat memprioritaskan
industri tanpa mengorbankan kesejahteraan konsumen melalui
langkah-langkah proteksionis.

Hal penting dalam upaya mengurangi ketergantungan
adalah melihat peran China dalam proses hilirisasi Indonesia.
Untuk memahami tantangan ini secara lebih komprehensif,
penting menyoroti dampak investasi China, terutama di sektor
pertambangan, terhadap perekonomian Indonesia. Di satu sisi,
Prabowo diharapkan memprioritaskan kebijakan yang
memperkuat daya saing sektor manufaktur dan mengurangi
ketergantungan ekonomi kepada China. Di sisi lain, fokus juga
perlu diarahkan ke sektor-sektor yang menerima aliran investasi
besar dari China, seperti pertambangan nikel, untuk memastikan
manfaatnya terdistribusi secara lebih merata dan mendukung
perekonomian dalam jangka panjang.

Bagaimana Investasi China Mendongkrak Sektor
Pertambangan Indonesia

Salah satu aspek kritis dari hubungan Indonesia dan China
adalah ketergantungan Indonesia terhadap China dalam konteks
upaya hilirisasi sektor nikel. Secara kasatmata, investasi ini
tampak memperkuat kemampuan ekspor Indonesia, terutama di
sektor pertambangan. Namun, jika ditelaah lebih dalam, manfaat
dari investasi ini cenderung terkonsentrasi di segelintir
korporasi besar dan elite bisnis Indonesia, sehingga berpotensi
memperparah ketimpangan sosial-ekonomi di dalam negeri.
Konsentrasi manfaat ini menimbulkan pertanyaan tentang
distribusi kekayaan ekonomi yang adil dan menekankan
kebutuhan akan kebijakan yang memastikan kekayaan dari
investasi asing ini dibagikan secara lebih merata.

Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) oleh China memainkan peran
penting dalam narasi ekonomi ini, di mana Indonesia menjadi
bagian integral dari rantai nilai global China melalui proyek-
proyek seperti Kawasan Industri Morowali. Kawasan ini bukan
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sekadar proyek ekonomi terisolasi, melainkan langkah strategis
yang sejalan dengan kebutuhan industri China, terutama dalam
merespons permintaan global terhadap nikel, yang didorong oleh
kebutuhan kendaraan listrik dan inisiatif perubahan iklim.
Keberhasilan kebijakan sektor nikel di Indonesia, yang ditandai
dengan peningkatan produksi dan ekspor bijih nikel, sebagian
besar berkat investasi China, terutama dari konglomerat seperti
Tsingshan Holding Group. Investasi ini difokuskan untuk
mengolah bijih nikel laterit Indonesia menjadi produk-produk
bernilai tambah melalui proses pirometalurgi  dan
hidrometalurgi, menandakan pergeseran menuju produksi
bernilai tambah di sektor nikel.

Pergeseran ini, yang didukung oleh investasi China,
mencerminkan lanskap baru sektor pertambangan Indonesia
yang mengalami lonjakan investasi signifikan selama masa
pemerintahan Presiden Jokowi. Peningkatan investasi asing,
Khususnya dari China dan Hong Kong, mencapai puncaknya pada
2022, yang mencerminkan pentingnya sektor pertambangan
dalam hubungan ekonomi bilateral antara Indonesia dan China.

Akibatnya, industri pertambangan dan pengolahan nikel di
Indonesia mengalami pertumbuhan luar biasa yang didorong
oleh investasi dan kemitraan strategis, terutama dengan entitas
China. Dari tahun 2014 hingga 2023, produksi tahunan bijih nikel
di Indonesia melonjak hingga 395 persen, dari 39 juta ton
menjadi 193 juta ton (menurut data pemerintah). Lonjakan
produksi ini juga diiringi peningkatan infrastruktur pendukung
industri, dengan jumlah smelter nikel meningkat sebesar 274,2
persen dari 31 menjadi 116 unit. Perkembangan ini menekankan
dampak signifikan investasi asing, terutama dari China, terhadap
sektor nikel Indonesia.

Masuknya Tsingshan, pemain utama di industri baja China
ke Indonesia menjadi titik balik dalam evolusi industri
pengolahan nikel. Langkah ini difasilitasi melalui kerja sama
dengan Bintangdelapan Group untuk mengembangkan Kawasan
Industri Morowali di Sulawesi Tengah, sebuah proyek yang
dimulai saat kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Indonesia
pada 2013 dan sejalan dengan tujuan besar Inisiatif Sabuk dan
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Jalan (BRI). Sepuluh tahun dalam operasinya, Kawasan Industri
Morowali telah mengalami pertumbuhan ekspansif, dengan
investasi mencapai hingga USD 20,9 miliar dan mencakup sekitar
4.000 hektare. Perkembangan pesat ini didukung signifikan oleh
pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi,
terutama melalui kebijakan yang mendorong perluasan industri
di sektor ekstraktif.

Kawasan Industri Morowali, yang dikelola oleh PT Indonesia
Morowali Industrial Park (IMIP), telah berkembang menjadi
pusat pengolahan nikel dengan tiga klaster utama yang
memproduksi komponen utama untuk baja tahan karat, baja
karbon, dan baterai kendaraan listrik. Keterlibatan strategis
Tsingshan di IMIP, dengan kepemilikan saham sebesar 66,25,
menekankan kedalaman investasi China di industri nikel
Indonesia. Selain itu, kolaborasi Tsingshan dengan perusahaan
China lainnya untuk mengembangkan Kawasan Industri Weda
Bay di Halmahera Tengah lebih jauh menggambarkan luasnya
investasi China dalam kapasitas pertambangan dan pengolahan
di Indonesia.

Keterlibatan = perusahaan  China lainnya, seperti
Contemporary Amperex Technology, Zhenshi Holding Group, dan
Huayou Holding Group, dalam proyek seperti Kawasan Industri
Weda Bay, menunjukkan sifat investasi China yang
terdiversifikasi di sektor nikel Indonesia. Investasi-investasi ini
tidak hanya meningkatkan kemampuan ekspor Indonesia tetapi
juga semakin mengintegrasikan negara ini ke dalam rantai
pasokan China, terutama untuk bahan-bahan kritis seperti nikel
yang sangat dibutuhkan di pasar kendaraan listrik yang sedang
berkembang.

Di luar industri nikel, investasi China juga merambah
berbagai sektor ekonomi Indonesia, terutama di pertambangan
dan energi. Perusahaan seperti CNOOC dan PetroChina telah
menyalurkan investasi signifikan ke penyulingan, pembangkitan
listrik, dan operasi pertambangan, sejalan dengan kepentingan
strategis China untuk mengamankan sumber daya dan energi
esensial. Investasi ini sering melibatkan kolaborasi dengan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia, yang memfasilitasi
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pengembangan infrastruktur dan peningkatan kapasitas
produksi di sektor-sektor yang kritis bagi pertumbuhan ekonomi
Indonesia.

Namun, kolaborasi dan investasi ini tidak luput dari kritik.
Kekhawatiran muncul terkait syarat-syarat kemitraan ini,
terutama kebijakan yang mewajibkan sebagian besar bahan baku
dipasok dari China dan penggunaan tenaga kerja asal China.
Kondisi ini memicu perdebatan tentang keadilan dan
keberlanjutan investasi asing semacam itu, yang menunjukkan
perlunya  pendekatan yang lebih  seimbang  yang
mempertimbangkan kedaulatan ekonomi Indonesia, lapangan
kerja lokal, dan pembangunan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, arus investasi China ke sektor
pertambangan dan energi Indonesia, khususnya industri nikel,
telah mendorong pertumbuhan dan perkembangan signifikan.
Meskipun investasi ini memperkuat posisi Indonesia dalam
rantai pasokan global dan meningkatkan kemampuan ekspornya,
mereka juga membutuhkan evaluasi yang cermat terkait dampak
jangka panjangnya terhadap ekonomi, pasar tenaga kerja, dan
keberlanjutan lingkungan Indonesia. Menyeimbangkan investasi
ini dengan kebijakan yang menjamin manfaat yang adil,
mendukung industri lokal, dan mempromosikan praktik
berkelanjutan akan menjadi kunci dalam membina kemitraan
ekonomi yang saling menguntungkan antara Indonesia dan
China.

Kesimpulan

Hubungan ekonomi Indonesia dengan China menawarkan
manfaat sekaligus tantangan yang kompleks. Di satu sisi,
investasi China terutama dalam sektor pertambangan dan nikel,
telah mendorong peningkatan kapasitas ekspor dan memperkuat
posisi Indonesia dalam rantai pasokan global. Namun, di sisi lain,
investasi yang terpusat pada korporasi besar dan kebutuhan
industri China menimbulkan kekhawatiran tentang distribusi
manfaat ekonomi yang tidak merata dan potensi ketergantungan
ekonomi.
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Untuk menjaga keberlanjutan kemitraan ini, Indonesia perlu
mengalibrasi ulang strateginya terhadap China dengan
pendekatan yang lebih holistik. Pemerintah harus memastikan
bahwa investasi asing tidak hanya menguntungkan segelintir
elite, tetapi juga memberikan dampak positif yang luas bagi
masyarakat dan industri lokal. Kebijakan yang mendukung
diversifikasi ekonomi, perlindungan sektor-sektor rentan, dan
integrasi yang seimbang dengan rantai pasok global menjadi
penting dalam menghadapi tantangan ketimpangan sosial-
ekonomi dan ketergantungan struktural.

Presiden = Prabowo  Subianto  diharapkan  dapat
mempertahankan diplomasi ekonomi yang cermat untuk
mendorong kemitraan dengan China yang tetap sejalan dengan
kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia. Dengan
demikian, Indonesia dapat memanfaatkan peluang investasi
China sambil melindungi kesejahteraan masyarakat dan
pertumbuhan industri dalam negeri, menciptakan kemitraan
yang benar-benar saling menguntungkan dan berkelanjutan bagi
kedua negara.
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2.6.

Transformasi Ekonomi Indonesia:
Deindustrialisasi atau Involusi?

Lukman Hakim
Dosen FEB Universitas Sebelas Maret (UNS)

Lukman Hakim adalah Dosen pada Jurusan
Ekonomi  Pembangunan pada Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret
(UNS) Surakarta. Lukman Hakim memiliki
pengalaman sebagai Komisaris Independen
Bank DKI (2018-2024). Saat ini masih menjadi
Ketua ISEI Cabang Surakarta. Fokus
penelitiannya mencakup ekonomi moneter,
perbankan, kelembagaan, regional,
kemiskinan, kebijakan publik, perekonomian
Indonesia, sejarah ekonomi dan pembangun
daerah. Lukman menyelesaikan pendidikan
sarjana dan master di bidang llmu Ekonomi
dan Studi Pembangunan (IESP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM
Yogyakarta dan Ph.D di Universiti Utara Malaysia, Kedah.

Tahun ini Indonesia merayakan peringatan HUT ke 79
tahun. Tahun 2045 yang akan datang, atau 21 tahun dari
sekarang, Indonesia memperingati 100 tahun atau 1 abad.
Apakah dengan situasi ekonomi hari ini peringatan 100 tahun
Indonesia yang akan datang, Indonesia akan termasuk negara
yang berhasil? Atau Indonesia akan masuk dalam kelompok
jebakan negara berpendapatan sedang atau Middle Income Trap
(MIT) seperti Mexico dan Brazil di Amerika Latin, atau Filipina di
Asia Tenggara yang sudah lebih 100 tahun merdeka. Meminjam
Acemoglu, Johnson, Robinson -Penerima Nobel Ekonomi tahun
2024- “Why Nations Fail” mengapa banyak bangsa-bangsa yang
gagal? Apakah tesis negara gagal ini relevan untuk membahas
Perekonomian Indonesia dewasa ini. Tulisan ini akan mengupas
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tentang tesis “negara gagal” dengan perspektif transformasi
ekonomi, dan kemungkinan terpapar deindustrialisasi dan
terakhir tulisan ini akan menyampaikan suatu argument bahwa
situasi yang terjadi saat ini lebih tepat adalah kondisi yang
meminjam istilah Clifford Geertz yakni “Involusi”.

Menurut (Acemoglu & Robinson, 2012) salah satu faktor
penyebab kegagalan pembangunan suatu bangsa adalah bukan
faktor budaya, sejarah, bahkan geografi, melainkan faktor
institusional atau kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud
adalah pemerintah yang menerapkan rule of the game, regulasi,
dan tata kelola yang baik (good governance). Tentu tidak semua
pakar sependapat dengan paham ini. Diantara yang paling
diametral adalah penentangan dari kelompok yang melihat
geografi adalah faktor yang penting dalam pembangunan.
Perdebatan mereka, menarik terutama dalam publikasi kertas
kerja (working paper) yang diterbitkan di National Bureau
Research (NBR). Beberapa tulisan dari kubu geografi ini
diantaranya adalah karya yang ditulis oleh Jeffrey Sachs dkk
(Bloom et al, 1998) (Sachs et al, 2001)(Sachs et al,
2002)(Demuger et al.,, 2002)( et al., 2002)(McArthur & Sachs,
2001). Sementara itu, tulisan Daron Acemoglu dkk (Acemoglu et
al, 2001)(Acemoglu et al, 2000)(Acemoglu et al,
2004)(Acemoglu & Robinson, 2006) melawan pendapat kubu
geografi dengan mengetengahkan banyak argumentasi tentang
pentingnya faktor institusional.

Kedua pandangan itu, ketika di bawa dalam kasus Indonesia,
beberapa studi menghasilkan temuan yang berbeda-beda.
Penelitian (Rahayu et al, 2019) di Propinsi Riau mendukung
pendapat kubu geografi. Sementara itu, penelitian (Sumiyarti et
al, 2021) mendukung pendapat institusional untuk kasus
Propinsi Jawa Barat. Demikian halnya dalam kasus Propinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) lebih mendukung pendangan
institusional seperti studi yang dilakukan (Affandi & Hakim,
2022). Ketiga penelitian ini juga menegaskan bahwa baik
pandangan geografi dan institusional tetap teragantung dengan
proses transformasi ekonomi yang terjadi. Karena pada akhirnya,
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keberhasilan kedua pendekatan itu akan terlihat pada kineja dari
proses perubahan stuktur ekonomi.

Berdasarkan studi-studi lama tentang perubahan struktural
(structural change) seperti dilakukan (Chenery & Syrquin, 1975)
terjadi adanya pergeseran sumbangan sektoral terhadap
pendapatan nasional. Pada galibnya tranformasi terjadi ketika
sumbangan sektor pertanian semakin menurun, sementara
sektor industri dan jasa mengalami peningkatan (Chenery,
1979). Berdasarkan data sumbangan sektoral terhadap PDB
Indonesia periode 1975-2023, terlihat bahwa sub sektor
pertanian, peternakan, kehutanan mengalami penurunan yang
cukup tajam. Jika tahun 1975 masih sekitar 36,8%, sepuluh tahun
kemudian (1985) sudah menurun menjadi 23,3%, demikian pula
pada tahun 1995 telah merosot menjadi 16,1%. Setelah regim
Orde Baru tumbang, pada tahun 2005 sumbangan sektor
pertanian, peternakan, kehutanan menjadi 14,5%, kemudian
tahun 2015 menjadi 13,9%, namun pada tahun 2020 sempat naik
menjadi 14,2% dan tahun 2023 kembali 13,1%.

Yang menarik adalah sub sektor pengalian dan
pertambangan. Pada masa Orde Baru masih sangat tinggi, bahkan
pada tahun 1980an mencapai 18,2%, kemudian mengalami
penurunan menjadi sekitar 9,3% pada tahun 1995. Sementara
pada masa reformasi tetap tinggi misalkan pada tahun 2005
masih sekitar 9,4, sempat mengalami penurunan pada tahun
2015 dan 2020 yakni masing-masing menjadi 7,9% dan 6,7%,
namun setelah Covid 19 meningkat lagi seperti pada tahun 2003
menjadi 11%. Secara umum, sumbangan sektor pertanian
mengalami penurunan drastis sejak dekade 90an, seperti
ditunjukkan angka tahun 1995 yang mencapai sekitar 20% yakni
tepatnya 25,4%, pada masa reformasi sektor pertanian sempat
turun menjadi 20,9 pada tahun 2020, namun pada tahun 2023
naik kembali menjadi 24,1% yang lebih disebabkan kenaikan sub
sektor penggalian dan pertambangan.
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Tabel 1. Sumbangan Sektoral Terhadap PDB Indonesia
Periode 1975-2023 (persen)

No | Sektor 1975 | 1985 | 1995 | 2005 | 2015 | 2020 | 2023

A. Pertanian, 36,8 23,3 16,1 14,5 13,9 14,2 13,1
Peternakan,
Kehutanan

B. Penggalian dan 10,9 18,2 9,3 9,4 7,9 6,7 11,0
Pertambangan

I Pertanian/Primer 47,7 | 41,5 25,4 239 21,8 20,9 24,1

C Industri Pengolahan 11,1 15,8 23,9 28,4 21,7 20,6 19,5

D Listrik, Gas dan Air 0,65 0,4 1,1 0,7 1,2 1,2 1,2

Minum
E Bangunan/Konstruksi 4,8 53 7,6 58 10,5 11,3 10,1
II Industri/Sekunder 16,4 21,5 32,6 34,9 33,7 33,1 31,0

F Perdagangan, Hotel, 17,0 15,6 15,7 16,8 13,7 13,4 13,5
dan Restoran

G Pengangkutan dan 4,0 53 7,1 6,2 11,8 11,9 13,3

Komunikasi
H Bank, Keuangan, Real 3,9 5,4 5,9 9,2 8,8 9,7 8,8
Estate
I Jasa Pemerintahan 7,4 6,6 4,3 4,2 4,2 3,9 3,0
] Jasa Swasta 3,6 3,7 9,2 5,0 6,2 7,2 6,2
111 Jasa/Tersier 35,9 36,6 | 42,2 41,4 44,7 46,1 44,8
K Total 100 100 100 100 100 100 100

Sumber: BPS, beberapa tahun, diolah

Sementara itu, transformasi struktural seperti disampaikan
secara teori, dimana penurunan sektor pertanian akan
digantikan oleh sektor industri telah terjadi seperti ditunjukkan
pada tabel 1 itu. Secara umum sektor industri yang pada tahun
1975 sekitar 16,4% mengalami peningkatan signifikan pada
tahun 1985 menjadi 21,5%. Memasuki dekade 1990an
mengalami peningkatan yang cukup pesat yakni mencapri 32,6%.
Pada awal reformasi sektor industri terus mengalami
peningkatan 34,9% pada tahun 2005, namun kemudian
mengalami penurunan pelan-pelan pada tahun 2015 menjadi
33,7%, pada tahun 2020 menjadi 33,1% dan tahun 2023 semakin
turun 31%. Yang jadi soal adalah pada masa reformasi
sumbangan sub industri pengolahan justru terjadi kemerosotan
jika pada tahun 2005 mencapai 28,4%, terus mengalami
penurunan pada menjadi 21,8% (2015), 20,6% (2020), dan
19,5% (2023). Ini menandakan bahwa telah terjadi fenomena
yang disebut oleh para pakar sebagai “deindustrialisasi”.
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Sebaliknya, karena penurunan sumbangan sektor industri
itu, maka dikompensasi dengan meningkatnya sektor jasa.
Seperti ditunjukkan prosentase sektor jasa pada tahun 1975 baru
sekitar 35,9% menjadi 44,8% pada tahun 2023. Pada sektor ini
masih didominiasi sub sektor perdagangan, hotel dan restoran
menjadi 13,5% dan sub sektor pengangkutan komunikasi
mencapai 13,3%, kemudian disusul sub sektor, bank, keuangan,
real estate yang mencapai 8,8% pada tahun 2023. Dengan
semakin besarnya sektor jasa itu juga dapat menunjukkan bahwa
proses “deindustrialisasi” telah hadir lebih cepat dari yang
diperkirakan. Namun yang menarik adalah bahwa proses
“deindustrialisasi” ini hampir di semua negara seperti yang
dilakukan oleh (Araujo et al, 2021). Penelitian ini
membandingkan kecepatan datangnya deindustrialisasi, dimana
yang paling cepat sampai yang lambat dimulai dari sub sahara
Afrika, Asia Barat, Asia Selatan, Afrika Utara, Amerika Latin dan
Karibia, Asia Tenggara dan Asia Timur. Dalam kajian jelas bahwa,
Asia  Tenggara  dianggap  relative lambat  proses
deindustrialiasasinya dibandingkan dengan negara lain. Asia
Tenggara hanya kalah dengan Asia Timur. Jika dieksplorasi lebih
dalam Asia Tenggara yang diteliti adalah Indonesia, Malaysia dan
Thailand dimana sumbangan industri terhadap PDB masih relatif
tinggi dibandingkan dengan negara-negara di kawasan lain.

Pada tahap ini, dapat dinyatakan bahwa perekonomian
Indonesia memang telah terjadi “deindustrialisasi” seperti
ditunjukkan pada analisis di atas. Namun secara fakta bahwa
memang tetap terjadi transformasi struktural, kendatipun yang
terjadi adalah peningkatan yang tidak terlalu tinggi. Di sini saya
mengusulkan istilah yang tepat situasi seperti ini seperti pernah
disampaikan antrolog Amerika Serikat Clifford Geertz pada
dekade 1960an yakni fenomena Involusi (Geertz, 1983). Dalam
studi itu memang konteksnya pada sektor pertanian, yakni tetap
adanya perkembangan di sektor itu, namun relatif jalan di tempat
saja. Dalam tulisan di kata pengantar (Sajogyo, 1983)
menegaskan bahwa involusi adalah fenoma dimana ada
peningkatan produktivitas, namun hasil yang bertambah itu
hanya cukup untuk bertahan hidup saja. Tampaknya dalam
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proses tranformasi ekonomi Indonesia sampai saat ini,
pertumbuhan memang tetap terjadi, namun itu hanyak cukup
untuk bertahan dan tidak mampu mengangkat perekonomian ke
tingkat yang lebih tinggi. Atau dengan kata lain Perekonomian
Indonesia saat ini tengah mengalami involusi. Di sini harapan kita
terhadap Pemerintahan baru dapat mengubah situasi involusi ini
menjadi revolusi dan akselerasi ekonomi menyongsong
Indonesia Emas 2045 yang semakin maju, jaya, adil dan makmur.
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2.7.

Urgensi Peningkatan Penggunaan
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peneliti di IPB. Selain menjadi Peneliti INDEF,
Heri juga pernah aktif mengajar di beberapa
Perguruan Tinggi di Jakarta. Beberapa topik
penelitian yang menjadi fokus Heri antara lain
di bidang ekonomi pembangunan, industri,
perdagangan, Investasi dan fiskal.

Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dinilai akan
mampu membangun kepercayaan atas kekuatan bangsa karena
mampu menghasilkan produk sendiri yang semakin
meningkatkan kebanggaan terhadap Produk Dalam Negeri. Hal
ini diharapkan mampu mewujudkan mimpi untuk menjadi
negara Industri yang tangguh, mandiri, berdaya saing global
dengan struktur Industri yang kuat untuk menuju Indonesia
emas 2045. Optimalisasi penggunaan PDN diharapkan akan
menjamin kemandirian dan stabilitas perekonomian nasional.
Dimana sektor Industri akan menjadi penggerak perekonomian
nasional, menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil
produk bernilai tambah tinggi, memiliki kekuatan untuk
mempercepat penyebaran pembangunan Industri keseluruhan
wilayah Indonesia. Pada akhirnya mampu meningkatkan
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kesejahteraan masyarakat Indonesia secara adil dan merata dan
memperkokoh ketahanan nasional.

Penggunaan PDN dapat diinisiasi oleh Pemerintah dan
Badan Usahanya dalam melakukan pengadaan barang.
Pengadaan atau belanja barang dapat memprioritaskan produk
yang memiliki Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
tertentu. TKDN adalah nilai isian dalam persentase dari
komponen produksi dalam negeri, termasuk biaya
pengangkutannya yang ditawarkan dalam item penawaran
harga barang maupun jasa. TKDN dapat menjadi salah satu
preferensi dalam menentukan pemenang pada proses
pengadaan barang/jasa di beberapa instansi pemerintahan.
Khusus dalam bidang industri manufaktur. Sehingga setiap
perusahaan industri didorong untuk terus meningkatkan
penggunaan Komponen Dalam Negeri.

Implementasi program Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri (P3DN) dinilai dapat memberikan ruang bagi
industri nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi serta
kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga mampu
bersaing secara mandiri di pasar internasional. Sedangkan,
dalam rangka untuk mengurangi ketergantungan pasar domestik
terhadap produk impor, kebijakan TKDN juga menjadi proteksi
tambahan terhadap potensi pelemahan nilai tukar.

Banyak stakeholder industri dalam negeri menilai program
ini penting untuk dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah
karena dapat menjaga daya saing industri dalam negeri dan
menjamin penyerapan produk dalam negeri melalui optimalisasi
belanja pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan
(2024) pemerintah pusat mengalokasikan anggaran belanja
barang sebesar Rp. 247,4 Trilliun dan anggaran belanja modal
sebesar 406,9Trilliun pada APBN Tahun 2024. Jumlah anggaran
sebesar itu dapat dilihat sebagai potensi permintaan pasar
domestik apabila seluruh Kementerian/Lembaga dan BUMN
dapat mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dalam
pengadaaan barang/jasa.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan
penggunaan produk dalam negeri adalah dengan instrument
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pengadaan barang untuk pemerintah atau Government
Procurement (GP). Pemerintah memiliki instrumen dalam APBN
untuk belanja barang. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk
menyerap produk dalam negeri atau yang memiliki Tingkat
Komponen Dalam Negeri dengan Batasan tertentu. Dengan
menyalurkan belanja barang dan modal terhadap produk yang
memiliki TKDN, maka diharapkan kan memberikan dampak
pengganda yang luas bagi industri dan perekonomian nasional.
Belanja Barang memiliki peran yang strategis dalam mendukung
pelaksanaan  kegiatan operasional Pemerintah untuk
mendukung pelayanan publik yang berkualitas dan penyelesaian
program  prioritas. = Pemerintah  berkomitmen  untuk
meningkatkan kualitas pengadaan dan pelaksanaan Belanja
Barang dengan fokus mendukung pelayanan publik.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil survei Kementerian
Perindustrian (2022) mengenai dampak kepemilikan sertifikat
TDKN bagi kinerja perusahaan, menunjukkan bahwa dengan
adanya sertifikat TKDN dapat mempermudah perusahaan dalam
mengikuti tender pengadaan barang Pemerintah. Perusahaan
dapat meningkatkan volume penjualan dan produksi karena
adanya permintaan produk dari Pemerintah. Peningkatan
penjualan Produk lokal dalam pengadaan barang Pemerintah
berdampak bagi kinerja industrinya, diantaranya perusahaan
mampu meningkatkan utilisasinya. Selain itu, perusahaan juga
mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja dan input
produksi lainnya. Kepemilikan sertifikat TKDN dinilai penting
bagi perusahaan industri jika akan mengikuti proses tender
pengadaan barang Pemerintah, oleh sebab itu Perusahaan
industri berupaya untuk mendapatkan sertifikat TKDN.

Ada sejumlah keuntungan bila pemerintah menerapkan
kebijakan TKDN. Keuntungan tersebut tak hanya pelaku industri,
melainkan juga kepada pemerintah Indonesia sendiri,
diantaranya:

1. Terciptanya lapangan tenaga kerja baru. Industri dalam
negeri akan terus memproduksi barang atau komponen
tersebut, bila industri terus beroperasi maka akan ada
penyerapan tenaga kerja. Di sektor supporting
perusahaan atau industri dalam negeri ada UKM yang
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menjual makanan, minuman dan snack Kkepada
karyawannya sehingga ekonomi disekeliling industri
dalam negeri akan terus bergerak.

2. Penambahan pemasukan pajak penghasilan (PPh)
terhadap produk-produk yang dibuat di Indonesia.
Sebab, selama ini produk-produk yang diimpor masih
ada yang bersifat free on board (FOB) luar negeri.
Pemerintah sebagai lembaga penarik pajak, tentu
diuntungkan bila ada pemasukan dari sektor pajak
karena industri beroperasi

3. Terciptanya supply-chain dengan ekosistem yang baik, di
mana para vendor komponen terdorong membuka
pabriknya di Indonesia untuk menyuplai ke pabrikan
perakitan yang banyak itu.

4. Potensi Indonesia sebagai basis produksi dan negara
ekspor untuk pasar Asia Tenggara dan Asia Afrika. Hal
tersebut akan tercapai, bila ekosistem komponen dan
perakitan sudah berjalan dengan baik.

5. Terciptanya kesetaraan antara pemain merek lokal dan
merek luar dalam hal produksi dan kewajiban transaksi
dalam rupiah serta kewajiban PPh.

Pemerintah harus terus mengupayakan peningkatan
penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dan memperbesar
tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk mewujudkan
kemandirian sektor industri dalam negeri. Melalui kebijakan
local content ini, diharapkan industri dalam negeri semakin
berdaya saing di kancah global, serta mampu terus menopang
perekonomian nasional. Memiliki TKDN yang relatif besar akan
memberikan keuntungan bagi industri. Keuntungan paling
utama adalah dapat mempermudah produknya untuk lebih
banyak terserap melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Produk dalam negeri perlu diserap oleh pengguna yang
anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), pinjaman, hibah hingga pola kerja sama dengan
pemerintah.

Optimalisasi penggunaan Produk Dalam Negeri diharapkan
akan menjamin kemandirian dan stabilitas perekonomian
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nasional, dimana sektor Industri akan menjadi penggerak
perekonomian nasional. Implementasi program P3DN dinilai
dapat memberikan ruang bagi industri nasional untuk
meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas barang dan jasa
yang dihasilkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan penggunaan produk dalam negeri adalah dengan
instrument pengadaan barang untuk pemerintah atau
Government Procurement (GP).

Penggunaa TKDN dalam produk industri perlu ditingkatkan
mengingat hal ini mampu memberikan dampak luas bagi
perekonomian. Di tengah lonjakan cost (biaya) industri seperti
saat ini, Perlu dukungan lintas sektor agar mempermudah sektor
industri dalam meningkatkan utilisasi, daya saing dan
produktivitas. Selain itu perlu memperluas variasi produk yang
mengandung Tingkat Komponen Dalam Negeri. Hal ini
diperlukan agar dapat meningkatkan realisasi nilai transaksi
PDN dalam pengadaan barang Pemerintah. Diperlukan
sosialisasi bersama terkait Ketersediaan Produk Dalam Negeri
(PDN) dalam Memenuhi Kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

Dalam mewujudkan peningkatan produk dalam negeri di
lingkungan Pemerintah dan Badan Usahanya, tentunya terdapat
sejumlah tantangan. Diantaranya adalah terkait dengan
peningkatan kualitas dan daya saing produk. Meskipun industri
yang memiliki sertifikat TKDN mendapat privilege untuk
berkontribusi dalam pengadaan barang di lingkungan
Pemerintah, namun mereka harus memperhatikan aspek
kualitas, daya saing dan ketersediaan produknya. Meningkatkan
efisiensi dan produktivitas menjadi hal utama agar dapat
menghasilkan produk yang kompetitif dari sisi harga dan
kualitas. Oleh sebab itu, kebijakan yang terkait dengan
peningkatan penggunaan produk dalam negeri harus diiringi
dengan upaya penguatan dan pendalaman struktur industri,
sehingga akan menghasilkan produk yang lebih kompetitif.
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yang berfokus pada ekonomi big data dan mendirikan platform yang
bertujuan untuk mengangkat bakat-bakat Indonesia ke standar global.

Big Data dan Al sudah menjadi kata yang sangat populer
beberapa tahun belakangan. Kemunculan media sosial dan
perkembangan teknologi informasi mempunyai pengaruh besar
atas populernya kata kunci “Big Data” dan “Al”. Big Data merujuk
pada suatu kumpulan data yang ekstra besar (volume) dan sangat
beragam (variety), mulai dari data yang terstruktur (contoh: data
transaksi) maupun tidak terstruktur (contoh: data text, dokumen
pdf, dan lain sebagainya) yang tumbuh secara eksponensial
(velocity) seiring berjalannya waktu. Hal ini diakibatkan oleh
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berkembangnya penggunaan website, media sosial, platform-
platform belanja online dan lain sebagainya. Sedangkan Al
(Artificial Intelligence) merujuk pada mesin yang diberikan
kecerdasan buatan sehingga mampu untuk melakukan berbagai
tugas yang advanced dengan performa yang baik seperti
predictions and  forecasting, object categorization,
recommendations, dan lain sebagainya.

Tulisan ini akan spesifik membahas bagaimana Big Data dan
Al membantu pemerintah dalam memahami kondisi dan perilaku
konsumen di ekosistem digital (lokapasar) sehingga mampu
menghasilkan kebijakan/program yang mendukung UMKM
untuk berjaya di lokapasar.

Lokapasar Menjadi Pilihan Utama Konsumen untuk Membeli
Barang

Ekonomi digital Indonesia menjadi salah satu yang tumbuh
paling pesat di Asia Tenggara, diproyeksikan melampaui $130
miliar pada tahun 2025, menurut laporan bersama Google,
Temasek, dan Bain & Company. Penetrasi internet yang cepat—
saat ini mencapai 79,5% menurut survei APJII 2024—serta
populasi muda yang melek teknologi menjadi pendorong utama
pertumbuhan ini.

Sektor e-commerce (lokapasar) terus mendominasi ekonomi
digital, memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan
layanan digital. Sektor ini diperkirakan akan terus berkembang
seiring dengan semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang
beralih ke belanja online, didorong oleh percepatan adopsi digital
akibat pandemi.

Pemerintah Mendorong Lokapasar Menjadi Platform yang
Ramah untuk UMKM Berkembang

Ketika konsumen sudah terbiasa dengan lokapasar sebagai
tempat untuk belanja, yang menjadi perhatian adalah apakah
lokapasar ini mampu menjadi tempat untuk UMKM tumbuh dan
dan berkembang?
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Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk
menjadikan UMKM berjaya di lokapasar Indonesia. Mulai dari
meminta lokapasar untuk memprioritaskan produk UMKM lokal
serta menetapkan harga minimum sebesar US$ 100 per unit
untuk barang jadi asal luar negeri yang langsung dijual oleh
pedagang (merchant) ke Indonesia melalui platform lokapasar
melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023.

Namun kenyataannya, masih banyak tantangan untuk
menjadikan lokapasar menjadi platform yang ramah dan
mendukung UMKM untuk berkembang. Salah satu tantangan
terbesar adalah ketika lokapasar menaikkan biaya layanan dari
2% menjadi 6.5% misalnya seperti yang terjadi di lokapasar
Tokopedia. Biaya layanan ini menjadi komponen yang harus
diperhatikan demi cashflow yang sehat untuk UMKM.

Big Data & Al Membantu Pemerintah dalam Memahami
Perilaku Konsumen/Penjual Demi Mendukung UMKM
Berjaya di Lokapasar Indonesia

Dalam menciptakan ekosistem lokapasar yang sehat bagi
UMKM, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan
sebagai contoh harus mampu melihat dengan cermat bagaimana
kondisi pasar digital yang sesungguhnya. Untuk membangun
pemahaman ini banyak cara bisa dilakukan, mulai dari survei ke
penjual, survei ke pembeli, dan lain sebagainya. Cara-cara ini
merupakan pendekatan konvensional yang sudah biasa
dilakukan untuk mengetahui suatu kondisi real namun biayanya
sangat mahal. Oleh karena itu diperlukan adanya terobosan baru
bagaimana mengetahui kondisi di masyarakat salah satunya
dengan bantuan teknologi yang dalam tulisan ini disebut mesin
e-commerce intelligence.

Secara konsep, mesin ini merekam semua barang yang
diperjualbelikan di lokapasar serta transaksi yang terjadi. Melalui
data-data ini, mesin ini melakukan perhitungan untuk
mendapatkan informasi sesuai yang dibutuhkan, dalam hal ini
terkait dengan bagaimana lokapasar menjadi platform yang
ramah untuk UMKM. Tulisan ini menggunakan metrik “indeks
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penetrasi produk UMKM lokal di lokapasar Indonesia” untuk
membantu memahami bagaimana kondisi produk UMKM lokal di
lokapasar Indonesia.

Gambar 1. Alur Sistem Big Data & Al e-Commerce
Intelligence Engine

Product Data
Shopee

Continuum Profile Sales Data UMKM Lokal Indeks Produk

Tokopedta Crawler Identification Identification [ UMKMLokal

Other
E-commerce

Review Data

Adapun penjelasan dari setiap komponennya adalah sebagai
berikut:

o Continuum Crawler memiliki peran untuk mengumpulkan
data-data dari platform lokapasar yang mencakup data
produk, ulasan produk, serta transaksi yang terjadi.

o UMKM Lokal Identification mengkategorisasikan toko di
lokapasar yang merupakan UMKM. Sedangkan, definisi dari
toko UMKM adalah toko/store di lokapasar yang bukan
termasuk pada toko dari brand non-UMKM (contoh:
Unilever, Wardah, dan lain sebagainya).

e Indeks Produk UMKM Lokal menghitung proporsi produk
yang terjual di lokapasar antara produk UMKM lokal dengan
produk-produk  dari  brand besar. Proses ini
mengkombinasikan Big Data & Al untuk mendeteksi merek
yang dijual dan lain sebagainya melalui gambar produk,
deskripsi produk, serta informasi lainnya.

Melalui pendekatan ini, banyak temuan yang bisa membantu
pemerintah dalam melihat kondisi pasar dan bagaimana UMKM
memiliki banyak tantangan untuk memenangkan persaingan
yang ada di dalam lokapasar. Melalui pendekatan ini dengan
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menggunakan data bulan Mei 2023, dari lokapasar Shopee dan
Tokopedia untuk 5 kategori barang (rumah tangga, tekstil dan
olahan tekstil, makanan minuman, alas kaki, kerajinan tangan),
temuannya adalah sebagai berikut:

1. 98.2% toko di lokapasar adalah UMKM.

CONTINUUM INDEF

Toko di
E-Commerce Di
DominaSi OIEh B UMKM B Non-UMKM

UMKM
98.20% -

Toko merupakan UMKM

22,844 Toko di E-Commerce

Sedangkan 1.8% lainnya merupakan
usaha Besar

(seperti: PT Unilever)

atau toko yang berasal dari luar negeri
(seperti: China)

INDEKS UMKM INDONESIA

2. Hanya 6.3% toko UMKM di lokapasar yang merupakan
UMKM produksi

CONTINUUM INDEF

UMKM di

E-commerce

didominasi oleh

Toko UMKM 8 M e UMK Pt
Penjual. _ .

6.28%

Toke merupakan UMKM Produksi

22,508 Toko UMKM di E-Commerce

Atau sekitar 1.446 toko UMKM
Produksi berbanding dengan 21.495
‘toko UMKM Penjual

INDEKS UMKM INDONESIA

Catatan: UMKM Produksi adalah toko UMKM yang
menghasilkan produk sendiri, sedangkan UMKM Penjual
adalah UMKM yang menjual barang dari brand lain.

3. Hanya 12.5% produk yang terjual di lokapasar adalah
produk UMKM lokal
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CCONTINUUM INDEF

Indeks Penetrasi

Produk UMKM

Lokal di W UMKM Lokal 0 Non UMKM Lokal
Perponan 2B

E-Commerce

Indones[a Walaupun toko di e-commerce dideminasi oleh

Hanya 12.47% UMKM yaitu 82.53%, namun barang yang

diperjualbelikan oleh UMKM didominasi oleh
produk-produk dari merek besar dan juga
barang-barang impor.

INDEKS UMKM INDONESIA

Penutup

E-Commerce Intelligence Engine menjadi suatu pendekatan
alternatif yang memiliki potensi besar melihat granularity dari
data yang dipakai dan kemampuan untuk mengumpulkan secara
real time sehingga dari segi waktu yang dibutuhkan untuk
menghasilkan insight bisa sangat lebih cepat daripada
pendekatan konvensional seperti survei.

Berbagai penelitian sudah menerapkan pendekatan yang
menggunakan data dari internet atau media sosial. Hal ini
membuktikan bahwa Big Data & Al ini menjadi pendekatan yang
menjanjikan untuk dipergunakan lebih luas lagi. Adapun, salah
beberapa diantara penerapannya adalah sebagai berikut:

1. Consumer Confidence Index Based on Sentiment in the
Media

“Social media has become a platform for expressing
opinions or dissatisfaction about products, services, or
current events. This makes social media a valuable tool for
analyzing consumer confidence with more extensive data”
(University of Malaya Social)

Dipublikasikan di The International Conference on Big
Data and Internet of Things 2017, London, United
Kingdom."

2. Prediction of the 2014 Presidential Election Results Using
Social Media
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"By eliminating bots and buzzers, researchers successfully
predicted the results of Indonesia’'s 2014 Presidential
Election with higher accuracy, at 0.6%, compared to
conventional surveys such as LSI (1.2%) and Poltracking
(1.0%)"

(Information Retrieval Lab, Universitas Indonesia)

Dipublikasikan di The International Conference on Data
Mining Workshop 2015, Atlantic City, New York."

A Machine Learning Approach to Study Tourist Interests
and Predict Tourism Demand on Bonaire Island from Social
Media Data

(Wageningen University and Research, The Netherlands)

Dipublikasikan di 13th International Conference on
Information & Communication Technology and System
(ICTS), Indonesia

Dalam hal kaitannya dengan penerapan lebih lanjut Big Data

& Al

untuk mendukung pemerintah dalam membangun

ekosistem digital yang sehat untuk UMKM, beberapa hal yang
potensial untuk diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Monitoring produk impor, produk non-SNI, minuman
beralkohol, dan produk-produk lain yang dibatasi
peredarannya.

2. Analisis promosi dan pengaruhnya ke penjualan produk
di lokapasar

3. Analisis transaksi di lokapasar luar Indonesia

4. Dan lain sebagainya.

Referensi

https://www.techtarget.com/searchdatamanagement/definitio
n/big-data

https://cloud.google.com/learn/what-is-big-data

https://cloud.google.com/learn/what-is-artificial-intelligence
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https://www.trade.gov/country-commercial-guides/indonesia-
digital-economy

https://aptika.kominfo.go.id/2022/05/pemerintah-minta-
lokapasar-prioritaskan-produk-umkm-lokal /

https://www.cnbcindonesia.com/news/20230803135606-4-
459871 /bos-logistik-ungkap-barang-impor-murah-kuasai-
ecommerce

https://www.kemendag.go.id /berita/pojok-media/sri-mulyani-
dan-zulhas-terbitkan-aturan-untuk-kurangi-impor-dan-
lindungi-umkm

https://www.antaranews.com/berita/4069647 /biaya-layanan-
lokapasar-naik-umkm-diimbau-cermat-hitung-margin

Ibrahim, Mochamad, et al. "Buzzer detection and sentiment
analysis for predicting presidential election results in a
twitter nation." 2015 IEEE international conference on data
mining workshop (ICDMW). [EEE, 2015.

Shayaa, Shahid, et al. "Social media sentiment analysis of
consumer purchasing behavior vs consumer confidence
index." Proceedings of the international conference on big
data and internet of thing. 2017.

Jailani, Zakiul Fahmi, et al. "A Machine Learning Approach to
Study Tourist Interests and Predict Tourism Demand on
Bonaire Island from Social Media Data." 2021 13th
International Conference on Information & Communication
Technology and System (ICTS). IEEE, 2021.
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2.9.

Sektor Jasa Riset, Rekayasa dan Desain
Industri: Kunci Akselerasi bagi Industri

Widyastutik
Associate Professor Departemen limu Ekonomi, FEM dan
Sekretaris Lembaga Riset Internasional Pembangunan Sosial,
Ekonomi dan Kawasan, IPB University

Widyastutik adalah sekretaris Lembaga Riset
Internasional Pembangunan Sosial, Ekonomi
dan Kawasan (LRI PSEK) IPB University.
Widyastutik memiliki pengalaman penelitian
dan kolaborasi riset dengan berbagai
Kementerian dan Lembaga nasional maupun
internasional. Fokus risetnya terkait dengan
integrasi ekonomi, kebijakan perdagangan
internasional baik barang dan jasa serta
investasi. Disertasinya mengupas tentangan
hambatan non tarif pada jasa transportasi
darat dan laut serta dampaknya bagi perekonomian dengan model
keseimbangan umum multi sektor dan region (GTAP). Isu mengenai transisi
UKM ke green bisnis dan pembiayaan hijau, UKM volatile food maupun
UKM ekspor dan ketahanan pangan juga menjadi fokus risetnya.

Widyastutik menyelesaikan pendidikan sarjana di di bidang IImu Ekonomi
dan Studi Pembangunan (IESP) Universitas Diponegoro, master di bidang
lImu Ekonomi Pertanian (EPN) Institut Pertanian Bogor (IPB), dan S3 IImu
Ekonomi Universitas Diponegoro.

Peran Jasa Riset, Rekayasa dan Desain Industri: Servisifikasi
dan Konsep Smilling Curve

Peran jasa termasuk jasa riset, rekayasa dan desain industri
dalam industri manufaktur dikenal sebagai servisifikasi. Menurut
Low (2013) dan Pattnayak & Chadha (2022) servisifikasi
mengacu pada peningkatan penggunaan jasa di bidang
manufaktur, baik pada segi proses produksi maupun penjualan.
Sementara itu pendapat yang sama diungkapkan oleh Nordwall
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(2016) dimana servisifikasi manufaktur merupakan sektor
manufaktur yang menggunakan jasa, baik sebagai input, aktivitas
(enabler) di dalam perusahaan, ataupun output yang dijual
bersamaan dengan barang (goods). Haven & Van Der Marel
(2018) juga sependapat mengenai penggunaan jasa di dalam
perusahaan manufaktur yang dikenal dengan servisifikasi.
Mercer-Blackman & Ablaza (2018) memiliki istilah yang berbeda
dengan servisifikasi manufaktur. Mercer-Blackman & Ablaza
(2018) mendefinisikan sebagai manuservice, yang menunjukkan
semakin meningkatnya ketergantungan perusahaan manufaktur
terhadap jasa guna mendorong produktivitas. Hal ini ditegaskan
kembali oleh Levitt (1972), ketika servisifikasi manufaktur
semakin penting maka seiring waktu akan semakin sulit
membedakan antara barang dan jasa.

Gambar 1. Servisifikasi: Jasa sebagai Input Industri

Manufaktur
Intermediate consumption Production Output
e® S
.. s “ = ® Services activities y
within oo
- . < 3
Services inputs manufacturing w5 sold
firms bundled
- ss (=) “ - A with goods
T oo
There is more employment
e e Gia within manufacturing firms Manufacturing firms
bl s ik in support service increasingly sell services
8 ey functions such as R&D, bundled with goods to
pu design, logistics, marketing increase value
and sales

Sumber: Miroudot & Cadestin (2017).

Berbicara mengenai peran jasa pada industri manufaktur
maka industri manufaktur tidak boleh mengabaikan jasa riset,
rekayasa dan desain industri. Peran dari sektor jasa riset,
rekayasa, dan desain industri dalam mendukung sektor industri
atau manufaktur dijelaskan melalui smilling curve yang
dicetuskan pertama kali oleh Stan Shih pada tahun 1992. Smiling
curve adalah konsep yang menggambarkan distribusi nilai
tambah dalam rantai produksi suatu produk, khususnya dalam
industri dan manufaktur. Menurut konsep ini, rantai nilai produk
yang memiliki bentuk yang serupa dengan senyuman atau kurva
tersenyum menggambarkan nilai tambah paling besar berada di
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bagian awal dan akhir rantai produksi, sementara di bagian
tengahnya (produksi atau manufaktur) memiliki nilai tambahnya
lebih rendah.

Gambar 2. Smiling Curve
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Lower lowest-walue input
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Sumber: Baldwin et al. (2014).

Merujuk pada konsep smiling curve pada Gambar 1, maka
sektor jasariset, rekayasa, dan desain industri berada pada salah
satu bagian penting (tahap awal) dalam rantai produksi. Apabila
dimaknai secara lebih terbuka pada pengembangan industri
manufaktur maka tahap awal mencakup penelitian,
pengembangan, dan desain produk.

Tahap ini membutuhkan keterampilan khusus, inovasi, dan
investasi besar. Tahap ini juga menghasilkan nilai tambah yang
tinggi karena merupakan fase kunci dalam penciptaan produk
baru yang dapat bersaing di pasar. Berdasarkan gambaran
tersebut maka tujuan utama dari smiling curve adalah untuk
menunjukkan bahwa industri (perusahaan) dapat memperoleh
nilai tambah yang lebih besar dengan berfokus salah satunya
pada kegiatan di sisi kiri kurva, seperti penelitian,
pengembangan, rekayasa hingga desain produk, daripada hanya
bergantung pada proses manufaktur semata.

Sebagai contoh pada proses produksi barang-barang
elektronik seperti ponsel, microwave, komputer, kipas angin,
televisi, rice cooker dll, jasa riset, rekayasa dan desain industri
memiliki peran kunci dalam mengembangkan dan
mempertahankan core technologies atau teknologi inti yang
menjadi dasar dari inovasi produk. Peran jasa riset, rekayasa dan
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desain industri pada barang-barang elektronik tersebut dapat
diidentifikasi melalui hal-hal sebagai berikut:

(1) Inovasi produk dan diferensiasi

Adanya jasa riset dan rekayasa memungkinkan industri
elektronik untuk melakukan penelitian teknologi baru,
merancang produk yang lebih canggih, serta meningkatkan
fungsi dan efisiensi produk. Riset dan rekayasa juga membantu
dalam menemukan cara untuk mengurangi konsumsi energi
seperti di barang elektronik air conditioner, kulkas, lampu LED,
Televisi LED dll, meningkatkan daya tahan, dan menambah fitur
baru yang bisa menjadi keunggulan kompetitif (Tidd dan Bessant,
2018).

(2) Peningkatan keamanan dan keandalan

Perangkat elektronik modern melibatkan teknologi yang
kompleks dan sensitif, terutama yang berhubungan dengan data
dan konektivitas. Jasa Riset dan rekayasa membantu
mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko, baik dalam hal
kegagalan fungsi maupun keamanan data, sehingga produk dapat
diandalkan dan aman digunakan oleh konsumen.

(3) Efisiensi produksi dan pengurangan biaya

Inovasi di bidang riset dan rekayasa sering kali mengarah
pada penemuan proses produksi baru yang lebih efisien,
misalnya melalui penggunaan material yang lebih murah atau
proses manufaktur yang lebih cepat. Ini menurunkan biaya
produksi dan memungkinkan perusahaan untuk menawarkan
harga yang lebih kompetitif (Griffin, 1997)

(4) Desain industri sebagai daya tarik pasar

Desain industri mencakup aspek estetika dan fungsi yang
membuat produk elektronik menarik bagi konsumen. Desain
yang menarik dan ergonomis (pas dengan tubuh manusia
sehingga enak dipakai) serta fitur-fitur seperti penutupan
lembut, lampu yang meredup otomatis, dan pintu kulkas yang
membuka dan menutup dengan sentuhan ringan dapat
meningkatkan nilai tambah produk, memperkuat branding, dan
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memberikan kesan berkualitas tinggi. Ini penting karena
konsumen cenderung lebih memilih produk yang mudah
digunakan, memiliki tampilan menarik, dan sesuai dengan gaya
hidup modern (Verganti, 2009).

(5) Adaptasi terhadap perubahan teknologi dan preferensi
konsumen

Teknologi di sektor elektronik berkembang sangat cepat,
dan preferensi konsumen juga berubah seiring waktu. Jasa R&D
dan desain industri memungkinkan perusahaan untuk secara
terus-menerus menyesuaikan diri dengan tren ini, baik dengan
menambah fungsi-fungsi baru yang diminati konsumen maupun
dengan menerapkan teknologi terbaru (Boston Consulting
Group/BCG, 2021). Sebagai contoh preferensi konsumen agar
lebih efisien dalam membersihkan rumahnya melalui vacum
pintar elektronik dengan memanfaatkan [oT yang dilengkapi
built-in camera yang semakin canggih karena kemampuannya
terkoneksi dengan wi-fi router dan smartphone.

Potensi dan Tantangan Jasa Riset, Rekayasa dan Desain
Industri dalam Mengakselerasi Industri Manufaktur

Merujuk pada studi Kementerian Perindustrian
bekerjasama dengan ITAPS FEM IPB (2024) yang bersumber dari
Atmojo (2024), beberapa peluang tertangkap pada sektor jasa
riset, rekayasa dan desain industri. Peluang-peluang tersebut
adalah sebagai berikut:

1. Aspek pertumbuhan ekonomi dan permintaan pasar.
Meningkatnya penggunaan elektronik konsumen dan
perangkat pintar membuka peluang bagi desainer
industri dan insinyur untuk menciptakan produk baru
dan yang lebih baik.

2. Dukungan pemerintah dan kebijakan. Peningkatan
permintaan untuk konten lokal yang lebih tinggi (TKDN)
memerlukan dukungan dari kegiatan R&D.

3. Transformasi digital dan pemutakhiran teknologi.
Pertumbuhan di industri perangkat lunak dan teknologi
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Top climbers of the decade, 2013-2023

2023

2013

mendorong pengembangan solusi digital baru dan
rekayasa tingkat lanjut

Institusi pendidikan dan riset. Kolaborasi antara
universitas dengan pemimpin industri untuk memajukan
penelitian dan inovasi

Keberlanjutan dan green technology. Pengembangan
solusi energi terbarukan dan material berkelanjutan
untuk manufaktur, emisi yang lebih rendah

Globalisasi dan pasar internasional. Mengekspor desain
industri dan solusi rekayasa ke pasar di Asia Tenggara
dan sekitarnya

Desentralisasi R and D. Tren Desentralisasi R&D di dunia
telah menyebabkan pertumbuhan R&D baru di tempat-
tempat lokal.

Potensi lainnya sektor ini dapat dilihat dari kenaikan
peringkat Indonesia pada Global Innovation Index dari top 90
menjadi top 60 dunia pada tahun 2023. Kenaikan peringkat
Indonesia pada Global Innovation Index mengindikasikan adanya
potensi dan modal dasar bagi sektor jasa riset, rekayasa, dan
desain industri di Indonesia mengingat inovasi merupakan salah
satu drivers dalam pengembangan sektor ini untuk mengakselerasi
industri manufaktur.

Top70
Iran (Islamic
Republic of)

Other
Iran (Islamic
Republic of)

Gambar 3. Global Innovation Index Indonesia
di Dunia Tahun 2023
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Sumber: WIPO (2023) dalam Atmojo (2024).
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Sementara itu disisi lain, peningkatan peran jasa riset (R&D),
rekayasa, dan desain dalam mengakselerasi industri manufaktur
menghadapi berbagai tantangan terutama keterbatasan investasi
yang berujung pada kurangnya anggaran dalam kegiatan jasa
riset, rekayasa dan desain industri. Hal ini sejalan dengan temuan
R&D World Magazine (2020) yang menunjukkan bahwa
tantangan utama dari sektor jasa R and D adalah pada
keterbatasan anggaran R&D yang diiringi dengan peningkatan
biaya yang harus dikeluarkan dalam proses R&D. Studi
Kementerian Perindustrian bekerjasama dengan ITAPS FEM IPB
(2024) memberikan gambaran data dari Stockanalysis (2023)
yang menunjukkan bahwa lima besar perusahaan besar dunia,
telah mengeluarkan biaya untuk proses R&D hingga total
USD229 miliar selama tahun 2023 atau jika dirupiahkan maka
nilai tersebut mencapai Rp34 triliun (asumsi kurs Rp15.000).
Besarnya biaya yang harus dikeluarkan tersebut menjadi salah
satu tantangan utama yang menyebabkan masih terbatasnya
pelaku usaha Indonesia yang bergerak di sektor ini (Atmojo,
2024).

Gambar 4. Biaya R&D Perusahaan Dunia

Five Big Tech giants spent $229 Billion on ISSUES WITH 2020 R&D BUDGETING
R&D in the last year
Shorages inmaterials/producton NN 74%
pmet) expense by 10 most valuable companies on Nasdag in LTV
nuficenttime. — %
Company NMYXpt'nd,l.'l'Mnulinz Mar 31,2024* Mll\pﬂnd,‘\‘w((irnixl’ln( ‘nwmueﬂlR&Dsuﬁ 2“%
amazon
; I I oDt I— 750
Iphabet $45.98 2%
P - = hoesegtevoges I 1§
ooveto [ I

Total = $229

Anple swqp  Millon 1%
pp
Bvicosot [ sz N

Inregsing reguaions I 12 3%
Icreingpressurefromforegn competors mm—_ 12 6%

Inereasingpresurefromdomesti competters S 176%

nvioia il #e M - | <
Direasigoosts I (| 7'
osroadcom | s B "
Juptionn theeconom

ASML | - - = Dirupionintheeconomy - G— 0 0%

‘ -

TzsLA e - = Changes i my crganizaton’ srteges N 5[

Cosrcd | ; Agng frasinctures I ¢ 0%

ot reported Not reported
Q0% S0% 100K 50% 200% B0% 008 B0k Q0% 6%
g Surce RD Wordmagaoe
Hore charts ot www.trendlineHQ.co

Sumber: R&D World Magazine (2020); Stockanalysis (2023) dalam
Atmojo (2024).
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Fakta empiris yang mendukung masih terbatasnya dana R
and D di Indonesia dibandingkan dengan peer countries dapat
dilihat pada Gambar 5, yang menunjukkan persentase
pengeluaran untuk riset dan rekayasa sebagai bagian dari PDB di
beberapa negara, termasuk Indonesia dan negara-negara peer
countries seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina.
Berdasarkan Gambar 5, Thailand memiliki persentase tertinggi di
antara kelompok ini (1,2 persen), diikuti oleh Malaysia (0,9
persen). Sementara itu, Indonesia dan Filipina masing-masing
berada pada 0,3 persen, dan Vietnam sedikit lebih tinggi pada 0,4
persen.

Gambar 5. Komparasi Pengeluaran Riset dan Rekayasa
sebagai Persentase dari PDB antara Indonesia dengan
ASEAN-5, Tahun 2020

R&D Expenditure as a Percentage of GDP in Indonesia and Peer Countries

1.4

R&D Expenditure (% of GDP)
o o o = -
IS o ® =] ¥

o
N}

0.0

Indonesia Malaysia Thailand Vietnam Philippines

Sumber: Indeks Mundi (2020); Lowy Institute Asia Power Index (2018-
2021) dalam Kementerian Perindustrian dan ITAPS FEM IPB

Lebih detil, beberapa faktor yang menjadi tantangan sektor
jasa riset, rekayasa dan desain industri dalam rangka
mengakselerasi industri manufaktur dapat dirangkum sebagai
berikut:

1. Keterbatasan Investasi dan Dukungan Finansial yang lemah

e Minimnya alokasi anggaran: Proporsi belanja R&D,
rekayasa dan desain terhadap PDB Indonesia masih
relatif kecil dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya
seperti terlihat pada Gambar 5.
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Minimnya insentif bagi sektor swasta: Perusahaan
manufaktur seringkali enggan mengalokasikan sumber
daya untuk riset, rekayasa dan desain karena terbatasnya
insentif pajak atau dukungan pemerintah.

Dampak dari keterbatasan investasi dan anggaran dalam
jasa riset, rekayasa dan desain industri adalah
kekurangan laboratorium pengujian canggih untuk
pengembangan produk.

2. Kurangnya Kolaborasi antara industri dan Akademisi

Kesenjangan antara penelitian akademik dan kebutuhan
industri: Banyak hasil riset dari lembaga pendidikan yang
tidak sepenuhnya relevan atau diterapkan dalam proses
manufaktur.

Terbatasnya ekosistem inovasi: Kerja sama antara
universitas, lembaga penelitian, dan sektor industri
masih lemah dalam mengembangkan solusi desain dan
teknologi berbasis kebutuhan pasar.

3. Keterbatasan Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang
Kompeten

Kurangnya tenaga ahli: SDM dengan keterampilan khusus
di bidang rekayasa dan desain industri masih terbatas.
Hal ini berdampak pada sulitnya menemukan insinyur
dengan keahlian dalam teknologi yang sedang
berkembang seperti pemrograman perangkat lunak,
kecerdasan buatan (Al), atau robotika canggih

Brain drain: Banyak talenta terbaik Indonesia memilih
bekerja di luar negeri karena peluang dan fasilitas yang
lebih baik.

4. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi

Akses terhadap teknologi canggih: Banyak industri
manufaktur belum memiliki infrastruktur teknologi yang
memadai untuk mendukung riset dan desain.

Digitalisasi yang belum merata: Pemanfaatan teknologi
seperti big data, Al, dan otomatisasi di sektor manufaktur
masih tertinggal.
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5. Regulasi dan Birokrasi yang Kurang Mendukung

Regulasi yang rumit: Proses perizinan untuk proyek R&D
atau transfer teknologi dari luar negeri sering kali
memakan waktu lama.

Kurang jelasnya perlindungan hak kekayaan intelektual
(HKI): Hal ini menghambat inovasi karena ketidakpastian
atas hak paten dan lisensi.

6. Keterbatasan Adopsi Teknologi Hijau

Teknologi ramah lingkungan kurang diutamakan: Dalam
desain dan rekayasa, fokus pada keberlanjutan seringkali
diabaikan meski tren global mulai menuntut industri
lebih hijau.

Kesadaran rendah terhadap standar global: Banyak
desain produk manufaktur belum memenuhi standar
internasional terkait keberlanjutan.

Strategi Penguatan Peran Jasa Riset, Rekayasa dan Desain
dalam Mengakselerasi Sektor Industri

Kondisi eksisting menunjukkan bahwa pemain di bidang

sektor jasa riset, rekayasa dan desain industri masih sangat
terbatas. Berdasarkan Atmojo (2024) beberapa pemain di bidang
riset, rekayasa dan desain industry dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Pelaku Sektor Jasa Riset, Rekayasa dan

Desain Industri

Some Existing Players (Indonesia)
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Sumber: Atmojo (2024)
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Selain pemain-pemain yang telah ditunjukkan pada Gambar
6, salah satu pelaku yang bermain pada jasa riset, rekayasa dan
desain industri Indonesia di pasar domestik maupun
internasional adalah AOP Engineering Development Center. AOP
Engineer Development Center telah menghasilkan produk R and D
yang sampai Juni 2024 menghasilkan 65 paten. Selain itu 1 paten
juga telah diregistrasikan yaitu paten untuk Dies Mold Design and
Manufacturing.

Untuk itu, kebijakan yang ada adalah menjamin ekosistem
riset yang mendorong munculnya pemain-pemain di sektor jasa
riset, rekayasa dan desain industry seperti AOP Engineering
Development Center yang mampu bersaing di pasar domestik dan
bahkan internasional. Berbagai strategi yang perlu dilakukan
diantaranya:

(1) Peningkatan dan Penguatan Kapasitas dan Kompetensi
SDM

e Pelatihan dan Pendidikan: Mengembangkan program
pelatihan khusus untuk meningkatkan keterampilan
tenaga ahli dalam bidang riset, rekayasa, dan desain yang
relevan dengan kebutuhan industri manufaktur.

e Kolaborasi Pendidikan-Industrialisasi: = Mempererat
hubungan antara universitas, pusat pelatihan vokasional,
dan industri untuk memastikan relevansi kurikulum
dengan perkembangan teknologi terkini.

(2) Mengundang Investasi Luar Negeri dan Penguatan pada
Akses Pembiayaan

e Mengundang investasi luar negeri dalam rangka
mendorong transfer teknologi dan investasi pada
kegiatan Riset, Rekayasa dan Desain (memfasilitasi
hadirnya spill over of FDI).

e Memfasilitasi peningkatan akses modal ventura, joint
venture atau pembiayaan lainnya untuk pelaku usaha
baru.

(3) Menciptakan Ekosistem Inovasi untuk Sektor Manufaktur

e Pendirian Pusat Inovasi: Membentuk pusat riset dan
inovasi khusus untuk sektor manufaktur, berfokus pada
solusi teknologi yang dapat diterapkan di tingkat industri.
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e Memfasilitasi Pusat Pengujian: Memfasilitasi pusat
pengujian dengan peralatan yang mendukung penelitian,
pengembangan dan jasa industri.

e Kemitraan Strategis: Memperkuat kolaborasi antara
lembaga riset/perguruan tinggi, pemerintah, dan sektor
swasta untuk mendorong transfer teknologi dan inovasi
desain.

(4) Dukungan Regulasi dan Kebijakan Melalui Sistem Insentif

e Subsidi Riset dan Rekayasa: Memberikan insentif fiskal
kepada perusahaan yang berinvestasi dalam riset dan
pengembangan (R&D). Evaluasi terhadap kebijakanyang
super deduction tax yang selama ini sudah dijalankan,
sejauhmana efektivitasnya memberikan insentif bagi
pelaku jasa riset, rekayasa dan desain industri.

e Penguatan Regulasi: Meningkatkan standar nasional
untuk desain produk agar dapat bersaing di pasar global.

(5) Digitalisasi dan Transformasi Teknologi untuk
mendukung jasa riset, rekayasa dan desain industri

e Adopsi Industri 4.0: Mengintegrasikan teknologi seperti
Al, 10T, dan Big Data dalam proses riset, rekayasa dan
desain manufaktur.

e Pembangunan Infrastruktur Teknologi: Menyediakan
akses ke perangkat lunak desain canggih dan fasilitas
prototipe berbasis teknologi tinggi.

(6) Komersialisasi dan Hilirisasi Produk Industri Hasil Riset,
Rekayasa dan Desain Industri

e Akselerasi Proses Hilirisasi: Mengembangkan produk
hasil riset menjadi prototipe dan produk akhir yang siap
dipasarkan.

e Pendekatan Pasar: Memanfaatkan platform digital untuk
mempromosikan desain inovatif di pasar domestik dan
internasional.
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2.10.

Hilirisasi Industri Sawit Menuju
Indonesia Emas

Esther Sri Astuti S.A
Direktur Eksekutif INDEF dan Dosen FEB Universitas Diponegoro

Esther Sri Astuti adalah Direktur Eksekutif INDEF
dengan keahlian di bidang kebijakan fiskal,
ekonomi digital, ekonomi makro, dan UMKM.
Meraih gelar doktor di Maastricht University,
Netherlands dan saat ini aktif mengajar di
Universitas Diponegoro. Memiliki pengalaman
penelitian dan kerjasama dengan pelbagai
lembaga pemerintah. Topik riset yang sering
dilakukan diantaranya di bidang Makroekonomi,
Ekonomi Regional, dan Kebijakan Fiskal.

Presiden Prabowo menetapkan target pertumbuhan
ekonomi sebesar 8% selama lima tahun. Salah satu cara untuk
mencapai target pertumbuhan ekonomi yang cukup fantastis
dengan mendorong pertumbuhan investasi rata-rata 16,75% per
tahun. Pertumbuhan ekonomi 8% ditargetkan akan tercapai pada
tahun 2027 dengan estimasi realisasi investasi sebesar Rp 2.684
trilliun.

Gambar 1. Target Pertumbuhan Ekonomi dan Realisasi
Investasi

316
Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,2% 2,684
2280

Realisasi Investasi (Rp Triliun) 1650

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Sumber: Kementerian Investasi dan hilirisasi/ BKPM, 2024.
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Salah satu strategi untuk mencapai target pertumbuhan
ekonomi tersebut yaitu dengan melaksanakan hilirisasi industri
terhadap komoditas unggulan Indonesia sehingga diharapkan
akan meningkatkan nilai ekspor Indonesia. Komitmen hilirisasi
industri tertuang pada asta cita Indonesia yang ke-lima. Hilirisasi
sebagai agenda Indonesia menuju negara maju sehingga ke
depan komoditas unggulan yang diekspor harus diproses
terlebih dulu agar ada peningkatan nilai tambah sumber daya
alam. Selain itu, hilirisasi industri diharapkan juga bisa
mendorong penciptaan lapangan pekerjaan dan mengurangi
ketergantungan impor sehingga perekonomian tumbuh

Gambar 2. Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis
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Sumber: Kementerian Investasi dan hilirisasi/ BKPM, 2024.

Keseriusan melakukan hilirisasi industri dengan mengubah
nomenklatur  Kementerian Investasi/ BKPM  menjadi
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM dilakukan agar
hilirisasi tidak terbatas pada sektor pertambangan. Peta jalan
hilirisasi industri menunjukan ada delapan sektor antara lain
sektor perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, mineral,
batubara, minyak dan gas dengan 28 komoditas unggulan.
Investasi dari sektor PKPK (perkebunan, kehutanan, perikanan,
kelautan) ditargetkan sebesar USD 51,4 miliar, sementara dari
sektor MINERBA (mineral dan batubara) sebesar USD 498,4
miliar dan sektor MIGAS (minyak dan gas) sebesar USD 68,3
miliar. Total besarnya investasi sampai tahun 2040 ditargetkan
sebesar USD 618,1 miliar, dan ekspor sebesar USD 857,9 miliar
sehingga bisa mencapai meningkatkan kapasitas ekonomi
dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar USD 235,9 miliar
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yang kemudian diharapkan mampu menciptakan lapangan
pekerjaan sebesar 3 juta orang.

Salah satu komoditas unggulan perkebunan untuk
dihilirisasi adalah sawit. Kelapa sawit merupakan salah satu
komoditas strategis dalam perekonomian Indonesia. Industri
hilir kelapa sawit memiliki kontribusi yang signifikan terhadap
produk domestik bruto (PDB), mendukung perolehan devisa
negara, serta menciptakan lapangan kerja bagi jutaan orang.
Berdasarkan data GAPKI (2024), pada tahun 2023, total volume
ekspor kelapa sawit dan produk turunannya, seperti CPO, PKO,
oleofood, oleochemical, dan biodiesel, mencapai 32,21 juta ton
dengan nilai ekspor sebesar USD 30,30 miliar. Kelapa sawit
memiliki potensi untuk menghasilkan produk bernilai tinggi
seperti tocopherol, nitrogliserin, dan carotene yang bermanfaat
untuk kesehatan. Namun, hingga saat ini, produk-produk
tersebut belum diproduksi secara komersial di Indonesia. Di sisi
lain, biosurfaktan dan cocoa butter substitute telah diproduksi
dalam jumlah besar, menjadikan Indonesia sebagai eksportir
terbesar biosurfaktan di dunia (Trade Map, 2024). Produk ini
digunakan secara luas dalam berbagai industri seperti pangan,
kosmetik, dan farmasi. Hilirisasi kelapa sawit juga memberikan
dampak positif terhadap pembangunan daerah melalui
peningkatan kegiatan ekonomi lokal dan pengembangan
infrastruktur.

Gambar 3. Pertumbuhan Ekonomi Hilirisasi Kelapa Sawit
Menurut Propinsi dan Nasional (persen)
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Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah), 2024.

Meski bukan hal mudah untuk melaksanakan hilirisasi
industri, perlu membangun ekosistem bisnis agar hilirisasi
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industri bisa terakselerasi. Ekosistem bisnis adalah metafora
untuk ekosistem alam yang merujuk pada area di mana
komponen hidup dan non-hidup yang bekerja bersama untuk
membentuk dan mempertahankan kehidupan. Namun definisi
dari ekosistem bisnis pun berevolusi dari waktu ke waktu.
Penciptaan ekosistem bisnis selalu dikaitkan dengan rantai pasok
yang menggambarkan hubungan pelanggan-pemasok linear atau
hubungan permintaan - penawaran dengan orientasi kuat
terhadap nilai yang diciptakan dan disampaikan oleh perusahaan
bisnis. Porter (1985) menggambarkan rantai nilai merupakan
urutan proses memberikan nilai tambah pada komoditas dari
hulu sampai hilir. Model Diamond Michael Porter (juga dikenal
sebagai Teori Keunggulan Kompetitif Nasional Industri) adalah
kerangka kerja berbentuk diamond yang berfokus pada
penjelasan mengapa industri tertentu dalam suatu negara
tertentu kompetitif secara internasional. Porter berpendapat
bahwa kemampuan perusahaan mana pun untuk bersaing di
arena internasional terutama didasarkan pada serangkaian
keunggulan lokasi yang saling terkait yang dimiliki oleh industri
tertentu di berbagai negara, yaitu: Strategi Perusahaan, Struktur
dan Persaingan; Kondisi Faktor; Kondisi Permintaan; dan
Industri Terkait dan Pendukung. Jika kondisi ini menguntungkan,
hal itu memaksa perusahaan domestik untuk terus berinovasi
dan meningkatkan diri. Daya saing yang akan dihasilkan dari hal
ini, sangat membantu dan bahkan diperlukan saat memasuki
pasar internasional dan melawan pesaing terbesar di dunia.

Gambar 4. Diamod Porter
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Akselerasi hilirisasi industri sawit akan tercapai dengan
mendorong pembangunan ekosistem. Langkah awal dengan
mengidentifikasi kondisi permintaan atas produk-produk kelapa
sawit. Ada lima produk turunan kelapa sawit Indonesia yang
banyak diminta dari berbagai negara antara lain CPO, PKO,
oleochemical, olefood dan biodiesel. India secara konsisten
menjadi negara dengan permintaan CPO tertinggi dari 2019
hingga 2023, dengan puncak tertinggi pada tahun 2021 sebesar
7.181.016 ton. Namun, terjadi penurunan drastis pada tahun
2023 menjadi hanya 684.225 ton. Penurunan ini disebabkan oleh
perubahan kebijakan impor atau peralihan ke minyak nabati lain.
Sementara itu, untuk produk PKO dari tahun 2019 hingga 2023,
Jerman konsistem menunjukkan permintaan PKO tertinggi,
dengan volume tertinggi pada tahun 2020 sebesar 281.863 ton.
Namun, permintaan Jerman mengalami fluktuasi yang signifikan,
turun drastis pada 2022 (136.302 ton) sebelum meningkat
kembali pada 2023 menjadi 168.663 ton. Selanjutnya, untuk
produk olechemical dari tahun 2019 hingga 2023, Amerika
Serikat konsisten menjadi negara dengan permintaan
oleochemical (termasuk tokoferol, nitrogliserin, karoten, dan
biosurfaktan) terbesar. Permintaan tertinggi terjadi pada tahun
2020 dengan volume 851.431 ton, meskipun sempat menurun di
tahun 2021 (591.118 ton). Tren permintaan kembali meningkat
pada tahun 2023 menjadi 684.225 ton. Produk lainnya yang
banyak diminta adalah oleofood. Tiongkok menunjukkan tren
permintaan oleofood tertinggi selama periode 2019-2023.
Permintaan terus meningkat signifikan, mencapai puncaknya
pada tahun 2023 dengan volume 1.055.163 ton. Hal ini
mencerminkan peran Tiongkok sebagai pasar utama produk
oleofood Indonesia, yang kemungkinan didorong oleh kebutuhan
industri makanan dan minuman yang terus berkembang di
negara tersebut.

Produk biodiesel juga banyak diminta selama periode 2019-
2023. Belanda secara konsisten menjadi negara dengan
permintaan biodiesel tertinggi, dengan rata-rata mencapai 4,291
juta ton per tahun. Hal ini menunjukkan peran strategis Belanda
sebagai pintu masuk utama untuk distribusi biodiesel di kawasan
Eropa. Posisi ini didukung oleh infrastrukturnya yang maju serta
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kebijakan lingkungan yang mendorong penggunaan bahan bakar
nabati.

Sementara itu dari sisi penawaran, Indonesia bisa
memproduksi Produksi Crude Palm 0Oil (CPO) mencapai 50,06
juta ton pada tahun 2023, menegaskan posisi Indonesia sebagai
produsen utama dunia (GAPKI, 2024). Ekspor CPO sebesar 22,53
juta ton, PKO sebesar 1,37 juta ton dan olechemical sebesar 1,2
juta ton. Penggunaan kelapa sawit untuk energi telah melampaui
penggunaan untuk pangan (GAPKI, 2023). Peluang hilirisasi
industri kelapa sawit sangat besar guna meningkatkan nilai
ekspor, mengurangi ketergantungan pada bahan mentah, dan
memperluas peran oleochemical untuk membangun industri lain.
Impor minyak kelapa sawit sebesar 757 ton pada tahun 2023
kemungkinan besar dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
bahan baku khusus yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi
domestik, menjaga stabilitas pasokan, atau memenuhi standar
spesifik yang dibutuhkan oleh industri dalam negeri. Meskipun
kecil, impor ini mendukung diversifikasi dan fleksibilitas pasokan
untuk industri hilir yang terus berkembang di Indonesia.

Apalagi jika dilihat dampak hilirisasi investasi komoditas
kelapa sawit yang sudah dilakukan di Indonesia terhadap
perekonomian. INDEF (2024) menunjukkan bahwa hilirisasi
investasi kelapa sawit memberikan dampak signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi di berbagai provinsi, terutama di sentra
produksi kelapa sawit. Provinsi Riau mengalami dampak
pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 1,60%, diikuti oleh
Kalimantan Tengah (1,04%), Sumatera Utara (0,91%), Lampung
(0,80%), dan Kalimantan Barat (0,62%). Secara nasional,
kontribusi hilirisasi investasi kelapa sawit di Provinsi Riau
terhadap pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 0,24%.
Dampak ini mencerminkan adanya keunggulan Provinsi Riau
dalam hal ketersediaan infrastruktur, kapasitas produksi, dan
kebijakan daerah yang mendukung hilirisasi. Selain mendorong
sektor manufaktur dan transportasi, hilirisasi juga dapat
menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Namun,
terdapat beberapa tantangan seperti fluktuasi harga minyak
sawit dunia, isu keberlanjutan, dan hambatan logistik. Meski
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kontribusi  hilirisasi investasi kelapa sawit terhadap
pertumbuhan ekonomi nasional tampak kecil (0,24%), namun
peran hilirisasi ini cukup signifikan dalam konteks pertumbuhan
PDB nasional, dan juga menunjukkan adanya potensi besar untuk
terus mendorong perekonomian regional dan nasional ke depan.

Oleh karena itu, untuk mengakeselarasi hilirisasi investasi
kelapa sawit, pemerintah perlu terus mendorong reformulasi
kebijakan untuk meningkatkan produktivitasnya. Seperti
memberikan insentif fiskal, fasilitas kredit, kemudahan
perizinan, pengembangan infrastruktur, penguatan teknologi
dalam hasil riset untuk mendukung dalam menghasilkan produk
hulu dan hilirnya. Pemerintah juga sebaiknya mendorong
sumber pendanaan baru dengan berbagai skema pendanaan
seperti public private partnership karena hilirisasi membutuhkan
modal yang besar. Selain itu, penguatan sumber daya manusia
juga harus terus ditingkatkan kualitasnya agar hilirisasi industri
bisa menyerap tenaga kerja Indonesia. Pembuatan program
pelatihan keterampilan dan penyuluhan pendidikan agar
masyarakat lokal lebih kompetitif di pasar kerja dan sadar
pentingnya pendidikan anak. Pemberian investasi berkelanjutan
dalam fasilitas pendidikan dan beasiswa untuk memastikan
akses pendidikan yang lebih luas dan berkualitas, bertujuan
menciptakan tenaga kerja terampil yang mendukung hilirisasi
kelapa sawit, memberdayakan komunitas lokal, serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dukungan riset dan
pengembangan sangat diperlukan untuk menciptakan produk-
produk hilir kelapa sawit yang bernilai tambah tinggi, seperti
bahan baku farmasi, kosmetik, dan bioplastik. Ini akan
meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global
sekaligus memperluas diversifikasi produk yang berasal dari
kelapa sawit. Hal lainnya yang tidak kalah penting adalah
ketersediaan dan kualitas infrastruktur. Jika infrastruktur dan
aksesibilitasnya terkoneksi secara baik menghubungkan sentra-
sentra produksi dengan kawasan industri, maka investor
tertarik. Harapannya hilirisasi industri kelapa sawit dapat
terakselerasi guna meningkatkan kapasitas perekonomian
Indonesia.
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2.11.

Dampak Hilirisasi Pangan terhadap
Pencapaian Sasaran Makroekonomi

Muhammad Firdaus
Guru Besar Fakultas Ekonomi Manjemen
Institut Pertanian Bogor

Muhammad Firdaus lahir di Muara Bungo,
Jambi. Alumni IPB angkatan 28 ini
merupakan Guru Besar Institut Pertanian
Bogor sejak tahun 2013 dan mendapat
bintang Saujana Utama, sebuah
penghargaan bagi guru besar yang
melakukan orasi ilmiah.

Pada tahun 2006 menamatkan Pendidikan
doktor Ilmu Ekonomi di University Putra
Malaysia. Di tahun 2013 menyampaikan
orasi Guru Besar di IPB University dalam
bidang Ekonomi.

Selain menjabat sebagai Wakil Dekan
Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM)
Institut Pertanian Bogor, saat ini ia juga aktif menjabat sebagai Kepala
Divisi Pemasaran dan Kerjasama Pusat Kajian Hortikultura Tropika (PKHT).

Kebijakan ekonomi makro dimotivasi oleh setidaknya tiga
persoalan kunci yaitu inflasi yang tidak terkendali, goncangan
nilai tukar karena kurangnya cadangan devisa serta
pengangguran. Untuk Indonesia yang dikaruniai bentangan alam
luas dan kekayaan ragam hayati, tiga persoalan kunci makro tadi
kuat relasinya dengan kurang optimumnya pemanfaatan
sumberdaya pertanian. Hilirisasi pangan merupakan salah satu
upaya yang masih perlu dilakukan, yang diharapkan berdampak
nyata pada pemecahan tiga persoalan tersebut.

Apakah upaya hilirisasi pangan memang berpengaruh pada
pengendalian inflasi? Untuk menjelaskan hal ini, dapat
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dikembalikan pada teori ekonomi pertanian. Produk pertanian
memiliki karakteristik fluktuasi harga yang lebih tinggi daripada
produk manufaktur, baik yang terjadi saat suplai meningkat
semisal saat panen raya, atau sebaliknya suplai langka karena
musim yang tidak bersahabat. Terlebih peluang perubahan suplai
saat ini semakin besar karena pengaruh perubahan iklim yang
menjadi konsen di tingkat nasional dan global. Selain itu target
pembangunan pertanian kita yang masih fokus pada peningkatan
produktivitas yang rata-rata masih di bawah potensialnya
bermuara pada perubahan suplai. Dengan kondisi tersebut,
fluktuasi harga produk pertanian akan lebih tajam karena
permintaan yang inelastis, khususnya untuk pangan segar (lihat
Gambar 1). Berbagai upaya untuk meningkatkan produksi
pertanian (termasuk beras, seperti program pencetakan 3 juta
hektar sawah saat ini), perlu diantisipasi dampak negatif pada
penurunan harga yang akan lebih besar daripada peningkatan
kuantitas. Inilah argumentasi pentingnya upaya intensifikasi,
yang terkadang kurang “populis” dan tidak semenarik
ekstensifikasi yang memerlukan pembiayaan besar untuk
pembukaan lahan baru, pengadaan air dan pendampingan
sumberdaya petani yang bisa jadi baru di daerah tu.

Gambar 1. Penurunan Harga yang Tajam pada Produk
Pertanian

Pberas

0 :* Qberas

Secara teori, pengolahan atau hilirisasi pangan akan dapat
meningkatkan elastisitas permintaan produk. Hal ini setidaknya
disebabkan dua hal. Pertama, ketersediaan produk olahan,
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semisal cabai bubuk, cabai kering atau minyak cabai meskipun
tidak dapat menggantikan cabai segar secara sempurna,
setidaknya dapat menjadi substitusi untuk bahan masakan. Perlu
diingat, sifat inelastis disebabkan minimnya ketersediaan barang
yang bersubstitusi dekat dengan produk bersangkutan. Kedua,
adanya pengolahan produk akan menyebabkan shelf-life atau
umur simpannya semakin panjang. Jika rumah tangga hanya
mengkonsumsi dalam bentuk segar, maka pengadaan sediaan
dilakukan dalam waktu pendek atau secara terus-menerus.
Dalam keadaan harga yang naik tajam, konsumem akan tetap
harus membeli. Ini yang terjadi dengan produk pertanian seperti
bawang merah, bawang putih dll, dan karena fenomena "cobweb",
harga akan terus melambung. Akibatnya terjadi inflasi pangan
(volatile food) yang sering menghantui perekonomian kita. Jika
masyarakat sudah lebih terbiasa dengan konsumsi produk
pangan olahan (masakan di China, Pakistan dan India didominasi
cabai kering bukan segar), maka sediaan produk pangan di
rumah tangga akan bisa lebih panjang. Apalagi seiring dengan
kepemilikan lemari pendingin yang sudah bukan lagi merupakan
barang mewah bagi masyarakat kita.

Cadangan devisa seyogyanya diperoleh bukan karena kita
mengurangi impor. Dalam perspektif yang positif, impor betul
adalah sinyal baik perekonomian. Ekspor dari berbagai sumber
perlu didorong terus. Peluang ekspor produk olahan pangan
masih sangat terbuka lebar ke berbagai pasar tradisional
maupun pasar ekspor baru, selain dari peluang pasar industri
makanan di dalam negeri yang masih banyak mendatangkan
produk olahan pertanian dari luar negeri. Sejak lama Vietnam
dan Filipina, dua negara peer melakukan ekspansi pasar ekspor
pasar olahan produk pangan ke berbagai negara di Timur
Tengah, Asia. Sayuran seperti nangka, paria, tauge dalam bentuk
kaleng sudah dipasok oleh Filipina di pasar Saudi Arabia, Belanda
dan China. Untuk negara non-Asia, produk tersebut banyak
mengisi Asian corner di mall atau Asian store. Sedangkan di pasar
AS, Vietnam adalah contoh negara yang sudah cukup lama
mengeskpor sayuran beku.

Untuk ekspor produk olahan pangan, Indonesia dapat
dikatakan belum mempunyai daya saing yang kuat. Dari ukuran
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daya saing "export product dynamic/EPD", produk Indonesia
banyak yang masuk dalam klasifikasi "loss opportunity", artinya
permintaan di negara tujuan ekspor tinggi namun banyak diisi
oleh negara-negara lain. Pada Gambar 2, dapat dilihat bahwa di
pasar Eropa, Indonesia kehilangan peluang karena belum mampu
sepenuhnya memenuhi permintaan pasar dalam bantuk kakao
fermentasi, dan sebagain harus organik. Di sisi lain, terdapat
perusahaan semisal PT. Javara Indonesia yang sudah
mengeskpor beragam olahan pangan, namun karena produknya
organik dan lebih kepada "artisan", pasar ekspor yang diisi
memang ceruk pasar para the have. Setidaknya perusahaan ini
dapat memberikan inspirasi bahwa dengan sumberdaya alam
lokal yang memiliki potensi diferensiasi (misal garam dari pohon
nipah yang biasa dikonsumsi di Papua), beragam produk pangan
dapat diolah dan dipasarkan dengan baik ke luar negeri. Untuk
menambah cadangan devisa, jelas ekspor produk olahan pangan
dapat berkontribusi langsung timbul yaitu pengadaan pupuk
yang masih dianggap mahal.

Gambar 2. Posisi Daya Saing Ekspor Kakao indonesia
di Beberapa Pasar

4 N
Lost
. Rising Star
Opportunity
Spain, Polandia, UAE H USA
= 0 +

Retreat Falling Star

. J

Memecahkan persoalan ketiga yaitu pengangguran adalah
juga luaran atau dampak dari upaya hilirisasi pangan. Model
Salter-Corden (Gambar 3), mengajarkan bahwa untuk negara
ekonomi berkembang terbuka kecil, strategi industrialisasi
terbaik adalah yang mempunyai sifat "export-oriented" sekaligus
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"labor-oriented". Industri yang melakukan hiliriasi pangan
dipastikan menyerap tenaga kerja tinggi mulai dari sub sistem
hulu sampai dengan hilir (A to Z). Sebagai contoh Charoen
Pokphand di Thailand yang melakukan mengolahan ayam segar
baik untuk yang berlabel halal dan yang tidak, mempekerjakan
perempuan berusia di atas 50 untuk melakukan seleksi terhadap
produk yang rejek sebelum masuk tahap pengemasan dan siap
ekspor. Kajian FEM IPB bersama LPEI menunjukkan industri
olahan kacang mete yang dibuat menjadi selai roti menyerap
tenaga kerja tinggi mulai dari proses produksi di kebun,
pengangkutan, penanganan pasca panen sampai pengolahan
menjadi produk turunan. Produk olahan mete kemudian banyak
diserap oleh sektor industri pariwisata selain dibeli konsumen
akhir. Dampak berganda tenaga kerja dari pengolahan pangan
besar karena tarikan ke belakang dan ke depan.

Gambar 3. Model Salter-Corden untuk Sasaran
Makroekonomi

Tradable

“ANB

L T & 3 H Non-tradable
Saat ini hilirisasi pangan merupakan strategi yang sudah
banyak digaungkan pengambil kebijakan, termasuk Bank
Indonesia. Tentunya BI melihat hal ini penting dari sisi tiga
indikator makroekonomi di atas. Di berbagai daerah dari Aceh
sampai Papua, Bl melakukan pendampingan langsung terhadap
pengembangan UMKM olahan pangan. Di Brebes, PT. SBI melalui
PSBI mengembangkan bawang merah menjadi pasta dan
berbagai bentuk olahan lain. Jika tidak ada alternatif ini, bisa jadi
karena harga yang terjun bebas saat panen raya mematikan
gairah petani utnuk kembali berproduksi. Akibatnya cadangan
pangan berkurang pada musim berikutnya yang dapat memicu
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volatile food inflation. Berkembangnya proses bisnis baru petani
bawang merah di PT. SBI, menimbulkan pengakuan sebagai salah
satu contoh program Korporasi Petani yang berhasil. Inti dari
Korporasi Petani sebenarnya adalah adanya proses bisnis
hilirisasi selain transformasi kelembagaan. Jika kita membaca
RPJP 2025-2045 Indonesia Emas, salah satu dari 17 arah (PP)
adalah peningkatan produktivitas pertanian, yang di dalamnya
terdapat kegiatan prirotas pengembangan Korporasi Petani.
Artinya strategi hilirisasi pangan mempunyai fondasi kebijakan
pembangunan nasional yang kuat setidaknya sampai 20 tahun ke
depan.

Sebagai penutup, adanya hilirisasi pangan akan merangsang
inovasi terutama dari para milenial yang menjadi champion di
berbagai daerah. Pada kunjungan ke PT SBI di tahun 2024, saya
melihat adanya ekspor bawang goreng kemasan ke Singapura.
Uniknya, bawang goreng yang diolah bukan dalam bentuk irisan
tapi utuh satu umbi. Ini dimungkinkan karena ukuran bawang
Brebes yang lebih kecil daripada kebanyakan di daerah lain
namun rasanya lebih pedas, selain dari proses panen yang sering
menghasilkan sebagian bawang merah yang berukuran lebih
kecil. Di pasar Singapura, permintaan produk tersebut muncul
bukan untuk bahan masakan namun lebilh sebagai cemilan.
Inilah inovasi yang pemasarannya sebagian didukung oleh BI
Singapura dalam bentuk subsidi tranportasi. Dengan konsep
pengembangan UMKM hijau dari DUPK BI, yang sudah dipandu
dengan tingkatan eco-adopter, eco-entrepeneur dan eco-
innovator, strategi hilirisasi pangan seharusnya lebih banyak
implementasinya ke depan, dimana aspek lingkungan
dipertimbangkan sebagai wujud terhadap komitmen SDGs. Mari
kita buktikan di tahun 2030, hilirisasi pangan berkontribusi
penting untuk pencapaian growth with quality.
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2.12.

Redefinisi, Peran dan Kebijakan Usaha
Mikro dan Kecil (UMK)-

F.X Sugiyanto
Guru Besar Fakultas Ekonomika dan
Bisnis Universitas Diponegoro

FX Sugiyanto merupakan Guru
Besar Ilmu Ekonomi, Fakultas
Ekonomika dan Bisnis (FEB),
Universitas Diponegoro (Undip)
yang fokus mengajar pada
makroekonomi, mikroekonomi, dan
ekonomi moneter. Meraih gelar
doktor dari Universitas Airlangga
pada tahun 2024 serta mengambil
beberapa pendidikan tambahan
khususnya di bidang manajemen
resiko dan perbankan. Selain
mengajar juga aktif dalam penelitian dan menulis lebih dari 800 artikel di
berbagai media massa terkait isu ekonomi. FX Sugiyanto pernah menjabat
sebagai Komisaris Utama PT Tirta Utama Jateng (2020-2024), Komisaris
Independen PT Bank Jateng (2016-2020), serta Ekonom Kepala Bank Jateng
(2015). Selain itu, menjadi anggota Dewan Pertimbangan Pembangunan
Kota (DP2K) Semarang sejak 2015, Ketua Lab. Studi Ekonomi Pancasila FEB
Undip sejak 2016, serta aktif di Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jawa
Tengah untuk periode 2021-2026, dan Ketua Pembina Yayasan Binterbusih
yang fokus pada pemberdayaan mahasiswa dan siswa Papua.

Redefinsi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diperlukan
karena pendefinsian UMKM akan berimplikasi penting dalam
menyusun kebijakan dan intervensi program pendampingan.
Definisi UMKM sebagaimana tertuang dalam PP no 7 Tahun 2021
tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi

* Sebagian gagasan dalam tulisan ini telah dimuat dalam : "Pancasila: Jurnal
Keindonesiaan” vol.4 edisi khusus 1 Juni 2024, diterbitkan oleh Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia
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dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berpotensi menciptakan
ketidakadilan khususnya bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
Kembali kepada kriteria aset dan bukan modal serta batasan
penjualan yang tidak tidak terlalu tinggi, jauh akan memberi
kesempatan yang lebih baik bagi UMK.

Heterogenitas UMK perlu disikapi dan diadaptasi dalam
bentuk kebijakan yang tidak bersifat one size fits for all. Walau
tingkat heterogenitas tinggi, secara umum masalah UMK dapat
dikelompokan kedalam masalah kelembagaan, akses pasar,
kompetensi manajerial, dan askses pembiayaan. Empat pilar
kebijakan terkait masalah tersebut diperlukan untuk
pengembangan UMK, dan pendampingan menjadi syarat
kecukupan untuk tumbuh-kembangnya UMK tersebut.

Definisi dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) mempunyai implikasi penting dalam menyusun
kebijakan dan intervensi program pendampingan UMKM, karena
pada setiap skala maupun tipe, UMKM mempunyai masalah dan
kebutuhan untuk tumbuh yang berbeda. Untuk memenubhi
kesesuaian kebutuhan kebijakan pada berbagai macam skala
tersebut, pasti sangat tidak mudah karena watak UMKM yang
sangat beragam; baik dalam sektor, bidang usaha, skala usaha,
dan operasional UMKM, sementara sifat kebijakan pada
dasarnya haruslah berlaku umum.

Tidak ada satu definisi yang berlaku umum. Hal ini
tergambar dari berbagai kriteria yang tidak sama di banyak
negara atau organisasi internasional. Sementara di Indonesia,
batasan UMKM tersebut juga mengalami perubahan. Definisi
UMKM menurut Undang-undang no 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diubah melalui Undang-
undang no 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Untuk
memberikan cakrawala pemahaman yang lebih lengkap atas peta
UMKM di Indoensia, juga disajikan batasan-batasan operasional
yang digunakan oleh berbagai lembaga; khususnya oleh Badan
Pusat Statistik dan Kementerian Perindustrian.
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Definsi UMKM di Berbagai Negara dan Lembaga

Membedakan antara berbagai definisi dan tipe UMKM
penting bagi pembuat kebijakan. Perbedaan tersebut dapat
menunjukkan kebutuhan maupun potensi kontribusinya yang
berbeda terhadap perekonomian. Memahami definisi, kriteria,
dan tipologi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat
penting untuk pembuat kebijakan, karena berdasarkan definisi,
kriteria dan tipologi tersebut, intervensi kebijakan akan
dirumuskan dan kemudian diimplementasikan. Oleh karena itu,
sangat penting pula untuk memahami dengan baik definisi
UMKM tersebut.

Namun demikian, tidak ada definsi tunggal dan seragam ataupun
kriteria yang sama tentang UMKM di banyak negara.
Ketidakseragaman definisi dan kriteria UMKM tersebut justru
mendapat pengakuan dan sekaligus dipahami oleh Bank Dunia.?
Menurut Bank Dunia, definisi dan kriteria UMKM bergantung
pada standar setiap negara dan tidak harus mengikuti definisi
dan kriteria diberbagai negara lain, karena karakteristik UMKM
pada tiap negara tidak selalu sama. Secara umum, Jeff Bloem
(2012) menyimpulkan ada tiga kriteria yang biasa digunakan
banyak negara atau lembaga. Ketiganya adalah (1) jumlah
pekerja, (2) penjualan total dalam setahun, dan (3) asset total.
Tantangan terbesar bagi negara atau Lembaga tersebut adalah
ada pada variasi kriteria UMKM. Untuk memberi gambaran,
berikut disajikan batasan dan kriteria UMKM diberbagai negara
pada Tabel 1.

3 World Bank Group Support for Small and Medium Enterprises; Synthesis of
Evaluative Findings, September 16, 2019
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Tabel 1. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

di Berbagai Negara dan Lembaga

LEMBAGA KRITERIA | MIKRO KECIL MENENGAH SUMBER
IFC/MIGA? Tenaga 1-9 10-49 50-300 World Bank Group
Kerja Support for Small
(orang) and Medium
Total Aset | < 100.000 - | 3.000.000 - | Enterprises; 2019*
(USD) 100.000 | <3.000.000 | 15.000.000
Penjualan < 100.000 - | 3.000.000 -
Tahunan 100.000 | <3.000.000 | 15.000.000
(USD)
Pinjaman 10.000 100.000 1.000.000
mula (USD) atau
2.000.000°
Komisi Tenaga <10 <50 <250 COMMISSION
Eropa Kerja RECOMMENDATION
(orang) of 6 May 2003
Turn-over <2 <10 <50 concerning the
(juta Euro) definition of micro,
Atau <2 <10 <43 small and medium-
Aset (juta sized enterprise
Euro) (notified under
document number
C(2003) 1422)5
Thailand: M. Turner et al.®
Manufaktur | Tenaga <50 50-200
kerja
(orang)
Asset (juta <50 50-200
Bath, tdk
termasuk
tanah)
Perdagangan | Tenaga <25 26-200
Besar | Kerja
(orang)
Asset (juta <50 50-100
Bath, tdk
termasuk
tanah)
Perdagangan | Tenaga <15 16 - 200
Ritel | kerja
Asset (juta <30 30-600
Bath, tdk

4 World Bank Group Support for Small and Medium Enterprises; Synthesis of
Evaluative Findings, September 16, 2019
5 Commission Recommendation of 6 May 2003 (notified under document
number C(2003) 1422)
6 M. Turner et al, 2016., “Small and medium-sized enterprises in Thailand:
government policy and economic development”, Asia Pacific Journal of Public

Administration, Vol.38 no 4
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termasuk
tanah)
Filipina Tenaga 1-9 10-99 100-199 SMED Council
Kerja Resolution No. 1
(orang) (2003); Republic Act
Asset (juta | <3 >3 -15 >15-100 9501 (2008)7
Peso, tdk
termasuk
tanah)
Vietnam Nguyen Nga H et al®:
Pertanian | Tenaga <10 10-200 >200 - 300 Decree
Kerja 56/2009/ND-CP
(orang) dated 30 June 2009
Modal <20 >20-100 | stipulated
(miliar supporting
VND) measures for SMEs
Industri& | Tenaga <10 10-200 | >200-300 | (replacing Decree
Kontruksi | Kerja 90/2001/CP-ND)
(orang)
Modal <20 >20-100
(miliar
VND)
Perdagangan | Tenaga <10 10-50 >50-100
&jasa | Kerja
(orang)
Modal <10 >10-50
(miliar
VND¢)
India
Investasi <1 <10 <50 The Union Cabinet
(juta Rs4) headed by Prime
Minister, June 2020°
Turnover <5 <50 <250
Catatan:

a. IFC: International Finance Corporation, MIGA: Multilateral
Investment Guarantee Agency

Untuk negara-negara yang sudah tergolong maju

VND adalah mata uang Vietnam: Dong

d. Satu Crore ekuivalen dengan 10 juta Rupee

]

7 Republic Act no 9501: Magna Carta for Micro, Small and Medium Enterprises
(RA 6977, as amended by RA 8289, and further amended by RA 9501

8 Nguyen Nga H.et al,, 2015, “Firm Characteristics and its Adaptive Capacity in
Response to Environmental Requirements: An Empirical Study of Vietnam'’s
Textile and Garment SMEs”, International Journal of Environment =and
Sustainability, Vol.4 no.4 pp.1-18

9 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises Notification, New Delhi, 1st
June 2020
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Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa tidak ada keseragaman
definisi atau kriteria UMKM yang digunakan oleh setiap negara
atau lembaga. Namun demikian, pada umumnya kriteria yang
digunakan adalah jumlah pekerja, nilai penjualan tahunan, dan
aset perusahaan. Ketiga kriteria ini merupakan kriteria dengan
pendekatan skala usaha (size). Ketidakseragaman definisi atau
kriteria tersebut dapat dimaknai sebagai adanya tujuan yang
tidak sama atau penekanan dan fokus dalam kebijakan
pengembangan UMKM yang tidak selalu sama. Disamping
pembedaan menurut skala usaha, berberapa negara juga
mendefinisikan UMKM mendasarkan pada jenis industri. Sebagai
contoh, Thailand dan Vietnam selain mengkategorikan UMKM
berdasarkan skala usaha juga mengelompokkan berdasar jenis
industri menurut sektor atau lapangan usaha.

Tipologi UMKM

Metode lain untuk mengategorikan UMKM adalah dengan
menggolongkan kedalam tipologi kemungkinan tumbuh atau
kemampuan untuk berkembang. Mendasarkan kriteria ini, The
world Bank Group (2019) mengelompokkan UMKM kedalam
tipologi perusahaan baru atau relatif masih muda dan
perusahaan yang sudah lama berdiri atau mapan. Tabel 2
memberi gambaran tipologi UMKM tersebut. Tabel 2 memberi
gambaran tipologi UMKM tersebut.10

Tabel 2. Tipe Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

UMKM BARU ATAU RELATIF MUDA

NO KATEGORI KARAKTERISTIK
1 Usaha mikro subsisten . relatif baru atau berusia muda,
baru marjinal (jawa: pas-pasan),

umumnya pekerja sendiri yang

memulai usaha untuk alasan

berwiraswasta, perkerja relatif

menganggur atau setengah

menganggur, ketrampilan rendah
Potensi berkembang:

e  tidak mempunyai kemungkinan
berkembang

10 The World Bank Group, 2019,, Typology of Small, Medium Enterprise
Needs and Interventions, Table 1.
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2 UMKM baru berbasis . Pendirian usaha kecil oleh

kompetensi pengusaha yang memiliki
keahlian— perdagangan teknis,
profesi, atau pengalaman kerja—di
mana bisnis terbentuk.

. Perusahaan seperti itu ditemukan
di semua sektor dan umumnya
tidak melibatkan model bisnis atau
inovasi baru

Potensi berkembang:

e  berpotensi tumbuh secara
signifikan jika mereka memiliki
pemilik yang berwatak wirausaha
dan/atau kondisi pasar yang tepat,
meskipun pemiliknya mungkin
tidak memiliki keahlian yang luas
untuk mengelola pertumbuhan ini.

3 Start-up . Bisnis baru berbasis inovasi yang
bertujuan untuk berkembang biak
dengan cepat dan memanfaatkan
teknologi dan model bisnis baru
untuk melakukannya

Potensi berkembang:

. Start-up direkayasa untuk tumbuh
dengan cepat dan signifikan.!!

UMKM MAPAN

1 Usaha Mikro e  Usaha mikro yang telah beroperasi
selama beberapa waktu dan
seringkali bersifat informal.

e  Juga semakin banyak individu
terampil yang sering bekerja dari
rumah, baik memproduksi dan
memperdagangkan produk melalui
platform online (misalnya, usaha
kreatif) atau menyediakan usaha
layanan (misalnya, pengkodean,
desain) bersumber melalui
ekonomi 'pertunjukan’

Potensi berkembang:

° Potensi pertumbuhan bervariasi,
beberapa bisnis rumahan dapat
ditingkatkan skalanya, dan
individu yang telah berjejaring
dapat digabungkan.

2 Usaha Kecil dan e  UKM yang sudah lebih dari 3-5
Menengah yang telah tahun dengan skala tertentu,
mapan biasanya matang dengan

kompetensi memadai. Mereka
ditemukan di seluruh
perekonomian di semua sektor,

11 OECD mendefinisikan dengan pertumbuhan rata-rata 20 persen
pertahun secara berturut-turut selama 3 tahun, dan usia perusahaan
kurang dari 5 tahun
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dan seringkali merupakan bisnis
keluarga
Potensi berkembang:

. Kemungkinan besar tidak cukup
memiliki hasrat untuk bertumbuh,
baik karena mereka merasa sudah
puas atau cukup untuk memenuhi
kebutuhan hidup pemiliknya atau
karena keterbatasan kemampuan
dan peluang pasar. Namun, minat
mereka untuk bertumbuh dapat
berubah, misalnya, ketika ada
perubahan generasi dalam bisnis

keluarga.
3 UKM mapan dan fokus e  UKM yang sudah lebih dari 3-5
pada pertumbuhan tahun dengan skala tertentu,

dengan Hasrat bertumbuh dan
model bisnis berdasarkan pada
produk baru, pengembangan
model bisnis baru, atau masuk
pasar baru.

Potensi berkembang:

. Umumnya memiliki Hasrat
bertumbuh dan karenanya mereka
dapat berinvestasi dalam inovasi.
Pertumbuhan dapat terjadi secara
organik

Tipologi UMKM tersebut mendasarkan pada potensi
keberkembangannya, baik yang berskala mikro, kecil ataupun
menengah. Potensi keberkembangan ini penting guna menyusun
kebijakan naik kelas, baik dalam skala maupun, yang terutama,
pasar. Dengan demikian, dari sisi kebijakan, pemerintah tidak
harus berambisi semua UMKM harus berorientasi ekspor
misalnya.

Klaster Permasalahan

Sebagaimana ditunjukkan Tabel 1 dan Tabel 2,
pengelompokan UMKM dikategorikan berdasar dua kriteria.
Pertama, kriteria skala usaha, dan kedua Kriteria tipe potensi
keberkembangan. Kriteria skala usaha dikelompokkan kedalam
3 (tiga) kategori usaha; Mikro, Kecil dan Menengah dan kriteria
potensi keberkembangan digolongkan kedalam 2 (dua) tipologi;
tipe Usaha Baru atau Masih Muda dan tipe Usaha Mapan. Oleh
karena itu, kebijakan maupun intervensinya juga tidak sama dan
bergantung pada setiap kategori skala dan tipe potensinya.
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Tabel 3. Klaster Permasalahan Menurut Skala Usaha dan
Tipologi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Skala Usaha
Tipologi

Mikro

Menengah

Usaha Mikro
Subsisten Baru

UMKM
berbasis Klaster 2
Kompetensi

Klaster 1

Baru

Klaster 5 | Klaster 9

Klaster 6

Start-up Klaster 3
Usaha Mikro Klaster 4
UKM Mapan

UKM Mapan
Mapan yang fokus
pada
pertumbuhan

Klaster 7 | Klaster 10

Klaster 8 | Klaster 11

Yang perlu diperhatikan, ada dua aspek yang lebih penting
untuk dipahami terkait dengan kriteria tersebut. Pertama,
masalah yang dihadapi pada setiap kategori dan tipe tidak selalu
sama. Kedua, kebutuhan untuk pengembangan usaha berbeda
pada tiap tingkat skala usaha maupun jenis industrinya.
Disamping itu, potensi tumbuh untuk setiap kategori dan tipe
juga bervariasi. Berdasar skala usaha dan tipologi tersebut,
setidaknya ada 11 (sebelas) klaster permsalahan, kebijakan dan
intervensi yang harus dipertimbangkan dalam menyusun
intervensi atau program dengan penekanan fokus yang berbeda
(lihat Tabel 3).

Definisi UMKM di Indonesia dan Pengarus-utamaan Modal

UU Cipta Kerja telah mengubah watak Usaha Mikro dan Kecil
dari pengarusutamaan aset kearah pengarusutamaan modal.
Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia
secara eksplisit dinyatakan dalam Undang-undang no 20 Tahun
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2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Tetapi, melalui
Undang-undang no 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, definisi
tersebut diubah sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan
Pemerintah (PP) no 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,
Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil,
Mikro dan Menengah.

Ada perbedaan dan perubahan mendasar dalam Kriteria
UMKM antara kedua undang-undang tersebut. Tabel 4.A
menujukkan perbedaan dan perubahan kriteria tersebut.

(1) Perubahan kriteria. Pada UU no 20 Tahun 2008 kriteria yang
digunakan adalah aset atau nilai penjualan, menjadi kriteria
modal usaha atau nilai penjualan pada PP no 7 Tahun 2021.
Menurut definsi, asset adalah jumlah dari besaran modal
usaha ditambabh liabilitas. Besaran nilai modal usaha hanya
merupakan sebagian dari nilai aset. Dengan menggunakan
kriteria modal, secara kualitatif kriteria modal merupakan
kriteria yang lebih ketat dibanding kriteria asset. Hal ini
berarti dengan UU Cipta Kerja, batasan besaran skala usaha
rentangnya menjadi lebih besar pada setiap kategori skala
usaha.

(2) Perubahan batasan kriteria nilai penjualan dan modal usaha.
Batasan nilai penjualan maupun nilai modal usaha untuk
setiap kategori skala usaha meningkat lebih besar.
Perubahan ini mempunyai implikasi yang sangat mendasar
pada kebijakan dan intervensi kebijakan kepada UMKM.
Konfigurasi perubahan status skala wusaha tersebut
ditunjukkan pada Tabel 4.B. Dari sudut pandang kriteria nilai
penjualan, sebagian besar Usaha Kecil menurut UU no 20
Tahun 2008, yaitu mereka yang nilai penjualannya sampai
dengan Rp 2 miliar, akan berubah status menjadi Usaha
Mikro menurut PP no 7 Tahun 2021. Usaha yang nilai
penjualannya sampai dengan Rp15 miliar yang menurut UU
no 20 Tahun 2008 berstatus sebagai Usaha Menengah,
dengan mendasarkan PP no 7 Tahun 2021, akan berubah
status menjadi Usaha Kecil.
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(3) Dari sudut pandang aset (tidak termasuk aset tanah) dan
modal usaha, semua Usaha Kecil dan sebagian Usaha
Menengah menurut UU no 20 Tahun 2008 yang modal dan
tentu saja asetnya sampai dengan Rp 1 miliar, akan termasuk
kategori Usaha Mikro menurut PP no 7 Tahun 2021.

Perubahan kriteria tersebut, akan mempunyai implikasi
terhadap kebijakan dan efektifitas kebijakan intervensi kepada
UMKM. Konsekuensi kebijakannyapun juga akan berbeda,
khususnya terkait efektifitas kebijakannya terhadap Usaha
Mikro. UMKM diarahkan ke dalam suatu sistem pasar yang lebih
bertumpu pada kekuatan modal.

Perubahan rentang cakupan menurut skala usaha, yang
paling signifikan terjadi pada skala Usaha Mikro (UM). Menurut
kriteria nilai penjualan, Usaha Kecil (UK) yang penjualannya
sampai dengan Rp2 miliar akan termasuk kategori skala Usaha
Mikro. Bahkan menurut kriteria modal usaha, semua usaha yang
menurut UU no 20 Tahun 2008 termasuk Usaha Mikro, dan
Usaha Menengah yang asetnya sampai dengan Rp 1 miliar, akan
termasuk kategori Usaha Mikro menurut kriteria PP no 7 Tahun
2021.

Dalam rangka melakukan pemetaan UMKM, Badan Pusat
Statistik (BPS) pada Sensus Ekonomi tahun 2016 menggunakan
definisi dengan kriteria skala usaha sebagaimana dimaksud
Undang-undang no 20 Tahun 2008 dengan menambahkan
kriteria jumlah tenaga kerja sebagai kriteria pendukung. Usaha
Mikro adalah usaha yang memperkerjakan 1-4 orang, Usaha
Kecil adalah usaha yang memperkerjakan 5-19 orang, Usaha
Menengah adalah usaha yang memperkerjakan 20-99 orang, dan
usaha besar adalah usaha yang memperkerjakan 100 orang atau
lebih. Namun demikian, dalam publikasinya BPS hanya
mengelompokkan kedalam 2 (dua) kategori yaitu Usaha Miko
dan Kecil (UMK) dan Usaha Mengah dan Besar (UMB). Karena
BPS menggunakan acuan utama kriteria UMKM sama dengan
kriteria UU no 20 Tahun 2008, BPS pasti dapat pula menyajikan
data UMKM tersebut menurut skala usaha Mikro, Kecil,
Menengah dan Besar.
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Sementara, Kementerian Perindustrian Indonesia, melalui
Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia no 78/M-
IND/PER/9/2007 tentang Peningkatan Efektifitas
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui Pendekatan
Satu Desa Satu Produk (One Village One Product -OVOP) di
Sentra, menggunakan pendekatan yang berbeda dengan
menggunakan terminologi Industri Kecil dan Menengah (IKM)12.
Pengertian industri menurut peraturan menteri tersebut adalah
kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku,
bahan setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang jadi
yang bernilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk
kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Industri
Kecil adalah kegiatan industri dengan nilai investasi
perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha. Industri menengah adalah adalah kegiatan industri
dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha.

Batasan tersebut sifatnya sangat spesifik, hanya pada
usaha kegiatan dibidang industri pengolahan, walaupun
pengelompokan skala usahanya mirip dengan pendekatan
besaran modal usaha. Batasan tersebut tidak mencakup usaha
dalam sektor di luar industri pengeolahan, seperti perdagangan,
jasa-jasa dan sebagainya. Karena definisi dan kriteria yang
sangat spesifik ini, terminologi IKM tidak cukup memadai dan
representatif sebagaiacuan dasar kebijakan dan intervensi pada
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

12 Kepmenperin no 78/M-IND/PER/9/2007
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Tabel 4.A Batasan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah di Indonesia

NO | KATEGORI UU NO 20 TAHUN 2008 | PP NO 7 TAHUN 2021
USAHA TENTANG USAHA MIKRO, | TENTANG KEMUDAHAN,
KECIL DAN MENENGAH PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN
KOPERASI DAN USAHA
KECIL, MIKRO DAN
MENENGAH.
Kriteria Nilai (Rp Kriteria Nilai (Rp
Juta) Juta)
1 MIKRO Kekayaan bersih <50 - X
(tidak  termasuk
tanah dan
bangunan tempat
usaha)
Nilai Penjualan <300 Nilai Penjualan <2.000
(tahunan) (tahunan)
- X Modal usaha <1.000
(tidak
termasuk
tanah dan
bangunan
tempat usaha)
2 KECIL Kekayaan bersih >50 sd - X
(tidak  termasuk <500
tanah dan
bangunan tempat
usaha)
Nilai Penjualan | >300 sd | Nilai Penjualan | >2.000 sd
(tahunan) <2.500 (tahunan) <15.000
- X Modal usaha | >1.000 sd
(tidak <5.000
termasuk
tanah dan
bangunan
tempat usaha)
3 MENENGAH Kekayaan bersih | >500 sd - X
(tidak  termasuk | <10.000
tanah dan
bangunan tempat
usaha)
Nilai Penjualan >2.500 Nilai Penjualan >15.000
(tahunan) sd (tahunan) sd <50.000
<50.000
- X Modal usaha | >5.000 sd
(tidak <10.000
termasuk
tanah dan
bangunan
tempat usaha)
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Tabel 4.B Konfigurasi Pergeseran Status Skala Usaha
Menurut UU No 20 Tahun 2008 dan PP No 7 Tahun 2021

REGULASI KRITERIA PENJUALAN (JUTA RUPIAH)
UU no 20 Th.2008 <300 >300 - <2500 >2500 - <50000
MIKRO KECIL | METENGAH
<2000 >2000 - <15000 >15000 - <50000
PP No 77Th.2021 MIKRO | KECIL | MENENGAH
REGULASI KRITERIA ASET (JUTA RUPIAH)
UU no 20 Th.2008 <500 >50-<500 >500 - <10000
MIKRO KECIL MENENGAH
REGULASI KRITERIA MODAL USAHA (JUTA RUPIAH)
<1000{ >1000 - <5000 >5000 - <10000
PPNO7Th.2021 MIKRO KECIL MENENGAH

UMK dalam Ekonomi Indonesia

Dalam tulisan ini kita hanya akan berfokus pada Usaha
Mikro dan Kecil (UMK), bukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM). Definisi yang kita gunakan juga mengacu pada definisi
menurut Undang-undang no 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM). Definisi tersebut juga
digunakan dalam Sensus Ekonomi (SE) 2016.

Ada beberapa alasan mengapa perlu membahas UMK
terpisah dari usaha Menengah (UM). Pertama, masalah yang
dihadapi UMK jauh lebih bervariasi dan berbeda dengan UM.
Sementara, UMK pada umumnya belum bankable, sedang Usaha
Menengah (UM) umumnya sudah bankable. Ilustrasi fakta
berikut menjelaskan situasi tersebut. SE 2016 menunjukkan,
hanya sekitar 11,7% UMK yang sudah pernah menerima kredit,
sedang Usaha Menengah Besar (UMB) ada sekitar 20,4%.
Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bulan September 2023,
menunjukkan rata-rata penyaluran kredit kepada Usaha Kecil
7,11 kali lebih besar dari Usaha Mikro, dan Usaha Menengah 17
kali lebih besar dari Usaha Mikro. Kredit Usaha Mikro rata-rata
Rp288 juta, Usaha Kecil rata-rata Rpl.627 juta dan Usaha
Menengah rata-rata Rp3.909,8 juta perunit usaha. Gambaran ini
mengindikasikan kebijakan peningkatan akses keuangan seperti
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Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM lebih banyak
dinikmati UM dari pada UMK. Kondisi tersebut sekaligus
menunjukkan ketimpangan yang tinggi dalam mengakses
lembaga keuangan antara UMK dan UMB.

Kedua, SE 2016 memisahkan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB), dengan masih
menggunakan kriteria menurut UU no 20 Tahun 2008 dan bukan
definisi menurut PP no 7 Tahun 2021 yang merupakan turunan
UU Cipta Kerja. SE 2016 tersebut menunjukkan jumlah UMK
98,68% dari semua kelompok usaha (UMK dan UMB), terdiri dari
Mikro: 89,34% dan Kecil: 8,98%. Dalam menyediakan lapangan
kerja UMK mampu menyerap 75,33% dari total lapangan kerja di
luar sektor pertanian, pemerintahan, dan lembaga internasional,
yang terdiri dari: Mikro menyerap 58,35% dan Kecil
menyerap17,93%. Setiap Usaha Mikro menyerap rata-rata 1,72
orang perunit usaha, meningkat dari 1,65 orang perunit usaha
tahun 2006 (SE 2006). Usaha Kecil menyerap rata-rata 5,26
orang perunit usaha meningkat dari 3,03 orang perunit usaha,
Usaha Menengah menyerap rata-rata 19,73 orang perunit usaha
turun dari 22,21 orang perunit usaha, dan Usaha Besar
menyerap rata-rata 243,19 orang perunit usaha meningkat dari
109,42 orang perunit usaha tahun 2006. Tampak sekali, dalam
penyerapan tenaga Kkerja, kita lebih bertumpu pada UMK dan
bukan UMB.

Dengan dua alasan tersebut saja, ada alasan kuat
pemerintah seharusnya menempatkan UMK sebagai aktivitas
ekonomi yang strategis, dan mempunyai roadmap
pengembangan yang jelas. Ilustrasi tersebut sekaligus
menunjukkan betapa besar peran dan manfaat UMK bagi
perekonomian nasional, tetapi sekaligus juga menunjukkan UMK
tergolong sebagai kelompok yang tidak beruntung. Tanpa
mengesampingan UMB, fokus pengembangan pada UMK sangat
diperlukan justru karena UMK mempunyai tingkat heterogenitas

yang tinggi.
Tidak semua UMK mempunyai hasrat dan kemampuan

untuk tumbuh yang sama, rentang segmen pasar juga berbeda
dan bervariasi. Perbedaan ini tentu pula membutuhkan
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sentuhan kebijakan yang berbeda. Pembuat kebijakan harus
selektif dalam mengidentifikasi target dan tantangan yang
dihadapi UMK untuk memfokuskan sumber daya yang langka dan
kebijakan yang akan mempunyai dampak paling besar bagi UMK.
Tidak pula, atau setidaknya perlu dipertimbangkan, tepat
diterapkan kebijakan yang cenderung dianggap one fit for all
policy. Cara pandang dengan memisahkan UMK dari UMB
menghasilkan pemahaman dan strategi yang berbeda. Kebijakan
pengembangan UMK akan lebih fokus, dan arah transformasi
UMK akan lebih jelas.

Dalam 10 tahun, telah terjadi transformasi vertikal dari
usaha kecil ke usaha menengah, walau pada periode sama
pertumbuhan usaha mikro semakin cepat, bahkan dominan. Dari
SE 2006 ke SE 2016 tergambarkan perubahan porsi usaha kecil
ke menengah. Usaha kecil menurun dari 15,84% menjadi 8,98%
dan usaha menengah meningkat dari 0,53% menjadi 1,54%.
Kondisi ini menunjukkan ada indikasi kuat terjadi transformasi
vertikal dari skala usaha kecil meningkat menjadi usaha
menengah. Fokus strategi dan peta jalan pengembangan UMK
akan dapat mempercepat proses transformasi tersebut. Dalam
periode sama, usaha mikro meningkat dari 83,43% menjadi
89,34%. Kondisi ini menujukkan pertumbuhan tinggi usaha
mikro baru dan juga indikasi lemahnya transformasi vertikal dari
usaha mikro ke usaha kecil. Situasi itu,mengonfirmasi hasrat dan
kemampuan untuk tumbuh yang tidak sama pada usaha mikro.
Dan karena itu, perlu strategi dan kebijakan yang tidak sama
semua kelompok usaha, khususnya UMK dengan UMB. Jika pada
Usaha Kecil fokusnya mempercepat naik kelas ke Usaha
Menengah, problem pada Usaha Mikro jauh lebih rumit, karena
justru terjadi peningkatan. Sehingga kebijakan rancang bangun
menaikkan kelas dari Usaha Mikro ke Usaha Kecil perlu
dilakukan secara lebih terukur.

Sayangnya, kita menghadapi tantangan yang cenderung
paradigmatik karena salah memahami fenomena UMK, dan itu
menjadi pijakan kebijakan UMK. Tantangan itu terkait dengan
redefinisi UMK yang dilakukan melalui PP no 7 Tahun 2021
tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi
dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berpotensi kuat
menjadi hambatan pengembangan UMK dan akan semakin
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meningkatkan perlakuan ketidakadilan terhadap UMK!3. Maka,
pendefinisian ulang atas definsi UMK dalam PP no 7 Tahun 2021
tersebut perlu dilakukan untuk mengurangi potensi timbulnya
ketidakadilan atas UMK.

Redefinisi UMK

PP no 7 Tahun 2021 mengubah definisi Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM) dari definisi UMKM dalam Undang
Undang no 20 Tahun 2008. Dalam PP tersebut batasan kriteria
skala nilai penjualan UMK meningkat menjadi 6 kali lipat
dibanding kriteria menurut UU no 20 Tahun 2008. Batasan Usaha
Mikro diubah dari nilai penjualan sampai dengan Rp300 juta
menjadi Rp2 miliar, Usaha Kecil darinilai penjualan Rp300 juta-
Rp2 miliar menjadi Rp2 miliar-Rp15 miliar, dan  Usaha
Menengah dari Rp2,5 miliar-Rp50 miliar menjadi Rp15 miliar-
Rp50 miliar. (Lihat Tabel 4A dan Tabel 4B)

Dengan kriteria baru, semua usaha mikro dan kecil, serta
sebagian usaha menengah menurut SE 2016, akan tereklasifikasi
sebagai kelompok UMK (Tabel 4A). Rentang segmentasi usaha
mikro dan usaha kecil menjadi sangat lebar dan mengakibatkan
intervensi kebijakan tidak efektif. Dengan rentang yang melebar,
tingkat heterogenitas juga akan semakin tinggi.  Sudah
ditunjukkan dalam berbagai riset (World Bank Group, 2019; Oya
Pinar et.al, 2011; Tom Gibson, 2008; Jebb Bloem, 2012), karena
tingkat heterogenitas Kkarakteristik yang tinggi, kebijakan,
sasaran dan program menjadi tidak fokus, tumpang tindih,
alokasi anggaran pendampingan tidak efisien. Pelaksanaan
program menjadi tidak efektif, dan outcome rendah atau bahkan
tidak terukur.

Batasan UMK menurut PP no 7 Tahun 2021 mengingkari
fakta PP no 7 Tahun 2021 juga mengubah batasan kriteria skala
aset menjadi skala modal. UU no 20 Tahun 2008 menetapkan
kriteria batasan aset untuk usaha mikro sampai dengan Rp50
juta, usaha kecil antara Rp50 juta-Rp500 juta, dan usaha
menengah antara Rp500 juta sampai Rp1 miliar. Kriteria aset

13 PP no 7 Tahun 2021 ini adalah turunan dari UU no 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja, yang telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang no 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah diubah dalam UU no 6
Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang no 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
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tersebut diubah menjadi kriteria modal dengan menetapkan
batasan modal untuk usaha mikro sampai dengan Rp1 miliar,
usaha kecil antara Rp1 miliar-Rp5 miliar, dan usaha menengah
antara Rp5 miliar-Rp10 miliar. Dengan kriteria modal, semua
usaha mikro dan kecil akan tereklasifikasi sebagai usaha mikro,
dan sebagian besar usaha menengah akan tereklasifikasi menjadi
usaha kecil. Kriteria modal ini sesungguhnya mengingkari fakta.
Dari data SE 2016 tersebut sekitar 82% usaha mikro, yang kalau
menurut kriteria aset, aset mereka kurang dari Rp50 juta, dan
16% usaha kecil dengan aset kurang dari 500 juta. Artinya, modal
mereka pasti di bawah nilai aset mereka. Dari semua UMK
tersebut, 88,3% belum pernah mendapat fasilitas kredit dari
lembaga keuangan Kkarena tidak bankable, sehingga untuk
mencapai pemenuhan standar modal sesuai batasan kriteria
modal akan sangat berat. Itulah faktanya. Disamping itu,
pendekatan aset lebih mengutamakan surplus ekonomi atau
kesejahteraan, sedang pendekatan modal lebih mengutamakan
orientasi laba, pemupukan modal, dan cenderung kapitalistik.14
Mendefinisi ulang batasan UMK yang digunakan dalam PP
no 7 Tahun 2021 merupakan jalan yang lebih adil dan lebih
berbasis fakta sosial ekonomi Indonesia. Redefinisi tersebut
perlu mencakup hal-hal berikut: Pertama, kembalikan kriteria
UMK ke dalam kriteria nilai penjualan dan atau kriteria aset, dan
jangan gunakan kriteria modal. Kedua, kembali kepada kriteria
nilai penjualan dan kriteria aset, sebagaimana digunakan UU no
20 Tahun 2008. Kedua kriteria tersebut lebih mencerminkan
surplus ekonomi bagi pelaku UMK. Selain itu, kriteria aset lebih
mencerminkan fakta UMK di Indonesia. Profil skala usaha UMK di
Indonesia kebanyakan merupakan skala mikro dan belum
bankable. Disamping itu, kriteria aset juga lebih sering digunakan
di banyak negara. Ketiga, rentang batasan kriteria nilai penjualan
dipersempit. Kriteria ini lebih realistis, dan dimaksudkan agar
intervensi kebijakan lebih efektif dan fokus mengingat
heterogenitas UMK sangat tinggi. Penciutan batasan ini dapat
dilakukan dengan menurunkan batasan nilai penjualan dari

14 FX Sugiyanto. (2023)., “Mendefinisi Ulang Usaha Mikro dan Kecil”, Kompas.id,
15 Mei 2023. Pendekatan modal cenderung berorientasi pada pencapaian laba.
Sementara, ukuran perkembagan UMK tidak semata-mata hanya dipandang
dari laba yang dicapai, melainkan juga berapa lapangan kerja yang diciptakan.
Dalam konteks ekonomi nasional Indonesia, ini sangat relevan.
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batasan yang sekarang berlaku (kriteria nilai penjualan menurut
PP no 7 Tahun 2021). Atau, dengan membagi satu kriteria
kedalam beberapa segementasi. Misalnya, Usaha Mikro level-1
sampai dengan Rp500 juta, level-2 antara Rp500 juta-Rp1 miliar,
level-3 antara Rp1 miliar-Rp2 miliar. Kriteria ini harus tertulis
eksplisit agar para pelaksana pada tingkat provinsi dan
kabupaten/kota tidak kebingungan. Dan lebih dari itu, agar dapat
diturunkan menjadi kebijakan operasional yang efektif.
Perubahan batasan nilai asset dapat pula dilakukan untuk
kriteria nilai aset. Keempat, desentralisasi kebijakan UMK kepada
pemerintah provinsi. Tingkat heterogenitas yang tinggi pada
UMK, memerlukan kebijakan yang lebih lebih fokus pada
kebutuhan UMK. Untuk lebih mencapai sasaran dan sesuai
dengan kebutuhan dalam pengelolalan UMK diperlukan
kebijakan UMK yang mencirikan kebutuhan sesuai dengan
karakter dan locus UMK. Karena itu, diperlukan kewenangan
yang lebih besar pada pemerintah provinsi dalam pengelolaan
UMK.

Jika pendefinisan ulang ini dilakukan, setidaknya akan
meningkatkan kesempatan UMK yang betul-betul gurem untuk
ikut memanfaatkan peluang imperatif 40% belanja pemerintah
untuk barang dan jasa dalam negeri bagi UMK sebagaimana
dituangkan dalam PP no 7 Tahun 2021 tersebut secara lebih
adil.’> Sebagaiamana telah dikemukakan, pendefinsian ulang ini
akan membantu menajamkan segementasi kebijakan yang sesuai
kebutuhan UMK yang sangat heterogen. Artinya, secara
substantif ruang keadilan yang mendasarkan pada prinsip

15 Dengan tergolongkannya Usaha Kecil dan sebagian Usaha Menengah
menururt batasan UU no 20 Tahun 2008 menjadi ~ Usaha Mikro menurut
batasan PP no 7 Tahun 2021, batasan kelas usaha mikro dan usaha kecil menjadi
sangat lebar. Sementara, PP no 7 Tahun 2021 mengamanatkan sebanyak 40%
belanja pemerintah untuk barang dan jasa dalam negeri agar juga melibatkan
UMK untuk ikut berpartisipasi. Tentu kebijakan ini merupakan bentuk
perlindungan secara regulatif untuk UMK dalam peta persaingan pasar dan
peluang pasar yang lebih luas. Akan tetapi, dengan batasan UMK sebagaimana
yang digunakan dalam PP tersebut, probabiltas UMK untuk memanfaatkan
kesempatan tersebut akan lebih besar dimiliki oleh UMK yang sebelumnya, -
menurut kriteria UU no 20 tahun 2008- termasuk dalam klasifikasi usaha
menengah.
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kesamaan kesempatan dan prinsip perbedaan terwadahi melalui
regulasi definisi ulang tersebut.

Pilar dan Klaster Kebijakan

Selain perlu melakukan pendefinisian ulang UMK, adaptasi
terhadap tingkat heterogenitas yang tinggi pada UMK harus
diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang tidak menggunakan
pendekatan one size fits for all. Pendekatan one size fits for all
tidak  cocok dengan karakteristik UMK yang heterogen.
Heterogenitas, ketimpangan akses, kemampuan untuk tumbubh,
dan hasrat untuk tumbuh yang tidak sama pada UMK adalah fakta
dan realitas, sekaligus masalah yang secara khusus harus
mendapatkan jalan keluar jika kita menginginkan UMK
berkembang. Tidak mudah untuk mengidentifikasi UMK yang
mempunyai potensi kemampuan tumbuh. Namun, berdasarkan
pengalaman penulis mendampingi UMK16, dan juga riset Bank
Dunia (World Bank; Typology of SME’s, 2019), secara umum
tipologi UMK dapat dikelompokkan kedalam UMK muda atau
pemula dan UMK mapan. UMK muda atau pemula meliputi: (1)
usaha mikro subsistence yang sepertinya tidak akan berkembang,
(2) UMK baru yang mempunyai basis kompetensi untuk tumbubh,
dan (3) start-up yang disiapkan untuk tumbuh cepat. Sementara,
UMK mapan meliputi: (1) usaha mikro yang punya potensi
tumbuh namun bervariasi dan punya potensi bertransformasi
vertikal, (2) wusaha kecil yang kemungkinan besar tidak
mempunyai hasrat untuk tumbuh, merasa sudah cukup dan
tetap bertahan, dan (3) UMK yang mempunyai hasrat untuk
tumbuh dan bertransformasi, mengembangkan pasar, dan
mempunyai  trajektori  untuk  tumbuh. Sebagaimana
dikemukakan Amartya Sen, pengembangan kapabilitas sesuai

16 Riset ini dilakukan bersama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa
Tengah, tahun 2022. Dalam riset tersebut UMK diklasifikasikan kedalam 4
kategori: Pemula, Tumbuh, Berkembang, dan Maju. Masalah yang dihadapi
terkait kapasitas oragnisasi berbeda-beda untuk setiap kategori maupun umur
perusahaan, namun secara umum masalah tersebut dapat dikelompokan
menjadi: (1) Kelembagaan, (2) Pasar, (3) Kompetensi Manajerial, dan (4)
Pembiayaan
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dengan kebutuhan UMK merupakan strategi lebih baik dan lebih
adil.

Untuk meningkatkan kapabilitas UMK, diperlukan
pengembangan ekosistem yang memadai, dengan
memperhatikan dua tipologi tersebut. Pengembangan ekosistem
itu bertumpu pada empat pilar kapabilitas (Lihat Tabel 5).

Tabel 5. Pilar Pengembangan dan Klaster Kebijakan

PILAR KEBIJAKAN YANG DIBUTUHKAN

Kelembagaan: a. Kemitraan dan Jejaring

b. Entrepreneurship dan Kepemimpinan

c. Modal Sosial

Pasar: a. Akses Pasar

b. Informasi Pasar dan Persaingan
Kompetensi a. Teknis Pemasaran
Manajerial:

b. Manajemen Keuangan

c. Teknik Produksi

d. Inovasi

Pembiayaan: a. Kemampuan Akses Bank

b. Sumber Pembiayaan

Sumber: Analisis data primer, Dinas Koperasi UMKM Prov. Jateng, 2024

Pilar pertama, pengembangan kapabilitas kompetensi
dasar manajerial. Peningkatan kapabilitas seharusnya menjadi
target intervensi paling penting untuk mengatasi kesulitan
tumbuh. Kompetensi manajemen pemasaran, pengelolaan
keuangan, teknik produksi dan inovasi merupakan kompetensi
dasar yang sangat diperlukan, dan secara riil menjadi masalah
UMK. Pilar kedua, akses pembiayaan. Ada dua masalah utama
terkait hal ini, lemahnya akses dan sumber pembiayaan. Skim
kredit yang telah diluncurkan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR)
yang ditujukan untuk UMKM cenderung berorientasi pada target
besar jumlah penyaluran dan lebih banyak dinikmati usaha
menengah. Pernahkan dievaluasi, berapa UMK yang mendapat
kredit dari program KUR tersebut? Dan, berapa dari mereka yang
berhasil bertransformasi vertikal? Skim-skim kredit UMK dan
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berbagai model pembiayaan seharusnya disertai pendampingan
pengembagan kapabilitas UMK. Lemahnya akses kepada
lembaga keuangan antara lain karena kapabilitas yang rendah,
juga karena tidak jelas fokus dan target sasaran kebijakan
pembiayaan yang tidak tepat. Pilar ketiga, akses pasar. Dukungan
kebijakan seperti informasi pasar, kemampuan menganalisis
persaingan, pengembangan supply chain, penetrasi pasar melalui
jalur on-line baik antar bisnis ke bisnis atau bisnis ke konsumen
sangat dibutuhkan. Kebijakan yang fokus dan lebih segmented ini
rasanya perlu dirumuskan dengan serius. Pilar keempat,
kelembagaan. Salah satu hal penting dan dimiliki UMK adalah
modal sosial yang kuat. Kebanyakan pengelola UMK adalah
pemilik sekaligus, mempunyai keterikatan kuat dengan
lingkungan sosialnya, mempunyai daya tahan tinggi dan tahan
banting. Hal ini ditunjukkan dari fakta 33% UMK berusia antara
6-15 tahun, dan 39% berusia 1-5 tahun. Yang diperlukan
kemudian adalah dukungan kebijakan yang memadai, antara lain
pengembangan jejaring dan kemitraan, kemampuan
kewirausahaan dan kepemimpinan, riset dan pengembagan
khusus UMK. Dukungan riset dan pengembangan ini sangat
diperlukan. Pemerintah provinsi, melalui Badan Riset Daerah
dapat menjalankan fungsi ini.

Empat pilar kebijakaan tersebut merupakan syarat yang
diperlukan (necessary condition), tapi belum cukup. Masih
diperlukan lagi satu syarat penting, yaitu pendampingan sebagai
syarat kecukupan (sufficient condition). Pilar pendampingan
berperan mengintegrasikan ke-empat pilar tersebut sekaligus
sebagai katalisator.

Pada tingkat operasional, heterogenitas UMK akan
terpetakan kedalam 11 klaster permasalahan tersebut (Tabel 3)
dan masalah dalam setiap klaster terkait dengan 4 (empat) pilar
kebijakan di atas (Tabel 5). Karena itu, setiap tingkat otoritas
kebijakan terkait UMK, Kementerian UMKM, Dinas Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang diberi kewenangan pengembangan UMK
harus dengan cermat memetakan persoalan yang sangat
heterogen tersebut, dan kemudian mampu menyusun prioritas
program pengembangan dengan tepat.
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Kesimpulan

Pendefinisan ulang atas definsi UMK yang tertuang dalam PP
no 7 Tahun 2021 merupakan langkah strategis yang diperlukan
untuk menciptakan ruang regulatif yang lebih adil atas UMK.
Pendefinisian ulang ini dilakukan dengan menggunakan kriteria
nilai penjualan dan nilai aset dengan batasan skala yang lebih
kecil dan mempetimbangkan fakta bahwa sebagian besar UMK di
Indonesia adalah usaha mikro dan kecil (UMK) menurut definisi
UU no 20 Tahun 2008. Hanya dengan mendefiniskan UMK yang
secara sosiologis berbasis fakta, fokus pengembangan UMK dapat
dilakukan dengan lebih optimal.

Memberi fokus yang lebih nyata berupa kebijakan dengan
mendasarkan heterogenitas Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
merupakan bentuk nyata implemetasi keadilan sosial yang
memdasarkan pada prinsip kesamaan kesempatan dan sekaligus
prinsip perbedaan. Menempatkan secara regulatif UMK dalam
satu playing field yang sama, sementara realitas keberadaan UMK
yang banyak perbedaan dalam skala usaha, skala penjualan,
karakter industri dari sektor-sektor yang berbeda, kemampuan
manajerial, kemampuan mengakses sumber daya, lingkungan
usaha, lingkungan strategis, dan masih banyak perbedaan yang
lain, jelas merupakan kebijakan yang tidak adil.

Kebijakan pengembangan UMK tidak boleh dilakukan
dengan pendekatan one size fits for all mengingat karakteristik
UMK yang sangat heterogen. Namun demikian, dari perspektif
pengembangan kapasitas dimensi kebijakan tersebut dapat
dikategorikan menjadi empat pilar strategi yaitu pilar kapabilitas
kompetensi manajerial, pilar pembiayaan, pilar pasar, dan pilar
kelembagaan. Disamping itu, pemerintah provinsi melalui Badan
Riset Daerah dapat menjalankan peran penting dalam
pengembangan kapabilitas UMK sesuai dengan kebutuhan
mereka.
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Kelas Menengah Indonesia:
Banting Tulang, Sisa Tulang

Aviliani
Ekonom Senior INDEF

Dr. Aviliani SE, M.Si adalah ekonom senior
INDEF dan meraih gelar doktor Manajemen
Bisnis di Universitas Pertanian Bogor pada
tahun 2012. Saat ini menjabat sebagai
Komisaris Utama Independen PT. Allo Bank
Indonesia, Tbk, Komisaris Independen PT
Aplikanusa Lintasarta, dan sebagai Dosen di
Institute Perbanas. Pada tahun 2018 — 2022
beliau  menjabat  sebagai  Komisaris
Independen PT. Bank Mega, Tbk, setelah
sebelumnya mejadi Komisaris Independen di
PT. Bank Mandiri, Tbk dan PT. Bank Rakyat
Indonesia, Tbk. Beliau sampai saat ini masih
aktif sebagai Ketua Bidang Pembinaan dan
Pengembangan Profesi IBl, Ketua Bidang Pengembangan Kajian Ekonomi
Perbankan di Perbanas, Dewan Penasehat ISEl Pusat dan Jakarta, Anggota
Dewan Pakar APPSI, dan Pengurus KADIN.

Dalam multi konteks, sebenarnya suatu negara yang
penghuninya didominasi oleh kelas menengah menandakan
kedewasaan dalam pola aktivitas dan perilaku, baik sosial,
ekonomi, politik, maupun budaya. Bahkan banyak yang
menyebutkan bahwa kelas menengah menjadi “organ vital”
suatu negara. Namun, hal tersebut tidak terjadi tatkala menjadi
kelas menengah di Indonesia karena menjadi takdir sulit yang
harus ditempuh. Mengapa? Karena di Indonesia, kelas
menengah dipaksa bertahan dan beradaptasi dalam dinamika
perekonomian yang semakin kompleks. Kelas menengah
diminta agar menjadi entitas amfibi yang dapat bernafas kala di
dalam air dan di udara.
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Kelas menengah—yang idealnya sebagai motor penggerak
perekonomian, berkontribusi signifikan terhadap konsumsi
domestik dan pertumbuhan ekonomi—justru tidak nampak
sebagai kontibutor. Penyebabnya ialah “backburner policy” dari
pemerintah. Maka, julukan kelas menengah sebagai media dan
penonton pertumbuhan ekonomi dinilai lebih relevan.

Backburner Policy

Dasar dari berbagai permasalahan turunnya kelas
menengah adalah inflasi yang diakibatkan oleh harga pangan
(volatile foods) dan berbagai komoditas barang yang diatur
pemerintah (administred price). Fakta bahwa pengeluaran
makanan mengalami peningkatan signifikan pada kelas
menengah tentu menjadi isu yang nyata terjadi di tengah
masyarakat kita. Kelas menengah yang relatif erat dengan
hiburan juga terkena pukulan dari kenaikan PPN dari 10 persen
menjadi 11 persen yang banyak dikenakan di restoran, mall, dan
gerai makanan yang menggerus pendapatan kelas menengah
secara perlahan.

Tabel 1. Pengeluaran Kelas Menengah

Tahun | Keterangan | Kendaraan Ba.rang/]asa Pendidikan | Perumahan | Makanan La¥n-
Lainnya Lain
Kelas
Menengah |5,63 6,04 3,64 27,8 41,05 15,84
2019 Menuju
Kelas
Menengah |1,86 4,45 2,69 239 56,54 10,56
Kelas
Menengah |3,99 6,48 3,66 28,52 41,67 15,84
2024 Menuju
Kelas
Menengah (1,38 4,75 2,6 25,17 56,21 9,89

Sumber: SUSENAS, 2024. Diolah.

Kelas menengah yang menjadi backbone perekonomian
terus digerus dengan berbagai kebijakan yang tidak dilandaskan
evidence base seperti akan dikenakannya iuran TAPERA pada
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saat pendapatan kelas menengah sudah dipotong dalam iuran
BP]S Kesehatan atau BP]S Ketenagakerjaan. Berbagai program
tersebut tentu bermanfaat bagi kelas menengah, namun harus
diimbangi dengan kenaikan atau mekanisme penghitungan upah
yang lebih berkeadilan.

Low Skilled Labour Trap

Kondisi yang lebih memprihatinkan adalah rendahnya
kualitas tenaga kerja pada kelas menengah dan menuju kelas
menengah, di mana sebesar 35,38 persen memiliki riwayat
pendidikan SD pada menuju kelas menengah dan sebesar 20,2
persen memiliki riwayat pendidikan SD pada kelas menengah.
Treatment khusus diperlukan untuk mengatasi permasalahan
tersebut yakni dengan (i) pemberian pelatihan soft skill, (ii)
kewajiban mengikuti program sekolah kerja paket, dan (iii)
mendorong pemberian program padat karya secara masif.

Gambar 1. Pendidikan Kelas Menengah (dalam persen)
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Tidak tamat 5D SD sederajat SMP sederajat SMA sederajat Pendidikan
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B Menuju Kelas Menengah [l Kelas Menengah

Sumber: SUSENAS, 2024. Diolah.

Peningkatan  kualitas  pendidikan dan  pelatihan
keterampilan sangat penting untuk mempersiapkan tenaga
kerja mampu bersaing di pasar global. Negara seperti Finlandia
telah menunjukkan bahwa sistem pendidikan yang inklusif dan
berkualitas dapat menghasilkan tenaga kerja terampil yang
mendukung pertumbuhan ekonomi. Ini juga akan membantu
kelas menengah dalam mendapatkan pekerjaan yang lebih baik
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dan gaji yang lebih tinggi. Fenomena tersebut akan tampak pada
penurunan pekerja formal dan menurunnya sekor manufaktur
terhadap PDB di Indonesia.

Gambar 2. Return of Education (dalam persen)
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Sumber: BPS RI. Diolah.

Dalam UU No. 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan
Nasional dimandatkan bahwa dana pendidikan Indonesia
diwajibkan harus sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Nasional (APBN) di mana pada tahun 2024
dialokasikan sebesar Rp 665 triliun. Berdasarkan kalkulasi
perhitungan, diketahui bahwa return of education Indonesia
sangat rendah dibandingkan berbagai negara lain, yaitu berada
pada rata-rata 3,928 persen dalam lima tahun, tertinggal
dibandingkan negara ASEAN lainnya.

Fenomena Gigworkers

Tingginya nilai gignomics di Indonesia yang mencapai USD
7 miliar atau menyerap tenaga kerja empat juta gigworkers,
namun pesatnya pertumbuhan sektor ini tentu menjadi peluang
sekaligus risiko apabila tidak diiringi dengan regulasi sistem
jaminan pekerja yang berkeadilan. Kelas menengah yang
dianggap tech-heavy dan tech-savvy cukup berkontribusi besar
berperan dalam pasar tenaga kerja tersebut terutama generasi
zoomers (gen-z) dan milenial.
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Tabel 2. Status Pekerjaan Kelas Menengah
(dalam persen)

Berusaha B.erusaha _
dibantu Buruh/ ](jlbar;ltu lli'elker]al
Tahun |Keterangan buruh Berusaha ti‘(;glli Pekerja a:a‘lllarga
& tetap/ karyawan/ | o, i bebas | .
buruh pegawai tetap/ tidak
uru tidak dibayar
dibayar dibayar
Kelas
517 56,54 21,89 7,44 3,55 541
Menengah
2019 Menuju
Kelas 2,54 42,99 24,51 11,64 9,23 9,07
Menengah
Kelas 56 53,76 21,2 9,63 356|625
Menengah
2024 Menuju
Kelas 2,7 42,95 23,14 13,2 8,8 9,21
Menengah

Sumber: Susenas, 2024. Diolah.

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa terjadi fenomena
meningkatnya pekerja bebas (gigworkers), berusaha dibantu
buruh tidak tetap/tidak dibayar, dan pekerja keluarga atau tidak
dibayar. Hal ini akan mengakibatkan kerentanan pada sistem
jaminan pekerja Indonesia karena tidak di-cover-nya sektor
informal di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah perlu
memberikan payung segera kepada para gigworkers untuk
mencegah banyaknya permasalahan sosial-ekonomi ke
depannya.

Terjebaknya tenaga kerja Indonesia dalam Ilow skilled
labour trap tentu akan menjadi permasalahan mendasar pada
pekerja gig karena minimnya pengetahuan mereka dalam hal
dasar seperti negosiasi, marketing, dan mengetahui produk atau
jasa yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan dasar. Maka
dari itu, pemerintah dapat menghubungkan program vokasi dan
kartu prakerja dengan program ini untuk memberikan
pendampingan secara konkret pada gigworkers.
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Gejala Dutch Diseases

Gejala “Dutch Disease” dalam sektor manufaktur kita dan
jatuhnya 9,48 juta kelas menengah menjadi kelompok miskin
dalam lima tahun terakhir (BPS RI, 2024) tentu bukan tanpa
alasan karena kontribusi sektor manufaktur yang menurun dan
banyaknya tenaga kerja yang bergerak pada sektor informal.
Melihat struktur tersebut, laporan World Bank (2023) yang
menyatakan bahwa Foreign Direct Investment (FDI) didominasi
oleh sektor jasa harus menjadi perhatian khusus karena
pertumbuhannya dilaporkan tumbuh Ilima kali lipat
dibandingkan sektor manufaktur.

Gambar 3. Kontribusi Sektor Manufaktur
(dalam persen)
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Sumber: BPS RI, 2024. Diolah.

Dari sisi tenaga kerja kelas menengah, pada saat dilihat
secara lebih rinci didapatkan hasil bahwa sektor industri yang
beririsan dengan sektor manufaktur mengalami penurunan
yang sangat signifikan yaitu sebesar 2,7 persen dalam lima
tahun terakhir, dan sektor lainnya yang juga mengalami
penurunan.
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Gambar 4. Proporsi Lapangan Kerja Berdasarkan Sektor
pada Kelas Menengah
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Sumber: SUSENAS, 2024. Diolah.

Untuk mendorong industrialisasi, pemerintah harus
berfokus pada pengembangan sektor-sektor strategis, seperti
teknologi, manufaktur, dan energi terbarukan. Model ekonomi
Jepang, yang berhasil memanfaatkan inovasi teknologi untuk
meningkatkan daya saing industri, dapat menjadi lesson learned,
keberhasilan komoditas aglomaritim di Vietnam juga cukup
menjanjikan karena banyak membuka lapangan pekerjaan.
Dukungan terhadap penelitian dan pengembangan (R&D) pada
sektor energi baru terbarukan (EBT) dengan skema kerjasama
pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi solusi
pembukaan lapangan pekerjaan. Sektor pangan dan sirkularitas
ekonomi akan menjadi masa depan bangsa Indonesia terutama
untuk mendorong pendapatan nasional.

Turunnya Pekerja Sektor Formal

Meningkatnya pekerja bebas pada kelas menengah
berdampak pada kontribusi tenaga kerja formal di Indonesia.
Idealnya kelas menengaj dapat dijamin untuk mendapatkan
pendapatan layak dengan memudahkan akses dalam
menyediakan lapangan pekerjaan, karena kelas menengah
berkontribusi besar terhadap penerimaan negara sebesar
50,7% dan calon kelas menengah sebesar 34,5% (LPEM U],
2024). Tetapi kondisi ini harus menjadi fokus perhatian karena
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berdasarkan data SUSENAS tahun 2024 yang telah diolah
didapatkan fakta bahwa proporsi pekerja sektor formal pada
kelas menengah dalam tren yang mengalami penurunan.

Gambar 5. Proporsi Kelompok Lapangan Kerja Kelas
Menengah (dalam persen)
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Sumber: SUSENAS, 2024. Diolah.

Dalam Gambar 1 diperoleh fakta bahwa komposisi sektor
formal pada kelas menengah dalam tren penurunan, di mana
dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024 berada di angka
59,36 persen tetapi terjadi peningkatan yang cukup signifikan
pada sektor informal yang berada di angka 40,64 persen.

Kelompok Gala Bunga Matahari

Pemerintah juga harus bersiap untuk menghadapi risiko
dari meningkatnya kelompok aging population, karena
berdasarkan data SUSENAS dari tahun 2019-2024 jumlahnya
naik sebanyak hampir dua kali lipat. Terjebaknya kelompok
“gala bunga matahari” tetap menjadi kelas menengah akan
menimbulkan  kompleksitas permasalahan karena akan
dibayangi peningkatan risiko kesehatan dan sosial apabila tidak
mendapatkan penanganan yang baik.

Berdasarkan data tersebut jumlah kelompok aging kelas
menengah sebesar 7,71 persen tentu harus diorkestrasi dengan
baik dengan program jaminan kesehatan dan sosial yang baik.
Sistem Jaminan Kesehatan Rakyat Semesta atau Universal Health
Care tentu dapat menjadi solusi yang diberikan pada kelompok
tersebut karena meningkatnya risiko dan profil kesehatan.
Pemerintah perlu hadir membantu kelompok “gala bunga
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matahari” karena mereka adalah pensiunan yang sudah
berkontribusi pada proses pembangunan ekonomi.

Gambar 6. Profil Usia Kelas Menengah
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Rekomendasi

Sebagai penutup, disampaikan beberapa rekomendasi
berikut: Pertama, solusi pada rendahnya produktivitas adalah
melakukan pergeseran pada sektor jasa di Indonesia menuju
industrialisasi. Pemerintah tidak hanya berfokus pada program
hilirisasi komoditas namun juga perlu melakukan hulurisasi
untuk memastikan bahwa akan terjadi inkubasi ekosistem
komoditas domestik untuk menciptakan lapangan kerja yang
seluas-luasnya di dalam negeri. Dalam mendukung sektor jasa,
pemerintah dapat mendorong “Eventonomics” sebagai resep
baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Tingginya
pelaku sektor jasa di Indonesia perlu diakselerasi dengan
melakukan berbagai event seperti yang pernah dilakukan oleh
Pemerintah Singapura dalam “The Eras Tour”. Pemerintah
Indonesia perlu memastikan kelancaran kegiatan eventonomics
dengan mempermudah masuknya alat yang mendukung event
dan membuat link and match antara event dengan sektor
makanan dan minuman; perdagangan besar dan eceran;
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transportasi dan pergudangan serta sektor UMKM lainnya.
Paradigma event sebagai media yang mendorong perekonomian
dapat diformulasi.

Kedua, pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat
dengan menunda kenaikan PPN pada tahun 2025 dari 11 persen
menjadi 12 persen karena akan semakin menggerus daya beli
kelas menengah yang sudah terpuruk. Hilangnya 9,48 juta kelas
menengah dalam lima tahun terakhir menjadi bukti kegagalan
pemerintah menjaga kelas menengah.

Ketiga, pemerintah harus mengakui mahalnya biaya
ekonomi Indonesia, memperbaiki nilai ICORE dan harus
disegerakan dengan melakukan rekonfigurasi investasi,
penguatan national logistic ecosystem dan menghadirkan
birokrasi berbasis Internet of Things (pemanfaatan Government
Technology). Dengan fokus melakukan perbaikan tersebut maka
akan memperbaiki FDI domestik yang dapat memberikan
kontribusi maksimal pada perekonomian domestik.

Keempat, pemerintah perlu menarik FDI yang sifatnya
padat karya dengan memanfaatkan relokasi pabrikan akibat
beberapa gejolak yang terjadi. Melakukan pemetaan investasi
yang fokus pada suatu isu perlu dilakukan. Misalnya,
Pemerintah Amerika Serikat yang akan mengurangi
ketergantungan bahan baku obat dan obat-obatan dari China
dan India harus dijadikan peluang menawarkan industri obat-
obatan dan kesehatan domestik. Hal lain yang dapat dilakukan
juga misalnya dengan mendorong Energi Baru dan Terbarukan
(EBT). Pemerintah juga harus fokus menangani risiko kelompok
gala bunga matahari dengan memastikan kesehatan dan
pendapatan mereka.

Kelima, menggerakkan ekonomi sirkular bagi generasi
aging population yang dinilai akan sangat berdampak menjaga
kerentanan tersebut karena dapat menghadirkan pendapatan
bagi mereka dan penerapan Universal Health Care (UHC), juga
dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan mereka. Penggeseran
skema subsidi yang tidak produktif dapat di-refocusing untuk
mendukung program ini.
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Keenam, pemerintah dapat memadukan dunia pendidikan
dengan kebutuhan pasar tenaga kerja sehingga apa yang
dibutuhkan pasar dapat di-supply dengan tepat dari dunia
pendidikan. Pemerintah juga dapat mempelajari “A Borderless
Chinese Community Outside (Mainland) Tiongkok” sebagai acuan
di mana dapat mengirimkan tenaga kerja kita ke luar negeri dan
membentuk komunitas yang berdaya saing dan kompetitif di
negara lain. Budaya perfeksionisme harus diajarkan pada
generasi muda kita untuk menjemput Visi Indonesia Emas 2045.
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Ratusan tahun sebelum Raja Firaun di masa Nabi Musa, Raja
Mesir dalam tidurnya bermimpi dan mimpinya itu membuat dia
sangat cemas. Di dalam mimpinya tersebut dia melihat tujuh ekor
sapi gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi kurus, serta tujuh
tangkai gandum yang hijau dan tujuh tangkai gandum yang
kering.

Kisah tujuh ekor sapi dan tujuh tangkai gandum yang
sangat terkenal di kalangan penganut agama samawi tersebut
kemudian dikenal dengan Teori The Joseph Cycle. Konsep The
Joseph Cycle tersebut diyakini menjadi salah dasar dan cikal
bakal dari Teori Siklus Bisnis yang menjadi pijakan dari Teori
Keynes dan Neo-Keynesian.

Mimpi sang Raja Mesir dalam kisah tersebut tidak berhenti
sampai di situ. Setelah bertemu Nabi Yusuf dan mendapatkan
takwil dari mimpinya, sang Raja Mesir menantang Nabi Yusuf
untuk menghadapi dan mengelola risiko siklus bisnis yang akan
dihadapi oleh Kerajaan Mesir berdasarkan takwil mimpinya.
Pada akhirnya, Nabi Yusuf menjadi bendaharawan Kkerajaan
yang mengelola hasil pertanian dan seluruh sumber daya
kerajaan. Target yang harus dicapai Yusuf sebagai
bendaharawan kerajaan pada waktu itu adalah dapat melewati
krisis dengan baik. Berkat pengelolaannya, Kerajaan Mesir
berhasil melewati masa-masa krisis dengan sangat baik. Bahkan,
Kerajaan Mesir mampu membantu daerah-daerah di sekitarnya
dengan memberikan bantuan makanan dan kebutuhan dasar
lainnya (Rauf, 2017).

Pengelolaan yang dilakukan Yusuf sebagai bendaharawan
Kerajaan Mesir pada waktu itu, menjadi pilar dari keyakinan
akan perlunya peran serta dan intervensi pemerintah dalam
memengaruhi kinerja perekonomian. Apa yang dilakukan Yusuf
dengan melakukan penghematan terhadap seluruh hasil
pertanian dan peternakan merupakan bentuk kebijakan negara
dalam mengatur sumber daya dan seluruh hasil aktivitas
perekonomian. Tidak salah jika kemudian apa yang dilakukan
Yusuf pada waktu itu menjadi cikal bakal Teori Manajemen
Kebijakan Publik.
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Gambar 1. Siklus Bisnis
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Kisah Yusuf pada zaman Kerajaan Mesir Kuno ini kemudian
terulang dalam era ekonomi modern. Di sekitar tahun 1930-an,
kita mengenal kelumpuhan ekonomi dunia yang terkenal
dengan sebutan The Great Depression. Pada pertengahan tahun
1960-an sampai dengan awal tahun 1980-an, dunia kembali
dilanda krisis ekonomi yang dikenal dengan sebutan The Great
Inflation. Krisis ini diawali oleh kejadian inflasi berkepanjangan
di Amerika Serikat (AS) antara 1965 hingga 1982. Pada 1964,
inflasi di AS hanya sekitar satu persen namun perlahan naik
hingga meroket lebih dari 14 persen pada 1980.

Indonesia juga pernah beberapa kali mengalami siklus
bisnis yang membuat perekonomian Indonesia naik turun bak
roller coaster. Setidaknya, Indonesia pernah mengalami empat
kali siklus bisinis. Siklus bisnis pertama terjadi di awal dan
pertengahan tahun 1980-an ketika harga minyak bumi terjun
bebas. Siklus bisnis kedua terjadi pada tahun 1997/1998 yang
berujung pada jatuhnya rezim Orde Baru. Siklus bisnis yang
ketiga terjadi pada tahun 2008-2009 akibat kasus subprime
mortgage di AS. Sedangkan siklus bisnis yang keempat terjadi
pada tahun 2020 - 2021 yang disebabkan oleh pandemi
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
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Oleh karena itu, berangkat dari kisah Yusuf serta berbagai
turbulensi ekonomi yang terjadi di era ekonomi modern, kita
patut menduga kuat bahwa siklus tersebut akan selalu berulang.
Selain itu, kita juga dapat mengambil pelajaran yang kedua dari
kisah Yusuf terkait dengan mitigasi dan pengelolaan risiko di
dalam siklus bisnis tersebut yaitu perlunya intervensi
pemerintah dalam mendorong kinerja perekonomian. Ketika
kondisi ekonomi mengalami resesi maka pemerintah harus
membuat kebijakan yang dapat mendorong ekonomi kembali
pulih (recovery) dan kembali mencapai titik optimalnya.
Sebaliknya, ketika pertumbuhan ekonomi dirasa sudah terlalu
tinggi dan “overheating” maka pemerintah perlu melakukan
intervensi supaya ekonomi kembali turun dan melandai kembali
ke titik optimalnya.

Dua Kebijakan

Dalam perekonomian modern, terdapat dua instrumen
yang bisa memengaruhi kinerja perekonomian yaitu instrumen
kebijakan fiskal dan instrumen kebijakan moneter. Kebijakan
fiskal sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah mulai
dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Sedangkan
kebijakan moneter ada dalam otoritas kebijakan moneter dalam
hal ini adalah bank sentral.

Namun, menurut penganut Madzhab Keynes, peran aktif
pemerintah dalam memengaruhi kondisi ekonomi juga
termasuk di dalamnya adalah langkah-langkah kebijakan
moneter oleh bank sentral yang tujuan utamanya menstabilkan
output nasional selama siklus bisnis terjadi.

Salah satu variabel yang diintervensi pemerintah untuk
memengaruhi kinerja perekonomian nasional adalah daya beli
masyarakat. Daya beli masyarakat dapat diukur dengan nilai riil
dari uang yang dipegang masyarakat. Terdapat dua kondisi yang
bisa menjadikan nilai uang riil yang dipegang masyarakat
mengalami penurunan. Kondisi pertama terjadi ketika harga
barang dan jasa secara rata-rata mengalami kenaikan dan dalam
waktu bersamaan tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan.
Kenaikan harga barang dan jasa lebih besar daripada kenaikan
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pendapatan atau bahkan bisa juga pendapatan tidak mengalami
perubahan di tengah harga yang terus mengalami kenaikan.
Kondisi ini mengakibatkan daya beli dan tingkat kesejahteraan
masyarakat mengalami penurunan.

Kondisi kedua terjadi ketika jumlah uang yang beredar di
masyarakat melebihi kebutuhan aktivitas perekonomian.
Karena jumlah uang terlalu banyak, maka masyarakat
menganggap uang menjadi “tidak bernilai” atau “tidak
berharga”. Nilai riil dari uang yang dipegang masyarakat
mengalami penurunan dan tidak lagi mampu membeli barang
dan jasa pada tingkat harga yang sama. Harga barang dan jasa
harus dibeli dengan nilai nominal yang lebih tinggi. Kondisi ini
tentunya menggerus daya beli masyarakat secara signifikan.

Untuk mengendalikan harga di pasar, pemerintah bisa
membuat berbagai kebijakan mulai dari membuat seperangkat
regulasi yang dapat mengatur jumlah barang dan jasa yang
beredar di pasar sampai dengan menentukan harga yang
berlaku di pasar.

Untuk mengatur ketersediaan dan jumlah barang dan jasa
yang tersedia di pasar dalam negeri, pemerintah juga bisa
membuat dan menyusun berbagai aturan yang mewajibkan para
produsen agar memenuhi kebutuhan permintaan dalam negeri
daripada permintaan luar negeri walaupun harga di luar negeri
lebih tinggi dibanding dalam negeri. Pemerintah banyak
memiliki pengalaman terkait kebijakan seperti ini. Pemerintah
pernah membuat peraturan yang mengatur pemenuhan
permintaan minyak goreng dalam negeri beberapa waktu lalu
ketika minyak goreng hilang dari pasaran. Kebijakan ini dikenal
dengan istilah domestic market obligation (DMO).

Pemerintah juga bisa menambah pasokan barang dan jasa
dalam negeri melalui mekanisme pembukaan “kran” impor
sehingga pasokan barang dan jasa dalam negeri tetap
mencukupi dan tidak menimbulkan gejolak harga yang
berlebihan. Kebijakan ini sering dilakukan pemerintah dalam
upaya menjaga stabilitas pasokan beras dalam negeri.
Pemerintah sering kali membuka kran impor beras ketika
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terjadi kelangkaan baik yang disebabkan karena gagal panen
ataupun tidak meratanya distribusi hasil panen.

Pemerintah juga bisa menjaga stabilitas harga melalui
kebijakan pengendalian harga yaitu dengan menetapkan harga
batas bawah (floor price) dan harga batas atas (ceiling price).
Kebijakan ini juga sering dilakukan pemerintah seperti untuk
dua komoditas yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu beras
dan minyak goreng.

Selain menggunakan kebijakan fiskal, pengendalian harga
juga bisa dilakukan melalui kebijakan moneter. Kebijakan
moneter berada dalam wilayah kewenangan BI sebagai bank
sentral negara Indonesia. Bank Indonesia memiliki otoritas
untuk menjaga stabilitas nilai rupiah melalui kebijakan dari sisi
moneter mulai dari penentuan jumlah uang beredar, tingkat
suku bunga acuan, sampai dengan menerbitkan obligasi dalam
upaya menambah pasokan uang di pasaran. Semua kebijakan ini
bisa dilakukan BI dalam waktu bersamaan namun dalam
proporsi yang berbeda. Penggunaan berbagai instrumen ini
dikenal dengan istilah bauran kebijakan (policy mix).

Kebijakan yang Seirama

Sering kali muncul pertanyaan Kritis baik dari para praktisi,
akademisi, maupun masyarakat luas yaitu pertanyaan mengenai
efektivitas dari kedua kebijakan tersebut. Kebijakan mana yang
paling efektif dalam memengaruhi kinerja perekonomian suatu
negara terutama dalam kaitannya menjaga daya Dbeli
masyarakat?

Ketika daya beli terjaga maka agregat demand akan terjaga,
permintaan terhadap barang dan jasa akan stabil bahkan
cenderung meningkat. Ketika permintaan terhadap barang dan
jasa meningkat maka agregat supply akan meningkat.
Perusahaan akan melakukan ekspansi, membuka pabrik baruy,
menambah tenaga kerja, dan menambah input produksi. Pada
akhirnya proses ini akan menambah pendapatan masyarakat
dan mendorong meningkatnya tingkat kesejahteraan
masyarakat secara luas. Oleh karena itu, sangat penting bagi
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pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat entah itu
melalui kebijakan fiskal, moneter, atau kombinasi keduanya.

Sejatinya, kebijakan fiskal dan moneter adalah dua
kebijakan yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling
mendukung dan melengkapi, tidak bisa berdiri sendiri. Namun
tentunya kita tidak bisa menegasikan bahwa dalam kondisi
tertentu sangat mungkin proporsi dan daya ungkit dari setiap
kebijakan akan berbeda-beda, tergantung dari sumber
masalahnya. Ketika terjadi kenaikan harga barang dan jasa yang
disebabkan oleh sisi penawaran, maka sangat besar
kemungkinan kebijakan yang paling banyak digunakan adalah
kebijakan fiskal. Sebaliknya, jika kenaikan harga barang dan jasa
berasal dari sisi permintaan maka kebijakan yang efektif adalah
kebijakan moneter.

Namun secara keseluruhan, apapun sumbernya, kebijakan
fiskal dan moneter haruslah berjalan seirama dan beriringan.
Bauran kebijakan yang seringkali digaungkan oleh BI mutlak
diperlukan. Namun sebesar apa proprosi dari masing-masing
kebijakan  tersebut harus tetap menjadi perhatian.
Menempatkan sesuatu harus pada tempatnya sesuai dengan
kadar yang dibutuhkan, tepat waktu dan tepat takaran.

Jangan sampai ketika pemerintah membuka kran likuditas
melalui kebijakan fiskal, BI menyedot likuiditas tersebat
sehingga gelontoran instrumen likuid tersebut tersedot oleh
instrumen kebijakan moneter. Pada akhirnya, kondisi ekonomi
tetap mengalami kekeringan likuiditas karena tidak kompaknya
kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter. Atau bisa juga
sebaliknya, ketika BI menerbitkan instrumen moneter untuk
menyedot kelebihan uang yang bereda di masyarakat,
pemerintah malah menggelontorkan dananya untuk membanjiri
aktivitas perekonomian. Maka kebijakan moneter BI bisa tidak
efektif karena adanya kebijakan fiskal yang tidak seirama.

Bahkan, jangan sampai kebijakan fiskal dan moneter
memiliki sifat Kkenibalis. Ketika pemerintah menerbitkan
instrumen surat berharga guna menarik dana masyarakat untuk
program pembangunan, dalam waktu bersamaan BI
mengeluarkan instrumen moneternya sehingga masyarakat
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lebih banyak tertarik menanamkan modalnya di instrumen
moneter. Akibatnya, pemerintah tidak mampu menyerap dana
masyarakat karena dana masyarakat banyak terserap ke dalam
instrumen moneter.

Pemerintah dan BI harus sering berkomunikasi sehingga
tercipta “chemistry” yang kuat di antara keduanya. Ketika
sumber masalah kenaikan harga berasal dari sisi penawaran
maka proporsi kebijakan terbesar seharusnya berasal dari
kebijakan fiskal. Pemerintah harus mampu menjamin kinerja
produksi di sektor hulu sehingga ketersediaan produk di sektor
hilir dapat terpenuhi. Pemerintah juga harus dapat menjamin
alur distribusi dari sektor hulu ke sektor hilir sehingga produk
dari sektor hulu dapat sampai di sektor hilir tepat waktu, tepat
jumlah, dan tepat harga. Di sektor hilir, pemerintah juga harus
menjamin bahwa produk-produk tersebut harus dapat diakses
dan diperoleh masyarakat dari pasar dengan mudah, murabh,
dan tentunya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan
yang diharapkan.

Jadi, jika akar masalah kenaikan harga bersumber dari sisi
penawaran, maka kebijakan moneter seharusnya tidak terlalu
dominan. Ketika masalah berasal dari sisi penawaran, kebijakan
moneter akan bersifat sebagai pelengkap yang fungsinya ibarat
suplemen dalam tubuh, bukan kebutuhan utama, namun tetap
penting karena dapat menunjang kecepatan dan kelancaran
mekanisme kinerja tubuh.

Sebaliknya, jika akar masalah kenaikan harga bersumber
dari sisi permintaan maka kebijakan moneter akan mengambil
peran lebih besar. Kebijakan moneter bisa berfungsi sebagai
rem ketika ekonomi dirasa sudah overheating di mana
permintaan dirasa sudah terlalu banyak sehingga memicu
kenaikan harga yang lebih besar dibanding dengan kenaikan
pendapatan. Dengan kebijakan moneter, jumlah uang beredar
bisa direm dan dikurangi sehingga kinerja ekonomi bisa kembali
melandai mendekati titik potensialnya.

Di waktu yang lain, kebijakan moneter juga bisa berperan
sebagai akselerator. Ketika permasalahan di sektor penawaran
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sudah terselesaikan dengan baik, maka kebijakan moneter bisa
menjadi “booster” yang menggenjot dan mempercepat aktivitas
dan roda perekonomian dengan menambah jumlah uang yang
beredar di masyarakat. Permintaan akan meningkat dan
mendorong kinerja perekonomian secara keseluruhan. Ketika
mesin ekonomi sedang membutuhkan pelumas yang menjadi
booster dalam aktivitas perekonomiannya, maka biaya kebijakan
moneter seharusnya akan meningkat dan tidak menutup
kemungkinan akan melebihi biaya di sisi fiskal. Namun, ketika
kebijakan fiskal yang lebih dominan maka seharusnya biaya
kebijakan moneter juga mengalami penurunan. Mirip cara kerja
gas dan rem dalam kendaraan bermotor.

Oleh karena itu, ketika terjadi kenaikan harga barang dan
jasa yang dapat menurunkan daya beli masyarakat maka resep
yang digunakan tidak boleh salah. Jika resep yang dibutuhkan
adalah racikan obat untuk menyembuhkan penyakit di sektor
hulu dan rantai pasok penawaran, maka resep yang diracik
harus banyak dari sisi fiskal alih-alih sisi moneter. Sebaliknya,
jika akar masalah berasal dari sisi permintaan maka resep yang
digunakan akan lebih banyak dari sisi moneter.

Pertanyaan kritis terakhir yang layak ditanyakan, apakah
terjadi fluktuasi biaya kebijakan antara fiskal dan moneter
dalam manajemen keuangan publik di Indonesia? Silakan publik
menilai sendiri secara objektif. Namun yang harus dicatat dari
rangkaian penjelasan tadi adalah kebijakan fiskal dan moneter
harus seirama untuk menanggung beban bersama.

..... »
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3.3.

Tranformasi Ekonomi Indonesia dalam
Rangka Membangun Kelas Menengah
yang Besar

Didin S. Damanhuri
Guru Besar FEM IPB dan Universitas Paramadina,
Ekonom Senior INDEF

Didin S Damanhuri, antara lain Guru Besar
FEM IPB dan Paramadina, Ekonom Senior dan
Pendiri INDEF, Tenaga Ahli Lemhannas (200 8-
2022) disamping pernah eselon 1 didalam
Pemerintahan sebelumnya, pengamat
ekonomi, menerbitkan 67 buku hingga 2023,
memperoleh National Writters Award, Non-
Fiction Award 2021, contribution in
Developing Political Economic Science which
has a major impact in Indonesian Economic
Thought, including  the Idea  about
Nusantaranomics.

1. Transformasi Ekonomi yang Belum Membangun Kelas
Menengah yang Besar!

Teori-teori transformasi ekonomi yang lazim diacu di
negara-negara dunia ketiga adalah umumnya berbasis Grand
Theory yang “western centralism”. Sebut saja teori W.W. Rostow
dalam bukunya The Stage of Economic Growth, A Non-Communist
Manifesto (1960) yang terkenal dan banyak dianut para

1 Tulisan dari halaman 1 sampai dengan halaman 6, telah dimuat:
Didin S Damanhuri, “Tranformasi Ekonomi berbasis
Nusantaranomics”, dalam Berly Martawardaya & Izzudin Al Farras
Adha (Ed.), Akselerasi Menuju Ekonomi Indonesia yang Hijau, Inklusif
dan Unggul, Pemikiran 100 Ekonom Indonesia, (Jakarta: INDEF, 2023,
hlm. 636-642.

Estafet Kepemimpan Baru Menuju Akselerasi Ekonomi | 323



perencana dunia ketiga. Dia menjelaskan bahwa tranformasi
ekonomi menuju masyarakat “high mass consumption” yang
dicapai di negara-negara Barat, dilalui dari sebelumnya sebagai
traditional society, precondition for take off, take off, drive to
maturity hingga high mass consumption. Masyarakat tradisional
bercirikan antara lain dominannya sektor pertanian tradisional
yang statis dan tidak produktif. Kemudian pra-take-off dengan
ciri antara lain mulai dikenalkan cara-cara dan teknik baru
pertanian yang lebih produktif yang didukung oleh pemikiran
modernisasi yang bercirikan individual-rasional dan terbuka.

Selanjutnya tahap take-off antara lain mulai dominannya
sektor industri dan jasa serta masyarakatnya secara massif
berfikir modern dengan sepenuhnya meninggalkan pemikiran
dan cara hidup tradiosional yang dinggap menghalangi
kemajuan. Sementara pada masa drive to maturity antara lain
bercirikan masyarakat yang telah secara efektif menerapkan
serentetan teknologi modern dalam pengelolaan keseluruhan
sumberdaya mereka. Dan high mass consumption adalah kondisi
masyarakat yang sepenuhnya hanya tinggal berurusan dengan
bagaimana negaranya (masyarakat konsumen, produsen
maupun pemerintah) menaikkan tingkat pengeluaran konsumsi,
investasi dan belanja modal menuju tingkat kesehteraan yang
makin tinggi secara keseluruhan. Tentu, dalam buku Rostow
tersebut dijelaskan secara komprehensif gambaran dari masing-
masing tahap pembangunan. Tapi intinya lebih merupakan
gambaran linier atas pengalaman sejarah pembangunan negara-
negara Barat (Eropa maupun Amerika).

1.1. Tiga Kategori Transformasi Ekonomi

Ketika negara-negara di dunia ketiga berlomba-lomba
mengadopsi model pembangunan yang western bias, hampir
tidak ada satu negara pun yang persis sama hasilnya dengan
gambaran linier Rostow tersebut. Ada tiga kelompok negara di
dunia ketiga yang bisa kita kategorikan. Pertama, negara-negara
yang gagal. Termasuk dalam kategori ini adalah (i) negara-
negara di mana syarat-syarat yang disebutkan Rostow tidak
dipenuhi, dan (ii) terjadi patologi pembangunan berupa korupsi,
inefisiensi dan salah urus dalam mengelola sumber daya alam
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maupun sumber daya insaninya. Dengan makin intensifnya
pembangunan, justru makin besar kemiskinan dan
penganggurannya, serta makin buruk distribusi pendapatan dan
makin rusak lingkungannya. Hal itu diakibatkan karena adanya
semacam paradoks antara nilai-nilai Barat versus nilai-nilai
lokal yang tak kunjung terselesaikan.

Kedua, negara-negara yang setengah sukses dan setengah
gagal. Yakni negara-negara yang setengah-setengah dalam
mengadopsi Iptek beserta nilai-nilai Barat, tapi juga tidak
sepenuhnya mampu mengartikulasikan nilai-nilai lokal yang
kompatibel untuk meraih kemajuan pembangunan. Di negara-
negara tersebut, terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi, proses industrialisasi makin intensif sehingga saham
industri manufakturnya makin dominan serta porsi sektor
pertaniannya makin mengecil. Kemiskinan dan
penganggurannya pun berkurang signifikan. Sebaliknya,
ketimpangan justru makin memburuk dan terjadi oligoplisasi
dan kartel pangan maupun nonpangan, yang akhirnya sistem
politiknya pun semakin dikuasai oleh oligarki, yakni
sekelompok kecil elite politik yang mengendalikan keseluruhan
sistem.

Ketiga, negara-negara yang sukses namun kemajuannya
dicapai dengan hanya mengadopsi kemajuan Barat dalam
dimensi instrumental (Iptek, birokrasi, demokrasi, perencanaan
pembangunan dan seterusnya). Sementara negara-negara
tersebut mengartikulasikan nilai-nilai lokalnya (tradisi yang
positif, public religion, kearifan dan kecerdasan lokal) dalam
pengelolaan sumber daya alam maupun sumberdaya insaninya,
baik dalam perspektif kemajuan industrialisasi (termasuk
industri agro-maritimnya) maupun digitalisasi serta Society 5.0
yang paling mutakhir. Kemiskinan, pengangguran dan
ketimpangan berkurang signifikan serta lingkungannya
terkelola dengan baik. Sistem politik dan demokrasinya pun
beriringan dengan tegaknya rule of law serta kesejahteraan
rakyatnya yang tinggi. Namun sistem politiknya tidak seperti di
negara Barat. Yakni lebih berdasarkan konsensus dan nilai
tradisi dan agama publik menjiwai proses pembangunan.
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Negara-negara kategori pertama, umumnya banyak
terpapar di negara-negara Afrika dan Amerika Latin. Negara-
Negara kategori kedua, seperti negara-negara di Timur Tengah
dan sebagian di Asia dan Eropa Timur. Sementara yang dapat
kita kategorikan yang ketiga, adalah dipelopori oleh Jepang,
kemudian disusul Korea Selatan, China, Turki, India Malaysia
dan Thailand dengan cirinya masing-masing, Yang terakhir ini,
saya dan banyak para ahli menyebutnya sebagai Model
Pembangunan Heterodox (“the Others” /tersendiri) yang keluar
dari arus utama western model baik berbasiskan Liberalisme,
Sosialisme-Demokrat maupun Sosialisme-Komunis.

Untuk kasus Indonesia, sementara ini masih dalam kategori
setengah sukses dan setengah gagal. Kalau dilihat dari dimensi
normatif (Pancasila dan UUD ’45), sebenarnya Indonesia lebih
dekat dengan model Heterodox yang Asian Way. Namun
terutama sejak Era Reformasi (tahun 2000 hingga sekarang)
transformasi pembangunan secara empiris makin monolitik,
cenderung berbasiskan western civilization dengan segala
dampaknya seperti yang digambarkan ketegori negara-negara
yang setengah sukses dan setengah gagal.

1.2. Transfomasi Nusantaranomics yang Belum
Membangun Kelas Menengah yang Besar

Selanjutnya, Nusantaranomics yang ditawarkan penulis
adalah merupakan Pancasilanomics in action, karena nilai
Pancasila dan pasal-pasal ekonomi dalam UUD ’45 sudah
dilaksanakan bahkan sudah sangat lama jadi economic behaviour
dalam kerangka local economy. Dalam belasan disertasi yang
penulis ikut bimbing dalam konteks ekonomi, yakni kasus-kasus
dalam temuan disertasi doktor bidang Sosiologi-Ekonomi (di
Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan
Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat,
Bengkulu yang merepresetasikan "ekonomi lokal"), penulis
kemudian mempopulerkan sebagai adanya “Nusantaranomics”.
Keberadaan ekonomi-ekonomi lokal tersebut lebih mewakili
ekonomi kelas menengah yang omzet umumnya sudah puluhan
bahkan ratusan miliar rupiah. Tesis besarnya bahwa dalam
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Pembangunan Nasional terdapat "endogen power” terutama
berupa Nilai dan Kecerdasan Lokal (local genius and values)
yang bisa menjelaskan kenapa Ekonomi Daerah tetap bertahan
(resillient) dan kuat (persistent) bahkan kemudian tumbuh
berkembang (developed) meski bantuan Pusat relatif minim atau
malahan absen sama sekali. Dalam tulisan ini akan dikemukakan
hanya dua kasus saja, yakni di Bengkulu dan Jawa Barat. Salah
satunya adalah kasus dalam disertasi Dr. Andi Ishak.

Disertasi tersebut menggambaran petani Bengkulu yang
mencerminkan keberhasilan dalam entrepreneurship secara
kolektif serta berkembangnya local economy yang unprecedent
history (karena tidak terjadi di tempat lain). Hal itu karena para
petani secara kolektif mampu memutuskan konversi dari sawah
ke kelapa sawit (dengan mingkatkan kesejahtraannya tatkala
harga sawit melonjak tinggi/ commodity boom: 1998-2014) dan
secara fantastik ketika harga sawit jatuh (commodity bust) di
mana para petani kembali mampu mengonversi ke sawah yang
juga berhasil meningkatkan kesehteraannya (2014-2018).
Keberhasilan para petani tersebut juga karena ada peran
regulasi (UU Lahan Abadi yang dijadikan Perda) serta peran
Pemda dan DPRD yang mendukung konversi tersebut. Kebaruan
(novelity) tingkat teori ditunjukkan oleh disertasi Andi Ishak
tersebut, yakni dengan memakai teori Strukturasi Antony
Giddens yang dikenal dengan Teori Sosiologi-ekonomi kritis
karena beyond struktural. Di samping menjelaskan gejala
kemajuan Ekonomi Lokal secara struktural (mampu bertindak
otonom sebagai agency meskipun ada invasi Kkapital
internasional dan nasional oleh kalangan konglomerat sawit ke
Bengkulu), juga bahwa para petani dapat memutuskan secara
otonom sebagai agency (waktu mengonversi sawah menjadi
kebun sawit maupun dari kebun sawit kembali menjadi sawah)
yang  diterangkan secara  kultural (adanya  mental
entrepreneurship) dalam menghadapi kekuatan besar kalangan
konglomerat (nasional maupun internasional).

Kasus kedua yang ingin diketengahkan adalah temuan dari
disertasi Dr. Jamilah dengan judul "Ketahanan Industri Bordir:
Studi Etika Moral Ekonomi Islami di Tataran Sunda", pengusaha
"Islam Sundanis" yang berkembang. Dalam disertasi tersebut
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ditemukan oleh Jamilah apa yang dia sebut faktor nilai-nilai dan
budaya Islam dalam Kegiatan Ekonomi Daerah yang telah
bertahan dan berkembang lebih dari satu abad. Dalam
penelitiannya, Dr. Jamilah menemukan keberhasilan para
pengusaha Islam Sundanis yang awalnya lebih merupakan
kegiatan kerajinan skala rumah tangga sebagai hobby dari
kalangan ningrat. Setelah memasuki kemerdekaan, kegiatan
ekonomi bordir tersebut kemudian menjadi kegiatan ekonomi
rakyat yang masuk menjadi skala ekonomi komersial, terutama
sejak Orde Baru dan Reformasi, berkat kebijakan pemihakan
(affirmative policy) dari pemerintah sehingga produknya
menjalar ke banyak daerah di Indonesia termasuk di Tanah
Abang (pusat perdagangan retail terbesar di Asia Tenggara) dan
ekspor (ke Asia Tenggara dan Timur Tengah) dengan omzet
ratusan miliar rupiah, bahkan secara kolektif (daerah) bisa
triliunan rupiah.

Selanjutnya, di era Revolusi Industri 4.0 ("ekonomi
digital"), kita juga menyaksikan gejala Ekonomi Pancasila (EP)
in action, yakni adanya korporasi kelas menengah-atas
Bukalapak. Pada tahun 2017, nilai transaksi perusahaan ini
sebesar Rp 10 triliun atau sehari Rp 7 miliar yang melibatkan
tujuh juta perusahaan UMKM. Yang menarik sebagai bukti
adanya gejala EP adalah Bukalapak sendiri hanya mendapat satu
persen dari omzet keseluruhan. Dengan demikian, perusahaan
ini 99 persen memperkaya orang lain (UMKM). Ini fenomenal.
Karena umumnya perusahaan-perusahaan swasta besar,
sebagian besar keuntungannya jatuh kepada para owner-nya.
Yang masih belum "normal" dalam kerangka EP adalah belum
sepenuhnya ada peran active-state untuk mengawal agar jika
terjadi suntikan dana asing tidak serta merta menggeser usaha
lokal sehingga menjadi sekadar menyalurkan produk impor
yang berasal dari penyuntik dana asing tersebut. Lebih
fenomenal lagi, ternyata Bukalapak ini Owner skaligus Fonder-
nya ialah Achmad Zacky, anak muda berusia 30-an tahun yang
jebolan pesantren yang kemudian lulus sebagai sarjana teknik
sebuah perguruan tinggi negeri di Bandung. Sekarang ia menjadi
salah seorang terkaya di Indonesia di bawah usia 30 tahun.
Kesan saya, kehidupannya tetap bersahaja namun sangat kreatif.
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Dalam sebuah kesempatan presentasi di Jakarta, penulis
mendengarkan Succes Stories-nya di forum kalangan ahli dan dia
santai saja dengan memakai celana jeans dan T-shirt.

Di samping itu, menurut penulis, para pengusaha besar
yang bergerak di berbagai bidang (manufaktur, pertambangan,
perkebunan, properti, retail dan seterusnya) yang
kehidupannya sebagian besar lebih sebagai economic animal,
jenis pelaku ekonomi ini disebut oleh Kunio sebagai pelaku
semu (erzats), atau oleh Yahya Mumaimin disebut sebagai
political entrepreneur dan atau dalam ekonomi politik yang
berprilaku sebagai "pemburu rente" (rents seekers). Mereka
adalah tipikal pelaku ekonomi yang hanya memburu "super
normal profit” dengan menyiasati berbagai regulasi kalau perlu
dengan cara-cara korup. Itu jelas lebih menunjukkan ekonomi
pramodern (merkantilis dan primitif yang sedang dan akan di-
reform oleh KPPU/ Komisi Pengawas Persaingan Usaha) di
zaman reformasi ini. Di antara gejala umum yang terjadi
tersebut, terdapat juga pengusaha-pengusaha besar yang
genuine entrepreneur yang menggambarkan EP. Meski mereka
tidak dominan, tapi masih dapat kita temukan, di mana
usahanya (BUMN maupun swasta) yang comply terhadap
berbagai regulasi, berusaha dan bersaing dalam mekanisme
pasar yang normal, di samping mengeluarkan rupa-rupa
pengeluaran nonpasar seperti CSR (corporate social
responsibility), maupun terkait kebajikan agama, seperti ZISWAF
(zakat, infak, shodagoh dan wakaf) tanpa harus mengakibatkan
kerugian perusahaan.

Masalahnya, dalam struktur Ekonomi Nasional sekarang
ini, gambarannya masih “berstruktur kolonial” di mana secara
makro-agregat kita bertumpu kepada Impor barang-barang
industri dan mengekspor bahan-bahan mentah (sawit, batubara,
nikel, karet dan lain-lain). Dan di dalam struktur tersebut, para
pelaku ekonomi dan mekanisme pasarnya belum sehat serta
korupsi masih sangat besar. Sistem politik pun masih
transaksional. Juga belum terbentuk Kelas Menengah yang besar
yang dapat memempelopori berbagai reformasi ekonomi
maupun politik.
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Dengan demikian, mendesak didorong proses heterodoxi
pembangunan dengan agenda berbagai revisi perudang-
undangan yang menghambat tranformasi pembangunan ke arah
struktur ekonomi nasional berbasiskan konstitusi. Juga perlu
dilakukan proses legislasi yang dapat memayungi heterodoxi
pembangunan sehingga dari waktu ke waktu output dan
outcome pembangunan makin mandiri dan mensejahtrakan
rakyat secara ekonomi, berdaulat secara politik dan
berkepribadian secara kebudayaan seperti dalam pesan
Trisaktinya Bung Karno.

2. Struktur Ekonomi Tempayan Menuju “Struktur Belah
Ketupat”

Dalam kondisi yang existing, struktur perekonomian
nasional seperti “tempayan” (Gambar 1). Dalam struktur
tersebut, dari sisi omzet, usaha besar hanya 0,01 persen,
sementara UMKM 99,99 persen di mana hampir tidak ada “kelas
menengah” (hollow middle). Sedangkan di negara-negara Eropa
struktur perekonomiannya sehat dan kuat, karena adanya kelas
menengah yang besar yang berprilaku independen: membantu
usaha kecil ketika dirugikan oleh kebijakan pemerintah, dan
membantu pemerintah jika terdapat kebijakan yang
menguntungkan usaha Kkecil. Sementara dalam struktur
tempayan, justru banyak kebijakan bias kepentingan korporasi
besar yang berprilaku oligpoli dan kartel yang merugikan
UMKM dan ekonomi kerakyatan. Dalam waktu sekitar dua dasa
warsa ke depan, harus ada upaya tranformasi besar-besaran
agar menuju strukur “belah ketupat”, di mana terdapat kelas
menengah yang besar dan sektor mikro dan dan kecil (di
bawah) serta Korporasi raksasa (di atas) dalam struktur
perekonomian.

Kalau struktur tempayan dalam perekonomian tidak
dikoreksi secara mendasar, maka Indonesia bisa terancam
“jebakan negara berpendapatan menengah” (middle income
trap). Ada tiga faktor mengapa kita harus mengkhawatirkan
Indonesia bisa masuk dalam “Jebakan Negara berpendapatan
Menengah” tersebut, yakni berakhirnya era pertumbuhan tinggi
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(di atas 6-7 persen) dan pendapatan per kapita yang sekarang
sekitar USD 4.000 terjebak sehingga tak mampu mencapai USD
10.000 USD, bahkan bisa stagnan dan turun Kkarena
pertumbuhan ekonomi-pun berada di level rendah (sek.4-3
persen).

Gambar 1. Struktur Perekonomian Nasional seperti
“Tempayan”, 99,99% UMKM dan 0,001 Usaha Besar

o0
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Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2022)

Pertama, pertumbuhan selama Era Reformasi lebih
bertumpu pada ekspor komoditas (sawit, batubara, karet) dan
konsumsi barang-barang (yang makin berkonten impor) di
dalam negeri dan makin rendahnya investasi di sektor industri
manufaktur (lebih banyak di sektor perkebunan dan
pertambangan untuk tujuan ekspor yang tak terolah). Sekarang
era booming harga komoditas karena berbagai alasan—antara
lain karena krisis yg bersifat struktural di Amerika Serikat dan
Eropa—telah berakhir sehingga memukul korporasi-korporasi
yang bergerak di bidang perkebunan dan pertambangan skala
besar, yang pada gilirannya pajak yang berasal dari korporasi
tersebut berkurangt secara signifikan.

Kedua, di satu pihak, terjadi proses “deindustrialisasi”.
Menurut data, pada periode 1987-1996 pertumbuhan industri
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manufaktur sekitar 12 persen, sedangkan pada periode 2000-
2008 hanya sekitar 5,7 persen dan makin padat modal. Di lain
pihak, output produktivitas industri manufaktur yang
digerakkan oleh teknologi (total factor productivity/TFP) juga
melemah sejak Era Reformasi. Sementara menurut hasil studi L-
KEN dan Aliansi Kebangsaan, periode 1987-1996 TFP 0,009
(masih positif), tapi pada periode 2000-2012 menjadi -0035
(negatif). Apalagi, kalau dipertanyakan konten teknologi yang
dikuasai oleh anak bangsa, terutama target terjadinya full-
manufacturing dengan penguasaan core-technology, sudah
semakin jauh dari harapan. Padahal, di negara-negara industri
maju maupun baru, seperti Eropa, AS, Jepang dan Korsel,
penguasaan teknologi inti dan full manufacturing, menjadi
faktor utama bagi tercapainya kesejahteraan dan pertumbuhan
yang terus menerus (sustainable growth). Dengan begitu,
pendapatan per kapita maupun distribusi pendapatan terjadi
perbaikan terus menerus, terutama dicapai oleh Eropa, Jepang
dan Korea-Selatan. Sementara di AS masih terjadi kesenjangan
pendapatan yang tetap tinggi, di mana 40 penduduk
berpendapatan terendah hanya menerima kurang dari 17
persen pendapatan nasionalnya. Hal ini terkait karena
perekonomiannya yang terlalu liberal.

Ketiga, karena masih sangat lemahnya keberadaan Kelas
Menengah di Indonesia. Secara teori, diangkat dari pengalaman
Renaissans Eropa dan Revolusi Prancis, terdapat kelas
menengah dalam jumlah besar sangat Independen dan Kkritis,
sehingga mereka mampu mentransformasikan masyarakatnya
menjadi makmur dan egaliter.

Dalam pengertian tersebut, Kelas Menengah di Indonesia
sama sekali belum terbentuk. Memang, di negeri ini ada
sejumlah orang kaya dari kalangan swasta, tapi umumnya
mereka dihasilkan oleh kepengusahaan yang tidak berwatak
entrepreneur, melainkan lebih karena fasilitas dan kroniisme
serta jumlahnya pun hanya sekitar 0,008 persen dari
keseluruhan jumlah pengusaha yang sekitar 65 juta.

Sementara, kalau kelas menengah dalam istilah Bank Dunia,
yakni hanya dikategorikan orang yang berpenghasilan di atas
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USD 2 perhari dan hanya sebagai konsumen; dan meskipun
jumlahnya sekitar 120 juta-an namun justru lebih banyak
membebani APBN/D terutama untuk macam-macam subsidi
dan juga rakus akan barang dan jasa serta teknologi impor.
Dengan demikian, kelas menengah dalam pengertian terakhir,
akan lebih menguras devisa yang justru akan menekan
pertumbuhan ekonomi.

2.1 Keluar dari Jebakan Negara Berpendapatan Menengah

Kalau kita melihat “modal sosial, ekonomi, sumber daya
alam, SDM dan bahkan peradaban”, sebenarnya Indonesia
mestinya lebih berkonsentrasi pada moda produksi agrikultur,
tapi terlebih dulu harus ditransformasikan secara industrial
dengan konten teknologi yang makin tinggi disertai dorongan
dari kaum wirausahawan yang cukup. Dalam kaitan ini,
tengoklah struktur ketenagakerjaan.

Dari angkatan kerja yang sekitar 135 juta, sekarang ini
mereka yang bekerja di sekktor pertanian skala menengah dan
kecil yakni sekitar 70 persen. Mereka bekerja dalam bidang
padi, palawija, perkaretan, peternakan sapi, hortikultur, sawit,
tembakau, garam, kelapa, tebu, dan lain-lain. Sedangkan yang
bekerja di perkebunan besar, misalnya dalam kelapa sawit,
hanya sekitar 1,4 juta, itu pun termasuk yang berpola kemitraan
dengan perkebunan rakyat. Dengan demikian, yang mampu
menyerap tenaga kerja dalam bidang agrikultur adalah
pertanian skala menengah dan kecil.

Dalam hal upah rata-rata untuk UKM perkebunan, misalnya
untuk sawit dan karet adalah Rp 1,2 juta dan Rp 960.000.
Padahal, upah buruh perkebunan rata-rata untuk sawit dan
karet adalah Rp 760.000 dan Rp 650.000. Kita tahu bahwa
prioritas yang tinggi dari pemerintah dewasa ini (lewat
kebijakan perizinan, alokasi tata ruang, permodalan perbankan
dan seterusnya) adalah kepada perkebunan dan pertambangan
skala besar.

Dengan demikian, tak heran dampaknya adalah bahwa
pertumbuhan ekonomi yang tinggi (sekitar 5,5 persen) lebih
banyak dinikmati oleh 5 persen kelompok berpendapatan tinggi,
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sehingga berdampak Ilebih lanjut terhadap ketimpangan
pendapatan yang makin mencolok. Pada awal tahun 2000-an
Rasio Gini Konsumsi berkisar sekitar 0,32 (relatif merata),
tahun 2012 sudah menjadi 0,41 (timpang) dan baru sedikit
menurun menjadi 0,39 tahun 2023. Bahkan kalau memakai
rasio Gini Pendapatan sebenarnya sudah lebih dari 0,5, artinya
ketimpangan yang buruk dengan segala dampaknya dalam
meningkatkan kriminalitas, konflik sosial, ketidakstabilan
politik bahkan penurunan pertumbuhan ekonomi secara drastis.

Hal ini sangat mirip dengan yang terjadi sekarang di Brasil.
Brasil yang sebelumnya menikmati pertumbuhan tinggi (sekitar
lima persen), namun ketimpangan menajam karena
memprioritaskan pembangunan ekonomi kepada pemodal
raksasa dan meninggalkan UKM, pertanian dan industri olahan
rakyat, dan seterusnya. Akibat adanya gejala middle income trap,
sekarang petumbuhan ekonomi Brasil hanya sekitar dua persen
dengan diikuti makin banyaknya pengangguran, makin
meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan, konflik sosial, dan
lain-lain. Bahkan terjadi penentangan terhadap
penyelenggaraan Piala Dunia, antara lain adanya ancaman dari
para gangster di sana.

Dengan ilustrasi tersebut kita dapat menarik kesimpulan,
bahwa kalau kebijakan pembangunan ekonomi seperti sekarang
diteruskan—yakni bertumpu pada pertumbuhan GDP berbasis
komoditas (perkebunan dan pertambangan bersakala besar)—
maka akan berdampak buruk bagi pembangunan secara
keseluruhan. Yakni, bukan hanya daya serap kesempatan
kerjanya rendah, buruh dibayar murah, makin memperburuk
ketimpangan, tapi juga konten teknologi dan kewirausahaan
rendah karena umumnya diekspor sebagai bahan mentah dan
proses bisnisnya umumnya bersifat lebih menggantungkan
fasilitas pemerintah.

Hal ini diperkuat oleh analisis berdasarkan perhitungan
Social Accouting Matrix (SAM) berbasis data BPS. Justru UKM
lebih memiliki efek pengganda kesempatan kerja dan
pendapatan serta bahkan produktivitasnya pun lebih tinggi
dibandingkan skala besar. Kemudian, lebih spesifik lagi,
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menurut perhitungan SAM, sektor pertanian memberikan
kontribusi efek pengganda pendapatan dan keesempatan kerja
yang jauh lebih besar daripada sekktor pertambangan dan
manufaktur. Hal ini tentu bukan harus meninggalkan
industrialisasi non-agro dan skala besar yang kini sudah
berkembang, tapi pemerintah cukup bermain di regulasi dan
market intelegent terutama untuk tujuan eksport dari industri
yang telah berkembang tersebut.

2.2 Arah Perekonomian Indonesia 2045 dan Seterusnya

Dalam rangka menghindari jebakan negara berpendapatan
menengah, maka kebijakan pembangunan ekonomi menjelang
2045 dan seterusnya hendaknya diarahkan ke pembangunan
infrastruktur secara komprehensif (fisik, ekonomi, sosial,
hukum, hingga politik) yang mendukung pembangunan yang
berkualitas dan berkelanjutan yang didukung oleh tata ruang,
reforma agraria, perbankan, fiskal dan moneter yang
mendorong industrialisasai agro dan perdesaan, nonagro, digital
dan “society 5.0 (seperti telah ditunjukan oleh Jepang).

Lebih sempurna lagi, dengan dikuasainya teknologi
(berbagai tingkatan dan jenis) yang mendukung sebagai negara
industri modern dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang
tinggi dan berkeadilan. Dalam bayangan tersebut, dalam
prosesnya nanti harus tumbuh kelas menengah yang besar dan
independen, yang akan lebih mendinamisasi secara terus
menerus baik secara ekonomi maupun politik serta makin
menguntungkan rakyat banyak.

Gambaran Pembangunan Ekonomi 2045 dan seterusnya
tersebut, sesuai dengan tujuan nasional seperti yang termaktub
dalam Pembukaan UUD’45, yakni melindungi segenap bangsa
Indonesia (dari ketidakamanan akibat kemiskinan dan
pengangguran), memajukan kesejahteraan umum (kemakmuran
rakyat yang sebesarnya jasmani maupun rohani) dan
mencerdaskan kehidupan bangsa (dengan terciptanya struktur
ekonomi dan politik yang makin sehat sehingga berkembang
manusia Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas intelegensia,
emosionalitas dan spiritualitas). Secara teknokratis, adalah
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dengan transformasi Nusantaranomics (seperti telah diuraikan
di bab 1 diatas), tapi yang mampu membangun Kelas Menengah
yang Besar. Ada dua strategi besar format tranformasinya yang
akan diuraikan dalam bab 3 yang dapat menciptakan Struktur
“Belah Ketupat” dalam Perekonomian Nasional. Sebab, kalau
kebijakan pembangun ekonomi masih business as usual
(bertumpu kepada komoditas skala besar yang absen untuk
penguasaan teknologi dan kewirausahaan oleh anak bangsa),
perekonomian akan penuh dengan para aktor pemburu rente
(rent seekers) yang menciptakan oligarki finansial, ekonomi dan
politik, bahkan terjadi "perkawinan antara ketiga jenis oligarki"
tersebut. Jika terjadi, Indonesia akan masuk kepada middle
income trap seperti telah terjadi di berbagai negara, termasuk
terakhir ini terjadi yang kedua kali di Brasil (yang pertama
terjadi awal Abad ke-20) dengan ketimpangan yang akan makin
memburuk dengan segala dampaknya secara sossial, ekonomi
dan politik.

3. Dua Strategi Pembiayaan: Micro Finance dan UKM

3.1 Pembiayaan Grameen Bank Ala Nusantaranomics untuk
Usaha Mikro.

Dalam kesempatan ini, penulis langsung kepada usulan
memilih strategi yang dapat dilaksanakan oleh pemerintahan
Prabowo. Karena massifnya keberadaan sektor mikro ekonomi
(99,62 persen dalam struktur dunia usaha) yang juga berada
dalam kategori Nusantaranomics bersakala mikro, maka penulis
mengusulkan strategi pembiayaan Grameen Bank ala Prof.
Muhammad Yunus.2

Bank Grameen3 adalah sebuah organisasi kredit mikro yang
dimulai di Bangladesh yang memberikan pinjaman kecil Dan
kepada orang yang kurang mampu tanpa membutuhkan
collateral. Sistem ini berdasarkan ide bahwa orang miskin
memiliki kemampuan yang kurang digunakan. Yang berbeda

2 Didin S Damanhuri, Indonesia Negara, Civil Society dan Pasar dalam Kemelut
Globalisasi, (Jakatrta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia, 2009), hlm.39-42.

3 Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia bebas.
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dari kredit ini adalah pinjaman diberikan kepada kelompok
perempuan produktif yang masih berada dalam status sosial
miskin. Pola Grameen bank ini telah diadopsi oleh hampir 130
negara didunia (kebanyakan dinegara Asia dan Afrika). Jika
diterapkan dengan konsisten, pola Grameen Bank ini dapat
mencapai tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat
miskin melalui perempuan.

Bank ini terpilih sebagai penerima Penghargaan
Perdamaian Nobel (bersama dengan Muhammad Yunus) pada
tahun 2006.

Terdapat enam prinsip yang digunakan oleh Muhammad
Yunus[1] dalam mengembangakan Bank Grameen. Pertama,
bahwa kemiskinan tidak dibuat oleh si miskin itu sendiri, namun
insititusi dan kebijakan yang melingkupi mereka. Kedua, amal
bukanlah solusi untuk kemiskinan sebab hal ini akan
menyebabkan adanya ketergantungan Ketiga, sistem Bank
Grameen tidak percaya bahwa terdapat perbedaan antara
kemampuan orang miskin dan yang lainnya. Hanya saja, orang
miskin tidak mendapat kesempatan untuk mengeksplor dirinya.
Keempat, semakin sedikit materi yang dimiliki, maka mereka
akan semakin diprioritaskan. Prinsip ini berkebalikan dengan
prinsip bank pada umumnya, bagwa semakin banyak materi
yang diinvestasikan nasabah maka semakin besar keuntungan
nasabah. Kelima, Bank Grameen percaya bahwa orang miskin
pasti akan mengembalikan pinjamannya, meskipun terkadang
melebihi waktu jatuh tempo. Keenam, perempuan lebih
diprioritaskan sebab Grameen Bank yakin bahwa perempuan
memiliki long-term vision dan siap membawa perubahan pada
hidup mereka dan keluarganya.

Muhammad Yunus, pendiri bank ini, mendapatkan gelar
doktor dalam ekonomi dari Universitas Vanderbilt. Dia
terinspirasi pada bencana kelaparan Bangladesh pada 1974
untuk membuat pinjaman kecil kepada sebuah kelompok
keluarga agar mereka dapat membuat barang kecil untuk dijual.
Yunus percaya dengan memberikan pinjaman Kkecil tersebut
kepada masyarakat luas dapat menghilangkan kemiskinan yang
parah di pedesaan di Bangladesh.
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Prinsip-prinsip Grameen Bank ala Muhammad Yunus ini
tetap dipakai, namun dalam konteks Transfomasi
Nusantaranomics ala Indonesia, 4 dapat dimodivikasi.
Sederhanananya begini: Bahwa kredit ala Grameen Bank
tersebut diberikan kepada nasabah para pelaku ekonomi skala
mikro dan kecil berbasis: (1) Pelaku Wirausaha Lokal di daerah-
daerah seperti pengrajin batik, keris, sepatu-sandal, dan
seterusnya; (2) Pelaku Ekonomi Lokal berbasis Kreasi Budaya
seperti songket, pengasapan ikan dan seterusnya; (3) Pengelola
sumber daya alam berbasis komunitas seperti tambak udang
dan bandeng, tahu di berbagai daerah, tambal ban komunitas
Batak, baso solo dan seterusnya.

Program pembiayaan Grameen Bank ala Indonesia
(Nusantaranomics) ini diusulkan menjadi Program Nasional dan
Daerah se-Indonesia. Namun karena sudah ada pengalaman
Gramen Bank di Indonesia secara sangat terbatas, maka
pengalaman yang telah sukses dari mereka harus dijadikan
acuan di samping pengalaman sukses Muhammad Yunus di
Bangladesh.

3.2 Pembiayaan Usaha Menengah dalam Membangun Kelas
Menengah yang Besar

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021
disebutkan bahwa Rasio RPIM (Pembiayaan Inklusif
Makroprudensial):

Kewajiban pemenuhan RPIM dilakukan secara bertahap,
yaitu:

1. paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) pada
posisi akhir bulan Juni 2022 dan posisi akhir bulan
Desember 2022;

* Didin s Damanhuri, Nusantaranomics: Paradigma Teori dan

Pengalaman Empiris (Pendekatan Heterodox), (Bogor: Penerbit IPB Press,
2023).
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2. paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen)
pada posisi akhir bulan Juni 2023 dan posisi akhir bulan
Desember 2023; dan

3. paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) sejak
posisi akhir bulan Juni 2024.

Menurut hemat kami, Peraturan BI tersebut sudah cukup
bagus. Namun, selain dari sisi target, membangun Kelas
Menengah yang besar masih jauh dari memadai persentasinya,
juga belum dirumuskan bagaimana strategi
asistensi/pemberdayaan dan target sasaran serta mekanisme
pemihakan negara dalam market intelligence-nya, baik untuk
pasar dalam negeri maupun tujuan ekspor ke berbagai negara
yang potensial dan relevan. Oleh karena itu, kami mengusulkan
untuk kewajiban alokasi 2024 dan selanjutnya paling sedikit 30
persen posisi Desember 2024 dan terus meningkat sampai
sekitar 60-70 persen di akhir 2025.

3.3. Usaha Besar (UB) Fokus Jadi Pemain Industrial

Sementara untuk Usaha Besar di samping alokasi
perbankan nasional yang menurun, mereka juga didorong untuk
mencari sumber-sumber pembiayaan lain, baik dari dari dalam
negeri maupun luar negeri. Namun UB ini fokus untuk menjadi
pemain industrial yang efisien dan inovatif dengan berdaya
saing tingkat regional (ASEAN) dan bahkan secara global.
Sedangkan pemerintah memberikan berbagai incentif kepada
mereka, baik dari sisi perpajakan, marketing intelligence,
maupun lainnya.
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3.4.

Saatnya Eksekusi Empat Langkah
Revolusioner Bidang Perpajakan

Darussalam
Founder Danny Darussalam Tax Center (DDTC)

Darussalam, SE., Ak., CA., M.Si., LL.M Int. Tax.
adalah Founder DDTC.

Lulusan S-1 FEB UNS Jurusan Akuntansi, S-2
Administrasi Perpajakan Ul, dan S-2 European
and Internationa Tax Law Tilburg University,
Belanda dan Katholieke Universiteit Leuven,
Belgia.

Keahlian utamanya adalah pajak internasional
dan perbandingan hukum pajak. Penulis
berpengalaman sebagai ahli pajak di Pengadilan Negeri, Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Pajak, dan Mahkamah Konstitusi.
Penulis ditunjuk sebagai ahli pemerintah dalam uji materi Undang-
Undang Pengampunan Pajak dan Undang-Undang Akses Informasi
Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Penulis terpilih sebagai salah satu World’s Leading Transfer Pricing
Advisers 2018 di Indonesia oleh TP Week, International Tax Review, United
Kingdom. Pada tahun 2019, penulis memperoleh penghargaan Edutax
Award sebagai Tokoh Edukatif Program Inklusi Kesadaran Pajak 2019 oleh
Direktorat Jenderal Pajak. Di tahun 2024, mendapatkan nominasi sebagai
Tax Practice Leader of the Year 2024 di Asia-Pasifik dari ITR, UK.

Sejak 2018, penulis menjadi Ketua Umum Perkumpulan Tax Center dan
Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI). Penulis juga menjadi
Koordinator Dewan Konsultatif lkatan Akuntan Indonesia Kompartemen
Akuntan Perpajakan (IAI-KAPj) Periode 2018-2022 dan 2022-2026.

Pendirian Badan Penerimaan Negara (BPN) dan kaitannya
dengan peningkatan rasio penerimaan negara mencapai 23%
terhadap produk domestik bruto (PDB) telah masuk sebagai
bagian dari Asta Cita, 17 Program Prioritas, serta 8 Program
Hasil Terbaik Cepat yang diusung Presiden Prabowo Subianto
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dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak masa pemilu
2024.

Kenyataannya, dalam Kabinet Merah Putih, tidak ada BPN.
Urusan penerimaan negara masih berada di bawah Kementerian
Keuangan. Hanya saja, Kementerian Keuangan ditempatkan di
bawah koordinasi langsung kepada presiden (Perpres
139/2024) dengan susunan organisasi yang baru (Perpres
158/2024). Selain itu, ada tiga wakil menteri keuangan.

Dengan fakta itu, dapat dikatakan belum ada langkah
revolusioner untuk meningkatkan penerimaan negara yang
realisasinya pada 2023 masih 13,3% PDB. Padahal, urgensi
untuk mengoptimalkan penerimaan negara makin mendesak di
tengah bertambahnya jumlah kementerian/lembaga serta
banyaknya rencana pembangunan atau program yang
membutuhkan pendanaan.

Belum optimalnya penerimaan negara tidak dapat
dilepaskan dari permasalahan fundamental Indonesia selama
ini, yakni masih relatif rendahnya kinerja tax ratio. Mengapa
demikian? Karena kurang lebih 80% penerimaan negara berasal
dari penerimaan perpajakan. Artinya, upaya untuk
meningkatkan penerimaan perpajakan menjadi krusial.

Berdasarkan pada data Kementerian Keuangan yang diolah
DDTC Fiscal Research & Advisory, nominal penerimaan pajak
pada periode 2010-2023 sejatinya mencatatkan pertumbuhan
hampir tiga kali lipat dari Rp628,2 triliun (2010) menjadi
Rp1.869,2 triliun (2023). Namun, kinerja tax ratio justru
menyusut dari 11,3% (2010) menjadi 10,3% (2023).

Dengan kinerja tersebut, tax ratio Indonesia masih jauh dari
standar internasional yang ideal untuk memenuhi pendanaan
pembangunan berkelanjutan, yakni minimal 15% (IMF, 2016).
Tax ratio Indonesia tercatat masih lebih rendah dari rata-rata
tax ratio 36 negara Asia dan jauh lebih rendah dibandingkan
dengan negara-negara OECD (OECD, 2024).

Relatif rendahnya tax ratio disebabkan oleh masih
lemahnya tax buoyancy di Indonesia. Adapun tax buoyancy
merupakan indikator seberapa responsif penerimaan pajak
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terhadap aktivitas ekonomi nasional. Indikator ini dihitung dari
persentase pertumbuhan penerimaan pajak dibagi dengan
persentase pertumbuhan PDB.

Selama periode 2010-2019 (sebelum pandemi), rata-rata
tax buoyancy Indonesia tercatat hanya sebesar 0,88 (kurang dari
1,00). Artinya, kenaikan PDB belum dibarengi dengan
optimalnya peningkatan penerimaan pajak. Setiap 1%
pertumbuhan PDB hanya dapat ditransformasikan kepada
0,88% pertumbuhan penerimaan pajak. Tidak mengherankan
jika tax ratio justru kian menyusut.

Menariknya, berbagai upaya dalam konteks reformasi
perpajakan sudah dijalankan. Reformasi perpajakan telah
mencakup sumber daya manusia (SDM), proses bisnis,
organisasi, regulasi, dan teknologi informasi berbasis data.
Namun, kinerja perpajakan masih belum optimal. Oleh karena
itu, dimulainya pemerintahan baru harus menjadi momentum
untuk merancang langkah revolusioner.

Melalui artikel ini, penulis mengusulkan penataan ulang
sistem perpajakan melalui empat langkah revolusioner yang
bisa dipertimbangkan Kabinet Merah Putih, bahkan DPR sebagai
wakil rakyat. Usulan ini didasarkan pada pengalaman praktik
dan literatur yang disandingkan dengan perkembangan
reformasi terkini serta agenda perpajakan Presiden Prabowo
sejak masa kampanye.

Mengapa disebut sebagai langkah revolusioner? Karena
usulan langkah bersifat perubahan menyeluruh dan mendasar.
Pertama, perbaikan struktur penerimaan pajak. Kedua,
perubahan pendekatan dalam pemajakan. Ketiga, evaluasi
kebijakan dengan kacamata konsep pajak. Keempat, redesain
kelembagaan otoritas pajak.

Perbaikan Struktur Penerimaan Pajak

Masing-masing dari kita perlu berangkat dari pertanyaan,
apa yang bisa dioptimalkan? Untuk menjawab pertanyaan
tersebut, setiap pemangku kepentingan perlu melihat struktur
penerimaan pajak selama ini. Kenyataannya, struktur
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penerimaan pajak Indonesia masih belum pas, baik ditinjau dari
sisi sektor usaha maupun jenis pajak.

Tinjauan dapat dimulai dengan melihat keselarasan antara
kontribusi tiap sektor usaha terhadap PDB nasional dan
sumbangsihnya terhadap penerimaan pajak. Faktanya, masih
ada beberapa sektor usaha yang berkontribusi cukup besar
terhadap PDB, tetapi sumbangsihnya dalam penerimaan pajak
sangat minim (undertaxed). Optimalisasi pajak perlu dilakukan
pada sektor-sektor usaha ini.

Mari kita coba lihat kinerja pada 2022. Menurut data Badan
Pusat Statistik (BPS), sektor usaha pertanian berkontribusi
sekitar 12,4% dalam PDB. Namun demikian, berdasarkan data
Kementerian Keuangan, pertanian hanya menyumbang 1,4%
dalam penerimaan pajak. Selain karena faktor informalitas
(hard-to-tax) sektor, ada pengaruh fasilitas pajak untuk
pertanian.

Kemudian, sektor usaha pertambangan yang berkontribusi
12,2% terhadap PDB, hanya menyumbang 8,3% dalam
penerimaan pajak. Belum optimalnya penerimaan pajak sektor
ini mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak serta
dugaan maraknya pertambangan ilegal sehingga masuk dalam
kelompok shadow economy.

Contoh lagi, sektor konstruksi yang berkontribusi hingga
9,8% dalam struktur PDB, ternyata hanya menyumbang 4,1%
pada penerimaan pajak. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari
faktor masih diberlakukannya skema pajak penghasilan (PPh)
final pada sektor usaha konstruksi. Dalam konteks ini, ada policy
gap layaknya pemberian fasilitas pajak pada sektor pertanian.

Berdasarkan pada data-data tersebut, fenomena undertaxed
sector muncul bukan hanya karena masalah compliance gap,
melainkan juga policy gap. Untuk itu, pemerintahan Kabinet
Merah Putih perlu mempunyai kebijakan transisi untuk
meningkatkan penerimaan pajak dari sektor-sektor yang
tergolong undertaxed secara bertahap.

Misalnya, penghapusan skema PPh final sektor konstruksi
dan real estat. DDTC (2020) dalam Working Paper bertajuk
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Meninjau Konsep dan Relevansi PPh Final di Indonesia
menyatakan pengenaan PPh yang bersifat final dalam jangka
panjang kurang ideal. Hal ini karena ada peluang perencanaan
pajak yang agresif, ketidakadilan, serta potensi penurunan
kepatuhan wajib pajak.

World Bank (2020) dalam laporan bertajuk The Long Road
to Recovery juga telah mengusulkan kebijakan tersebut.
Pengembalian rezim pemajakan ke PPh badan yang berlaku
umum dinilai akan meningkatkan transparansi dan memastikan
peningkatan ekuitas horizontal lintas sektor. Menariknya,
pemerintah juga sempat memunculkan wacana kebijakan ini
tapi tidak dieksekusi.

Selain dari sisi sektor usaha, tinjauan struktur penerimaan
pajak juga perlu dilakukan terhadap jenis pajak. Sejauh ini, PPh
masih selalu menjadi penyumbang terbesar, yakni sekitar 56,8%
pada 2023. Pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan
atas barang mewah (PPnBM) berkontribusi sekitar 40,9%.
Sisanya, ada PBB (1,8%) dan pajak lainnya (0,5%).

Jika komposisi PPh dilihat lebih dalam, porsi paling besar
disumbang PPh badan, yakni sekitar 21,9%. Sementara itu, PPh
orang pribadi di luar karyawan justru sangat minim, yakni
hanya 0,66%. Masih bertumpunya penerimaan pajak pada
kontribusi PPh badan membuat struktur rentan, seperti ketika
terjadinya pandemi atau fluktuasi harga komoditas.

Berdasarkan pada hasil kalkulasi OECD (2024), untuk rata-
rata negara OECD, PPh badan hanya menyumbang 10,2%.
Kontribusi penerimaan PPh orang pribadi lebih dari dua kali
lipat penerimaan PPh badan.

Tumpuan pada pajak korporasi sensitif terhadap faktor
eksternal, seperti fluktuasi harga komoditas. Sudah saatnya
penerimaan pajak yang ‘tahan’ dari volatilitas faktor eksternal
mulai ditingkatkan. Salah satunya adalah peningkatan
penerimaan PPh orang pribadi, terutama bukan karyawan.
Rencana optimalisasi kontribusi pajak dari shadow economy
juga perlu secara serius dijalankan.
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Perubahan Pendekatan dalam Pemajakan

Langkah revolusioner selanjutnya yang dapat
dipertimbangkan adalah perubahan pendekatan dalam
pemajakan dari enforced compliance menjadi cooperative
compliance. OECD (2021) menyatakan kepatuhan yang tidak
dipaksakan berperan penting dalam upaya peningkatan
penerimaan negara sebagai ‘bahan bakar’ pembangunan
berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs).

Digitalisasi serta transparansi informasi turut mendukung
momentum untuk penciptaan cooperative compliance saat ini.
Dalam konteks Indonesia, pembaruan sistem inti administrasi
perpajakan (coretax administration system/CTAS) seharusnya
tidak hanya berfokus pada penurunan cost of collection, tetapi
juga dimanfaatkan untuk mengurangi cost of compliance
(Kristiaji, 2024).

Kepatuhan kooperatif berdiri di atas tiga pilar dasar, yaitu
rasa saling percaya, transparansi, dan pengertian (Darussalam
et al, 2019). Dengan demikian, kunci untuk memastikan
paradigma kepatuhan kooperatif koheren dengan penggunaan
teknologi adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak wajib
pajak.

Hal tersebut dikarenakan pemungutan pajak merupakan
hak negara sekaligus kewajiban wajib pajak yang telah diatur
dalam konstitusi. Dengan demikian, perlu ada penyeimbang dari
sisi pengakuan hak wajib pajak yang seharusnya menjadi
kewajiban negara. Tanpa ada keseimbangan antara hak dan
kewajiban wajib pajak, sistem pajak tidak berfungsi efektif serta
efisien (OECD, 1990).

Sayangnya, Indonesia masih belum mengatur secara
eksplisit tentang hak-hak fundamental dari wajib pajak (primary
rights), seperti prinsip pembagian beban pajak sesuai dengan
kemampuan ekonomi (ability to pay) dan larangan pengenaan
pajak secara berlebihan (prohibition on confiscatory taxation)
dalam konstitusi (Darussalam, Septriadi, dan Yuki, 2023).

Sejauh ini, gagasan utama tentang hak-hak wajib pajak di
Indonesia hanya tersirat masuk dalam Pasal 23A dan Pasal 28H
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ayat (4) UUD 1945. Dari kedua pasal tersebut, pajak hendaknya
tidak hanya dipandang sebagai kewajiban kenegaraan, tetapi
juga sebagai pengambilan sebagian harta milik rakyat oleh
negara yang tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang
(Darussalam, 2016).

Kehadiran jaminan perlindungan hak-hak fundamental
wajib pajak secara eksplisit dalam konstitusi makin mendesak di
tengah digitalisasi administrasi perpajakan. Hal ini dikarenakan
penerapan teknologi akan diikuti perubahan dalam peraturan
pajak. Dalam prinsip legalitas, otoritas hanya boleh
menggunakan teknologi untuk melaksanakan hukum (Araujo,
2023).

Dalam konteks implementasi CTAS, situasi itu telah diawali
dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka
Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan pada 18
Oktober 2024. PMK ‘sapu jagat’ yang terdiri atas 484 pasal itu
akan diikuti dengan terbitnya berbagai aturan turunan.

Meskipun hak-hak fundamental wajib pajak tidak secara
eksplisit berada di dalam UUD 1945, pemerintah seharusnya
tetap melindungi hak-hak yang termuat dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan (secondary legal
rights). Penggunaan teknologi seharusnya tidak makin
meniadakan perlindungan atas hak-hak wajib pajak.

Hal yang perlu dipahami adalah pengenaan pajak oleh
negara berpotensi menimbulkan konflik dengan hak-hak wajib
pajak, seperti hak atas privasi, hak atas kepemilikan individu,
serta hak atas perlakuan yang adil (Darussalam, Septriadi, dan
Yuki, 2023). Dengan demikian, penggunaan teknologi
seharusnya digunakan untuk memitigasi potensi konflik
tersebut (Wicaksono, 2024).

Setidaknya ada dua aspek penting terkait dengan
pendekatan cooperative compliance yang perlu dilakukan.
Keduanya adalah penyederhanaan sistem administrasi dan
peningkatan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan.
Simplifikasi, terutama pascahadirnya teknologi, dapat
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menurunkan cost of compliance. Partisipasi publik akan turut
menekan potensi sengketa (dispute) pajak.

Simplifikasi perlu diterapkan pada prosedur administrasi
pajak yang rentan terjadinya kesalahan (Choi dan Kleiman,
2023). Contoh, skema prepopulated tax. Namun, simplikasi perlu
dilakukan secara hati-hati. Hal ini dikarenakan solusi yang
mengedepankan paradigma kesederhanaan secara berlebihan
akan berisiko menimbulkan deviasi dari sistem pajak yang ideal
(Kristiaji, 2024).

Pasalnya, kesederhanaan sering kali bukanlah sistem pajak
yang optimal sekaligus berisiko rentan bertentangan dengan
pemenuhan prinsip keadilan dan efektivitas (Partlow, 2013).
Oleh karena itu, agenda penyederhanaan juga jangan sampai
mendistorsi upaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih
strategis (Surrey dan Brannon, 1968).

Dalam konteks itu, pemahaman mengenai proses bisnis
wajib pajak sangat krusial sehingga simplikasi dilakukan dengan
tepat dan optimal. Terlebih, dalam pendekatan cooperative
compliance, salah satu nilai yang harus dipegang oleh otoritas
pajak adalah commercial awareness. Oleh karena itu, partisipasi
publik sangat dibutuhkan.

Lebih lanjut, biaya kepatuhan pajak (cost of compliance)
merupakan suatu hal yang tidak terhindarkan, tetapi harus
dikendalikan. Seluruh upaya mengurangi biaya kepatuhan pajak
sesungguhnya akan berdampak bagi kepastian dan kemudahan,
serta bermuara pada iklim kepatuhan pajak dan investasi yang
optimal (Kristiaji, 2024).

Sejalan dengan adanya kepastian, kemudahan, dan
transparansi, tax control framework (TCF) yang diusung OECD
(2016) makin penting diterapkan. Kepastian di awal akan
diperoleh oleh wajib pajak jika setiap risiko pajak serta
ketidakpastian posisi pajak (uncertain tax position) di internal
wajib pajak diungkapkan dan menjadi perhatian otoritas
(Darussalam, Septriadi, dan Kristiaji, 2022).

Dengan TCF yang efektif, wajib pajak berkesempatan
menunjukkan kepada otoritas bahwa risikonya rendah (low risk
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taxpayer). Untuk memastikan efektivitas TCF, otoritas perlu
melakukan pengujian dalam rangka verifikasi kelayakan sistem
dan prosedur kontrol di internal wajib pajak. Pengujian agar
mendapat bukti empiris sebagai dasar untuk memercayai posisi
wajib pajak atau ‘justified trust’.

Evaluasi Kebijakan dengan Kacamata Konsep Pajak

Bersamaan dengan perubahan pendekatan pemajakan,
pemerintah baru di bawah Presiden Prabowo perlu untuk
mengevaluasi seluruh kebijakan dengan kaca mata konsep
pajak. Perlu digarisbawahi bahwa munculnya sebuah
pemajakan tidak dapat dilepaskan dari konsepnya. Deviasi dari
konsep berisiko tidak optimalnya pemajakan tersebut.

Oleh Kkarena itu, diperlukan pemahaman pajak secara
konseptual. Pemahaman berdasarkan pada prinsip-prinsip
pajak yang baik (principles of good taxation) menjadi fondasi
kokoh untuk menyusun dan mengevaluasi kebijakan
(Darussalam, Septriadi, Marhani, 2024).

Contoh, pemahaman atas konsep PPN untuk mengevaluasi
kebijakan saat ini. Berdasarkan berbagai literatur akademis,
PPN didefinisikan sebagai pajak atas konsumsi yang bersifat
luas atas barang dan jasa (a broad-base tax). Definisi ini juga
selaras dengan klasifikasi pajak OECD bahwa PPN merupakan
pajak yang dikenakan atas seluruh konsumsi barang kena pajak
(BKP) atau jasa kena pajak (JKP) yang bersifat umum (general
tax on consumption).

Kata general tersebut membedakannya dengan jenis pajak
konsumsi lainnya yang hanya dikenakan atas barang dan jasa
yang bersifat spesifik (specific tax on consumption), seperti cukai
dan bea masuk. Praktiknya di Indonesia, masih terdapat deviasi
karena terdapat barang dan jasa yang dikecualikan dari
pengenaan PPN.

Kebijakan tersebut nyatanya membuat potensi penerimaan
pajak yang hilang (revenue forgone) dari pos PPN cukup besar.
Dalam Tax Expenditure Report 2022, estimasi serta proyeksi
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belanja perpajakan pos PPN dan PPnBM terus meningkat. Untuk
2019-2025, pos PPN dan PPnBM berkisar 56,5% hingga 62,2%
dari total belanja perpajakan.

Menariknya, pemerintah telah menyatakan pengecualian
PPN lebih banyak dinikmati kelas menengah ke atas. Dalam
rapat dengan Komisi XI DPR pada Agustus 2024, menteri
keuangan bahkan mengatakan mayoritas nilai PPN yang
dibebaskan untuk kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan
transportasi dinikmati rumah tangga kaya atau kelompok
masyarakat kelas atas.

Berdasarkan pada estimasi dengan data realisasi APBN
2023 dan Susenas Maret 2023, dari nilai PPN dibebaskan
Rp103,2 triliun, sekitar Rp31 triliun (31,0%) dinikmati
kelompok 10% terkaya. Insentif PPN dibebaskan yang dinikmati
kelompok 10% termiskin hanya Rp3,3 triliun (3,2%). Artinya,
makin tinggi pengeluaran rumah tangga, makin tinggi pula
insentif pembebasan PPN yang diterima.

Lewat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), barang
dan jasa itu sudah menjadi BKP dan JKP (tidak dikecualikan dari
pengenaan PPN). Namun, hingga saat ini, pemerintah masih
membebaskan PPN terhadap barang dan jasa tersebut.
Kebijakan ini mencederai prinsip netralitas PPN. Menurut OECD
(2017), netralitas merupakan prinsip dasar yang berlaku dalam
PPN. Menurut Hemming dan Kay dalam Tait (1988), netralitas
menjadi prinsip utama dalam pemungutan PPN.

Khusus soal netralitas, praktik di Indonesia juga tidak lepas
dari permasalahan. Pada dasarnya, untuk dapat bersifat netral
terhadap keputusan bisnis, PPN tidak boleh menjadi biaya
produksi. Netralitas PPN dapat tercipta melalui sistem
pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran (Cnossen,
1987). Oleh karena itu, persoalan restitusi pada hakikatnya
merupakan konsekuensi logis dari sistem PPN.

Sayangnya, alih-alih dipandang sebagai hak wajib pajak dan
‘uang wajib pajak’ yang tertahan di kantong pemerintah,
restitusi PPN (maupun restitusi secara umum) di Indonesia
kerap dianggap sebagai ‘momok’ yang harus dikendalikan. Hal
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ini seakan terkonfirmasi dalam laporan terbaru World Bank
bertajuk Business Ready (B-Ready) 2024.

Restitusi PPN menjadi salah satu indikator pembentuk skor
topik perpajakan (taxation) dalam laporan tersebut. Skor
pemanfaatan restitusi PPN Indonesia sebesar 5,10 dari 10,00.
Persentase jumlah perusahaan tidak mengajukan restitusi PPN
karena prosesnya terlalu memberatkan (burdensome) sebanyak
70% dari total 2.955 perusahaan yang disurvei.

Septriadi (2024) menyatakan secara filosofis, pemerintah
perlu mencari titik temu yang menjamin keseimbangan antara
pemenuhan hak wajib pajak dan pencegahan manipulasi
restitusi PPN. Dalam konteks langkah konkret, pemerintah perlu
meredesain administrasi restitusi PPN yang efisien. Pada
prinsipnya, restitusi harus diberikan segera setelah kelebihan
pajak masukan muncul.

Adanya skema prepopulated PPN dengan implementasi
CTAS pada 2025 sejatinya tidak kompatibel dengan upaya
pembatasan restitusi. Digitalisasi berbasis real time filing serta
integrasi data memungkinkan pemenuhan restitusi secara cepat
sekaligus mencegah dan mendeteksi VAT fraud lebih tepat. Hal
ini telah diterapkan di Spanyol, Italia, dan Hungaria (World
Bank, 2020).

Kembali lagi, evaluasi menyeluruh kebijakan dengan
kacamata konsep pajak perlu dilakukan. Ulasan di atas baru
beberapa aspek terkait dengan PPN. Aspek lain misalnya terkait
dengan skema potong-pungut dalam mekanisme with holding
tax. Terlebih, dengan CTAS yang mengusung transparansi,
pemerintah seharusnya sudah bisa mendapatkan data secara
real time dari tiap wajib pajak.

Pada awalnya, with holding tax merupakan terobosan
administrasi yang bertujuan untuk peningkatan kepatuhan
pajak dan penunjuang sistem self-assessment melalui
pemanfaatan data yang lebih efektif dan efisien. Sayangnya, saat
ini, mekanisme with holding tax justru memiliki peran yang
lebih dominan dan mengaburkan sistem self-assessment itu
sendiri.
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Kendati demikian, upaya kembali ke konsep seharusnya
tetap perlu dilakukan secara hati-hati. Seluruh pemangku
kebijakan perlu cermat sehingga tidak memunculkan
kompleksitas administrasi. Upaya kembali ke konsep perlu
dibarengi dengan mitigasi risiko munculnya tambahan biaya
kepatuhan yang tidak sejalan dengan konsep simplifikasi dalam
pendekatan cooperative compliance.

Redesain Kelembagaan Otoritas Pajak

Usulan langkah terakhir justru terkait dengan kelembagaan
otoritas pajak yang telah menjadi pembuka tulisan ini. Rencana
pembentukan BPN sejatinya bukan hal baru. Presiden
sebelumnya, Joko Widodo, juga telah mewacanakan
pembentukan Badan Penerimaan Pajak (BPP). Namun, rencana
itu selalu batal dieksekusi.

Pertanyaannya, apakah skema penguatan kapasitas otoritas
saat ini sudah sesuai dengan konsep awal pembentukan BPN
atau BPP yang bersifat krusial? Misal, untuk fleksibilitas
penganggaran (termasuk penggunaan anggaran dengan
persentase tertentu dari jumlah pengumpulan pajak) serta
rekrutmen SDM, apakah sudah bisa terpenuhi dengan skema
kelembagaan saat ini?

Terlepas dari nomenklatur yang sudah terbentuk pada awal
Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo dan jajarannya tetap
perlu mempertimbangkan ide pembentukan BPN dalam periode
pemerintahan 5 tahun ke depan. Apalagi, menariknya, seluruh
pasangan calon dalam pemilu 2024 juga setuju dengan ide ini.
Artinya, ide ini tidak bisa dihilangkan begitu saja. Perlu dicoba.

Satu hal yang pasti, kehadiran BPN jangan sampai hanya
dilihat dalam ruang hampa. Eksistensi BPN membutuhkan
penyesuaian dari ekosistem perpajakan secara umum, yang
mencakup uraian peran, posisi, serta interaksi dari berbagai
lembaga lainnya. Harus ada redesain ulang seluruh aspek
kelembagaan yang ada. Setidaknya, ada empat hal yang perlu
diperhatikan.
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Pertama, mekanisme kontrol wajib pajak dalam internal
BPN melalui kepemimpinan berbasis board of directors (BOD).
Hal ini krusial untuk mengurangi risiko terbentuknya entitas
super-power Kkarena segala keputusan strategis diputuskan
melalui suatu mekanisme kolektif. BOD bisa turut mencakup
perwakilan wajib pajak, asosiasi industri/profesi, hingga
akademisi (Mann, 2004).

Kedua, pembentukan wunit khusus berkaitan dengan
kebijakan perpajakan (tax policy unit). Unit ini bisa berada di
Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab Kkhusus
menyusun  kebijakan  perpajakan. Dengan  demikian,
keseimbangan dalam sistem pajak relatif akan terwujud karena
turut memperhatikan iklim investasi, dukungan kepastian
terhadap wajib pajak, dan sebagainya.

Ketiga, penguatan peran Komite Pengawas Perpajakan
selaku tax ombudsman. Berdasarkan Survei IBFD (2021), agenda
perlindungan hak-hak wajib pajak mayoritas turut menyentuh
pembentukan atau penguatan tax ombudsman. Wajib pajak
harus diberikan akses nyata kepada lembaga yang mewakili
mereka untuk meninjau sejauh mana kekuasaan pengenaan
pajak dijalankan dengan baik.

Keempat, agenda reformasi penyelesaian sengketa
perpajakan di Indonesia. Pencegahan dan penyelesaian sengketa
perpajakan secara lebih efektif serta efisien tidak hanya terkait
dengan reformasi kelembagaan pengadilan pajak. Proses ini
perlu juga mencermati penyelesaian keberatan, kehadiran
alternative dispute resolution, dan sebagainya (Darussalam,
2017).

Pada akhirnya, jika berbagai usulan langkah itu sudah
timbul-tenggelam dalam tataran wacana publik selama ini,
mengapa tidak coba mulai dieksekusi oleh pemerintah
sekarang? Jangan-jangan, berbagai langkah perubahan
menyeluruh dan mendasar itulah yang dibutuhkan perpajakan
Indonesia. Hanya tinggal kemauan dan keputusan politik. Kita
lihat.
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3.5.

Estimasi Nilai Penghematan APBN
dari Pengurangan Korupsi

D. S. Priyarsono
Departemen Illmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen
Institut Pertanian Bogor

D. S. Priyarsono, Guru Besar lImu Ekonomi,
Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut
Pertanian Bogor, adalah pendiri dan ketua
pertama Program Pascasarjana llmu Ekonomi
di perguruan tinggi itu. Pernah menjadi
President  Indonesian  Regional  Science
Association (IRSA, 2014-2017), ia memperoleh
pendidikan di IPB (S1 1984, S2 1988), The
University of Tsukuba (53 1992), Nagoya
University (Post-Doc 1993) dan Cornell
University (Post-Doc 1995).

Pada akhir September 2024, Ppemerintah dan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 senilai Rp 3005,1
triliun, dengan rencana belanja senilai Rp 3621,3 triliun, atau
defisit sebesar Rp 616,2 triliun. Defisit itu setara dengan 2,53
persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), naik dari nilai defisit
tahun sebelumnya, yakni Rp 522,8 tTriliun atau setara dengan
2,29 persen dari PDB. Menurut Menteri Keuangan, persentase
tersebut masih tergolong cukup aman.

Diberitakan oleh media massa, bahwa perancangan APBN
tersebut telah mengantisipasi berbagai program presiden
terpilih, seperti misalnya program makan bergizi gratis,
program renovasi sekolah, program sekolah unggulan, program
pemeriksaan kesehatan gratis, dan program peningkatan
ketahanan pangan serta pengentasan kemiskinan. Dengan
demikian, ada harapan bahwa proses transisi dari pemerintahan
lama ke pemerintahan baru dapat berlangsung dengan mulus.
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Walaupun demikian, tidak bisa dihindarkan kesan bahwa
berbagai inisiatif baru akan amat membebani APBN, termasuk
rencana melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
yang oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2022 pernah
disebut membutuhkan anggaran sebesar Rp 466 triliun (sekitar
20  persennya  ditanggung oleh  APBN) (https://
ikn.kompas.com/read/2024/07/31/174441987 /pembangunan
-ikn-butuh-anggaran-rp-466-triliun). Tambahan kemen-terian-
kementerian dalam kabinet baru dapat dipastikan membebani
keuangan negara. Dalam pemerintahan sebelumnya, terdapat
sekitar 34 menteri plus beberapa wakil menteri, sedangkan saat
ini ada kurang lebih 48 menteri dan 56 wakil menteri
(https://www.kompas.com/tren/read/ 2024/ 10/22/
050000665 /daftar-lengkap-112-pejabat-kabinet-merah-putih-
yang-dilantik-prabowo). Artinya, ada lonjakan jumlah pejabat
negara setingkat menteri atau wakil menteri lebih dari 300
persen dibandingkan pemerintahan periode sebelumnya. Tiap
pejabat negara tentu perlu diberi gaji, tunjangan, dan fasilitas
yang nilainya tidak kecil. Belum lagi kenyataan bahwa tiap
kementerian pastilah perlu diperlengkapi dengan berbagai
anggaran standar yang dibutuhkan untuk layaknya operasi
sebuah lembaga pemerintahan.

Dengan demikian, sudah dapat dipastikan bahwa
pemerintahan  baru ini memerlukan sumber-sumber
penerimaan baru untuk menyelenggarakan berbagai prakarsa
baru sebagaimana telah dijanjikan dalam kampanye maupun
sudah ditetapkan dalam perencanaan resmi pemerintah. Solusi
baku bagi persoalan itu adalah peningkatan pemasukan negara
dari pajak dan dari utang.

Tulisan pendek ini ingin mengajak publik untuk
mempertimbangkan peluang meningkatkan efisiensi
penyelenggaraan pembangunan melalui pengurangan korupsi
uang negara. Wacana ini bukanlah hal baru, namun dalam
kenyataannya prakarsa ini belum pernah digarap secara serius.
Upaya awal yang dibutuhkan adalah mengestimasi potensi dana
yang bisa diselamatkan melalui pengurangan korupsi. Apabila
nilai estimasi itu cukup besar dan biaya untuk
mengupayakannya secara efektif cukup kecil, maka sudah
selayaknya bahwa prakarsa ini patut dicoba.
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Ide dasarnya cukup sederhana. Misalkanlah, mesin
birokrasi (sistem administrasi) merancang membangun output
(produk, misalnya sebuah pPuskesmas) senilai P (misalnya, Rp
1 miliar). Disadari bahwa dalam proses pembangunan ada
kebocoran (O<k<1) sehingga efisiensi (e) tidak mungkin
tercapai secara penuh, atau e = 1 - k. Misalkan tingkat
kebocoran 20 persen, atau k = 0,2, maka efisiensi menjadie=1 -
0,2 = 0,8. Dengan demikian, untuk menghasilkan output senilai
P perlu dianggarkan dana (A) yang lebih besar daripada P,
karena Ae = P. Dalam contoh pembangunan puskesmas senilai P
= Rp 1 miliar dibutuhkan anggaran sebesar A = P/e = Rp 1,25
miliar.

Birokrat yang cukup berpengalaman semestinya
memahami fenomena kebocoran itu. Nilai k itu dapat bervariasi
dari satu sektor ke sektor lainnya. Sebagai contoh, pada 7
November 2024 terbitlah surat Menteri Keuangan bernomor S-
1023/MK.02/2024 tentang Langkah-Langkah Penghematan
Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA
2024. Disebutkan dalam surat itu bahwa “ ... terhadap belanja
perjalanan dinas ... dilakukan penghematan minimal 50% dari
sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024
terhitung sejak surat ini ditetapkan.”. Poin itu dapat ditafsirkan
sebagai ada semacam pemahaman bahwa terdapat nilai
kebocoran sekurang-kurangnya sebesar k=0,5. Artinya,
walaupun anggaran dalam sektor itu dipotong sebesar 50
persen%, target capaian tidak berubah. Pertanyaan yang timbul
adalah dari mana asal-usul angka itu?

Kajian (ICW) sebagaimana dikutip dalam laman Komisi
Pemberantasan Komisi (https://aclc.kpk.go.id /aksi-
informasi/Eksplorasi/20240229-korupsi-dan-kerugian-
keuangan-negara-yang-ditimbulkannya) menghasilkan data
kerugian negara akibat kasus korupsi yang telah diputuskan
oleh pengadilan tingkat pertama dalam periode 2013-2022
sebesar Rp 238,40 triliun. Dengan kata lain, selama periode itu
secara secara rata-rata ada kerugian negara sebesar Rp 23,84
triliun tiap tahun, dengan persentase terhadap APBN berkisar
antara 0,00012 hingga 0,00344 persen. Apakah dengan
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demikian dapat disimpulkan bahwa bukti empirik itu membawa
implikasi bahwa nilai k jauh lebih kecil daripada satu 1 persen?

Tidak dibutuhkan teori-teori yang rumit untuk menjelaskan
bahwa korupsi itu menyebabkan kualitas pelayanan pemerintah
untuk masyarakat merosot, kesejahteraan masyarakat menurun,
jumlah orang miskin meningkat, ketimpangan sosial melebar,
keadilan sosial memburuk, dan ujung-ujungnya sendi-sendi
kehidupan berbangsa dan bernegara terancam roboh. Yang
agak lebih sulit justru adalah membangun metode pengukuran
kerugian finansial akibat dari tindak pidana Kkorupsi.
Masalahnya, ada perbedaan mendasar antara Kkerugian
keuangan pemerintah dan kerugian perekonomian negara atau
masyarakat. Ada perbedaan antara potensi dan realisasi
kerugian.  Topik-topik penting itu sering dibahas dalam
berbagai forum ilmiah yang diselenggarakan oleh dunia
akademik, instansi-instansi pemerintah khususnya lembaga-
lembaga penegak hukum, atau pun para pengamat, pegiat sosial,
dan aktivis antikorupsi yang banyak tergabung di dalam
berbagai lembaga swadaya masyarakat atau think tanks.

Tabel 1. Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi dan
APBN 2013-2022

Tahun Negara  APBN Kebocoran
RpT) (RpT) (%)
2013 3,46 1438891 0,00024
2014 10,69 1550491 0,00069
2015 1,74 1508020 0,00012
2016 3,08 1555934 0,00020
2017 29,42 1666376 0,00176
2018 9,29 1943 675 0,00048
2019 12,00 1960 634 0,00061
2020 56,74 1647 783 0,00344
2021 62,93 2011347 0,00313
2022 48,79 2635843 0,00185
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Pada 20 Februari 2024, Kompas.id menurunkan laporan
berjudul "Mungkinkah Membuktikan Kerugian Perekonomian
Negara Rp 271 Triliun di Kasus Timah?” Artikel tersebut
kemudian dibahas di media yang sama oleh Andri G Wibisana
pada 8 April 2024 dengan tulisannya yang berjudul “Kerugian
Lingkungan, Kerugian Perekonomian Negara?” Dapat
diperkirakan bahwa diskusi penting itu masih bakal berlanjut
lama dan membutuhkan pendekatan interdisipliner. Diharapkan
bahwa kajian-kajian itu dapat menghasilkan landasan metode
estimasi nilai penghematan APBN dari pengurangan korupsi.
Apabila nilai kebocoran anggaran (k) dapat diestimasi untuk
tiap sektor dengan cukup akurat, maka perencanaan APBN bisa
dilakukan tanpa harus terlalu banyak menaikkan utang dan
pajak yang tidak perlu. Sudah sering terdengar berbagai
komentar negatif tentang metode pengelolaan anggaran negara.
Salah satunya yang cukup terkenal adalah kaidah penyerapan
anggaran sebagai ukuran kinerja (Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk
Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Belanja Kementerian Negara/Lembaga). Dibutuhkan terobosan-
terobosan intelektual yang kreatif dan inovatif untuk
meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan publik.
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3.6.

Strategi Stabilisasi Fiskal
Tanpa Proyek Mercusuar

Ahmad Deni Daruri
Presiden Direktur CBC & Founder BGK

Achmad Deni Daruri merupakan Ekonom
dan Pakar Ketahanan Perbankan. Achmad
Deni Daruri adalah ekonom dengan keahlian
mendalam di bidang keuangan, tata kelola,
dan kebijakan publik. Beliau memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi dari STEl Jakarta,
Magister Manajemen Keuangan dari IMMI
Jakarta, dan saat ini sedang menempuh
Program Doktor llmu Ekonomi di Universitas
Trisakti.

Karirnya dimulai sebagai auditor di KPMG,
dengan pengalaman luas di  sektor
, S perbankan, industri, dan energi. Selama krisis
keuangan Indonesia 1998, beliau berperan penting dalam menganalisis
pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), termasuk
divisi-divisi utama seperti Bank Restructuring Unit dan Asset Management
Company. Sebagai tenaga ahli DPR Komisi XI, beliau memberikan analisis
mendalam dalam kasus Bank Century, yang berkontribusi pada
pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, beliau telah
menerbitkan berbagai buku dan artikel ilmiah tentang sistem moneter,
arsitektur pembayaran, serta kebijakan makro dan mikroprudensial.

Achmad Deni Daruri juga menjadi penasihat strategis untuk Bank
Indonesia hingga 2017 dan kini terus berperan sebagai penasihat lembaga
keuangan swasta terbesar di Indonesia, berkontribusi dalam
pengembangan kebijakan keuangan dan keberlanjutan ekonomi.
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Proyek mercusuar di Indonesia, yang dimulai pada era
Presiden Soekarno, memiliki dampak yang signifikan dan
beragam terhadap ekonomi negara. Sebagaimana kita pahami,
Presiden Jokowi adalah seorang peniru Presiden Soekarno
secara membabi-buta. Pada satu sisi, proyek-proyek ini
dirancang untuk menunjukkan kemajuan dan kekuatan
nasional, serta untuk meningkatkan citra Indonesia di mata
dunia internasional.

Namun, di sisi lain, proyek-proyek mercusuar ini juga
menimbulkan dampak negatif, terutama dari segi keuangan.
Biaya pembangunan yang sangat besar sering kali tidak
diimbangi dengan pendapatan yang memadai, sehingga
menambah beban anggaran negara. Hal ini pada akhirnya dapat
menyebabkan Kkrisis ekonomi, seperti yang terjadi pada akhir
masa pemerintahan Soekarno, di mana kebutuhan sehari-hari
menjadi sulit dipenuhi dan inflasi meningkat tajam.

Selain itu, proyek mercusuar sering kali dikritik karena
dianggap tidak langsung memberikan manfaat ekonomi atau
sosial yang nyata bagi masyarakat luas. Meskipun proyek-
proyek ini dapat membuka potensi bisnis dan lapangan kerja
baru, seperti dalam pembangunan jalan tol, gedung-gedung, dan
pelabuhan, manfaat tersebut mungkin tidak segera terasa atau
tidak merata di seluruh lapisan masyarakat. Proyek mercusuar
tidak dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi yang
bersifat jangka panjang.

Pemerintahan  Soekarno mengalami stagflasi dan
Pemerintahan Jokowi mengalami deflasi dengan rata-rata
pertumbuhan ekonomi yang hanya empat persenan saja
pertahunnya. Pada masa Pemerintahan Prabowo, pemerintah
Indonesia telah mengambil pelajaran dari sejarah dan
cenderung lebih berhati-hati dalam memilih proyek-proyek
yang akan dibiayai oleh APBN. Prioritas diberikan kepada
proyek-proyek yang dapat memberikan dampak langsung dan
nyata bagi kesejahteraan masyarakat, serta mendukung
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
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Teori fiskal seringkali menyoroti pentingnya pengelolaan
anggaran yang efisien dan efektif, terutama dalam konteks
proyek mercusuar yang dapat membahayakan kesehatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proyek
mercusuar, yang biasanya merupakan proyek infrastruktur
skala besar dengan biaya yang sangat tinggi, dapat
menimbulkan risiko fiskal apabila tidak direncanakan dan
dikelola dengan baik. Dalam konteks Indonesia, istilah "proyek
mercusuar” pertama kali populer di era Presiden Soekarno
sebagai bagian dari kebijakan politik mercusuar yang bertujuan
untuk membangun simbol-simbol kemajuan dan kekuatan
nasional. Namun, dalam praktiknya, proyek-proyek semacam ini
sering kali menelan biaya yang besar dan berpotensi
mengganggu keseimbangan APBN jika tidak sesuai dengan
prioritas pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi
pada kebutuhan masyarakat.

Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, telah
ditegaskan bahwa tidak akan ada pembangunan proyek
mercusuar yang dapat membahayakan stabilitas fiskal negara.
Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya
menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan
keberlanjutan fiskal. Pakar kebijakan publik menyatakan bahwa
proyek mercusuar adalah proyek yang membutuhkan anggaran
besar dan waktu konstruksi yang lama, yang seringkali tidak
langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena
itu, pemerintah saat ini lebih memprioritaskan proyek-proyek
yang dapat memberikan dampak langsung dan nyata bagi
kesejahteraan masyarakat, seperti program makan gratis dan
bantuan sosial, daripada proyek mercusuar yang cenderung
bersifat simbolis dan kurang berdampak langsung.

Dalam teori fiskal, pengelolaan APBN yang baik harus
memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekuitas.
Proyek mercusuar yang tidak memenuhi prinsip-prinsip ini
dapat menimbulkan beban fiskal di masa depan dan mengurangi
ruang fiskal untuk program-program pembangunan lain yang
lebih mendesak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk
melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua proyek yang
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direncanakan, memastikan bahwa setiap proyek memiliki
kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional, dan
bersinergi dengan tujuan-tujuan pembangunan jangka panjang
negara.

Kebijakan ini diharapkan dapat mencegah pemborosan
anggaran dan memastikan bahwa APBN digunakan secara
optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara
keseluruhan. Strategi kebijakan fiskal yang harus diambil
pemerintah dalam hal ini mencerminkan upaya untuk
menyeimbangkan antara pembangunan infrastruktur yang
ambisius dengan kesehatan fiskal negara. Hal ini penting,
mengingat bahwa proyek mercusuar seperti IKN tidak hanya
membutuhkan investasi awal yang besar, tetapi juga perawatan
dan operasional jangka panjang yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, pemilihan strategi pendanaan yang tepat
dan pengelolaan risiko fiskal yang hati-hati menjadi kunci untuk
memastikan bahwa proyek mercusuar tidak ada lagi sehingga
tidak ada ancaman serius yang membahayakan stabilitas APBN.
Presiden Prabowo sangat tepat karena telah melarang proyek-
proyek mercusuar sebagaimana yang ia perintahkan kepada
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
dalam sidang kabinet yang lalu.
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Indonesia Emas 2045:
Mimpi Besar di Tengah Realitas
Kesenjangan, Arah dan Gap

Achmad Nur Hidayat
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta

Achmad Nur Hidayat adalah Ekonom, Pakar
Kebijakan Publik, dan penulis yang memiliki
reputasi luas di bidang ekonomi publik,
kebijakan moneter, dan analisis ekonomi
terhadap hukum. la dikenal sebagai Pengajar di
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jakarta. serta penulis buku ajar yang menjadi
rujukan utama dalam dunia akademik.

Achmad Nur Hidayat memiliki latar belakang

pendidikan yang kuat, termasuk program

akademik dan pelatihan di beberapa universitas

ternama dunia. la pernah menempuh studi dan
pelatihan di Harvard University (Amerika Serikat), Tsinghua
University (China), dan National University of Singapore (NUS), serta
menyelesaikan pendidikan di Universitas Indonesia (Ul), di mana ia
memperoleh dasar-dasar yang solid dalam bidang ekonomi dan kebijakan
publik.

Pada tahun 2024, Achmad Nur Hidayat terpilih mengikuti program
Teaching Mobility Erasmus+ di Universitas Poitiers, Prancis. Dalam
program ini, ia tidak hanya mengajar mahasiswa Universitas Poitiers
tetapi juga melakukan riset ekonomi bersama para peneliti Uni Eropa.
Fokus risetnya mencakup keberlanjutan, manajemen konflik, serta
pengembangan ekonomi lokal dan global.

Dengan pengalamannya yang luas, Achmad Nur Hidayat kerap diminta
menjadi narasumber dan penasehat dalam isu-isu strategis seperti
ketahanan pangan, urbanisasi, dan pembangunan ekonomi. Komitmennya
terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan publik
menjadikannya salah satu tokoh yang disegani di Indonesia dan dunia
internasional.
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